
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 l ayat (J) 
Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menerapkan 
Peraturan Wall Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 

Pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat 11 Kendari 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3602); 
3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan. Daerah (.Lembaran Negara Republik 
Tndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Unda.ng 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

6856); 

WALI KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN WALi KOTA KENDARl 
NOMOR 3 TAIIUN 2024 

TENT ANG 
TATA CARA PEhlIUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

WALl KOTA KENDARI 



Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. WRli Kota adalah Wall Kota Kendari. 
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah 

Perangkat daerah Kota Kendari yang bertugas membantu Wall Kota dalarn 

pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. 
4. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kota Kendari. 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang­ 

undangan. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur yang membantu Wali Kota dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengelola pajak dan/atau 
retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya. 

7. Ke_pala Pcrangkat Dacrah adalah Kepala Perangkat Dacrah yang mcngelola 
pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan 

kewenangannya. 
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN WALT KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

4. Peraturan Oaerah K.ota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lernbaran 

Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nornor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Kendari Nornor 33); 
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9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pernbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus clisediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerint.ah Daerah untuk 

kepenlingan orang pribadi atau badan. 
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, 

pernotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mernpunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung 
jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 
mcmenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. 
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

pcrundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

terrnasuk pemungui retribusi Lertentu. 
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang rnerupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha rnilik negara, badan usaha milik daerah, atau badan 
usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bcntuk 

usaha tetap. 
16. Pajak Bumi. dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

17. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman. 
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 

BPHTB adalah Pajak atas peroleban hak atas tanah dan/atau Bangunan. 
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20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, tennasu.k hak 
pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan. 

21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PB.JT adalah 
Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang 

dan/atau jasa tertentu. 
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang 

disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara Iangsung maupun 
tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 

23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu 
pembangkit Tenaga Listrikyang didistribusikan untuk bermacam pcralatan 

listrik. 
24. Jasa Perhotelan adalah jasa pcnycdiaan akomodasi yang dapat dilengkapi 

dengan jasa pelayanan makan dan min um, kegiatan hiburan, dan/ a tau 

Iasilitas lainnya. 
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan dan/atau pelayanan rnemarkirkan kendaraan untuk 
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, terrnasuk 
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 

26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 
semua jenis tontonan, pcrtunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi. 
dan/ atau keramaian untuk dinikrnati. 

27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 
28. Rekla:me adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap 

sesuatu. 
29. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang 

meliputi perencanaan, jenis, bentuk pcmanfaatan, perizinan, pcngendalian, 
pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan 
pemanfaatan ruang kota yang serasi. 

30. Pajak Air Tana.h yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas 
pengarnbilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. 

31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah. 
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32. Pajak Mineral Bukan Loga.m dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak 
MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk 

dimanfaatkan. 
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah 

mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam 

peraturan pcrundangundangan di bidang mineral dan batu bara. 
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
35. Burung Walet adalah satwa yang terrnasuk marga collocalia, yaitu collocalia 

fuchliap haga, collocalia ma-rina, collocalia csanlanta, dan allocalia linchi. 
36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPVlPD 

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. 

37. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor 

identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan 

ketentuan tertentu. 
38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata­ 

rata yang diperoleb dari transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan mclalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 

baru, atau NJOP pengganti. 
39. Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau 
Retribusi yang terutang sampai kegi.atan Penagihan Pajak atau Retribusi 
kepada Wajib Pajak atau Wajib Rctribusi serta pengawasan penyetorannya. 

40. Surat Pemberitabuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang olch Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/aLau bukan 

objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan peruudang-undangan pcrpajakan Daerah. 

41. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SPOPD 
adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan 
melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapcnda 
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42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mclaporkan data subjck dan 
objek PBB-P2 sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan Daerah. 
43. Larnpiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 

LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
44. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya clisingkat menjadi 

SPWPD, adalah surat pengukuhan yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai 
pernberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administratif 
perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewsjiban perpajakan Wajib Pajak. 

45. Ekstensifikasi adalah upaya proaktifyang dilakukan oleh Bapenda dalam 
rangka pemberian NPWPD. 

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SK.PD adalah 
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang 
terutang, 

4 7. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
48. Surat Pembcritahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 

adalah surat yang digunakan untuk mernberitahukan besarnya PBB-P2 

yang terutang kepada Wajib Pajak. 
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnyajumlab 
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
Pajak, besarnya sanksi adm.inistratif, clan jumlah Pajak yang masih harus 

dibayar. 
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 
tambahan atas j umlah Pajak yang telah. ditetapkan. 

51. Surat Ketctapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit Pajak. 
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52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang m.enentukan jurnlah kelebihan 
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak Iebih besar daripada Pajak 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 

untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi adrninistratif berupa 

bunga darr/atau denda. 
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membctul.kan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
SKPDLB, STPD, Surat Keput.usan Pernbetulan, atau Surat Keputusan 

Keberatan. 
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau 
terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh 

Wajib Pajak. 
56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

rerhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
57. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan unruk menilai 

kelengkapan pengisian surat pernberitahuan atau doku.mcn lain yang 
dipersamakan dan lampiran-Iampirarmya termasuk penilaian tentang 
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesualan antara surat 
pemberitahuan dengan SSPD. 

58. Penagi.han adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak rnelunasi 
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah 

disita. 
59. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang 

dil.aksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo pernbayaran yang mcliputi seluruh utang 
Pajak dari semua jcnis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak. 

60. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum 



dalarn surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

61. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleb Pejabat untuk menegur 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang 
Retribusi. 

62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya 
Penagihan Pajak. 

63. .Iuruslta Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang rneliputi 
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, 
dan penyanderaan. 

64. Perneriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasa:rkan suatu standar Pcmeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk 
cujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan dan Retribusi Daerah. 

65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender. 

66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikrnati oleh orang pribadi atau Badan. 

67. Jasa Usaba adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian i.zin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pcngcndalian dan pengawasan atas 
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 
ba.rang, prasarana, sarana atau fasilitas tertcntu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kclestarian lingkungan. 

69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat kctetapan Retribusi yang mcncntukan besarnya jumlah pokok 

Retribusi yang terutang. 
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebib Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 
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(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota meliputi: 

a. PBB-P2; 
b. Pajak Reklame; 
c. PAT; 
d. Opsen PKB; dan 
e. Opsen BBNKB. 

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghirungan sendiri oleh Wajili 

Pajak rneliputi: 

Pasal 2 

BABil 
PAJAK DAERAH 

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar 
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak tcrutang. 

71. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif 

bcrupa bunga dan/atau denda. 
72. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran 
yang diterbitkan oleh Kcpala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi scsuai 
Surat Pemyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran, 

73. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah 
yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat 
oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran 

retribusi daerah. 
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkal BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit 
satuan kerja perangkat dacrah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mernpunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

75. Bank Penerima adalah Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) atau bank 
lain yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima pembayaran pendapatan 

asli daerah. 

9. 



(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mcnda.ftarkan diri 
dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Bapenda. 

{2) Wajib PajAk PBB-P2 mendaftar dengan menggunakan SPOP dan LSPOP. 
(3) Wajib Pajak Reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB, dart Pajak Sarang Suning 

Walet mendaftar menggunakan SPOPD. 
(4) Wajib pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB mendaftar dengan 

menggunakan surat pendaftaran sesuai formal yang diterbitkan oleh kepala 
bapenda provinsi melalui kantor sistem administrasi manunggal satu atap. 

(5) Wajib Pajak BPHTB menda.ftar dengan menggunakan formulir pendaftaran. 
(6) Ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat {l) dikecualikan untuk Wajib 

Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara 
atau badan usaha milik daerah. 

(7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) 

wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Wali Kota melalui Bapenda 
dengan menggunakan pennohonan pendaftaran wajib pajak paling lama 7 

(tujuh) hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan sorta 
penyelenggaraan objek pajaknya. 

Pasal 3 

Paragraf 1 

Penda.ftaran dan Pendataan 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran dan Pendataan 

a. BPHTB; 
b. PBJT alas; 

1. Makanan dan/ atau Minuman.; 
2. Tenaga Listrik; 
3. Jasa Perhotelan; 
4. Jasa Parkir; dan 
5. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

c. Pajak MBLB; dan 
cl Pajak Sarang Burung Walet. 
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(8) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPOPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan formulir pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan 

cara: 
a. mengambil sendiri ke Bapenda melalui loket pendaftaran; 

b. diperoleh secara online; dru1/ atau 
c. dikirim olch petugas Bapenda yang ditunjuk, 

(9) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diisi 
dan ditulis dengan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, jelas, 

dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak. 
(10) Permohonan pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan 

melampirkan: 
a. untuk PBB-P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas kependudukan; 
2. Iotokopi nomor induk berusaha; 
3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan 

bangunan; 
4. fotokopi SPPT PBB-P2 induk atau SPPT PBB-P2 tetangga objek; 

dan 

5. foto lokasi. 
b. untuk Pajak Reklame melampirkan dokumen pendukung sebagai 

berikut: 
1. fotokopi identitas kependudukan; 
2. fotokopi nomor induk berusaha; 
3. fotokopi NPWP Perusahaan; dan 
4. gambar, isi ringkas reklarne, dan denah lokasi pemasangan. 

c. untuk PAT melarnpirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas kependudukan; 
2. fotokopi nomor induk berusaha; 
3. fotokopi NPWP Perusahaan; dan 
4. ringkasan mengenai tujuan pengambilan air dan jenis mesin 

porn pa yang digunakan. 
d. untuk BPHTB rnelampirkan dokurnen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas kependudukan; 
2. fotokopi alas hak berupa sertifikat dao/atau surat keterangan 

tanah; 
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(J) Terhadap permohonan pcndaftaran sebagaimana dima.ksud dalarn Pasal 3, 
Bapenda menerbitkan Kartu NPWPD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah 
permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. 

Pasal 5 

(1) Kepala Bapenda melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi 
terhadap perrnohonan pendaftaran Wajib Pajak. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memeriksa kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan. 

Pasal4 

3. kuitansi jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli yang 

diterbitkan notaris atau pejabat pembuat akta tanah; 
4. Iotokopi SPPT dan SSPD/STIS PBB-P2, Lunas PBB P2 5 (lima) 

tahun terakhir; danj'atau 
5. fotokopi bukti waris atau hibah wasiat dalam ha! waris atau hlbah 

wasiat. 
e. untuk PBJT melampirkan dokumen pendukung scbagai berikut: 

1. fotokopi identitas kependudukan 
2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/ atau 
3. Iotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan. 

f. Untuk Pajak MBLB rnelarnpirkan doku.men pendukung sebagai 
berilrut: 
l. fotokopi identitas kependudukan; 
2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/at.au 
3. fotokopi NPWP Perusahaan. 

g. Untuk Pajak Sarang Burung Walet melampir.kan dokumen pendukung 
sebagai berikut: 
1. fotokopi identitas kependudukan; 
2. Iotokopi nomor induk berusaha; dan/ atau 
3. fotokopi NPWP Perorangan/ Perusahaan. 

(11) Pennohonan pendaftaran yang ditandatangani bukan Wajih Pajak harus 
dilampiri dengan surat kuasa. 
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(1) Wali Kota atau Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan 
objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data 
objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek 
Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah 

(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
meliputi seluruh Bumi dan/ atau Bangunan dalam wilayah Daerah. 

(3) Petugas pendataan harus rnemiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala 

Bapenda. 

PasaJ 7 

Kepala Bapenda menerbitkan nomor registrasi dan NOPD untuk jcnis Pajak yang 

memerlukan pendaftaran objek Pajak antara lain: 
a. Untuk PBB P2 diterbitkan NOPD; dan 
b. Untuk Pajak Reklame, PAT, BPHTB, PB.JT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang 

Burung Walet diterbitkan nomor registrasi. 

Pasal 6 

(2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri clan melaporkan objek pajaknya 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), diberikan satu NPWPD. 

(3) NPWPD untuk Wajib Pajak orang pribadi dihubungkan dengan nomor 

induk kependudukan. 
(4) NPWPD untuk Wajib Pajak badan dihubungkan dengan nomor induk 

berusaha. 
(5) Kartu NPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau 

disampaikan melalui pas dengan bukLi pengiriman surat atau jasa 

pengiriman lainnya dcngan bukti pengiriman. 
(6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) Wajib 

Pajak tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Kepala Bapenda menerbitkan 
NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 

Daerah. 
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Perrnohonan Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasl, dan 

NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), atas dasar perrnohonan 
Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai bcrikut: 

Pasal 10 

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak Iagi memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan daerah, Wall Kota atau Kepala Bapenda dapat 

melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 
NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak. 

(2) Dalarn hal penonaktifan atau pcnghapusan NPWPD, nomor registrasi, 
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar 
pcrmohonan Wajib Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota 
atau Kepala Bapenda harus rnenerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan sejak tanggal perrnohonan diterirna secara Iengkap, 

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tidak 

diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, perrnohonan 

Wajib Pajak dianggap disetujui, 

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD 
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak; 
a. tidak rnemiliki runggakan Pajak; dan 
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, 

gugatan, atau peninjauan kernbali. 

Pasal 9 

Paragraf 2 
Penghapusan NPWPD 

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara: 
a. menrlatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau 
b. mcngirimkan surat imbauan kepada Wajib Pajak. 

Pasal 8 
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(1) Surat Keputusan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 
registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 
diterbitkan dalam hal: 
a. berdasarkan basil pemeriksaan terdapat rekornendasi penonaktifan 

atau pengbapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD; 
b. tidak memiliki tunggakan pajak; 
c. merniliki tunggakan pajak tctapi: 

l. penagihannya sud.ah kedaluwarsa; 

2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan 
dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat 
ditcmukan; alau 

3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan; 

Pasal 11 

a. satu surat permohonan untuk l (satu] Wajib Pajak; 
b. diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Wali Kota rnelalui Kepala Bapenda; 

d. dilampiri Kartu NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD yang diajukan 
penghapusan; 

e. dilampiri dokurnen pendukung sebagai berikut: 
1. surat keterangan kernatian atau dokumen sejenis dari instansi yang 

berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia; 
2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan 

Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang 
mcninggalkan Indonesia selama-Iamanya; 

3. surat pemyataan mengenai kepemilikan NPWPIJ ganda dan fotokopi 
sernua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang rnemiliki 
lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau 

4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah 
dibubarkan, seperti akta pcmbubaran badan yang telah disahkan oleh 
instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

f. surat permohonan dilandatangani olch Wajib Pajak atau ahli warisnya, 
atau penanggung pajak. 
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(1) Wali Kota melalui Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang untuk jenis 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan menggu.nakan 
SPPT dan SKPD. 

(2) SPPT diterbitkan untuk rnenetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP 
dan/atau LSPOP. 

Pasal 13 

Bagian Kedua 
Penetapan Besaran Pajak Terutang 

Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau 
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (2), diketahui: 
a. Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak; dan 
b. Proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (2) huruf b telah selesai ditindak lanjuti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

maka Wajib pajak dapat rnengajukan kembali permohonan penghapusan 
NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru. 

Pasal 12 

d. tidak terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b. 

(2) Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, 
nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 
diterbitkan dalam hal: 

a. berdasarkan basil pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak 
melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 
dan NOPD; atau 

b. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan 
atau penghapusan NPWPD, nomor regiatrasi, NOPD, namun: 
1. terdapat tunggakan pajak; dan/ atau 
2. terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b. 
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(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan 
menggunakan SSPD. 

(2) Pembayaran atau pcnyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayai (1) 

menyesuaikan dcngan nominal yang tertera pada SSPD. 
(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui sistem pembayaran bcrbasis elektroni.k. 

Pasal 15 

Bagian Ketiga 
Pembayaran dan Penyetoran 

(1) SKPD untuk Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan 
terhadap Nilai Sewa Reklame yang cliperoleh dari: 
a. nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga; atau 
b. penghitungan sendiri nilai sewa reklame dengan memperhatikan 

faktor jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka 

waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklarne. 
(2) SKPD untuk PAT diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai 

perolehan air tanah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor jenis 
sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan/pemanfaatan air, 
volume air yang diambil/ climanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan 
lingkungan yang cliakibatkan oleb pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 

Pasal 14 

(3) SKPD diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang apabila: 
a. SPOP darr/atau LSPOP tidakdisampaikan oleh Wajib Pajak setelah di 

berikan surat teguran secara tertulis. 
b, hasil pemeriksaan atau keterangan Jain temyata jumlah PBB-P2 yang 

terutang lebib besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan 

SPOP dan/atau LSPOP. 
(4) SKPD diterbitkan untuk menetapkan Pajak Reklame dan PAT terutang. 
(5) SPPT dan SKPD yang telah clitetapkan sebagaimana dirnaksud pada ayal 

(2), ayat (3), dan ayat (4), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala 

Bapenda. 
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(1) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyctoran Pajak 
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali 
Kota paling lama: 
a.. 1 [satu] bi .. rlan sejak tanggal pengirirnan SKPD untuk Pajak Reklame 

danPAT; dan 
b. 6 (enam) bulan seja.k: tanggal pengiriman SPPT untuk PBB-P2. 

(2) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak 
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 
sendiri olch Wajib Pajakyaitu PBJT, PajakMBLB dan Pajak Sarang Burung 
Walet paling lama 10 (sepuluh] hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar a tau menyetor tepat pada waktunya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi 
administratif herupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per hulan dari Pajak 
terutang yang tidak atau kurang dibayar a tau disetor, dihitung dari tanggal 
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sorta bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 [satu] bulan dan ditagih dengan menggunakan 
STPD .. 

(4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah 
dan/ atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual 
bell sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan: 
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak men 

gajukan perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; 
atau 

b. jurnlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran 
kekurangan dimaksud, 

Pasal 16 

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, 
pernbayaran. atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran 
tunai ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk. 

(5) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 
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(1) Terhadap pembayaran atau penyetoran BPHTB dila.kukan penelitian SSPD 
BPHTB. 

(2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: 
a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan 

NOPD yang tercantum: 
1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan 
2. pada basis data PJ:!B-P2; 

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicanturnkan dalam 
SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data 
PBB-P2; 

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan 

dalam SSPD BPHTB dengan N,JOP Bangunan per meter persegi pada 
basis data PBB P2; 

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek 
pajak, NJOP, NJOP tidak kcna pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak 
tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar; 

e. kcbcnaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya 
pengurangan yang dihitung sendiri; dan 

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari 
pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi 
masyara.kat berpenghasilan rendah. 

(3) Objek pajak tertentu sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi 
perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. 

(4) Kriteria pcngecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendab 
sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) huruf r yaitu untuk kepemilikan 
rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota. 

(5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan 
kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi 

Pasal 17 

(6) Pembayaran at.au penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan 
akta jual beli, 

(7) Pembayaran PBB-P2 yang clilakukan melalui jaringan elektronik Bank 
dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima bukti pembayaran dan 

telah mendapat validasi oleb Bapenda, 
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(l) Bapenda melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Pajak yang 
terdiri dari: 
a. rekonsiliasi data transaksi; dan 

Pasal 20 

Bapenda melakukan monitoring terhadap data pembayaran dan pelaksanaan 
pernungutan Pajak melalui sistem informasi administratif perpajakan daerah. 

Pasal 19 

( 1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh 
petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran 
pajak. 

(2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat 
lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak. 

(3) Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar kesatu dan kedua serta 
menyerahkan lembar ketiga dan keempat kepada Bapenda. 

(4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi 
penerimaan harian Pajak dan rekonsiliasi internal atas penerimaan Pajak 

Pasal 18 

masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat. 

(6) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lama l (satu) hari kerja sejak ctiterimanya secara lengkap 
SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat. 

{7) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap 
SSPD BPHTB untuk Penelitian lapangan. 

(8) Dalam ha! berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang ctisctorkan lcbih kccil dari 
jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan 
terse but. 
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------- - ~- -------- 

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara 
elektronik dan.f a tau non-elektronik yang melakukan usaha dengan 
peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 

Pasal 22 

Paragraf 1 
Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan 

Bagian Keempat 
Pelaporan 

Dalam hal terjadi gangguan sistern antara Bank atau tempat lain yang d.itunjuk 
maka Bank atau tempat lain yang ditunjuk melakukan pelayanan penerirnaan 
pembayaran pajak daerah secara off-line dengan memberikan nomor transaksi 
bank, dan didaftarkan untuk rnendapatkan nomor transaksi pencrimaan daerah 
setelah sistem kembali normal. 

Pasal 21 

b. rekonailiasi penerimaan Pajak. 
(2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang 
tertera dalam SSPD dengan data pada sistem informasi administratif 
perpajakan daerah. 

(3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja 
layanan bersangkutan antara Bapenda dengan Bank a tau ternpat lain yang 
ditunju.k. 

(4) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, Bapenda 
bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan 
tersebut dan dituangkan dalam berita acara .. 

(5) Rekonsiliasi penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan kcgiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah 
antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian 
transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD- 

(6) Rekonsiliasi penerimaan Pajak dilakukan secara bulanan paling lambat 
tanggal 10 pada bulan berikutnya. 
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(l) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Wajib Pajak dapat 

Pasal 24 

(1) Pernbukuan atau pencatatan harus rnencerrninkan kegiatan usaha yang 
scbcnarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibuat secara 
teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi 
sesuai dengan penggunaan bon penjualan atau struk/ mesin register- 

(3) Dalam ha! Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau nama 
lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian terse but wajib 
dicatat dalam pernbukuan atau pencatatan atas setiap transaksi 
pembayaran. 

(4) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan 
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, sepcrti bon 
penjualan atau struk/mesin register merupakan dasar penghitungan pajak 
terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun. 

Pasal 23 

ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan 
yang bcrlaku secara umurn. 

(2) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan seoara 
elektronik dan/atau non-elektronik yang melakukan usaha dengan omzct 
di bawah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per 
tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tecapi tetap 
diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai pcredaran usaha yang 
menjadi dasar penghitungan pajak. 

(3) Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban 
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak berlaku untuk wajib 
paja k PBJT jasa kesenian dan hi bu ran yang bersifat insidentiL 

(4) Pembukuan atau pencatatan harus disclenggarakan dengan 
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan 
usaha yang sebenarnya. 
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(1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari 
kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda 
rnempertirn bangkan: 
a. bentuk usaha yang dijalankan; 
b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan 
c. peredaran usaha. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud. pada ayat (J) dapat berupa penerbitan 
Surat Kcputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan 
Surat Penolakan Pernbebasan dari Kewajiban Pencatatan. 

(3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung scjak tanggal 
permohonan diterima secara lengkap. 

(4) Dalam hal jangka wakru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah 
terlarnpaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan 
Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembcbasan dari Kewajiban 
Pencatatan dalam jangka waktu paling lama 1 [satu] bulan setelah jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (3) berakhir. 

Pasal 25 

mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban 
mcnyclenggarakan pencatatan. 

(2) Permohonan sebagaimana d:imaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak ; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda; 
d, dilampiri fotokopi Kartu NP\VPD; dan 
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan surat kuasa. 
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(l) Bon penjualan sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling 
sedikit terdiri dari 3 (liga) rangkap: 
a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak; 
b. lcmbar kedua, untuk Subjck Pajak; dan 
c. lembar ketiga, untuk Bapenda. 

(2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling kurang 
memuat: 
a. nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. tanda atau logo Wajib Pajak; 
c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat sccara berurutan dan 

dimulai dari huruf awal "A"; dan 
d. nomor boo penjualan yang dibuat secara berurutan dirnulai dari 

nomor urut tcrkecil sampai yang tcrbesar. 
(3) Legalisasi/perforasi ti.k:et/karcis dan sejenisnya penyelenggaraan jasa 

kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan dengan mengajuka:n permohonan tertulis 
kepada Kepala Bapenda dengan melengkapi persyaratan paling kurang 
scbagai bcr:ikut: 
a. fotokopi Kartu NPWPD; 
b. daftar tiket/karcis yang akan dilegalisasi/pcrforasi; 
c. membawa tiket/karcis yang akan dilegalisasi/ perforasi; dan 

Pasaf 27 

(1) Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, dan 

jasa kesenian dan hiburan wajib menggunakan bon penjualan/ bukti 
transaksi lainnya dan jasa parkir wajib menggunakan tiket/karcis untuk 
setiap transaksi pelayanan yang menjad.i objek pajak daerah. 

(2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

menggambarkan terjadinya transaksi pernbayaran atas pelayanan yang 
menjadi dasar pajak terutang. 

(3) Untuk Wajib Pajak PBJT atas jasa kcscnian dan hiburan yang bersifat 
insidentil, kewajiban penggunaan bon penjualan diganti dengan kewajiban 
penggunaan tiket/karcis dan sejenisnya yang telah dilegalisasi/perforasi 
oleh Bapenda. 

(4) Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak berlak.u untuk Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan 
pembebasan dari kewajiban pencatatan. 

Pasal 26 

Paragraf2 
Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan 
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(1) Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka 
mempercepat pelayanan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan 
legalisasi/perlorasi ti.ket/karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 
(3). 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. surat permohonan Wajib Pajak; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda; 
d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD; 
e. permohonan diajukan paling lambat 7 [tujuh] hari sebelum usaha 

beroperasi atau sebelurn penggunaan peralatan komputer atau mesin 
kas register. 

f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
l. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa: 

a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pemhukuan atau 
pencatatan; dan 

b) Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyimpan data transaksi 
paling singkat 5 [lima] tahun; 

2. Spesifikasi dan sistern atau mesin transaksi pembayaran meliputi 
jenis, tipe, dan tahun pembuatan. 

g. Mekanisme kerja Sistem Pengendali Internal. 
h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalarn ha! 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dcngan surat kuasa, 

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayal (2), Kepala 
Bapenda rnenerbitkan Surat Keputusan Pcmbebasan dari Kewajiban 
Legalisasi/Perforasi tiket/karcis atau penerbitan surat pcnolakan 
pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi tiket/karcis. 

(4) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal 
permohonan diterirna secara lengkap. 

(5) Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (4) telah 
terlampaui dan Bapenda tidak mcnerbitkan keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan 
Bapenda rnenerbitkan Surat Keput.usan Pembebasan dari Kewajiban 
Legalisasi/Pcrforasi dalarn jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setclah 
jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (4) berakhir. 

(6) Set.iap Wajib Pajak diwajihkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran 
dari sistcm komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur 
sebagai lampiran pada penyampaian SPI'PD. 

Pasal 28 

d. surat pernyataan bersedia kekurangan pembayaran pajak. 
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( l) Apabila SPTPD tidak disampai.kan dalam jangka waktu penyampaian, Wajib 
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda. 

(2) Denda sebagaimana dima.ksud pada ayat (l J ditetapkan dengan STPD 
dalam satuan rupiah untuk setiap S'f>TPD. 

(3) Denda sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rpl00.000 
(seratus ribu rupiah). 

(4) Denda sebagaimana dimaksud pad.a ayat (l) tidak dikenakan jika wajib 
pajak mengalami keadaan kahar. 

(5) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : 
a. bencana alam; 

Pasal32 

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilakukan 

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhir masa pajak. 

Pasal 31 

(1) Setiap Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan 
perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
2 ayat (2), wajib mengisi SPTPD. 

(2) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD. 
(3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah 

disarnpaikan setelah dilakukannya pembayaran. 

Pasal 30 

Paragraf 3 
Penyampaian SPTPD 

(1) Wajib Pajak PBJ1' atas jasa pcrhotclan, .makanan dan/ atau minuman, jasa 
kesenian dan hiburan, dan jasa parkir wajib menggunakan sistem 
kornputer atau mesin transa.ksi pembayaran. 

(2) Wajib Pajak wajib rnelaporkan adanya kerusakan sistem .komputer atau 
mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem 
kornputer atau rnesin transaksi pembayaran kepada Bapenda dalam jangka 
waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empaL) jam terhitung pada saat terjadinya 
kerusakan. 

(3) Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi 
pernbayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 29 
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(1) Untuk keperluan penyampaian SPTPD atau SSPD BPHTB, Wajib Pajak 
dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Bapenda atau 
berkonsultasi melalui petugas pada tempat pelayanan Pajak mengenai 
dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang terutang. 

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan Wajib Pajak 
diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTPD 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 31. 

(3) .Jangka waktu sebagai.rnana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda batas 
waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

Pasal 34 

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah 
disampaikan dengan rnenyampaikan pernyataan tertulis sepanjang bclum 
dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyatakan lebih bayar, pernbetulan SPTPD harus disampaikan paling 
lama 2 {dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan. 

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyatakan kurang bayar, pernbetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD 
sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi 
administratif berupa bunga. 

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 
l % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sarnpai dengan tanggal pembayaran 
untuk jangka waktu paling lama 24 [dua puluh empat) bulan serta bagian 
dari bulan di hi tung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Atas kurang bayar sebagairnana dimaksud pada ayat (3), tidak clikenakan 
sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar. 

Pasal 33 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau 
d. wabah penyakit, 

-'J.7 - 



( 1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke Bapenda dapat dilakukan: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 
c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman 

surat; dan/atau 
d. melalui elektronifikasi. 

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: 
a. data atau dokumen yang menjadi dasar pengbitungan pajak terutang; 

dan 

Pasal37 

Wajib Pajak harus rnengambil sendiri SPTPD atau SSPD BPHTB di Bapenda atau 
tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/melaporkan secara clektronik 
rnelalui sistem informasi administratif perpaja.kan daerah. 

Pasal 36 

(1) SPTPD paling sedi.kit memuat: 
a. jenis pajak daerah; 
b. nama wajib pajak dan NPWPD; 
c. masa pajak yang bersangkutan; 
d. jurnlah dasar pengenaan pajak; 
e. jumlah paja.k yang terutang; dan 
f. tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. 

(2) Dasar Pengenaan PBJT adalahjumlah pembayaran atau yang seharusnya 
dibayar termasuk apabila ada potongan ha.rga/diskon dan/atau diberikan 
secara gratis kepada Wajib Pajak, maka pcngenaan PBJT adalah jurnlah 
pernbayaran tanpa memperhitungkan potongan harga/diskon dan/at.au 
diberikan secara gratis. 

(3) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran atau 
yang seberusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. 

(4) ,Iumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan 
kepada penerima jasa parkir. 

Pasal 35 
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( l J Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampai.kan Wajib 
Pajak. 

(2) Penelitian atas SPfPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi: 
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan 

tanggal pelunasan dalam SSPD; 
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan 
c. kebcnaran penulisan, penghitungan, d.an/atau administrasi lainnya. 

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD. 

(4) STPD sebagairnana dimaksud pada ayat (4) mcncantu.mkan jumlah 
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif 
berupa bunga sebesar l % (satu persen] per bulan dari jurnlah Pajak yang 

Pasal39 

Paragraf4 
Penelitian SPTPD 

(1) SPTPD dianggap tidak disarnpaikan apabila SPl'PD tidak sepenuhnya 
dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 37 ayat (2). 

(2) Dalam hal SPfPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tert.ulis disertai 
alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 
terhitung sejak SPI'PD tersebut diterima. 

Pasal 38 

b. SSPD lernbar kedua yang telah divalidasi. 
(3) Atas penyampaian SPI'PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diberikan bukti penerimaan, 
(4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPfPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan 

sepanjang SPTPD tersebut lengkap, 
(5) TanggaJ pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan 
sepanjang SPI'PD tersebut lengkap. 
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(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah 

mcmcnuhi syaral subjeklif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 

[satu] kurun. waktu tertentu dalam. masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 
'bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan mengenai perpajakan Daerah. 

(2) Masa Pajak sebagetmana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu 
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi 
Wali Kota untuk rnenetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang 
dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota. 

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2), ditetapkan untukjangka waktu 1 (satu) bulan kalender. 

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka 
waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
rnenggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

(5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk 
PBB-P2 dan Pajak Reklame. 

(6) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku 
untuk: 
a. Pajak Reklame yang bersifat insidentil; 
b. BPHTB; dan 

Bagian Kelima 
Masa Pajak dan Tahun Pajak 

Pasal 40 

kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya 
masa Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1. (satu) bulan. 

(5) Dalam ha1 hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) terdapat indikasi penyampaian infonnasi yang tidak sebenarnya dari 
Wajib Pajak, KepalaBapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan 
Pemeriksaan. 
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(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 

kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokurnen lain yang 
berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang; 

Pasal42 

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraruran perundang-undangan 
mengenai perpajakan. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: 

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan 
pembayaran Pajak; 

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan 
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau 

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan 
analisis risiko. 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedikit untuk: 
a. pemberian NPWPD eecara jabatan; 
b. penghapusan NPWPD; 
c. pcnyelcsaian permohonan kcbcratan Wajib Pajak; 
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan 
dengan tujuan Pemeriksaan. 

Pasal 41 

Bagian Keenam 
Pemeriksaan Pajak 

c. PBJT yang bersifar insidentil. 
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(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lirna) tahun sejak terutangnya Pajak, 
Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SK.PDKBT, 
SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
pcnghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana climaksud dalam Pasal 
2 ayat (1). 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditcrbitkan dalam ha! 
terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan: 

a. basil Pcmeriksaan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 41; a tau 
b. penghirungan secara jabatan karena: 

l. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 
tertentu sebagairnana dimaksud dalam Pasal 31 dan telah ditegur 
secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya 
sebagairnana diterrtukan daJam Surat Teguran; atau 

Pasal 43 

Paragraf 1 

Surat Ketetapan Pajak 

Bagian Ketujuh 
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Daerah 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempa.t atau ruangan yang 
dianggap perlu dan mernberikan bantuan guna kelancaran 
Pcmcriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(2) Dalam pelaksanaan Pcmeriksaan sebagaimana climaksud dalarn Pasal 4 i, 

hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit: 
a. meminta identitas dan bukti penugasan Perneriksaan kepada 

pemeriksa: 
b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan pcnjclasan tentang 

alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan 
c, menerirna dokumen hasil Pemcriksaan serta memberikan tanggapan 

AU!U penjelasan atas hasil Perneriksaan. 
(3) Dalam ha! Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), besarnya Pajak ditetapkan secarajabatan. 
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1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagai.mana 
dima.ksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari 
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat 
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
a tau Tahun Pajak sampai dcngan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

2) .Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi adrninistratif berupa 
bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak 
atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 
sarnpai dengan diterbitkannya SKPDKB, untukjangka waktu paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan d.ihitung penuh 1 
(satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi 
administratif berupa: 
a. kenaikan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari pokok Pajak yang 

kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2) hurufb; atau 

Pasal 45 

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimaria dimaksud dalam 
Pasal 41 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Kepala 
Bapenda rnenerbitkan SKPDLB. 

Pasal 44 

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22.ayat (1) dan ayat (2) at.au Pasal 42 ayat(l). 

(3) SKPDKBT sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diterbilkan dalam hal 
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan 
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan 
Perneriksaan dalam rangka penerhitan SKPDKBT. 

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah 
Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak at.au 
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 
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(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, 
Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD. 

(2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untukjenis Pajak 
yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana climaksud 
dalarn Pasal 2 ayat (1) dalam hal: 

a. Pajak terutang dalam SK.PD atau SPP'I' yang tidak atau kurang dibayar 
setelab jatuh tempo pembayaran; 

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang tidak a tau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pemba_yaran; Arau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi adrninistratif berupa bunga dan/ atau 
denda. 

(3) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untukjenis Pajak 
yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal: 
a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah 
hitung, atau kesalahan administratif lainnya olch. Wajib Pajak; 

Pasal46 

Paragraf Z 

Surat Tagihan Pajak 

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen] dari pokok Pajak yang 
kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a. 

3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SK.PDKBT scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa 
kcnaikan sebesar 100% (seratus persen] dari jumlah kekurangan Pajak 

yang terutang dalam SKPDKBT. 
4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT 

sebagairnana climaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 
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( 1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan S1'PD untuk Masa Pajak sebelu.m Wajib 
Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau 
informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum 

dipcnuhi oleh Wajib Pajak. 
(2) Kepala Bapenda dapat rnenerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum 

dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan 
NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya 
kewajiban perpajakan yang belu.m dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

Pasal 47 

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar 
setelah jatuh tempo pembayaran; atau 

d. Wajib Pajak clikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar 
ditambah dengan pemberian sanksi administratifberupa bunga sebesar 1 % 

(satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan ranggal pembayaran, 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulub empat) bulan sejak saat 
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung pen uh l (satu] bulan. 

(SJ Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dan ayat (3) buruf c, dikenai sanksi admioistratifberupa bunga sebesar 0,6 
% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang 
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dcngan 
tanggal pembayaran, untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh em pal) 

bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 
1 [satu] bulan. 
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( 1) Penagihan paja.k sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 48 ayat { 11, dilakukan 

dengan terlebih dahulu rnemberikan surat teguran atau Surat peringatan 
atau surat lain yang sejenis dari Kepala Bapenda. 

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat: 
a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak; 
b. besarnya utang pajak; 
c. perintah untuk membayar; dan 
d. jangka waktu pelunasan utang pajak. 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhimya 
tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali. 

(4) Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 
secara Iangsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat. 

Pasal 49 

(1) Utang Pajak sebagairnana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dart Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak. 

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11 yang 
belumjatuh tempo pernbayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan. 

(3) Dalam ha! dasar Pcnagihan Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat [l) 

tidak dilunasi setelah jatub tempo pembayaran atau pelunasan, dapat 
dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan mengenai pcrpajakan. 

Pasal 48 

Bagian Kedelapan 
Penagihan Pajak 

Paragraf l 
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran 
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(]J Dalarn rangka pelaksanaan penagiban pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada aparat 

penegak hukum sebelum diterbitkannya Surat Paksa, 
(2) Pelaksanaan penagihan melalui bantuan aparat penegak hukurn 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Kuasa 
Khusus dari Kepala Bapenda. 

Pasal 52 

(1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Ketiga apabila Wajib Pajak 

atau Penanggung Pajak belum mcmenuhi kewajiban pajak yang terutang 
sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kcrja sejak diterbitkannya Surat 
Teguran Kedua. 

(2) Surat Teguran Kctiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai pemasangan stiker 
peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya, 

(3) Wali Kota membentuk tim untuk melakukan yustisi pajak untuk 
melakukan penagihan pajak dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 
helum memenuhi kewajiban pajak yang terutang setelah diberikan Surat 
Teguran Ketiga. 

(4) Tim untuk mclakukan yustisi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan oleh Wali Kota, 

Pasal 51 

(2) Surat Teguran Kedua harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan dengan bukti 
pcngiriman surat. 

{l) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Kedua apabila Wajib Pajak 
atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang 
sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat 
Teguran Pertama. 

Pasal 50 
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(lJ Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) 
diawali dengan penerbitan Surat Teguran. 

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas 
waklu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak. 

(3) Dalam ha! batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui 
dan Wajib Pajak belurn rnelunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak 
diterbitkan Surat Paksa, 

Pasal 54 

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (1) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk 
melaksanakan Penagihan. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( I] berwenang: 
a mengangkat d-an memberhentikan Jurusita Pajak; dan 
b. menerbitkan: 

l. Surat Teguran; 
2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 
3. Surat Paksa; 
4. surat perintah melaksanakan penyitaan; 
5. surat perintah penyanderaan; 
6. surat pencabutan sita; 
7. pengumuman lelang; 
8. surat penentuan harga limit; 
9. pembatalan lelang; dan 
10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak. 

(3) Jurusita Pajak mclaks-anakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 53 

(3) Tata cara pelaksanaan penagihan dengan bantuan penegak hukum 
didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Penagihan Pajak Daerab antara 
Kepala Bapenda atas nama Wali Kota dengan Pihak Aparat Penegak 

Hukum. 
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Jurusita Pajak rnelaksanakan Penagihan Sekctika dan SekaUgus berdasarkan 

surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila: 
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya 

atau hernial untuk itu; 

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 
dikuasai dalam rangka menghcntikan atau mengecilkan kegiatan usaha.nya 
atau pekerjaan yang dilakukannya di lndonesia; 

Pasal SS 

(41 Khusus untuk Penanggung Pajak yang telab disetujui untrue mengangsur 
atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau 
ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran. 

(5) Dalam ha! kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagairnana dimaksud 
pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan 
Surat Paksa tanpa didahului Surat Tegura.n. 

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau 
disampaikan oleh .lurusita Pajak kcpada Penanggung Pajak. 

(7) Da.la.m ha.I Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah 
melewatijangka wa.lctu 2 x 24 (dua kali dua puluh ernpat] jam sejak Surat 
Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat 
perintah melaksanakan penyitaan. 

(8) Dalarn hal Utang Pajak dan/atau biaya Pcnagihan Pajak tidak dilunasi 
seteJah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan 
penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejaba.t sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) berwenang rnelaksanakan penjualan 
secara lelang melalui kantor Jelang terhadap barang yang disita. 

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan pa.ling cepat setelah jangka waktu 14 
(cmpat belas] hari terhitung sejak pengumuma.n lelang. 

(10) Pengumurnan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diJaksanakan 
paling cepat setelah lewa.t jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak diJakukan penyitaan. 

(11) Hasil lelang dipergunakan terlehih dahulu untuk membayar biaya 
Penagihan Pajak da.n sisanya untrue membayar Utang Pajak yang belum 
dibayar. 
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(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak 'kedaluwarsa setelah melampui 
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali 
apabila Wajib Pajakmelakukan tindak pidanadi bidangperpajakan daerah. 

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang clipungut 
berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD 
atau SPPT sebagaimanaclimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat 
(4), jangka waktu 5 (Lima) tahun sebagaimana dimaksud -pada ayat (1) 

dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT. 

Pasal 57 

Paragraf 1 
Kedaluwarsa Penagihan Pajak 

Bagian Kesembilan 
Kcdaluwarsa dan Penghapusan 

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung 
Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan 
memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan 

pencegahan dan/ atau penyanderaan. 
(2) Pencegahan dan/ atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak 

mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan 
Penagihan Pajak. 

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 56 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan 
usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 
memindahta,ngankan perusahaan yang climiliki atau dikuasainya, atau 
melakukan perubahan bentuk lainnya; 

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau 

terdapat tanda-tanda kepailitan. 
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(1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan 
prioritas Penagihan Pajak. 

(2) Wali Kota atau Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk 

melakukan Penagihan sebagaimana climaksud dalam Pasal 53 ayat (2). 
(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 

d.itetapkan dalam keputusan Wali Kota. 
(5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

dengan mempertimbangkan: 

Pasal 58 

Paragraf2 
Penghapusan Piutang Pajak 

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2): 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun 

tidak langsung. 
(4) Dalam haJ diterbitkan Surat Teguran danj atau. Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihit.ung sejak 
tanggal penyampaian Surat Teguran da:n/ a tau Surat Paksa. 

(5) Pengakuan Utang Pajak seoara langsung sebagaimana climaksud pada ayat 

(3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunastnya kepada Pemerintah 
Daerah. 

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Pajak. 

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak 
tanggal pengakuan. 
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Piutang Pajak Dacrah yang tida.k dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 dapat diajukan penghapusan apabila : 
a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dcngan tidak 

meninggalkan harta warisan atau kekayaan; 
b. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit; 
c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; 
d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; 
e. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diternukan lagi antara lain 

karena: 

Pasal 60 

a. STPD; 
b. SPPT; 

c. SKPD· ' 
d. SKPDKB; 

e. SKPDKBT; 

f. Surat Keputusan Pembetulan; 

g. Surat Keputusan Keberatan; 
h. Putusan Banding; atau 
I. Surat Keputusan Pengurangan. 

(1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk 
mclakukan penagihan sudah kedaluwarsa scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 dapat diajukan penghapusan setelah dila.kukan penelitian 
administrasi. 

(2) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sehagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam : 

Pasal 59 

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 53 ayat (2) 
sampai dcngan batas wa.ktu kedaluwarsa Pcnagihan sebagaimana 
ctima.ksud dalam Pasal 57 ayat (l); dan 

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah. 
{6J Penagihan sebagaimana ctimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan 

dokumen pelaksanaan Penagihan. 
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(l) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak 
dari Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada Wali Kota 
paling lam.bat minggu kedua bulan Desernber. 

(2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sebelum disampaikan kepada Wali Kota dilakukan verifikasi 

bersama instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam bcrita acara 
penelitian. 

(3) Daftar usulan pcnghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), paling sedi.kit memuat: 
a. nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak; 
b. ala.mat Wajib Pajak/penanggungpajak; 
c. jenis Pajak Daerah; 
d. tahun Pajak; 
e. jumlah Pokok Pajak yang akan dihapuskan; 

Pasal 62 

(1) Untuk memastikan kcadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak 
dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, wajib dilakukan 
penelitian oleh Tim yang dibentuk olcb Wali Kota atau Kepala Bapenda. 

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
laporan hasil penelitian. 

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayal (2) harus 

menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan 
sebagai dasar untuk menentukan besamya piutang pajak yang tidak dapat 

dilagih lagi dan diusulkan untuk dibapuskan. 

Pasal 61 

l. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan sulit ditemukan 

lagi; atau 
2. Wajib Pajak/Penanggung Pajakmeninggalkan Negara Indonesia untuk 

selarna-lamanya. 
f. dokumcn sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan relah 

dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala 
Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, 
atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diajukan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang 
atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan 
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yangjelas. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 
dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal 
pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 

kcadaan kahar. 
(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mcliputi: 

a. bencana alam; 
b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau buru-hara; dan/ atau 
d, wabah penyakit. 

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah mernbayar Pajak 
terutang dalam SPP'l', SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau 
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah 
yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(6) Keberatan yang lidak mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat 
keberatan. 

Pasal 63 

Paragraf l 
Keberatan Pajak 

Bagian Kesepuluh 
Kcberatan, Banding dan Gugatan 

[. jumlah san.ksi adrninistrasi berupa bunga dan/atau kenaikan; dan 
g. alasan dihapuskan. 
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(1) Wali Kota atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan 
yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 
(1 ). 

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali 
Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan. 

(3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dalam jangka waklu paling lama 12 (dua belas] bulan 
sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
63 ayat (7). 

(4) Keputusan Wali Kota a tau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa: 
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan basil 

penelit.ian sama dengan Pajak yang tcrutang mcnurut Wajib Pajak; 
b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 

penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib 
Pajak; 

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama 
dcngan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang 
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau 

d. menambah besarnya jumlab Pajak yang terutang dalam hal Pajak 

terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang 
terutang daJam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan 
oleh Wajib Pajak. 

Pasal 64 

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau 
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang 
diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti 
penerimaan surat keberatan. 

(8) Dalam ha! Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan 
atas jumlah Pajak yang belum clibayar pada saat pengajuan keberatan 
tertangguh sampai dengan 1 [satu] bulan sejak tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan. 

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak terrnasuk sebagai 
Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1). 
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(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 63 ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. satu Surat keberatan untuk 1 (satu] surat ketetapan pajak, untuk 1 

(satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Wali Kata melalui Kcpala Bapenda; 
d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat 

ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pernungutan pajak 
oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat mcnunjukkan babwa 
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar: 

e. dikemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang 
dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai 
dengan alasan yang jelas; 

f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan; 

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
l. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi ldenlitas Kuasa Wajib 

Pajak dalam hal dikuasakan; 
2. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui 

Wajib Pajak berdasarkan pcnghitungan pajak yang terutang 
menurut Wajib Pajak; 

3. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam ha! Wajib Pajak berupa 
Bad an 

4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak 
berupa Badan; 

5. fotokopi bukti pendukung lainnya; 
h. surat permohorian ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan Sural Kuasa. 

Pasal 65 

(5) Apabila dalam jangka waktu se bagaimana di.maksud pad a ayat (3) W ali Kota 
atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dit.erima. 
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Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 
pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 68 

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta 
keterangan secara terrulis mengenai dasar pengenaan dan/ata:u 
penghitungan pajak yang terutang kepada Bapenda. 

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 10 [sepuluh] hari kerja sejak surat permintaan 
Wajib Pajak diterima. 

(3) .Iangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menundajangka 
waktu pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 
(1) huruf d. 

Pasal 67 

( 1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi per!lyRrRtan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dianggap bukan scbagai pcngajuan 
Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak 
atau Kuasanya diberitahukan secara tcrtulis discrtai alasan yang 
rnendasari dalam jangka waktu paling lama 15 [lima belas) hari kerja 
dihitung sejak tanggal pcnerimaan Surat Keberatan. 

(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipcrtimbangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan 
kembali sepanjang memenubi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 65 ayat (1) huruf d. 

Pasal 66 

(2) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang telah dinyatakan lengkap 
menjadi dasar untuk memproses penyelesaian kebcratan. 

(3) Dalam hal Surat Keberatan disampaikan rnelalui pos atau pcrusahaan jasa 
ekspedisi atau jasa ku.rir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengirirnan 
surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang Surat Keberatan 
dinyatakan lengkap. 
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(l) Dalam melakukan pcnyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan dapat: 

a. mem.i.njaro dokuroen tarnbahan dari Wajib Pajak yang berkaitan 
dengan materi Keberatan; 

b. meminta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajlb Pajak yang 
berkaitan dengan materi Keberatan; 

c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi Keberatan 
kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan d.engan Wajib Pajak; 

d. meminta clilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk 
menguji data objek dan administra.tifWajib Pajak; 

e. meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalaro hal 
pengajuan Keberatan tcrhadap SKPD atau Keberatan terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga; 

I, mengundang Wajib Pajak dan/ atau petugas peneliti unruk melakukan 
penelitian atau Pcmeriksaan. 

(2) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danj atau perrnintaan 
keterangan atau pcnjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b paling lama 15 [lima belas] hari kerja setelah tanggal surat 
perrnintaan peminjaman dan/atau surat perrnintaan keterangan dikirim. 

Pasal 70 

( I] Terhadap permohonan keberatan yang mernenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 65 ayat (1), Wali Kata atau KepaJa 
Bapenda dapat menugaskan tim untuk melakukan penelitian penyelesaian 
permohonan keberatan. 

(2) Tim untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan keberatan 
sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkanoleh Wall Kotaatau Kepala 
Bapenda, 

(3) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas 
memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Wali Kota atau 
Kepala Bapenda. 

Pasal 69 
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(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya 
pcrmintaan peminjaman dokumen tambahan dan/ atau pcrmintaan 
keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang 
diterima. 

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan 
tertulis untuk rnelengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang 
telah disampaikan baik alas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan 
maupun dalam rangka memenuhi perrnintaan Tim Penyelesaian Keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Tim Penyelesaian 
Kcbcratan menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 

(5) Penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) disampaikan sekurang-kurangnya 10 [sepuluh] hari kerja 
scbclurn tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan 

dengan dilampiri: 
a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan 
b. formulir surat tanggapan basil penelitian keberatan. 

(6) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagairnana dimaksud 
pad a ayat (5) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan 
atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pernberitahuan Untuk Hadir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5): 
a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan 
b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran Wajib Pajak. 

(8) Tim Penyelesaian Keberatan membuat risalah hasil pembahasan, yang 
berisikan paling sedikit: 
a. hasil pembahasan; 
b. penjelasan Wajib Pajak; 
c. penjelasan Petugas Perneriksa Paja.l< yang menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak, penjelasan pctugas peneliti yang melakukan 
penelitian kantor /lapangan terhadap pengajuan keberatan, atau 

penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan 
dengan tujuan lain terbadap pengajuan keberatan; 

d. sirnpulan; dan 
e. usulan pertimbangan keputusan keberatan. 
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(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabul.kan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen] per bulan dihitung 
dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung sejak bulan 

pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. 
(3) Dalam bal keberatan Wajib Pajak ditola.k atau dikabulkan sebagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 

Pasal 72 

(1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan 
kepada Wali Kota atau Kepala Ba.penda sebelum tanggal diterima Surat 
Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak. 

(2) Pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat Keberatan; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Wali Kota atau Kcpala Bapcnda; 
d. dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan; 
e. dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa 

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
surat pcrmohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilarnpiri dengan surat kuasa. 

(3) WaJi Kota atau Kepala Bapenda wajib mernberikan jawaban atas 
permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan dengan 
memperhitungkan jangka waktu penyelesaian Keberatan. 

Pasal 71 

(9) Tim Penyelesaian keberatan menyampaikan laporan penyelesaian 
keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda. 
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(1) Dalam hal pcrmohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak 
yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sarnpai dengan diterbitkannya Putusan Banding. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan perrnohonan banding, sanksi 
admin.istratif berupa denda sebcsar 30% (tiga puluh pcrsen] sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) tidak dikenakan, 

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh 
perscn) darijumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 
Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(1) Wajib Pajak dapat .mengajukan permohonan banding hanya kepada badan 

peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali 
Kota atau Kepala Bapcnda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) 

paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri 
salinan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yangjelas. 

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan 
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding. 

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 73 

Pasal 74 

Paragraf 2 
Banding Pajak 

persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi 
dengan Pajak yang tclab dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
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(1) Dalam rnendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat 
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha. 

(2) fnsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, 
rfan/::itau sanksinya, 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas 
permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota 
bcrdasarkan pertimbangan: 

Pasal 77 

Paragraf 1 

Insentif fiskal Pajak 

Bagian Kesebelas 
Pengurangan, Keringanan, Pembcbasan, Penghapusan atau Penundaan 

Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya 

Pcngajuan gugatan clila.ksanakan sesuar dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 76 

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: 
a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau 

pengumuman lelang; 
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; 
c. keputusan yang berkaitan dcngan pelaksanaan keputusan perpajakan, 

selain yang ditetapkan dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73; dan 

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Kebcratan yang 
dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang 

telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya 
dapat diajukan kc badan peradilan pajak. 

Pasal 75 

Paragraf 3 
Gugatan Pajak 
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g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 
h. berwawasan llngkungan dan berkelanjutan; 
i. pembangunan infrastruktur daerah; 
J. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah; 
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau 
I. rnelakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah. 

(6) Pemberian insentiffiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra 
mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai 

pendapatan terhadap peningkatan d. memberikan kontribusi 
masyarakat; 

e. menyerap tenaga kerja; 
f. menggunakan sebagian besar surnber <laya lokal; 

a. kernampuan membayar Wajib Pajak; 
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkcna bcncana alam, 

kebakaran, dan/ at.au penyebab lainnya yang terjadi bukan karena 
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/ atau 
pihak lain yang bertujuan untuk rnenghindari pembayaran Pajak; 

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra 
mikro; 

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalarn mcncapai 
program prioritas Daerah; 

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program 
prioritas nasional; clan/ atau 

f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerab dalam mencapai 
Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah. 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan 
keuangan daerah. 

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor: 

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak sclama 
2 (dua) tahun terakhir; 

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak; 
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap 

perekonornian daerah dan lapangan kerja di daerah yang 
bersangku tan; 
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(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat [I] melaksanakan proses 
verifikasi kepada Pelaku usaha berdasarkan kriteria dan jenis usaha yang 
ditetapkan. 

Pasal 80 

(1) Wali Kota membentuk Tim terpadu untuk melaksanakan proses verifikasi 
dalam rangka Pemberian Insentif Iiskal. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota. 
(3) Wali Kuta menetapkan Pelaku usaha yang memperoleh lnsentif fiskal 

berdasarkan rckomendasi Tim. 

Pasal 79 

(1) Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota 
'unruk memperoleh insentif fiskal. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha 
yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi: 
a. profil perusahaan; 
b. lingkup usaba; dan 
c. bentuk insentif fiskal yang dimohonkan. 

(3) Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha 
yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi: 

a. lingkup usaha; 
b. kinerja manajemen; 
c. pcrkembangan usaha; dan 
d. benruk Insentif fiskal yang dimohonkan. 

Pasal 78 

dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang­ 
undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan kopcrasi. 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum 
dalam rencana pembangunan jangka menengah dacrah. 

(8) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberitahukan kepada DPRD. 

(9) Pernberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertal 
dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan inscntif fiskal. 
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(1) Wail Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, 
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok 
dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak 

dan/alau objek Pajak. 
(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit 

berupa kernampuan rnernbayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib 

Pajak. 
(3) Kondisi objek Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang 

Pasal 83 

Paragraf2 

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 

Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan pernbebasan pajak untuk 

Wajib Pajak baru untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) 

huruf b, selarna 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penerbitan NPWPD bagi 
objek pajak yang belum rnelakukan pemungutan pajak. 

Pasal82 

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagairnana clima.ksud dalam 
Pasal 77 ayat (1) rnerupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan 
Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain 
sebagaimana clima.ksud dalam Pasal 41 ayat (1). 

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (J) bertujuan untuk 
memastikan bahwa Wajib Pajak yang rncngajukan permohonan insenti.f 
fiskal berha.k untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan 
dan faktor sebagaimana climaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dan ayat (5). 

Pasal 81 

(2) Verifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan 
besaran Insentif fiskal yang akan diberikan kepada Pelaku usaha. 

(3) Pernberian insentif fiskal yang diberikan oleh Pernerintah Daerah 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah 
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(I) Permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 
penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. diajukan dengan surat perrnohonan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia; 

b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, 
atau SKPDKBT; 

c. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda; 
d, wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mcngajukan keberatan 

tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan kebcratan kcmudian 
mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan 
pengurangan, keringanan, dan pernbebasan, atau penghapusan atas 
pokok Pajak, dan/ atau sanksinya; 

e. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan; 
f. dilampiri fotokopi STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang 

diajukan pengursngan; 
g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib 
Pajak dalam ha] dikuasakan; 

2. fotokopi bukti pendukung lainnya; 
h. surat permohonan ditandatangani olch Wajib Pajak, dan dalam ha! 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan Surat Kuasa. 

{2) Atas perrnohonan pengurangan, kcringanan, dan pembebasan, atau 
penghapusan atas pokok Pajak, dan/ atau sanksinya, Kepala Bapenda atau 
pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas perrnohonan 
dan kclcngkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 84 

ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai 
dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang tcrdampak bencana alam, 
keba.karan, huru-hara, dan/atau kerusuhan. 
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( 1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib 
Pajak, berupa: 
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/ atau 
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak 

terutang atau Utang Pajak. 
{2) Perpanjangan batas waktu pernbayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang 
mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 
kewajiban Pajak pa.da waktunya. 

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran a tau pelaporan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secarajabatan 
atau berdasarkan permohonan Waj.ib Pajak yang ditetapkan dalam 
keputusan Wall Kora. 

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang 
atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilakukan 
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar 
Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu tnemenuhi kewajiban 
pclunasan Pajak pada waktunya. 

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang 
atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan 

Paragraf 3 
Kemudahan Perpajakan Daerab 

Pasal 85 

(3) Kepala Bapenda atau pejabatyang ditunjuk memberikan pertimbangan dan 
rckomcndasi atas permohonan pengurangan, keringanan, dan 
pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya; 

{4) Atas pertimbangan dan rekornendasi sebagaimana ctimaksud pada ayat 
(3), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat rnemberikan pengurangan dan 
keringana.n pokok pajak paling tinggi 100% (seratus persen] dan 
mengeluarkan keputusan tentang pengurangan keringanan atau 
pembebasan pokok pajak. 

(5) Pemberiari pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan 
atas pokok Pajak, dan/atau sanksi secara jaba.ta.n ditetapkan dengan 
Keputusan Wali Kota. 

- 57 - 



Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Wali Kota atau Kepala 

Bapenda untuk rnengangsur atau menunda pembayaran paja.k yang terutang, 
daJam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami kcadaan 
di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban 
pajak pada waklunya. 

Pasal 86 

Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalarn 
keputusan Wall Kota. 

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pernbayaran Pajak 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wall Kota memperhatikan 
kcpatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun 
terakhir. 

(7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), dapat berupa: 
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau 

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau rnasa angsuran 

atau Iamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau 
c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan 
sebagaimana dimaksud pada aya.t (7) huruf a dan huruf b paling lama 
diberikan untukjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. 

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang 
ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari 

jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 
24 (dua puluh empat] bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 [satu] 

bulan. 

{10) Keadaan kahar scbagaimana dimaksud pada ayat (2) clan ayat (4) rneliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal a tau huru-hara: dan/ atau 
d. wabah penyakit. 
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Tndonesia; 
b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SK.PD, SKPDKB, 

SKPDKBT, atau STPD; 
c. diajukan kepada Wali Kota rnelalui Kepala Bapenda; 
d. diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo 

pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat 
menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tcrscbut tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di Juar kckuasaannya; 

e. tidak memiliki utang pajak; 
f. dilampiri fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang 

dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya; 
g. disertai dengan penghitungan: 

1. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa 
angsuran, dan besarnya angsuran; atau 

2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon unluk ditunda dan 
jangka waktu penundaan; 

h. dilampiri dokumen pendukung sebagai benlrut: 
1. fotokopi NPWPD; 
2. forokopi identitas Wajib Pajak; dan 
3. fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 

(2) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, clan dalam hal surat 
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri 
dengan Surat Kuasa. 

(3) Permohonan pem berian angsuran atau pcnundaan pembayaran pajak yang 
tidak memenuhi pcrsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran a.tau penundaan 
pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertirnbangkan, dan kepada 
Wajib Pajak aiau kuasanya cliberitahukan secara tertulis disertai alasan 
yang rnendasari dalam jangka waktu paling Jama 5 (lima) hari kerja 
terhitung sejak perrnohonan tersebut diterima. 

atau penundaan pembayaran 
86 diajukan dengan persyaratan 

Permohonan pemberian angsuran 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 
sebagai berikut: 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa 

(1) 

Pasal 87 
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(1} Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau 
Kepala Bapenda dapat melakukan pcmbetulan STPD, SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah, 

Pasal 89 

Bagian Kedua Belas 

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan 

(1) Setelah rnernpertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan 
oleh Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
87 ayat (1), Wall Kota menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan secara 
lengkap, 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bcrupa: 

a. menyetujui jurnlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau 
larnanya penundaan scsuai dcngan permohonan Wajib Pajak; 

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa 
angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; 
a tau 

c. rnenolak permohonan Wajib Pajak. 
(3) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 l telah terlampaui dan Wall Kota tidak menerbitkan suatu keputusan, 
permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka surat 
keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak atau surat keputusan 
persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 1 
(satu) bulan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terse but berakhir. 

(4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dapar Jagi diajukan permohonan untuk 
mengangsur atau menunda pcmbayaran. 

Pasal 88 
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(1) Pcrmohonan pembetulan sebagaimana clima.ksud dalam Pasal 89 ayat (1) 
harus rnernenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia; 

Pasal 90 

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Pembetulan. 

(3) Dalam hal pembctulan didasarkan atas pennohonan Wajib Pajak 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda 
menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian 
terhadap permohonan Wajib Pajak. 

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota 
atau Kepala Bapenda dapat meminta data, inforrnasi, dan/ atau keterangan 
yang diperlukan. 

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Kepala Bapenda wajib 
menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalamjangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggal surat 
permohonan pembetulan ditcrima. 

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (51 berisi 
keputusan berupa: 
a. rnengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan 

atau kekeliruan yang dapat berupa rnenarnbahkan, mengurangkan, 
atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi 
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau 

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Perneriksaan maupun 
kctctapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan 
tata cara yang ditentukan; dan 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 
(7) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan 

Surat Keputusan Pernbetulan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan 
dianggap di.kabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan 
Wajib Pajak dalam jangka waktu I (satuJ bulan scjak jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. 
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(l) Permohonan pembetulan yang tidak mernenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 ayat ( 1) dianggap bukan sebagai pengajuan 
perrnohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib 
Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang 

Pasal 91 

b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, 
atau surat kepurusan lain yang terkait dengan bidang pcrpajakan; 

c. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda; 
d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat 

ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan 
bidang perpajakan. kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karenakeadaan kahar; 

e. wajih Pajak tidak mengajukan keberatan, mcngajukan keberatan 
tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian 
mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang tlimohonkan 
pembetulan; 

f. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain 
yang terkait dengan bidang pcrpajakan yang diajukan pembetulan; 

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib 

Pajak dalam ha! dikuasakan; 
2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa 

surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang 
terkaii dengan bidang perpajakan tidak benar; 

b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi 
dasar untuk memproscs penyelesaian pembetulan. 

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pas atau perusahaan jasa 
ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengirirnan surat dalam bukti pengiriman 
surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang pennohonan 
di.nyatakan lengkap. 
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(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Wali Kata atau Kepala Bapenda. 

Pasal 94 

Bagian Ketiga Belas 
Pengembalian Kclcbihan Pembayaran Pajak 

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan 
la.in yang terkait dengan bidang pcrpaiakan setelah dilakukan pembetulan, 
harus dibayar dalam jangka wakru paling lama l (satu] bulan sejak diterbitkan 
Surat Keputusan Pcmbetulan, 

Pa.sal 93 

(1) Wali Kota atau Kepala. Bapenda menerbitkan Surat Kepurusan Pembetulan 
secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dalam hal 
telah diketahui oleh Bapenda terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan 
permohonan pembetulan olch Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal Wall Kota atau Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
mengakibalkan jumlab pajak yang masih harus dibayar dalam surat 
ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas 
surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut. 

(3) Pcngajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
daJam jangka waktu paling lama 1 (sa.tu) bulan sejak tanggal dikirim Surat 
Keputusan Pembetulan. 

Pasal 92 

mendasari dalam jangka wakru paling lama 15 (lima belas) hari kerja 
dihitung scjak tanggal permohonan diterima. 

(2) Dalam hal perrnohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 
pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 90 ayat (1) huruf d. 
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(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak scbagaimana 
dimaksud pada Pasal g4 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. diajukan dengao surat pcrmohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia; 
b. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda; 
c. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi; 
d. menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajlb Pajak; 
e. dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, 

disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas 
nama Wajib Pajak; 

f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib 

Pajak dalam hal dikuasakan; dan 

Pasal 95 

(2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
bclas] bulan sejak diterimanya permohonan pengemballan kelebihan 
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. 

(3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 

da.n Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap clikabulkan dan 

SKPDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (saru] bulan. 
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan 

pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi tcrlcbih dahulu Utang Pajak lainnya. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 

(dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Bapenda mcrnberikan imbalan bunga 
eebesar 0,6 % (no! koma enam persen) per bulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak. 
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Terhadap pennohonan pengembalian kelebihan pernbayaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), harus dilakukan Pemeriksaan. 

Pasal 97 

(1) Perrnohonan pengcmbalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak 
mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) 
dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat 
dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan 
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling 
Jama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan ditcrima. 

(2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak 
dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak 
rnasih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1). 

Pasal 96 

2. fotokopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain 
yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan 
kelebihan pernbayaran pajak. 

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam ha! 
surat pennohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan surat kuasa. 

(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan Jengkap menjadi 
dasar untuk memproses perrnohonan pengembalian kclebihan 
pembayaran. 

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa 
ekspedlsi atau jasa kurir, tanggal pcngiriman surat dalam bukti pcngiriman. 
surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanja:ng permohonan 
dinyatakan lengkap. 
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(I) .lenis Retribusi Daerah yang diatur dalarn Peraturan Wali Kota ini terdiri 
atas: 
a. Retribusi Jasa Umum; 
b, Retribusi Jasa Usaha; dan 
c. Retribusi Per.izinan Tertentu, 

(2) Retribusi -Jasa Urnurn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang 
dipungut meliputi: 
a. Pelaya.nan kesehatan; 
b. Pelayanan kebersihan; 
c. Pelayarian parkir di tepi jalan umum; dan 
d. Pelayanan pasar. 

(31 Retribusi .Iasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang 
dipungut meliputi: 
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan 

tempat kcgiatan usaha lainnya; 
b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 

c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 
d. pelayanan jasa kepelabuhanan; 
e. pelayanan rurnah pemotongan hewan ternak; 
I, pelayanan ternpat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 
g. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan 
b. pernanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu pcnyelenggaraan 

tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi 
a set Daerah dengan tidak mengubah status kepernilikan aesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 99 

BAB Ill 

RETRIBUSI DAERAH 

Dalam hal pcngembalian kelebihan pembayaran pajak diselesaikan dcngan 
kompensasi untuk utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama 
Wajib Pajak, Kepala Bapenda melakukan pemindahbukuan, 

Pasal 98 
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(J) Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan pendaftaran dan pendataan 
terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah maupun di luar 
daerah yang memiliki objek retribusi di Daerah. 

(2) Pendaftaran sebagairnana dimaksud pada ayat (ll merupakan rangkaian 
kegiatan pencatatan pertama kali perorangan ata.u badan yang 

Pasal 101 

(]) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Wali 
Kota atau Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan jasa pelayanan. 

(2) Pcrmohonan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Iormulir 
pendaftaran. 

(3) Formulir penclaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan 
secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh 
Perangkat Daerah. 

(4) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jelas, Iengkap dan benar serta 
melampirkan dokumen yang di persyaratkan. 

(5) Dokumen yang di persyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
dari : 

a. fotokopi identitas diri; 

b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan/ atau 
c. dokumen lain yang clipersyaratkan oleb Perangkat lJaerah terkait. 

(6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran lebih lanjut diatur oleh Perangkat 
Daerab terkait. 

Bagi.an Kesatu 
Pendaftaran dan Pendataan Retribusi 

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi: 

a. pcrsetujuan bangunan gedung; dan 

b, penggunaan tenaga kerja asing. 
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(1) Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakart: 
a. SKRD; atau 

b. dokumen lain yang dipersarnakan, baik berbcntuk dokumen tercetak 
maupun dokumen elektronik. 

(2) Penetapan retribuai dengan mcnggunakan Sl<RD atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
bcrikut: 
a. Perangkat Daerah berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib 

Retribusi menghitung dan menetapkan besarnya retribusi yang 
terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah; dan 

b. berdasarkan perhitungan dalarn pcnetapan sebagaimana dimaks'ud 

pada huruf a, Perangkat Daerah menetapkan retribusi terutang dengan 
menerbitkan SKRD, dengan rincian sebagai berikut: 

l. Lernbar kesatu untuk Wajib Retribusi; 

Pasal 103 

Bagian Kedua 
Penetapan Retribusi 

(1) Data sebagaimana di.maksud dalam Pasal 101 ayat (4) wajib dilakukan 
pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu. 

(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Perangkat Daerah. 

Pasal 102 

mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi 
Wajib Retribusi dengan keterangan lcngkap yang dipersyaratkan. 

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal 
tahun anggaran untuk mendapatkan data jurnlah subjek retribusi dan 
objek retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu. 

(4) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana di.maksud pada ayat 
(2) dilakukan penatausahaan, berdasarkan wilayah lokasi dan/atau 
dornisili usaha, 
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(1) Pcnetapan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b 
antara Jain: 

a. karcis; 
b. kupon; 
c. kartu langganan; 
d. surat perjanjian; 
e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau 

perizinan elektronik; atau 
f. nora penetapan; 

(2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersa.makan sebagaimana 
di.maksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Wali Kota melalui 
Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai sarana pernungutan 
retribusi. 

(3) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, huruf b, dan huruf c, paling sedikit memuat: 
a. logo Pernerintah Daerah; 
b, nama Perangkat Daerah pemungut retribusi; 

c. nomor dan seri; 
d. nilai nominal; 

Pasal 105 

Dalarn hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak 
mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang sernula 
belum terungkap, maka Perangkat Daerah mengeluarkan kembali SKRD 
dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama. 

Pasal 104 

2. Lembar kedua untuk Perangkat Daerah; dan 
3. Lernbar ketiga untuk Arsip. 

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus ditandatangani 
oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pemungut retribusi. 
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( 1) W ajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan 
dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) kc kas Daerah atau melalui Wajib 
Retribusi yang bertinda.k selaku pemungut. 

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke 
kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalarn hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLVD, 
pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas 
BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 106 

Bagian Ketiga 
Pembayaran 

e. nomor dan tahun Peraturan Daerab atau nomor dan tanggal 
Peraturan Wali Kota yang menjacli dasar hukum pemungutan 
retribusi; dan 

f. kode sebagai alat pengaman. 
(4) Sarana pemungut retribusi sebagaimana dima.ksud pada ayat (1.) huruf a, 

huruf b, dan huruf c, dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan 
tanda atau sejenisnya berupa perforasi oleh Bapenda atau legalisasi oleh 
Perangkat Daerah. 

(5) Setiap Perangkat Daerah pemungut retribusi harus mengajukan 
permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana 
dimaksud ayat (1) kepada Kcpala Bapenda dan permohonan terse but harus 
memuat paling sedikit: 
a. jcnis dan jumlah saran a pemungutan yang diperlukan; 
b. nilai nominal; 
c. nomor dan seri; dan 
d. keterangan lain bila dianggap perlu. 

sarana pemungutan retribusi 
(4) sebelum diserahkan kepada 

Bapenda rnern buk:ukan/ mencatat 
sebagaimana dima.ksud pada ayat 
Perangkat Dacrah. 
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1. Lem bar kesatu untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran; 
2. Lembar kedua untuk Bank Penerima/Tempat Penerima 

Pcmbayaran; dan 
3. Lem bar ketiga untuk Perangkat Daerah. 

f. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ketiga SSRD 
kepada. Perangka.t Daerah yang bcrsangkutan; dan 

g. Perangkat Dacrah wajib mencocokkan lem bar ke-3 SSRD 
sebagaimana. dimak:sud pada huruf f dengan SKRD. 

(1) Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD dapat dilakukan 
dengan menggunakan SSRD, dengan tahapan sebagai berikut; 
a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang 

telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 
b. SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut: 

1. lembar kesatu, lembar kedua, lernbar ketiga, disampaikan kepada 
Wajib Retribusi scbagai alat untuk membayar retribusi: dan 

2. lernbar keempat pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut 
retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran. 

c. SSRD yang diterbitkan oleh petugas p.emungut sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi mclakukan 
pembayaran retribusi yang terutang secara langsung ke Bank 
Peneri.ma atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo 
pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditet.apkan SKRD. 

d. Apabila waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada huruf c pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan 
pada hari kerja berikutnya. 

e. Bank Penerima rnenerima pembayaran retribusi yang terutang wajib 
membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleb 
petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan 
rincian: 

Pasal 107 

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan 
sekaligus scbclum pelayanan dibcrikan. 

(5) Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara runai maupun non tunai. 
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(1) Dala.m hal pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 106 ayat (1) rnelalui 
Petugas Pernungut Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut: 
a. Wajib Retribusi mernbayar retribusi terutang sesuai dengan nilai 

nominal yang tcrcantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada 
Petugas Pemungut Perangkat Daerah; 

b. Petugas Pernungut Perangkat Daerah wajib memberikan dokumen 
yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda 
pembayaran retribusi; 

c. Perangkar Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib 
Rctribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada huruf b; 

d. Petugas Pemungut Perangkat Daerah menyetorkan hasil pungutan 
retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b secara bruto kepada 

Bank Penerima; dan 
e. Penyetoran basil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada 

huruf d dilakukan olch Petugas Pemungut Perangkat Daerah paling 
lama 1 (satu) x 24 {dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang 
retribusi dari Wajib Retribusi. 

(2) Dalam hal pemungutan Retribusi dilakukan diluar hari kerja, penyeioran 
hasil penerirnaan Retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya, 

Pasal 109 

Perangkat Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib retribusi telah 
membcrikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar Lunas. 

Pasal 108 

(2) Dalarn hal pembayaran dilakukan melalui Petugas Pemungut pada 
Perangkat Daerah, Petugas Pemungut wajib menyetorkan pembayaran kc 
Bank Penerimaan paling Jambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima. 
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(1) Perangkat Daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan terhadap Wajib 

Retribusi yang tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran. 

(2) Apabila dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran 
dalam STRD Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran 
rctribusi terutang, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Surat Teguran. 

(3) Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi terutang paling lama 7 [tujuh] 

hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat {2). 

(4) Apabila Wajib Retribusi belum melunasi retribusi terutang dalam jangka 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat teguran disampaikan, Wali 
Kota rnelalui Kepala Perangkat Daerah rnernberikan sanksi adrniniatratif 
berupa: 
a. PembataJan atau pencabutan izin untuk retribusi perizinan tertentu; 

dan/atau 
b. Penghentian layanan terhadap Wajib Retribusi. 

Pasal 111 

(1) Perangkat Daerah wajib melakukan penagihan retribusi terhadap Wajib 
Retribusi yang tidak melakuk:an pembayaran setelah jatuh tempo 
pembayaran. 

(2) Perangkat Daerahmenerbitkan STRD apabila retribusi terutang tidak atau 
kurang dibayar sarnpai pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan 
dalam SKRD. 

(3) STRD sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi bunga 
sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak a tau 
kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat} bulan. 

Pasal 110 

Bagian Keernpat 
Penagihan Rctribusi Terutang 
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Pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sarna pernungutan retribusi 

daerah adalah: 
a. Kepala Perangkat Daerah; dan 
b. Pihak Ketiga. 

Pasal 113 

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan 
pihak ketiga dalam melaku.lcan Pernungutan Retribusi. 

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana di.maksud pada 
ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Perneriksaan. 

(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi 
dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menarnbah beban 
Wajib Retribusi. 

(4) Penerirnaan Retribusi yang dilaksanakan oleh piha.k ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto. 

(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja 
daerah, 

Pasal 112 

Bagian Kelima 
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga 

(5) Penerbitan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
Surat Teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
rincian sebagai berikut: 

a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; dan 
b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah. 

(6) Apabi.la Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai 
dengan bates waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi 

dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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( 1) Wali Kata ata.u Kepala Perangka.t Daerah berwenang melakukan 
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi 
dan tujuan lain dalam rangka rnelaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai Retribusi. 

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedikit untuk: 
a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi; 
b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 
c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi. 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi penentuan, pencocokan, a Lau pengumpulan materl yang berkaitan 
dengan tujuan Pemeriksaan. 

Pasal 115 

Bagian Keenam 
Pemeriksaan Retribusi 

(1) Bentuk kerja sama pemungutan retribusi dituangkan dalam bentuk 
perjanjian kerja sama. 

(2) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) menerima, 
rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat 
kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama 
yang paling sedikit memuat: 
1. subjek kerja sama; 
2. objek kerja sarna; 
3. ruang lingkup kerja sama; 
4. hak dan kewajiban para pihak; 
5. jangka waktu kcrja sama; 
6. pengakhiran kerja sarna; 

7. keadaan memaksa; dan 
8. penyelesaian perselisihan. 

Pasal 114 
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(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
rnelarnpaui waktu 3 (tiga) tabun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 
kecualijika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

{2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

tertangguh jika: 
a. diterbitkan Surat Teguron; atau 
b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Pasal 117 

Bagian Ketujuh 
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi 

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, 
kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa mcliputi: 
a. memperlihatkan dan/atau merninjarnkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan rnemberikan bantuan guns kelancaran 
Perneriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
{2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, 

hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit: 

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada 
pemeriksa; 

b. merninta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang 
alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan 

c. menerima dokurnen hasil Pemeriksaan serta memberika.n tanggapan 
atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara 
jabatan. 

Pasal 116 
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(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena ha.k untuk 
mclakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat clihapuskan. 

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kepurusan Wali Kota. 

(3) Untuk memastikan keadaan retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih 
lagi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib clilakukan kajian 
administratif dan penelitian lapangan yang d.ilaku.kan oleh tim yang 
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau Kepurusan Kepala Perangkat 
Daerah. 

(4) Tim bertugas melakukan pengkajian administratif dan penelitian lapangan 
terhadap Wajib Rctribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan 
piutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang retribusi. 

(5) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koorclinasi dengan Saluan 
Palisi Pamong Praja untuk meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Retribusi 
dan Jurusita mendarnpingi tim dalam melaksanakan lugas. 

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membawa Surat Pcrintah 
yang ditcrbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

Pasal 118 

Bagian Kedelapan 
Penghapusan Piutang Retribusi 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal dilerimanya Surat 

Teguran. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) hurufb merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah 
Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pcngajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 



( 1) Berdasarkan laporan basil pengkajian administrasi dan penelitian lapangan 
oleh Lim, Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang 
retribusi untuk di sampaikan kepada Wall Kota melalui Kepala Perangkat 
Dae rah. 

(2) Usulan penghapusan retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus 
terlebih dahulu direviuw oleh instansi terkait dan hasilnya dilaporkan 
dalam bcrita acara rcviuw. 

(3) Berdasarkan berita acara hasil reviuw sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang penghapusan piutang 
retribusi. 

Pasal 119 

(7) Hasil pengkajian dan penelitian tim disampaikan kepada Wali Kota melalui 
Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk laporan tertulis yang paling sedikit 
mcmuat: 
a. nama wajib retribusi; 
b. alamat wajib retribusi atau penanggung rctribusi: 
c. nomor pokok wajib retribusi: 
d. nomor dan tanggal SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan, surat 

keputusan pembetulan/surat keputusan keberatan/surat keputusan 
pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bungs dan/ 
atau denda; 

e. jenis retribusi; 
I, jumlah piutang retribusi; 
g. masa rctribusi atau tahun rctribusi; 
h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; 
1. alasan penghapusan piutang retribusi; dan 
j. kcterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian Iapangan. 
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(1) Wali Kota atau Kepala Perangk:at Daerah dalam jangka waktu paling lama 
6 (cnam] bulan sejak tanggal surat keberatan diteri.ma harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebaga.imana 
dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dengan mencrbitkan surat keputusan 
keberatan. 

{2) Dalammemberikankeputusan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Wali 
Kota atau Kepala Perangkat Daerab dapat melakukan Pemeriksaan. 

(3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat 
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 
besarnya Retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lcwatdan 
Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya, 

Pasal 121 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan Kepada Wali Kota 

atau Kepala Perangkat Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 

disertai alasan yangjelas. 
{3) Kebcratan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 [tiga] bulan 

sejak tanggal SKRD dikirirn, kecuali jika Wajib Retribusi dapat 
menunjukkan bahwajangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan rnassal atau huru-hara; dan/atau 
d. wabah penyakit. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
pelaksanaan Penagihan Retribusi, 

Pasal 120 

Bagian Kesembilan 

Keberatan Rctribusi 



(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wall Kota dapat 
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. 

(2) Insentif Iiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, 
dan/atau sanksinya. 

(3) lnsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat cliberikan atas 
permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wah Kota 
berdasarkan pertim bangan: 
a. kemampuan membayar Wajib Retribusi; 
b. tmtuk mendukung dan melindungi pelaku usaha rnikro dan ultra 

rnikro; 
c. untuk mendukung kebijakan Pemerintab Daerah dalam mencapai 

program prioritas Daerah; dan/ atau 
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program 

prioritas nasional. 

Pasal 123 

Paragraf 1 

lnsentif fiskal Retribusi 

Bagian Kesepuluh 
Pengurangan, Kcringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan 

Pcmbayaran atas Pokok Rctribusi, dan/aLau Sanksinya 

(1) Jika pengajuan keberatan cliterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pcmbayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 0,6% (nol koma enarn persen) per bulan dihitung dari Ret.ribusi 
yang lebih clibayar untuk paling lama 12 (dua belas] bulan scrta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

Pasal 122 
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{l) Dalam bal pernberian. insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
123 ayaL (1) rnerupakan permobonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan 
Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk dapal melakukan 

Pasal 124 

g. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah; 
(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan 

ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai 
dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang­ 
undangan di bidang usaha mikro, kecil, rnenengah, dan koperasi. 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum 
dalam rencana pembangunanjangka menengah daerah. 

(8) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberitahukan kepada DPRD. 

(9) Pernberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai 
dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal. 

pendapatan terhadap peningkatan d. memberikan kontribusi 
masyarakat; 

e. menyerap tcnaga kerja; 
f. berrnitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau 

e. untuk mendukung kebijalcan Pemerintah Daerah dalam mencapai 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah. 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 
(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana climaksud 

pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor: 
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 

2 (dua) tahun terakhir; 
b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi; 
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terbadap 

perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang 

bersangkutan; 
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(1) Permohonan pernberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 
penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya, sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) barus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia; 
b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STRD, SKRD; 
c. diajukan kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat daerah; 

Pasal 126 

{l) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dapat rnemberikan keringanan, 
pengurangan, pembebasan, dan pcnundaan pembayaran atas pokok 
dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi 

dan/atau objek Retribusi. 
(2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas 

Wajib Retribusi, 

(3) Konctisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang 
ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, objek Retribusi yang 

terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/ata.u kerusuhan. 

Pasal 125 

Paragraf 2 
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pernbebasan 

Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 115 ayat (1). 
(2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk memastikan bahwa Wajib Wajib Retribusi yang mengajukan 
permohonan insentif liskal berhak, untuk menerima insentif fiskal sesuai 
dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 

ayat (3) dan ayat (5). 



(1) Dala.m ha! Wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban rnembayar 
retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang 

Pasal 127 

Paragraf3 
Penundaan Pembayaran Retribusi 

d. wajib retribusi tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan 
tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian 

mencabut keberatannya; 
e. dilampiri fotokopi STRD dan SKRD yang diajukan pengurangan; 
f. dilampiri dokumen pendukung sebagai beri.kut: 

1.. fotokopi identitas Wajib Retribusi, dan fotokopi identitas Kuasa 
Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan; 

2. fotokopi bukti pendukung lainnya; 
g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus 
dilampiri dengan surat kuasa. 

(6) Atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pernbebasan, atau 
penghapusan atas pokok Rctribusi, dan/ atau sanksinya, Kepala Perangkat 
Daerab atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas 
permohonan da.n kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(7) Kepala Perangkal Daerah atau pejabat yang ditunjuk membcrikan 
pertimbangan dan rekornendasi atas permohonan pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, 
dan/atau sanksinya; 

(8) Atas pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Wali Kota dapat memberikan pengurangan dan keringanan pokok 
rctribusi paling tinggi 50% (Lima puluh persen) dan rnengeluarkan 
keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pokok 

retribusi. 

(9) Kepala PerangkatDaerab atas pertirnbangan dan rekomendasi pejabat yang 
ctitunjuk dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi 

retribusi/ denda administra tiL 
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(1) Atas kelebihan pernbayaran. Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Wall Kata atau Kepala Perangkat 
Daerah. 

(2) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah dalarn jangka waktu paling lama 

6 (enam) bulan sejak diterimanya perrnohonan pengembalian kclcbiban 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

memberikan keputusan, 

Pasal 128 

Bagian Kesebelas 
Kelebihan Pembayaran. Retribusi 

dipersamakan secara sekaligus dapat mengajukan permohonan 
pembayaran angsuran kepada Kepala Pcrangkat Daerah, 

(2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaiman dimaksud pada ayat (1), 
diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran 
yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, 

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, 
Kepala Perangkat Daerah rnenerbitkan keputusan penolakan angsuran. 

(4) Dalarn hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, 
Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan persetujuan angsuran. 

(5) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksu.d pada ayat (4), 

dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran untuk waktu paling 
lama 4 {empat] bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD. 

(6) Atas dasar keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pemyataan 
kesanggupan pembayaran angsuran. 

(7) Perangkat Daerah berdasarkan surat pernyataan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (6) menerbitkan SPARD dalam 'rangkap 4 (ernpat] dengan rincian 

sebagai berikut: 
a. Lembar kesatu disampa.ikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk 

mernbayar retribusi; dan 
b. Lembar kedua pertinggal pada Perangkat Daerah sebagai alat kendali 

pembayaran. 
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(I) Perrnohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (l) diajukan 
secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD. 

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wall Kota atau 
Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap subjek 
retribusi dan objek retribusi yang dimaksud. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Wali Kota atau Kepala 
Perangkat Daerah menerbitkan SKRDLB yang terdiri dari 2 (dual rangkap 
dengan rincian scbagai berikut: 
a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; dan 
b. lembar kedua untuk Pcrangkat Daerah. 

Pasal 129 

(3) Apabilajangk:a waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Wall Kota atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu 
keputusan, pcrmohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap 
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 

lama 1 (satuJ bulan. 
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 

pcmbayaran Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat {1) langsung 
dipcrhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Rctribusi lainnya. 

{SJ Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) clilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak ditcrbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengemballan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 
lcwat 2 (dua) bulan, Wall Kota atau Kcpa\a Perangkat Daerah rnemberikan 
trnbalan bunga sebesar 0,6 % [nol korna enam persen] per bulan atas 
keterlarnbatan pernbayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 
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(1) Perangkat Daerah melaporkan penerirnaan retribusi paling lam hat. tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Wali Kota mclalui Kepala Bapenda 
dengan tembusan kepada inspektorat dan badan keuangan dan aset 

daerah lentang: 
a. jumlah ketetapan retrbusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD 

dan STRD yang mernuat rincian sebagai berikut: 

Pasal 131 

(1) Petugas Pemungut Perangkat Daerah membukukan scmua SKRD, 
dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD menurut golongan, jenis dan 

ruang lingkup retribusi, 
(2) SKRD dibuku.kan dengan memuat paling sedikit: 

a. nama dan alamat objek retribusi clan subjek retribusi; 
b. nomor dan tanggal SKRD; 

c. tanggal jatuh tempo; 
d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan 

c. jumlah pembayaran. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling 

sedikit: 
a. jenis retribusi dan nornor seri; 
b. tanggal pengembalian dari Bapenda; 
c. tanggal penggunaan; 
d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis retribusi dan nomor seri; 

e. nilai nominal; dan 
f. stok. 

(4) STRD clibukukan dengan memuat paling seclikit: 
a. tanggal penerbitan STRD; 
b. nomor STRD; 

c. alamat objek dan subjek retribuai; dan 
d. besarnya pokok retribusi yang rerurang dan sanksi adrninistratif. 

Pasal 130 

Bagian Keduabelas 
Penatausahaan Dan Pelaporan Retribusi 
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(1) Bapenda berfungsi sebagai koordiriator dan pembina tcknis operasional 
pemungutan retribusi. 

(2) Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan tim 
koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan retribusi yang 

Bagian Ketigabelas 
Koordinasi dan Pembinaan Tcknis Opcrasional 

Pemungutan Retribusi 

Pasal 132 

1. narna dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi; 
2. jcnis rctribusi; 
3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD; 

4. tanggaljatuh tempo; 
5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan 
6. jumlah pembayaran. 

b. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut 
Perangkat Daerab berdasarkan dokumen lain yang dipersarnakan 
memuat rincian sebagai berikut: 
l. jenis retribusi; 
2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan 
3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Bapenda dan Kas 

Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, 

(2) Dalam hat pembayaran atau penyetoran dilakukan melalui Bank Pcnerima, 
Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala Bapenda pada akhir hari 
kerja bersangkutan. 

(3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh} 
bu Ian berikutnya melaporkan kepada Wali Kota tentang jurnlah uang yang 
telah diterima dari Bank Penerima. 

(4) Petugas Pemungut Perangkat Daerah dengan diketahui dan 
ditandatangani Kepala Perangkat Daerah menyampaikan 
pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut 
dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan kepada. Wali Kata 

melalui Kepala Bapenda paling lama tanggal. 10 [sepuluh] bulan 
berikutnya. 
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Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku: 

1. Peraturan Walikota Kendari Nornor 24 Tabun 2014 tentang Tata Cara 
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Kendari 
Tahun 2014 Nornor 24); 

2. Peraturan Walikota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan 
Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Sektor Perkotaan di Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari 
Tahun 2015 Nomor 7); 

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah (Bcrita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 
Nomor 25); 

Pasal 134 

BABY 

KETENTUANPENUTUP 

(1) Bentuk, isi, dan contoh dokumen yang digunakan dalam pemungutan 
pajak daerah tercanturn dalam Larnpiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

(2) Bentuk, isi, dan contoh formulir yang digunakan sebagai sarana 
pemungutan retribusi daerah tercanturn dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 133 

BAB JV 
KETENTUAN LAIN-LAlN 

pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya 
ditetapkan dengan Kcputusan Wali Kota. 

(3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan 
memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di 

masing-rnasing Perangkat Daerah pemungut retribusi. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai stander operasional prosedur 

pemungutan retribusi di masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat 
Daerah. 
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Diundangkan di Kendari 
pada tanggal I~ - ~. 'J..O'l.lj 

4 

Ditetapkan ell Kendari 
pada tanggal 15 · ?-- ~Z. 'f RDtNASI 

Agar sctiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraruran 

Wali Kata ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Kendari. , 

Peraturan Wali Kata ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 135 

4. Peraturan Walikota Kendari Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pengbapusan Piutang Pajak Daerah [Bcrita Daerah Kota Kendari Tahun 

2021 Nomor 26); 
5. Peraturan Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah 

Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 22); 

6. Peraturan Wali Kata Kendari Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Kendari Nornor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 

Nomor 51); 
7. Peraturan Wali Kota Kendari Nornor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Walikata Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentangTata 

Cara Pemungutan Pajak Daerah [Berita Daerah Kola Kendari Tabun 2023 

Nomor 7); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



*} Caret ya:ng tidak perlu. 
........................................... 16) 

. , J5J 
Caton Wajib Pajak/Kuasany>< ·•1 

Mendaftarkan diri dan. melaporkan telah memenubi perayaratan subjektif don objcktif sesuai 
dcngan keteutuan perundang-undangan pcrpajakan daerah -u.ntuk jenis pajak daerah : 
DPBJT a 1 .. ~ Malcanan dru1/at._u mlnuman DPS.IT atas Jasa ParkirD Pajak Reklame 

DPBJT atas Tenaga Liatrik DPBJTatasJasa Kcsenian dan Hiburan 

D PBJT aras Jasa Perhotelan D Pajak MBLB D PAT 14) 

D Pajak Sarong BurungWalet 

Demikian disampaikan untuk dapat diperUmbangkan. 

: 13) 9. Opcrasional rnulai 

7. No.Tclepon Pemilik/ Pcngelola : 11) 
8. Surat Izin yang Dimiliki (foto copy surat izin terlarnpir]: 

l , Surat Jzin . 
Nomor tanggal . 

2. Surat lzin .. 
Nomor tanggal 12) 

: 6) 
: 7) 

: 8) 
: 9) 
: 10) 

2. Atamai Usaha 
3. No. Telepon Usaha 
4. Nama Pcmilik/ Pengelola 
5. NTK Pemilik/ Pcngc.lola 
6. Alamat Pc:milik/ Pengelola 

.............................................................................. l) 

NIK : 2) 

Alamat : 3) 

Nomor Telepon : 4) 

Sebagai calon Wajib l'ajak/Kuasanya*). Atas: 
I . Nama usaha : 5) 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Noma 

Kepada 
Vth. Wall Kota Kendari 

c.q. Kepala Badan Pendapatan 
Daerah 
Di- 

Kendari 

Lampiran : 1 Berkas 
PERMOHONAN PENDAFTARAN 

BEN'I'UK, rsr, DAN CONTOH DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

LAMPIRAN I PERATURAN WALl KOTA KENDARl 
NOMOR '3 TAHUN 2024 
TANGGAL I 5" - :i - 2024 
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUS! DAERAH 



11 STATUS KEPEMILIKAN OBJEK 18)PEMILIK 0PENYEWA 0PENGElOLA 0PEMAKAI OseHGKETA 

12 PEKERJAAN WAJIB PAJAK 18)PNS 0ABRI 0PENSIUHAN OeADAN OLAINHYA 

13 NAMA WAJIB PAJAK I I 

14 AL.AMAT WAJIB PAJAK I I 

17 KELURAHAN I I 15. RT 16. RW 

I I I 
18 KECAMATAN I I 

19 KABUPATEN I KOTA I I 

20 NO. KTPIIDENTITAS LAlN I I 

D.DAl'A TANAH/OBJEKPAJAK 

21 LUAS TANAH (M2) 22. ZONA NIL.Al TAN.AH DJ 
23 JENI$ TANAH D T ANAH + BANGUNAN D KAPLING SIAP BANGUN D TAN.AH KOSONG 

D FASILITAS UMUM D LAlN-LAIN 

C. DATA SUBJEK PAJAKIWAJIB PAJAK 

I I 8 KELURAHAN 

7. BLOK I KAV I HOMOR 

I I I I I i I I I I I 
9. RT 10. RW 

I I I I 

I I 6. ALAMAT OBJEK 

8. DATA LETAK OBJEK PAJAK 

4 NOPASAL DJITlllllllllliillllllD 
DJDJ 5 NO.SPPT LAMA 

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATABARU 

2 NOP 
PR OT II KEC. KEL. BLIK NO. URUT KODE rnrn cnnr anrrmra 
[ill]lfillllllllllilllllllD 3 NOPTETANGGA 

1 JENIS PERMOHONAN O PEREKAMAN DATA D PEMUTAHIRAN DATA O PENGHAPUSAN DATA 

SURAT PEMBERrrAHUAN OBJEK PAJAK PBB·P2 

-2· 

NO. FORMULIR , 
I I I I I I I I 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 

BDAN PENDAPATIN DlllWI 
Jalan ors. H. Abdullah Sllondae No. 08 Telp. (0401} 321402 fax. (0401) 3235~3 Kendari 



• Gambar SkeVdenah lokasi objek Pajak (tanpa skala yang dihubungkan denganjalan rayaljalan protokol, jalan lingkungan, dan 
lain-lain yang mudah diketahui umum. 

• Sabutllan betas-bates pemilik sebelah utara, selatan, tlmur dan bara!. 

Contoh Penggambaran 1 I I ~TO~OAN I I 
EKS.P21D Ji. MT. HARYONO 

I 
! lwan §] 

B~~ 
JI. Sinar surya 

KETERANGAN 

Ho~KET I OENAH LOKASI..OB.IEK . 

NAMAJE.LAS 
NIP 

NAMAJELAS 
NIP 

TANDA TANGAN TANDA TANGAN 

TANGGAL PENDATAAN [D I]] I I I I I [D [D 11111 TANGGALPENDATAAN 

MENGETAHUl PEJA8ATYANG BERWENANG 24 PETUGASPENDATA 

G, IP~ffl~ PENDATA.I PE.rABAT YANG BERWEtlAAG 

TANDA TANGAN TANGGAL NAMA SUBJEK PAJAKIKUASANYA 

Saya menyatakan bahwa informasl yang saya berlkan dalam formullr lnl termasuk lamplrannya adalah benar, jelas dan 
lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1985. 

F. PE~N't'ATAAH SUBJEK PAJAK 
I r r 

I I I I I 23 JUMLAH BANGUNAN 

E. DATA BAHG!lt!AN 
-3. 



JUMLAH SALURAN PES.PABX I I I I I I 

QeETONIBATAKO 
PANJANG PAGAR (M) 

BAHANPAGAR 

I I I I I I 
QsAJA1BES1 

PEMADAM QHYRANT QADA Or ADA 

KEBAKAN QsPRINKLER QADA Or .ADA 

QF1RE AL. DADA Or ADA 

KEOALAMANSUMURARTESIS(M) I I I I I 

[D TNH.LIAT/RUMPUT III 

JUMLAH LAPANGAN TENIS DGNLAMPU 
OJ BE TON 

DJ ASPAL 

TNPLAMPU 

DJ 
OJ 

JUMLAH LIFT 
ITIPENUMPANG 

OJKAPSUL 

OJBARANG 

JUM.TANGGA 
BERJALAN 

LBR < 0,80, OJ 

LBR> 0,80 OJ 

LUAS PERKERASAN 
HALAMAN (M2) 

I I I I I !RINGAN 

I I I I I ISEOANG 

I I I I I !BERAT 

I I I I I !DGN PENUTUP 

LUAS KOLAM RENANG (M2) 1 I I I I 1 1 I 0DIPLASTER 

JUMLAHAC rnsPLIT [TIWINDOW [TISENTRAL 

QoENGAN PELAPIS 

B.FASIUfAS 

LANGIT·LANGIT QAKUSTIKIJATI QTRIPLEKS 0ASBESJBAMBU QnoAKADA 

LANTAl QKERAMIK QTERASO Qus1N PC/PAPAN QseMEN 

DINDING QseNG QBATU BATA/COBLOK 

ATAP QsENG 

0BETON 

QKACA ALMINIUM 

QMARMER 

QASBES 

QKAYU 

QGTG BIASAISIRAP QGNT.BETON/ALMINtUM 

KONTRUKSI 

KONDISI PADAUMUMNYA QSANGAT BAIK QBAIK 

QBAJA 0BETON 

QSEDANG 

QBATUBATA 

TAHUN DIRENOVASI DAYA LISTRIK (WATT) I I I I I I I I I I I I I 
OJELEK 

QKAYU 

LUAS BANGUNAN (M2) I I I I I I I 
I I I I I 

JUMLAH LANTAt I I I I I TAHUN DISANGUN I I I I I 

JENIS PENGGUNAAN 

BANGUNAN 

QPERUMAHAN 

QRUKOIAPOTIK/PASAR 

QHOTELIWISMI\ 

QAPARTEMEN 

QTANGKI MINYAK 

QGEDUNG SEKOLAH 

QPERl<ANTERAN SWASTA 

QBENGKEUGUDANG 

0POMPA BENSIN 

QBNG.TIDAK KENA PAJAK 

QPABRIK 

QoLAH RAGA/REKREASI 

QGEDUNG PEMERINT AH 

QBANGUNAN PEMERINTAH 

QLAIN - LAIN 

A. RINCIAN DATA BANGUNAN 

JUMLAH BANGUNAN 

NOP rnrn111111111111111110 
I I I I I 

JENIS TRANSAKSI QPEREKAMAN DATA QPEMUTAHIRAN DATA 

LAMPIRAN SURAT PEMBERlTAHUAN OBJEK PAJAK PBB·P2 I I I I I I I I I 
QPENGHAPUSANDATA 

-4- 



:, I 

NAMAJELAS 
NIP 

NAMAJELAS 
NIP 

TANDA TANGAN TANDA TANGAN 

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG 

TANGGALPENOATAAN [D [D I l l I I 
PETUGAS PENDATA 

TANGGALPENDATAAN DJ [D I I I I I 

FdllfNTITAS PENDATAI PEJABATYANG ~ENANG 

NILAIINDIVIDUAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I NILA! SISTEM 

E. PENILAIAN INDIVIBUAL ( X1000 Rp.) 

LJKELAS4 LJKELAS3 LJKELAS2 
O~NG SEl«llA 

KELAS BANGUNAN 

LJDIATAS TANAH LETAK TANGKI LJot BAWAH TANAH 

DfANGKI MIHYAI< • (f-r-~~~~ 
KAPASITAS TANGKI I I I I I I I I 

LUAS KAMAR DfNDING AC SENTAL (M2) LUAS RUANGAN LAIN DfNOING AC SENTRAL (M2) I I ! I I I I I 
LJKELAS1 

I I I I I 
LJKELAS4 LJKELAS3 LJKELAS2 

0APARJEMEN 
KELAS BANGUNAN 

JUMLAH APARTEMEN 

LJKELAS4 LJKELAS3 

LUAS RUANGAN LAIN DfNDING AC SENTRAL (M2)! I I I I I I I 

LJNON-BINTANG LJBINTANG 1 -2 

LJRESORT 

LJerNTANG 3 - 4 

LJKELAS4 LJKELAS2 
D~RAGA/ ~EASI 

KELAS BANGUNAN LJKELAS 1 

0HOTEL I WISMA 
JENIS HOTEL LJNON~ESORT 

JUMLAH BINTANG LJBINTANG 5 

JUMLAH KAfAAR I I I I I 
LUAS KAMAR DfNDINGAC SENTAL (M2) 

LJKELAS3 LJKELAS4 

LUAS RUANGAN LAIN DINDINGAC SENTRAL (M2)! I I I 
LJKELAS2 

I I I I 

LJKELAS3 LJKELAS2 
Llf§KOI APOTIK l>ASAA/ RUKO_ ... 

KELAS BANGUNAN LJKELAS 1 

D[UMAH SAKIT /KLINK 
KELAS BANGUNAN LJKELAS 1 

LUAS KAMAR DINDING AC SENTAL (M2) 

LJKELAS3 
OPE TORAN SWASTA I GEOUNG PEMERINTAH 

KElAS BANGUNAN OKElAS 1 LJKElAS 2 

- ..... I "': .CL ' "D~DATATAMSAHANUNTUKBANGUNANNOt!·STANDAR,D : ' 
I I I I I 

0PABRIK I BENGKEL I GUDANG I PERT ANIAN (JPB ~ 318) 
TINGGI KOLAM (M) [D LEBAR BENTANG (M) DJ 
DAYADUKUNGLANTAI [D KEL.ILINGLANTAl(M2) ! ! ! ! LUASMEZANINE(M2) 

C: DAcf A T AMBAl:IAN UNTUK JPB ~ 318 
.5. 



I I 

- 7 - 

l7. TANGGAI. 16, NAr,,tA SUBJEKPAJAK 

SA.'iAM.FNYA1'AKAN BAHWAJNfO.KMA:SI/Kl:'I tllANGA't( YM"OIDAJ, SA YA 8£k1K.A,.'I DALAJo.i FflR.\il!LIK 
INI Tl9UvlAS-UK LAf\(PfRAf.u""fYA.Af)t.LJ\11 ttt.!.NAR, JEL\SDAN 1.nNO.KAI' 1'-11:.NURlf'l"KEADAi\N VA.NO SL;.86.NARNYA 

l'IH'\ \I \\,,I Hllhl'\I\I" 

DKEUJAR...o\..~i).1ESJ)I CASH !l:'hUl.STEit 

Oso:N PENJt.l.Af .fl.Z" fHiJ...t.; a1ASA 

Dl'IUAKADA 

OoISXOTJKit<ARAOKT.J Kr.An l\fAJ-~M 

DRUANCi !<Aft AT/ PERTE.\WA."ll O,\l 11.R(IO,\.t 

11 FASILITASHOm. 

DRESTOR.~·K.'\J.'Jil Al<IAIBAR 

Os111vi"l-1JSAT KEBUGARA.t'f 

'" SISJ'af AKUNI'li,">l 
Dr'F.MBt~'lJAN 01•1iNCA 1:ATAN SEDEJUtANA 

15 BOK PENJ\IAL,'\N (IUi.lJ 

DK..bLUAKAN SISTa1:.&(F()R~tASI tli:k.UASIS K~1PO']r,R 

On<>N PENJUAlk"I (BJU) oENCiAN ,.,-..ar.oRAs1 

DTIIJAKAUA 

JLl.'-U,.AH 

NO. ·n1•n t<AMAR KMt'>R TA&lf l:lATA·RA'fA 

OP£RAS10NAL ~t1N Ol'hltA.1UONAl {Rp/.K.M,JA..t<} 

1 

~ 
J 

' 
' 
6 

1 

ONAS(ONAL 

D.1.Nl'tlll'~ASIO:-lAI. 

11. Tll'U DAN M1LA11 lv\{\,l;\R 

OruNrA .. 'IOEt-f.PAT 

0Rt.1MAIIJ(.0ST 

O.u1\I rANO S;\ rn OamrANCi OH!\ 
10 JE~1S HOTEL 

OulN.'CANO LU,.L.\ 

0No:N UlNTANli 

11 JARINUAN HOTEL 

OTIDA.S: ADA 

3 NOr,.fOR TPJ...EPON 

AI.A~tA T PC..\1lLU</ Jlct{(iRl .Of .A I I I I I I I I 
S NMiA ["IIMJLOCPENGELOLA 

6 NtK PEMll.J.KJ l!fil\{.iHLCJI.A 

I I I I I I 
~/\MA l!SAHA 

Al.AMA 'I I r--.A II,\ 

~.__.I - ... 1 __,__,___, '-----'--'--'I - c.l _.__.I - c.l _,__.__,__J_JI - 0 
l'l1Mt:l'AKJ1LKA."'t :.>.ii. l'A L JEKIS TRA!<SAK$1 

~l,flA'l' P~'DAFl'AL~· OllJl•:t: 1',\J>\i( OA£1t.AH 
(SPQPO) 

BAD AN PtNOAl'A 1'A~ DAJlRAII I I I I I 
l'f.1\-fERlNT.,\ll KO'l'A Kt;Nl),\IU 

PllJT A'rAS JASA PllRHOTf,LAN 

- 6 - 



C'..ATATJ\1-J 

KIITBRANnt\N 
A, 1SU.AtrE-ORl\11JI.IR Ul!NG',\N llF.NAI~ JEL<\S. DAN l.E..hl(iKAP DE?,:GAN ~filNOOt 'NAK,\N 111lRI HJ H,\l.OK 
R KOl.f)\~ l>t.N<~AN Yt'Af~NA ARIS--.1\Rrrons,otEH PE111GAS. 

CBlllUTANOA SJI.AN<JOOPAOA KOT AK YANG SESUAt 
0. KJ\),t<\R KON OPWv\.')ION1\\, AIJ:\1,1\H KAMAf< OAlAM PE.\.fB:ANGUNA."l DAI.AM rER.OAlKAN /\TAIJ ~tliJ\H 1.AINNY A. 

MENo/lAl!Ul~i\f.lAT '(Af!!i1l)!!IW!!i<~ , 

~·'TAJ:!OON, I I I I I I I I I I 
it 'WDA 'W'\')i,N 

- 7 - 



20, l',\NUA 'l'ANOAN 19.TANGGAL 18. N"A>.tA StlflJEK PAJAK 

SA YA i"-{FJ;NY A'l'.A.KAN BAHWA (N'Ft)K \t;\$1/IUM'EQ.A,.'iGAN VANO THI.Alf SA YA BERi.KAN U/\1.J\\f FOR~fUUR 
0...1 TERJ.iASUK 1./\t.frTilo\NNYA ADAl.MI llf\NAT<, JRJ.AS DAN Ll£N<..iKAP MF.NURtrr KEAl>AAN Y.-t\NU~ffBENARNY,\ 

l'I I{'\\ \ I \ \ '\ "I ll II h. I \ I \ I\ 

17 IJON'PBNJUALAN (H/1.IJ 

DKJ'l,lJARAM SJSTai INfO&.v\SJ OERBASJS K.OMPUl'f..l( 

Oaoi-: r11NJtJALAN IBIUJ OBN(iAN l'l·.RF'OR.ASJ 

DTIDAKAU:\ 

Dl'ENCA1A I.AN SE.DERHANA 

15 J,'.\.SILITAS PESAN ANTAtt/r>FI.IVERY­ 

OADA. Ff\Sll .1 l'AS SENDtR1 

DAI)/\, ]'J;-:ijl)Al'TAR DtLA'iA.."-.A.'-1 ()LEH PTEtAK Kl!l'IUA 

I ci SJSTEl',1.AKIDITA"\1$1 

DPEMBUKIJAII 

LUA$().~2} JU.\1l.,/\H KQ:,..{PQRfTUNGKllf(>V~N 

JU,MJ...Alt li,4EJA 1'.t.AKAN l'ANJt\N(i 
(t:Al'A.'tllAS.; Ofl,\f'GAT,\~! U!IW_.1 

P£l,.Gf.(:lf ALIAN"/ LmUR OIKA All,\) 

l2 PEG.I\ W /\I 

13 l'J~~il>.-\'I' MAKA." 

Ul/\S(M?) 

JIJ[\.IJ.AIJ MEJA ~tAKAN 
\l:.l#i,);fl,1$.~~· 

UI .ffi',llSPBIT AIASMI\J::l'\NAN DA.1".'.~TAU-M.CNV~ 

[JREsTOR.i\NI Ki\J:ErfAJUN BAR/ Sf.BA(.ilAN P.\Sll.JTA.S OARl~OTElJ 1.liMl>AT HllllJRAN 

DREsTOR.ANl RV~tAHMAKANI KAFliTAJUN tANTINJ BAR 

011\Si\ 1«)('.AIKATRRING 

OwARtNG KAKt tlMA 

I I WAK'fV OPERA'SlONAL 

ftAlU ! DSEN(t-: Osr.1. .. ~SA ORA.Bu DKAMJS o,u.MAT DsABro D"-111\GUU 

fAM , LL ._I _,__,I SID ;:::1 =;:~i-=-;1-:,~1 _,.-,---,---,---,--,-,-,~~~~--~~~~ 
I I 

DK~WARAN MESIN'cas11 tu·:<'il'STER 

Dom, r1;1<1uA1.AN (01£4 DIAM 

S NOMOR tELtPON 

t3 I I 7 A I..AMA T PEMll.lK,' F [;}l(.i I~ .Ol ,A I I 
I I I 

S ~k\t.A .l'C.\.\U.,IKll'~NGFJ..OL\ 

6 Nlt' PIZM.IJ~llv PENGBLOLA 

LLI 
I I I I I I I 

Jfll,\(A IISAHA 

I Al.A~iATUSAHA 

.__'--'1 · .... I _.__.__.I · ... I _.__,__.I · .... 1 _,___, ,.._,__,_~D_J · D 
Pf:NOHAPUSAN L>AlA 

rarr ,nAS "1AKANAN OANIATAU 
MDfO.MMI 

I I I I I 
N01'l0R J:ORMIJl,IR. 

POtERIJ\T.All KO"l'A l(KNllARt 
-8- 



C,\'l'ATA.'I : 

K&P.RAN\;"'-~ , 
A.1$1LAH f'ORJ,,IUI.IK UENGAN ttP.;'NAR., Jl!I--\S, OAN Uil'.t'lKAP Dl!.N'C:AN' MENOOHNAKAN UURfJf' BAL(IK, 
It KOl0'.\>1 ,,t-;N"GAN WI\MNA AB1 I.Afllf ons1 01,f.ll PETIJC.;,\S. 
C.OEKI l'ANOA::111.ANG{X)J'Al)A K.OT,\K ,rANGSESt'.Al. 
l>. FAS1Lll1\$ PESAN A.'tffAl\,' Dfil,IVERY OlJi~ PlltAKK£1'10A ~flSALNYA T...AYAN/\N OLEH OJI\K ONltNt, 

21 ,' l\f/OOAL 

~f, l~A,r.\J~.<J,\N 

I ( 

-9- 



1ARlF(Rp) IAIUl"(Rp) 

2A KAr<ISlf AS 

!~ TABU' MHMOERSR!P I NO I JJNW= 

TAfUF( JlJMLAK JJ'J•USf KELAS '<O. NO. lENlS! Kf.l.AS 

16 RlMLAHKUKSI 

tS JC',IIS/ t<BI.AS TIKET ll/1..N TARIF 

17. Jl,Ml.AH PERTUNJUK'.AN 

JllMWl TNUF(Jtp) llTh!LAU 

= IL.......JL.......JL.......J 

D'CN'SIDENTAL : OaF.JtJAJ)WAL TSTAP/ ,REGULER 11 \VAK.Ttl r.1·:tt:rV~IIIJCAN 

Os[R.l;.us; PAt~fPR.J\N SENJ. 

0PER'btAINAN l_tll.YARD 

OPatTANl>tNC,.\\,ifH.An:--tA<JA 

[Jo1sKOTIKI K..1..:\.9 itAJ..A~l 

DKAJ<AOKJ< 

DPElt!lotAINAN KETA..~(lKASA .. '1" 

I() JOOSt<ES~JAN OA.'l8{BtlR1\N 'IA.NO DJSELEN(;QARAK.AN 

0KliSl:'.Nlh1' TitOTSIONAL. J11 (1.1 (fiJQSK.OP.,'Klil,U JNG) o~J?~(; Cl!NTREi KEBUOAltA.N, SANG<JAR .Sf1NAM 

01,nR11JNn;KAN MUSJK! TARI. PA~lliRA.'il UV~NA. 
KONTE&KllC1'NT!KAN 

J N:\MA USAJ-fA I I I 
4 AJ.A"'VIAT-CSARA I I I I I I I I I I I I I I 
> NAMAl'f.MJJJKll•ENGELO!,~ ; l I I I 
6 !tn.K PE.t.i11LIKI PF.NOFJ..OLA I I I 

AI...M.fAT PE~ill.O:..I l'l:N<.lELOLA I I I I I I I I I I 
,t KOhi10R TULIWON I I 

I I 

L..-L.......JL.......11 - ._I _,____.__.! - L..I _._...,I - L..1 _.__,__..__..__.I .. D ' IL.._.__, ·2 NPW1'Ll 

I JENIS 11< .. .\NS!IKS! 

SUR,\ T PENDM"Ull:\N OBJl::K .PAJAK OAERAR 
(SJ"Ofll) 

BAOAN PENDAl'Al·A~OAERAli I I I I I 
l'BIT ATAS JASA 11..SENIA,~ p.U. 

IJIRllRAK 

-10- 



K£TERANOAN : 
A, ~1..AfifORMUUR DENGl\l'VBfil,IAR, JfJ,A!> l">A.N tf.NGKAP O~GANMEKOOCIN/\.K.A~ 1.llJMlJf' BALOK.. 
D. KOLOMPl:.NOAN WAH.NA Al:U!·ABu-DHSl OLEll.PETUf.it\~. 
C. BERJ TIINOA SU.ANG (X) l'Al>(l.)((}'l'AKYAl<G SESUAL 

.I ·1 
ME!(GeTAlltll PBJ;,JJAT'\'NIG Bl!Jt\VllN;\N<;l 

38" u\1',~AI. I I I ' I I I I -'1 :__.., ....... 
~' ·r.~nA T~':!11A~ 

1/11 v ur v- !'I 'II\!\ 11 1\11\1 \ \\,t, 11111\\I -, \'\(. 

31. TANOA TANGAN 31.NAMA SUBJEK...PAJAK 

SAYA MENYAT AKAN UAJJ"' A.1Nt:0R!l.1ASl:1(F.TF.RA.NOAN YANG 'lELAB SAY A 01.iRJ.KAN llAI.A,\.1 FOJ\MtJtlR 
INI TtKJo.lA.~UK l,AMl'IRA:.~YA ADA.Lill BCNAR.JUL/\S 0.'\N l,HNCKA\• P.iENURlIT KE.ADA.A.'-' YANU SJilll:!iARNVA 

1'11~'\ \I\\' ,1 1~11 k l'\1\I, 

Dl(t-:L~JAt(.!LN 1'iBSIN CASH RE.GISTnR 

OeoN PE-11\!ALAN 1nu,4 BJASA 

30 BON i.'l;,~JVt,1.~ (811.JJ 

DKELuARAN s1sT1l\11N11()1tM.\Sr Rf\RRASTS KO'.\fPt7TP.R 

OaoN PENJUALAN ,1JifJJPR~O.<NrfRf'ORASI 

OnoAKADA 

D'IlDA.K. All.A 

1:9 srs I t::M AKU"NT AST 

Ort:l\o1Ht.J~UAN 

11\I \ I \'111\lt\' 

T!\R.lf(.l{p) JENIS.' KELAS 1'Al<IF (l<o) JEKISr KEJ.AS 

23 JENlS LAY ANA.-" OA.'i TAR.ii' 

27 JA~I DUK.A 

• 11 • 



'.1J SAM,\.JEl,A~ 

'U NJ' 

Z1 N/\MAJi,l,A~ 

MR!Glll' xmn PE1AB;<T Y>\NG Bllll WP.KANG ---· 2s TAK-OGAL 1 , ,-c, , Lr--1.__, 
~flV(IAS 
P'.£.,""°t\ rA 

i, TANOOAJ. 1:::::::::::1 , I~~~ 
I Ill '- I 11 v-, I' l '- II \ I \ !'I I \ II \ I \ \ ,1. Bl I\ \I I ' \' c. 

14. TAt<iOA ·rANC"lAN 13. T;\l\'C'..OA{. 11. NM.tA SUBJEK PAJAK 

SA YA t.rnNY AT AKAN BAll\VA INOORt,.it\.5J/lt.11-1 IJV,,NliAN V A1'1<} l'f:l.Afl SA VA DERIKA'N OALA~I FOR!\.tUUR 
\NI l'l\ltMASUK f,AMPlflA.NNYA Al)ALAB "'BENAR, fELAS t)J\N LL'fOfu\P ME.,~llKlJl KHAOAAN V,\NO SR:llf'.N"ARNY J\ 

f'l l'\\11,,,,111111,l'\l\l. 

NU /ENIS JUllUJ. LOKASI IIK1JRAN JANGKA 
RF.!.;:T .A~iE 8A1TAN REKt..Ar,tE PEt.1ASAN(iA .. '\I ?ANJANCi LE9All 'llt'rtGG.I JUMJ,All Pf.MASANOAN 

I 

2 

3 

4 

' 
6 

11 REKl.AME TE.RPASANG 

D 01u·:K1.A~1:r. SfJARA 

OtNSJJ)YN'lAI 

10 lll'H ltHKLAi\lll. 

Or.OKAS!TF.TAP.PAMN .nn.t.ROARO 
\tlUt:0'11'((.):,J~ MP..OA ·moN 

Otox. ... st TBT AP.PAP AK NA~1A 

II\ \OHII I'\ \1'. 

8 )IOMOP TF.IY.fON 
9 AI..Af...tA·f E·f\'IAU 

7 ;\I.AMAi Pl•:MUJ.:.1 Phl\(;111.()t.A I I 
$ NAMA P£MllTK/PENGELOLA 

6 NIK PEt.fflJKI PBNGEl..OLA 

I I 
NAJ..iJ\ USJ\.IIA 

:l Al../l,\iA 1 USAIJA 

)\I ,,1 llllhl'\I\I, 

.._.__.__,__,__1 · n 
/ENIS TRANSA&Sl rl:iREftAMAN DATA rDnn·~~ llATA 

l "!>'PWPD ' I I . I I . I 
NP\\'PD J.,A}I.\ ,0 D . I 

SlfRA'r PKN"OAFT.\.RA'l OIUF.KP,\J,\f.: f)Af;Jt..\0 

(Sl'OPO) 

BAOAN PENDAPATAN DAEKAH I I I I I I 
PAJAK REKLAME 
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KETEll•\1':G,\1' 
Xl lSJLARJ.'0.Rfl,tUURDENVAN UENAR. Jt,:l,A$. UAN 1,1.;NUKAl' Dn:N<iAN Ml·:N(iGlJNA.:'.A'J\' 11\JRUf' RALOK 
XJJ ROLO\fDENG.·\N WAR.'-.A,\BU~ABUDDSIOt.EHPEnfGAS 
XIll Ki\TWORL J.E.l\:lS Rl::Kl.A.ME: 

a. RRKT.A\fF.PAPAN/BttJJ30ARntvtl)EOTRON/MF.GATRON 
b. llliKLA\ili KAIJ',.1 

c. REKLA,\il::i\1ELKA1.,STlt'KfR 
IJ. J<.t:t..J,..A.Mt·: $1£1 .. J!HAlt,\N 
c. REIClJ\ME BERJALA.llf. Tt:R.Ml1.SIJK PAOt\ K.b'ND~N 
t: l(hKl.A~•f. tlUA.RA 

g. ~IBAL'UNQ 
ti. RJUCLAMBSOARA 
1 ~·u.-v.-,n FU,t.-1/ Sl,U)(\ 

J. RP.KLAMEPEJUGAAN 
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K!ITmt.'\i.~OAN 

A. lSlLAll FORMUlJR 01:NGAN lit.NAK,Jbt.AS UAN LP.N(iKAt' U~NOAN t\>U·N(l(tllNAt1\N Ml,J:KVf l\t\LQ~ 
B. KOU)~1 IJINOAN \\1AllNA AflU-AnU IJllSI (.11.._(;u l'I\TOOA::; 
c, TA,._L1!\ SJl~r\.\lV (X) PAOA K<)TAK Y-ANG 1iESUAI 

l> Nil' 

20 TANGGAL I ._I __.,__, 

~fENGe.TAHl.ff PF.JABA"IYA~fi RF.RWS-'f.lANt1 l'E1Ulu\S 
l',t::Nl>ATA 

,~ ''"~~AL o=1 1 ._I__.,__, 
I 7 H}!DA TANOAll 

1111 ' I 11 \ \ l'I '\ II \ ! \ l'I I \II \ I \ \ \(. HI I<\\ I \ \ \ (, 
I 

15. ·rANOA 'I.A.'-!GAN 14. TANOGAL J3. NA>U SL'IIIEK PAJAK 

SA YA MUNYATAKAN BAH'\\'A INFOR.'.tASL'K£1'£RANGAN VANG 'l'EI.All SAYA fthl<IKAN U/tLAr-..tJ'ORMtlUR 
l)\J TE~{ASUK lA~rrm .... t-tNVA A.llACAlj nl¢,i/llt, JJJ,AS JlAN LEJ'lGKAP ~lENURUTKEADAAN YA."JG SEBU'SARN'YA 

!'I R \ \ \ I \ \ \. ,1 ll II +..I'\ t \I, 

Osrn.mF.R 11sTitt~ nAwllRA I Dsu~mJ.UlLISIJUK OsuMBER LISTRIK CADANGAN 
UT AMA 

K.APAS[TASIUAfA~ OAVA 

o"O.N LNJ>US'JlUfl'D.TAMDANG,\N 00\TJUSTRJ ol't::KtAMl!A.''GAN o~,, .. HI \.iOLONUAN USAllA 

7 ,\l..t\MAT Pl!P.OLIK/PENGELOL>\ 

5 'IAMA PF.Ml1JJ<1~F.NOULOU 
6 ~JK f'l:."MJl.ltO l'b-Nt1LL01 A 

4 i\LAM.J\ T l.'S:\H6 11 Fl I I 
3 :-MMA USAHA 

ll\J \"I Hlll,l'\l\k 

~\\'PDLAMA 

.___'--'I - .... I _,__,__. 
D - D - .... I ~~~~~~I - .... I ~~I - I~~ 

l\ll'IIS Tl!A N:SAl(SI 

BADAN PEND AP AT AN DAERA'-'r'-1 -----! 
SURAT PF.Nll,,. .•• rf\JlA}I OJJJFXrAJAKDAER.\.B 

(SPOPD) 

I I 1 1 I 
.M>MOK11lIB~1.l!l !H 

J>BJT ATAS TF..NAGA LlS'l'IUK 

PET\11~\UN'i'AII K(.>'I'~ l<J,;NU,-\lU 
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)7, l'ANWAI, 

SAVA M£.~YA1AKAN BAJ-JWI\ J\/Ff'll{MJ\$Vt{H'rPRAN('oA'.N VANG'ffil.AO SA YA OERIK.AN DAL.Uf FOR.\lULCR 
lN"J TE~I.ASC'K L\M-PIRA.'INYA.ADALAH BENAR. IELASDAN LENVMP \.ll{NURtn~KliAOA.-\N YANCl SEUJ!NARNVA 

OnoAKADA 
KO,Ml'tnl::1< 

DKAR<:rs OF.'NOAN PF:RFORASI 

15 MJtCIS 1•,Ar(KUt 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
OKt::LUAKAN StsTEMlNFORMASI BERBASTS OKA.Ros RL\S/\ 

TARIF T Al>.iDAllAN 

HUS KJ-:(,JI.I ~tlJ~N1$Jf\'A 

1'RUKI BUS SEOANG/ 

SEf'ROA ~fOTOR 

PENGEaJAJ.l..U-1 UBUR (Ill(.~ ADA) 

1,1 TAR!F (RUPIAH) 

SBT1EOA 

:-.toOJJ l'.fiNl!MJ"ANO/ 
Plek"'1._1P/ SEJENJSNY A 

'rR\i~ 01\1,i)CllOI OIJS 
BESAR.' .S~JcNlSNYA 

,__..,__.__._~(~ARAAN PARKTR.RODA EtvfPAT 

12 R,\PASITAS PhRKLR 

LUA$ LAOAN 

PARKIR RODA DUA 

13 WJ\KTU 01'1.l.lt;\.S.lO.NAt 

IIARJ : 05100~ Om.ASA OJWlu 0MMJS Otl.MAT OsARTIJ o~1JNOOU 

fAM , L.I _,____.__,___,( S,TJ :::1 :::;, :;1 :~,:~1~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l l .PE~GE.LOLA 

U) t.Ol{ASI 

8 NOMOR Tfil.f,J'()N 

1 Al.A.\i'.ATPElULtK/HNG£1,01.A. I I I I I I 
S NAJIIA 1•FMl1.IX..'Pl-1''flF.l.t')l..A 

6 Nlf< PF.ifffJK/PF'.NOF.l:.OlA 

I I I <I AJ.AMATUS.i\HA 

3 1'JA~iA USAlIA 

I\ \ , l H I, I'\ I \f.. 

.__'----'I · L.I _,__.__,I - L...1 _,___,__,I - I I I - L...I _.___,_...__.L....JI · D 
0-0·1 l·I 1-._I-'----' 

I JENTS TRANSAKST 

S ll!L.\I 1'£~)) UT Mt...\i.'1 0.JtJ}X PA.UK 0.A VR <\Ji 

\Sl'OPO) 

BADAN PENDAPATAN DAERAH I I I I I 
PB,JT A'l'AS JASA PARKIR 

l'EMllRINTAUJ(O'.f A KllNOAltl 
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IJ!r.r1tKANVAN 
lSILAH F-Oll.\fULrR DENOAN Bl!I\AR, JltLASJlAN l.l!NGKAP OENG.A.N MENGGlJ~AKAr-!" llURIJP AAJ•IT.\I 

II KOi .f~M llltNOAN \\!ARNAABU-ABUD.llSJ OLEH PETUGAS 
W BERi TANDA Srl,ANG 00 f'AOA KOTAJ<: YAN<1 ~11Sl1AI 
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KETF.RANGAN 
J rsnxrr FORf\itJT fR OF.NGAN Rfl.NAR. JFJ.AS DAN I.F.NCTKAPOF.NflAK ).ff;NC,{)tfNAKAN f.ltlRUF KAPtTAI 
U KOLOM UllNOAN \\'J\k.NJ\ I\DU·AUU l>JJ~ Ol,l·:11 l'lfll)H,:\S 

ID BERi IANDA SILANO()() PADA K.OTAK YM'G SfSUN 

27 !IAM!dl!T,AS, 

l·llil<<ifl1'1\JiVI (•i!MHAI YA?<() illUtWh)<;W() 

w TI\J';(,!<Jhl I I I I! I I I ~, ~, ~ 

l''STIJ(i-AS 
tIDlDATA 

21 TANGGAL ~I ::::::;1 r .... I __.___, 

II ti ' I I I \, I' I -, II \ I \ l'I I \ II \ I \ \ \ C. ILi I~\\ I '\ \\I. 

20. TANDA T ,\NGA!',' 19. TAKGGAL 

SAY /1 1'1t:NYATAKAt" U/lttWA l~l'OKl\il\-!>IIKIJll:$1<.t\NOAN YAN.U Tt:t.AJI SA YA li-l;J<lKI\N J>A.l.A~t l'OM•Ml.!1,IK 
INl Tt:RMASVK LAMJ'l.RAN?\'Tl' A ADALAH BFN.'\R.,.JEI.J\S DAN LENGKAP )lffiNtJRUT KtADA,\N YANO S6.QliNARNY I\ 

IIR'\\ \I \\,,I llllhl'\l\h 

KJ\PSIT'AS ,__...__,_..__,!M~I IAM M"ETERANAJR 

II LOKA!ilSV~iBERAIF: 

l~ MESlN POMPA YAKG DlGfr.l'AKA'.'IJ 

!<A-\W TIPJ; 

OrN"uOsTlit.1 Us:NOA.N flAttAN Of\iCTJ Afk 

0PELAY A.'tA..~ PUBLIK OLEH PDAM' 

0"NON NIA('\A 

o~'IAGA 

~ AI.AMA'l 1:.-MAU .. 

3 NAMA. PEMllJICt'l''EN<iELOLA 

6 NIK PF.~iTIJKJ PF.NGF.l.OLA 

7 ALA~1A'r Pl·:f\.:1.JJ IKI l;'llN(illJ,C)J,A ~~1,--+1-~+-l-+--+-~-+--+-~-+--l-+--l--l~-+--+-~-+--I 

8 NOMOF TF.J.f.l'Ol<' 

I I I I 
3 NM1A USA11A 

4 Al .AJ,,I,\ t LISAH...\ 

1'P.WJ'D LAMA 

L......L_,__.__...__.I - D 
l=cJ 

'----''---'I C __,__.__, 
DD 

2 l'<P\\:"PD 

El:Kl'!KAMAN UALA 

P.AJA.K AIR TANAU 
Still.AT PL''DAITA.IL\.;'l OBSEK PAJAK DAE"RAII 

(Si'OPII) 

BADAN PF.NDAPATAN DAJ!:'RAB I I I I I 
NOl,(OR f•ORMl~.llt 

1•i.,;r.uuu.,rrAr1 KO'rA KENOAIU 
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0 

fffiff,'.RAN'G.AN" 
lSll.AH t-0,tt~f(fLTR DE.~GA'l Rt:Nr.R. !Et.AS DAN LJ!NOKJll• n~NGAN ~1ENGCil..lN~.t,!AN ICURUF KAPITAJ 

II KOLO.M..DENVA 'I ¥lAk~A ABU·.,\Jlll OJl~I 01,t.H PETUOAS 
111 lifRITA'NDA SJJ.,!\NCJ (X) PA.DA KOTAl< Y~.NO $t:'SUAI 

lS fAl'!QGAL 

26 TANllA lNti-0,'<N 

, LI __.___.) I ... , --'---' 

i!'E'CU0,\8 
Jl.ENDAT:,A __ 

~j TAKGG,\L LI --'-"' , ~I ~~' , ... 1 --'-" 
22 TA]\O.\ l,\J\(JA)'I 

1111 ' I 11 \, I' f '0 \ I \ I' I \ \II \ I \ \ \c, Ill II\\ I ' \ \ r • 

2(1. "fA.Nl>A T.A}IOAN 19. T,\NOO.Al. UL~ $1JttJF:K PAJAK 

SAY A f\tl'\l'cYAJ .>\KAN BAD.WA l~l"()l<MASttKETERANO/\N 'i'AN-0 W.LABSAYA l18RIKAN' UAt...AMFOR.\ft!Lllt 
TNT TE.R.MASU& J,/1.~IPIRANNYA AD.AfJ\11Jlf.''IAk, IELAS DAN LO,N<;J{Af' \ffiNUROT Kf.l\DMN YANG SEBE..~A.RNV A 

1'1 I<'' \ I \ \' ,t r, 11 t .. I'\ J \I~ 

1-...L..-l-.L.....Jlr.nr JA.\f KAPSITAS 

NA.\WIIPE 

KAPSJTAS 

n AL1\TP6NGA).i8J.I ,\N Mlll .R VANG OtGUNAK.AN 

1l Wl<J\$1>18LB 

DRUM.ABT r\N(.1(.i(Vl l))AK O{PElUUALBEU.KAN 

Dt•f.Ml3ANGUKAN lU}M/lll lUAO:\ll/PEMAXC'A:'«,AN 11,\N(j LlSTIUK/ 

11UP!)N/l'l:N,\NAMAN };.ARJiJJPf!NANAM.~ i'U'A UA.flo S~"Y A 

DAGA 

o~ONN1Af1A 

11\1,111111 t,, I \l\h 

3 NAMA~Allt\ I I I 
.. Al.'\MA'r US:\11:\ I I I I I I Fl 

!'tA!-1A r•littJUlvPENGELOJ ,A I I I I 
6 J\1K PF,m.oo PENOELOLA I I I I 

' ALAM...\r.Pi:.Mn uurF.NGEt.OLA I I I I I I I I I I I I I I 
8 NO~tOR 'lliJ.lit.'1JN 

? AJ..A.\i,\ 1· U·MAII. 

'--'--'I · ... I _....._,____. 2 Nl'WPO '--'--''--'I · ..... 1 _,____. 

SURAT PE"'.DAYfAR.4.N OKJl(I( l'A.fAK OA.£RAD 
(Sl'OPD) 

BAVANPENT>APATANDAERAH I I I I I 
NOMOR FOR.1111.JLIR 

PAJAKMDJ,ll 
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I 

K6Tl!RAKOAN : 
.t\. lSJ.l.,t\H F()ll \fCCIR OE.NG,\N 1-\1~:l'\Ak, JRl.A.'i. DAN lJ?NGl(J\f' OP.NG,\N t,llit,;VOU.N/1.K.Arf HUP.Uf Bt.\l.01(. 
13. K010~D£N(~,\N WARM A ABU-ABU l)lL')] OJ.f'.H PE!.111GAS. 
C, RF'.RTTA!'\UASI.L.,\..'JO(X)J"ADA KOTAK YANO $.t'.!)U~l. 
D. F ASJLI, .. ,s rESAN Af([AHJ osu \1bl( y OLEI( PmAK Kl~·noA botISAl...:NYJ\ I ,A YANAN OU!Jl orrn;. ON LI Nii 

CATA.l'A:..... : 

ZS NII' I l I 

._..,__,I I LI _,__,! I IL-'--' 2.~ T ANliCO,\ I . 

PEnraA>; 
riiNDATA>'-~~ 

1.1 TA.'!O<~-"- ·~' ~~ , ... 1 __.__,, , c,-1 
1,1 ·rANDA TANGAN 

uu vru \'l'l"\1)\1 \ l'I !\H\I '\\1,l\111'\l"\\"\.I, 

1'1. r ANOGAL 111. NM-IA SUWCK L'AJAK 

SAYA MllNY.'\ r ,\J:AK f\AHWA INf1tllU.1:ASJ!KF.Tf.RANG~ Y J\NU ff.I.AR SA YA BE!W:(/\.N l>A1.AM FQR..\tU!.J.K 
INI I l~k,..1ASUK LAMPUlAi.'l~YA ADAlAHllt.:.'Ml<. Jt-:L.A.S OA..~ LENGKAP l',ti;.~URITT'lillADAAN Y1\N<l SF.BENARNYA 

I'! I{ "I, \ I \ \ -, , I 1111 h I' \ I \ i.._ 

VOLU)iF. SAAANO I TARGA Rp :::' ~:::::~::::=::=~';oNS 
Rp I I IIKJ 

Rpl ._ ...1-l._LI I 

:=::::;;=:IONS 

L......JL......J.__.IKG 

l'li.'-l(ll·:C.IJAllo\:..""V unua ()JKA Al>A) 

13 M'fA-1\ATA P.ENJUAI.A~ i'.Jl:.R OCLAN /PEl:ITJOA Hlll.AN /PEREN'.:\b.1.J)UJ.-\N I PERTAHU1' 

I I I I t I I I I 
Sl-:11Af' T ANGGAL 

I I I I 

DrERBULN'l' OPER TIGA uuL,AN DeER EN/\M nuLAN 

I I I.id C --' I I J.-d ~I ~..., I I ls1d I 

BUL\.~ 

IAHU' 

1,A}l'l'AI 

._..,__.lw PANJANG 

10 KAL'/\Str/ls Ut-:l)l/.NO SARA.NO DUltJJNO \\',:\UT 

LUAS Gl:'.()tJNO 

JU~1.LA1J L&'fl ~J 

11 M\#1,Al llfillOPERASI 

'fAN\r{iAL 

.l'J:!N'JUAI.AN (HARUA x VOi UM! 

l'.ERBJl.ANC 

8 NOMOR TELllPOI\ I I I I 
7 AI.A~tAi PEJ.fllllG l',EN(it'J .. Oi.A 1--1--1--l-ll I· 1-l-l 1-1-1 -l--1-1-1-1-1 -1--1 1-l--1--1--1-1--l-l -1--(1 

I I 
S NA:."1.A f'E~ffi..TKiPENOP.LOLA 

{i ~lK 1'1~1JLJ'Kf PEKGELOLA 

t I 
I I I I I I I I I I 

1 N"A).fA lJSAHA 

4 AI.A~lATtiSAH;-\ 

L....L_..__._...,__,I · D L......J'--'I - I I . LI ....L.....1..-J l Nl'\l'l'D 

I IENlS TRMISAKSl M:RIJKAMAN DATA PIJ.Hll'AKtill<.Ato UAT!\ 

SLlltA•t· PENDAfTA.RA.~ 0H,1£K P • .U • .\K DAE.RAH 
(SPOPO) 

BA1>AN PENDAPATAN DAERAll I I I I I 
NO~tORPOl<M\.IJR 

l'tl\-lKRIN"[ARKO'CAKEt"'-OIA.RI 

PAJAKSARANC BURUNG 
WALE"f 
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U. DASAR HUKUM 
L Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuaogan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
2. Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Dae rah. 

3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara 
Pemunguta.n Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .. 

: 16) 5. Jenis pajak daerah 

......................................................... 13) 

3. Nama pemilik/pengelola : 14) 

4. Alamat pernilik / pengclola : . 
......... 15) 

• . ·····~······-· ················· 
: 12) 

I. UMUM 
1. Nama usaha 
2. Alamat usaha 

Berdasarkan SuratTugas nomor 2) tanggal 3) 
tclah dilakukan penelitian dari tanggal 4) sampai dengan tanggal 
.................... 5) terhadap pcrmohonan pendaftaran NPWPD yang diajukan oleh 
calon Wajib Pajak/kuasanya *) : 

Nama : 6) 

Alarnat : 7) 

melalui surat nomor 8) tanggal 9) yang 
diteri.ma berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal 
................... 11), deogan uraian sebagai. berikut: 

LAPORAN BASIL PENELITIAN 
PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH 

Nomor: l] 

- 21 - 

PEMERINTAH KOTA KENDART 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

.n. On. B. Abdullah Silondac No. 8 Kendad 



NTP. 
. 22) 
NIP 

................................. 23) 

...........................•.... 

Kendari, 21) 
Petugas PeneUti Mengetahui, 

Kepala Sub Bidang . 

. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. . .. .. . . . .. 20) 
................................................................................. ' . 
o oo • • o o o o • • 0 o • • • • ,- • • o • o o o o oo • o o o o o oo • o o ••' o o o o o o o, • • o o • • o • o o o o Oo o • o O o o • o Io o • o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o • 

O Menolak 
2. Usul 

IV. SJMPULAN DANUSUL 
1. Sirnpulan 

O Mengabulkan, dan memberikanNPWPD: 19) 
1 . 
2 ······ . 
3 . 

................... ········· 18) 
........................... ·-· . 
+•I+• o,' •• o o o O •• oo •' o • ooo oo O oo ooo oo o o o • o+o o ooo • ••o I" oo o• o oo o oo +oo ooo ,0000 o O • • oo+o+ 0 o, o• o I+ tOoooo oo' oo + o o o oo oo,oo' o 

j.j Haaili>eoe)Jtuua 171 - . . No " Indlkator ~ Ketemng"1! ~ "' ~ .YA TlDAK 
l. Kelengkapan isian SPOPD. 

Kelengkapan lampiran 
2. dokumen. 

Kesesuaian data cal on Wajit 
3. Pajak dengan kartu identitas. 

Kesesuaian data objek pajaJ. 

4. dengan surat izin yaru 
dilarnpirkan. 

Surat permohonan dan SPOPD 
5. telah ditandatangani oleh calon 

Wajib Pajak. 

Ill. HASJL PENELITlAN 

- 22 - 



................................................. 12) 

NIP 

Kendari, • .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . L 1) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KOTA KENDARI 

10) 

D PBJT Tenaga Listrik 

0Pajak Air Tanah 
0Pajak Sarang 

Burung Walet 
telah terdaftar pada adrninistratif kami terhitung sejak tanggal . 

D PBJT Ma.kanan 
dan / atau Minuman 

D Pajak Reklarne 

D 

3) 

4) 
5) 
6) 
7) 

8) 

• • • • • • • •••••••I••••••••••••••••••••• I•• I•• 0 ••I•• I•• I•• I•• I• 

9) 

0PBJTJasa 
Perhotelan 

0PBJTJasa 
Kesenian Dan 
Hiburan 

0Pajak Reklamc 

DBJTJasa 
Parkir 

Nama Usaha 

Alamat Usaba 

NPWPD 

Nama Pemilik/ Pengelola 
NIK Pemilik/Pengelola 
Alamat Pemilik/Pengelola 
Kewajiban Pajak Daerah : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ten tang Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun 
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dengan ini dit.erangkan bahwa: 

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR 
Nomor: 2) 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ors. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari 

- 23 - 



: Diisi dengan NPWPD yang diberikan. 
: Diisi dengan nama Wajib Pajak. 
: Diisi dengan NIK Wajib Pajak 
: Diisi dengan alarnat Wajib Pajak. 
: Diisi dengan jenis pajak daerah. 

Nomor 1 
Nomor2 
Nomor3 
Nomor4 
Nomor 5 

Kartu NPWPD berukuran 85,60 x 53,98 mm (standar ID-1). 

PETUNJUK PENGISIAN KARTU NPWPD 

L. K.o.rtu l.nJ hurup disimpnn baik-balk dun npabila 
hil.ang, agar segcra Meiaporkan ke kantor pajak 
daerah terdaftar. 

?.. NPIVPn •B<V dicantumkan dalam b.al berbubungan 
dengan dokumen P(:Tpajakan D"crah. 

3. Dalam hn.1 waiib pajak pindah do.misili atau lok.a1,,; 
usaha, aupaya melaporkan d.iri ke SADAN 
PENDAPATAN DAERAH. 

l'ltRHAT!All 

Halaman B.elakang 

Terdoftar 

:P.1.0004172.2.1 
: SAMSUHADI 
:7405115905930007 
: JL. BUNGG1\Sl IU/RW 00/00, Kcl. 

Anduonobu, Kecamatan Poasia, KOTA 
K~1NDARI ·reip ; . KQ<le 1'o$ 93000 

: 05 FEBRUARl 2021 

NPWPD 
Nam a 
NU< 
Alruno.L 

PEMERINTAH KOTA KEWDARI 
BADA11 P'EIIDAPATAlf DAERAH 

Jl. Drs, I/. AbduUah S11ondae Gd. Balai Kota Kerulari 

Halaman Depan 

- 24- 

Contoh: 



. ~ 

. 
·;i 

. . 
] 

. . . ~, . . 
~ 

. . 
~ ... . 

IQ . 
-! 

. . 
i:a. a.: 
::! z 

' 

"' I ~I 



. . :~ .z 

. . . 
~ l ~:r 2~ 
~ iii 

- ' 



NIP. 
..........•.•.•.••...................•.. ~} 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KOTA KENDARI, 

Berdasarkan data pada adrninisrratif Badan Pendapatan Dacrah Kota 
Kendari, Saudara tclah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib 
Pajak seperti diatur dalarn Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan 
Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, diimbau agar saudara 
mendaftarkan diri pada Kantor Badan Pendapatan Daerab Kota Kendari untuk 
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

Dengan mcndaft.arkan diri dan mcrnbayar pajak daerah, Saudara turut 
berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui pembiayaan penyediaan 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga akan meningkatkan 
kegiatan ekonomi daerah, kesempatan berusaha dan membuka lapangan 
kerja, serta tersedianya sarana pendidikan dan kesehatan. 

Diharapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empal betas) hari sejak 
surat ini diterima untuk mendaftarkan diri dan mernperoleh Nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Terlampir daftar persyaratan yang diperlukan 
unt.uk melakukan proses pendaftaran serta formulir yang harus dilengkapi. 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Badan 
Pendapatan Daerah Kota Kendari pada hari dan jam kerja. Apabila dalam 
jangka waktu di atas Saudara belum memberikan respon, maka akan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada. 

Dernikian diinformasikan, alas perhatian dan kerjasamanya ctiucapkan 
terima kasih. Semoga usaha Saudara semakin maju dan berkembang. 

Kepada 
Yth 4) 

Di­ 
Kendari 

: 3) 
: 1 bendel 
: [mbauan Pendaftaran 

Wajib Pajak 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Kendari, 2) 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Drs, H. Abdullah Silondae, Kendari 

- 27 - 
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NIP. 
. •• . •• . •• . •• ••• ···-··· 3) 

Mengetahui, 
Kepala Bidang . 

Na.ma Tanggal 
No Nam.a Alamat Uaaha Pemililt/ ~amat Pemillk/ Nomor Surat Ket. Usaha Pengelola Telepon 

Pen.irelola Imbauan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

: 1) 

: 2) 

Tahun Pendataan 
Jenis Pajak Daerah 

DAFTAR HIMPUNAN POTENSI WAJm PAJAK BARU 

PEMERJNTAH KOTA KENDARJ 
BADAN PENDAPATAN DAERAll 

Jl. Drs. H. Abdullah Silondac No. 8 Kendari 

- 29 - 



Pet.ugas Perneriksa Pajak 2 
.............................. 8) 

. 7) 

Kendari, 6) 

Petugas Pemeriksa Pajak Menyetujui 
Kepala Sub Bi dang . 

............................................................................................................................ 5) 

7. USUL 

6. SIMPULAN 

Daftar calon Wajib Pajak yang diusulkan untuk diterbitkan NPWPD secarajabatan 

adalah scbagaimana tcrlampir. 

5. DATA, KETERANGAN, ATAU BUKTI YANG DIPEROLEH 

1. Data dan dokumcn Iain dari calon Wajib Pajak yang terkait penerbitan NPWPD 
adalah sebagaimana terlampir, 

2. F'ormulir SPOPD terkait yan~ sudah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap 
adalah sebagairoana terlampir. 

: s/d 3) 
: s/ d 4) 

Pemeriksaan Kantor 
Pemeriksaan Lapangan 

3. !DENTITAS WAJIB PAJAK 

Daftar calon Wajib Pajak yang mcnjadi objck Pcmeriksaan untuk tujuan Jain dalam 
rangka penerbitan NPWPD secara jabatan adalah sebagaimana lerlampir. 

4. PELAKSANAAN PEMERTKSAAN 

: 1) 
: 2) 

l. PENUGASAN PEMERIKSAAN 
Nomor Surat Perintah Pemeriksaan 
Tanggal Surat Perintah Perneriksaan 

2. TUJUAN PEMER!KSAAN 

Perneriksaan untuk rujuan Imo dalam rangka penerbitan NPWPD secarajabatan. 

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP) 
PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN 

Jl. Ors. H. Abdullah SilondaeNo. 8 Kendarl 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

- 30- 
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IV. SIMPULAN DAN USUL 

B. Simpulan 

Daftar calon Wajib Pajak yang diusulkan untuk diterbitkan NPWPD 
secara jabatan adalah sebagaimana terlampir. 

............................................................................................................... 6) 
······ ········ ······················ . 
.............. , ·············· . 
................................... ' . 
00, ••I'"•• oo' •••••' oo ••• oo '• o o,oo, • • •••••••I•• •ooo o o oo ••• ••• ••••• o ,o ooo,, ••• ••••••O ••••• oo o ooooo' oo •••••' •• •••••• • 

...... ············· . 

............................................................................................ ········ . 
oo• ••• oooo+oo' o oooo ,o, oooo o o o ooooo,o •• o oo, •+0 •• •••• o o oo ,oo ••• ooooo o •• • •••• o •• 000000 I•• ooo oo' o o ooo ooo o oooo 'o • • ••" •• 

. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................................................................... 
•• 'o • • •••• ••" "'''' ••• •• ••• ••••• •••' ''''" o t •••• o '•• ••• o'' 'o •••••••••••I"'••••'•••••"'•••••' o' ••• •• • ••• •••••1 ••• 

.................................................. ········· . 
oo' o o oooooo ooo ooooo O ••••• oo, ••••• oo' o oo o o o' •' ooo,o o,o '''''"''*••• •• • •••• "'' o ooooo '" oo,,o ••••••••I•••••'•' ooo"' ooo 

.. . -- . 
.................. - - . 

Ill. HASIL PENELITlAN 

II. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang HK.PD. 
2. Peraturan Daerah Kata Kendari Nornor ... Tahun ... tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 
3. Peraturan Wall Kota Kendari Nornor Tahun tcntang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah. 
4. Peraturan Wali Kata Kendari Nomor Tahun tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Pajak Daerah, 

I. UMUM 
Daftar calon Wajib Pajak yang menjadi objek Pemeriksaan dalam rangka 
penerbitan NPWPD secara jabatan adalah sebagaimana terlampir. 

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan No mar .. .. . . . .. . . . . . .. .. .. . . .. 2) 
tanggal 3) telah dilakukan Pemcriksaan dalam rangka penerbitan 
NPWPD secara jabat.an dari tanggal 4} sampai dengan tanggal 
................ 5) terhadap Daftar Himpunan Potcnsi Wajib Pajak Baru dengan 
ura.ian sebagai berikut: 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) 
PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN 

Nomor: 1) 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Jl. Ors. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari 

- 32 - 



NCP 
···•·•···········•··•················•· 

Petugas Pemeriksa Pajak 2 

NIP 
••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••.• 9) 

*} Coret yang tidak perlu. 

NlP. 
11 

·············•··••················•·•·· 

Menyetujui, 
Kepala Bidang . 

NTP. 
10) 

··••······•·········•·······••··•·•···· 

Mengetahui, 
Kepala Sub Bidang . 

...... ········ ······················· ·······' ...........•. ················· ······-···········-···· 7) 
............ ·······--····················· ········· ························· ·················· 

Kendari, 8) 
Petugas Pemei:iksa Pajak 1 

- 33 - 
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: Memberikan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib 
Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak 
sebagaimana rercanturn dalam Larnpiran Keputusan Kepala 
Badan Pcndapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan 

Daerah ini. 

PERTAMA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK 

DAERAH(NPWPDJSECARAJABATAN 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
nomor.......................... 3) tanggal 4) terhadap 
Daftar Himpunan Potensi Wajib Pajak Baru yang telah memenuhi 
persyaratan subjektif dan objeklif sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan daerah Kota Kendari, perlu 
.menetapkan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah (NPWPD) secara jabatan; 

1. Undang-Undang Nomor l Taturn 2022 tentang HKPD; 

2. Peraturan Daerah Kola Kcndari Nomor ... Tahun ... tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

3. Peraturan Wali Kata Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 
Tata Cara Pemeri.ksaan Pajak Daerah; 

4. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 
Tata Cara Pemungut.an Pajak Daerah. 

Mengingat 

Pemeriksaan basil berdasarkan Menimbang : bahwa sebagaimana 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI, 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 
NOMOR 2) 

TENT ANG 

PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) 
SECARA JABATAN 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ors. H. Abdullah. Silondae No. 8 Kendari 

- 35 - 



NIP. 
•••••·••••·•••·•••••·••·••••••••••••••·•••••••••• E,) 

Ditetapkan di KENDARJ 
pad a tanggal . .. .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . .. 5) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARl, 

KEEMPAT 

KETIGA 

Sesuai diktum PERTAMA, terhadap Wajib Pajak diterbitkan 
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWPD dan 
disampaikan secara langsung atau disam.paikan melalui pos 
dengan bukli pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya 
dengan bukti pengi.riman. 
Apabila di kemudian hari ternyata dikctahui terdapat keke­ 
liruan dalarn Keputusan Kepala Badan Pendapatan Da.erah 
ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan. 

KEDUA 

- 36 - 
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*) caret yang tidak perlu 

......................................... 13) 

.................. , 12) 
Wajib Pajak I Wakil I 
Kuasa Wajib Pajak *) 

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan . 

............................................................................................................. 11) 

• • • • • o •• • • • • o o 'o' o o o •' • i' • • o o o Io o o o o o O '• o • • • 0 • o o o o o • 'o • • • • • • • o o • o o • • o o • • • • • • • o o • • o o o o • • • • o o • o o • o o o o o o o' o O • o o • • o o • o o 

D Wajib Pajak telah menghentikan usahanya. 

0 \'Jajib Pajak Badan tclah dibubarkan, 

D Alasan lain: . 

D Wajib Pajak telah meninggal dunia. 10) 

O Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selarna-lamanya. 

O Wajib Pajak memiliki Jebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang 
sama. 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : l) 
NlK : 2) 
Alarnat : 3) 
Nomor Telepon : 4) 
sebagai Wajib Pajak / wakil / kuasa Wajib Pajak*), atas: 
1. NPWPD : 5) 
2. Nama Wajib Pajak : 6) 
3. Alamat Wajib Pajak : 7) 
4. Jenis Pajak Daerah : 8) 
5. Penanggung Jawab : 9) 
menyatakan tldak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk ditetapkan sebagai 
Wajib Pajak dengan alasan: 

Kendari 

Kepada: 
Yth. Wali Kota Kendari 

c.q. Kepala Sadan Pendapatan Daerah 
di 

Lampiran : l berkas 
Perihal : Permohonan 

Penghapusan NPWPD 

• 38 · 
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.................................................... 11) 

...................................... . 

....... ········· . 
.................. ················ . 
..................................................................................................................... 
. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ······················· . 
. ······················· . 
······························· . 
. ················ ······················· ······················ . 
. . . . . . . . . ' . 
..................................................................................................................... 
...... ' ················· ·············· ., .. 
Keterangan dari Wajib Pajak/Penanggung Jawab: 

Tanggal 

No Judul Nomo.- Surat/ 11stanst yang KeteJ'IUlgan Su,;at/Dokwnen Surat/ Dokumen Menerbitkan 
Dolqimen 

1 .2 3 4 5 6 

E. DATA, KETERANGAN, A'l'AU BUKTI YANG 
DlPEROLEH Surat/ dokumen/ salinan yang diperoleh: 

: s/d 9) 
: s/ d 10) 

Pemeriksaan Kantor 
Pemeriksaan Lapangan 

4. PELAKSANAAN Ph:Ml:!:l<.IKSAAN 

: 4) 
: 5) 
: 6) 
: 7) 
: 8) 

NPWPD 
Nam.a Wajib Pajak 
Alamat. Wajib Pajak 
Jenis Pajak Dacrah 
Penanggung Jawab 

3) 
D berdasarkan permohonan Wajib Pajak 

3. IDENfif}\S WAJTB PAJAK 

D. TUJUAN PEMERIKSAAN 
Pemeriksaan dllakukan dalam rangka penghapusan NPWPD: 

D secara jabatan 

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP) 
PENGHAPUSAN NPWPD 

: 1) 
: 2) 

I. Surat Perintah Perneriksaan 
Nomor 
Tanggal 

- 40 - 

PEMERINTAH KOTA KENDAR! 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Jl. Drs.H. Abdullah Silondac No. 8 Kendnri 



NIP 
······································· 

Petugas Pemeriksa Pajak 2 

NIP. 
• ••••••·•••·•····•••••· 15) 
NIP 

. •• •.•.... ••• •• . •• •. .• . .•• •. . .• • • 16) 

............................. 

Kendari, 14) 
Petugas Pemeriksa Pajak 1 Menyetujui, 

Kepala Sub Bidang 

................................................................................................................ 13) 

.............. - -- . 
F. USUL 

12) 
6. SlMPULAN 

r- Mengabulkan 
D Menolak 

L 
I L _LJ 

l 6 5 

Jeni& NomQJ' Surat Taoggal 
Permohonao Permohon•n/Bulrtl 

Pe~rlmaan 
2 3' 4 

'l'anggal Keteranpn 
Peoyeieeetan 

·aaao 
Putnaan 

Status proses hukum atau proses administratil: 

c 1u 
r , 'la Duar ,. !ianuat i t¢ . 

No' Timbuln~ 'Nom,or Jumlah 'Ilmggal Ketel'IUIPJI 
uta.11C . Surat/Ketetap,an Siua.t./ Utang~ak Kedaluwarsa 
Pajalt 

Ketetapa11 
"' 1 - 

1· 2 ;3 4 'i' . '5. 6 7 ~ 

Status utang pajak: 
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. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. . . ... . .. .. .. . . . .. . •. .. .. . . . . . .. . .. . .. 18) 

...... ······················· ~ . 

.......... ················ ········ ······ ··················· 

.. .- .. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
• • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • + • • •'•••••I••••••+• o •' • + + o o o • • o o • • • 0 •• • • o + • • • • • • o "o o • • o o • • •' • • • + o oo • + + • 0 •' "+ • + 

C. HASIL PENELITIAN 

B. DASARHUKUM 
1. Peraturan Daerah Kola Ke.ndari Nornor ... Tahun ... lentang Pajak 

Daerah ; 
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah. 
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Pajak Daerah. 

................................................................ 15) 
: 16) 

: 17) 
4. .Jenis Pajak Daerah 
5. Penanggung Jawab 

................ ··············· . 

: 13) 

: "" .. """" 14) 

A. Ul'llfUM 
1. NPWPD 

2. Wajib Pajak 
3. Alamat Wajib Pajak 

Berdasarkan Surat Perintah Perneriksaan (SP2) nomor 
.......................................... 2) tanggal 3) telah dilakukan 
Pemeriksaan dengan tujuan lain dalarn rangka penghapusan NPWPD: 

D Secara Jabatan 4) 
D Berdasarkan permohonan Wajib Pajak 

dari tanggal 5) sampai dengan tanggal 6) terhadap 
permohonan penghapusan NPWPD yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib 

Pajak*): 
Nama : 7) 
Alamat : 8) 
melalui surat nornor 9) tanggal 10) yang 
diterima berdasarkan tanda terima nomor 11) tanggal 
..................... 12), dengan uraian sebagai berikut: 

LAPORAN BASIL PEMERIKSAAN (LHP) 
PENGHAPUSAN NPwPD 

Nomor : 1) 

PEMERINTAI-I KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

.n. Drs. H. Abdullah Silondae, No. 8 Kendari 
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*) Coret yang tidak perlu. 

NIP. 
······•·····•·····•················•· ~-4-) 

Menyetujui, 
Kepala Bidang 

NIP 
..... ··-· . 

Petugas Pemeriksa Pajak 2 

NIP NIP. 
........................................ 22) 23} 

............................................ 

Kendari, 21) 
Petugas Pemeriksa Pajak 1 Mengetabui, 

Kepala Sub Bidang 

o O, oo,,, I o,o, o oo, oo o o o I oo o+ooo, oo o oo Io, 0000 O,, o o oo Oo Io 0000 • 0 o O 00000 oo o oo oo o O o 0000, o, 0000 o I oo 00000, o o oo 20) 
• •' • o o • •' oo,. o o o' o • • • o O o I••••••••••••• t t • • • •' • • • • • • • o • • o o • o o •' • o o o o o o' o • + o o' o o • + o 'o' o o • • o I• I•••'•' o o • • o • + • o O 
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19) 

D. SIMPULAN DAN USUL 
1. Simpulan 

D Mengabulkan n Menolak 
2. Usul 



: 1. Peraturan Daerah Kola Kendari Nomor ... Tahun ... tcntang 
Pajak Daerah; 

2. Peraturan Walikota Kendari Nomor .. . Tahun ... tentang 
Tata Cara Perneriksaan Pajak Dacrah; 

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

bahwa berdasarkan hasil Perneriksaan sebagaimana dituang­ 
kan dalarn Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan 
NPWPD nomor 9) tanggal 10) 
perlu rnenetapkan keputusan penghapusan NPWPD atas 
permohonan pcnghapusan NPWPD climaksud; 

surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib 
Pajak/ kuasa Wajib Pajak*) 3) nomor 
.............................. 4) tanggal 5) atas NPWPD 
nomor 6) yang diterima berdasarkan ·tanda 
tcrima nomor .. . .. ... ... ... ... . 7) tanggal ... .... . . ... .. . . .. 8), 
perlu cliterbitkan keputusan atas permohonan penghapusan 
NPWPD dirnaksud; 

KEPALA SADAN PENDAPATAN DAERAH, 

Mengingat 

Menimbang 

Membaca 

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPDJ 

TENT ANG 

NOMOR 2) 
KEPUTUSAN KEPALA SADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

PEMERJNTAH KOTA KENDARJ 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

.n. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari 
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NIP. 
. . . .. .. . . .. .. . . . .. . . . .. 16) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

Ditetapkan di KENDARI 
pada tanggal 15) 

KEDUA Penghapusan NPWPD scbagaimana climaksud dalarn Diktum 
PRRTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan 
administrative perpajakan daerah semata tanpa 
menghilangkan kewajiban perpajakan yang barus dilakukan 
oleh Wajib Pajak. 

KETIGA : Apabila di kemudian hari temyata di.ketahui terdapat 
kekeliruan dalarn keputusan ini, akan dilakukan pembetulan 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

PERTAMA : Mengabulkan / Meaelalr *) atas permohonan penghapusan 
NPWPD untuk: 
1. NPWPD: 11) 
2. Wajib Pajak : 12) 
3. Alamat Wajib Pajak: 13) 
4. .Jenis Pajak Daerah: 14) 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PE NDAPATANDAERAH 
KOTA KENDARI TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR 
POKOK WA.JIB PAJAK DAERAH (NPWPD). 

MEMUTUSKAN: 
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....................... ' . 

................................................ _ ... _ _,_, 1_111 

1
12) 
13) 

14) 

: Meagalntthan I 
NPWPD untuk: 
1. NPWPD 
2. Wajib Pajak 

Alam.at Wajib 
Pajak_ 
Jcnis Pajak 
Daerah 

Menolak *) atas permohonan penghapusan PERT AMA 

Menetap~n : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KOTA KENDARI TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK 
WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD). 

MEMUTUSKAN: 

: bahwa berdasarkan hasil Perneriksaan sebagaimana dituang­ 
kan dalam Laporan Hasil Perneriksaan (LHP) Penghapusan 
NP\¥PD nomor 9) tanggal 
............................ 10) perlu menetapkan keputusan 
penghapusan NPWPD atas permohonan penghapusan NPWPD 
dimaksud; 

1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 

2. Peraturan Walikota Kendari Nomor Tahun __ 
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah; 

3. Peraturan Walikota Kcndari Nornor Tahun __ 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah. 

: surar permohonan penghapusan NPWPD, alas narna Wajib 
Pajak/ kuasa Wajib Pajak •J 3) nomor 
............................ 4) tanggal 5) atas NPWPD 
nomor 6) yang diterima berdasarkan tanda 
terima nomor . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 7) tanggal 8), 
perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penghapusan 
NPWPD dimaksud; 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

Mengingat 

Menimbang 

Membaca 

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) 

TENT ANG 

NOMOR 2) 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ors. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari 
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NIP. 

Ditetapkan di KENDARI 
pada tanggal 17) 
KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah 101 rnulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KEEN AM 

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan pernbetulan 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

KEEMPAT Dalam hal penolakan disebabkan terdapat utang pajak atau 
proses administratif dan / a tau proses hukum, Wajib Pajak 
dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan 
NPWPD setelah mclunasi utang pajak atau menyelesaikan 
proses administratif dan/atau proses hukum. 

Wajib Pajak sudah tidak memenu.hi persyaratan 
subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, tetapi wajib 
pajak masih memiliki utang pajak atau wajib pajak 
masih rnerniliki proses ad.mnistrasi dan/atau proses 
hukum. 

D 

KETIGA 

Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap 
dinyatakan sebagai Wajib 15). 
Pcnolakan sebagaimana diktum PERTAMA disebabkan: 16) 
Wajib Pajak masih rnemenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif sebagai Wajib Pajak. LJ Wajib Pajak sudah tidak rnemenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, 

KEDUA 
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.••.. .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. . .•• . •. .• . .••••. .. 18) 



: Memberikan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib 
Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan rnerupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan 
Pendapatan Daerah ini. 

PERT AMA 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA KENDARI TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR 

POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA 

JABATAN. 

MEMUTUSKAN: 

: bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemcriksaan (LHP) nomor 
........................ 3) tanggal 4) terhadap data 
Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan 
subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, perlu menetapkan 
keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 
(NPWPD) secara jabatan; 
l. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 
2. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun 

tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah; 
3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... 

tentang Tata Cara Pernungutan Pajak Daerah. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

Mengingat 

Menimbang 

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA 
JABATAN 

TENT ANG 

NOM.OR ...•........... ···············-···· 2) 
KEPUTUSAN KEPALA SADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

.Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari 
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NIP. 
....•..•.•.........•.•................•.......... 6) 

Ditetapkan di KENDARl 
pad a tanggal ,, ,, . . .. 5) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

: Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam diktum 
PERTI\.MA hanya ditujukan untuk kepentingan ad.ministratif 
perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban 
perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang 
bersangkutan. 

: Apabila di kernudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
daJam Keputusan ini, akan dilakukan pernbetulan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

: Keputusan Kepala Sadan Pendapatan Daerah ini mulai 
bcrlaku pada tanggal clitctapkan. 
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*) caret yang tidak perlu 

.................. , 11) 
Wajib Pajak / Kuasa Wajib 
Pajak*) 

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan . 

. . · 10), 
dan mengajukan permohonan untuk dikecualikan dari kewajiban 
menyelenggarakan pencatatan. 

... .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. 

. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
.......................................................................................................................... 
'•' '• • • • • • • • •' • • • •' '• • • • o' o • • • o • o' • • • • • o •'' • • • • • o • o •'••'''I•••••"'''•• o' '•' o • • • •' • o' • • • • • • •' • • • •• • •• • • o •• • •' • • • '• 0 • • • • • • • • 

......................................... 12) 

........... ·········--··· ·-················ ' ' . 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : 1) 
NTK : 2) 
Alamat : 3) 
Nomor Telepon : 4) 
sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak •j, atas: 

1 . NPWPD : S) 
2. Nama Wajib Pajak : 6) 
3. Alamat Wajib Pajak : 7) 
4. Jenis Pajak Daerah : 8) 
5. Penanggung .Iawab : 9) 
menyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pencatatan 
sesuai aturan perpajakan dacrah dengan alasan: 

KENDARI 

Kepada: 
Yth. Wali Kota Kendari 

c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah 
di 

Lampiran : 1 berkas 
Perihal : Pem bebasan dari 

Kewajiban Pencatatan 
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............................................................................................................. 18) 
................................................................................................................... 
.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

Ketei:angan 
No lnclika~o~ Huit Penelitian l 61 17) 
l. Bentuk Usaha 
• Ren tu k usaha 
• Kepemilikan usaha 

2. Kemampuan ll!anajerlal 
• Penggunaan rncsin cash register 
• Bon penjualan (bUI) yang digunakan 

Pernbukuarr/ pencatatan ornzet yang 
• dilakukan . .Iurnlah pegawai 
• Pegawai khusus ym,g bertugas sebagai 

kasir, bagian keuangan, atau akuntansl 

3. Omzet Usahjl . Rata-rata omzet ha.rian dan bulanan 
Rata-rata jumlah trunu/ pengunjung 

• harian 

ill. HASIL PENELlTlAN 

11. DASAR HUKUM 
a. Peraturan Daerab Kota Kendari Nomor . .. Tabun . .. tentang Pajak 

Daerah. 
b. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... ten tang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Dacrab. 

. . . 4. .Jenis Pajak Daerah 
14) 
15) 

......................................................... 
................................................................ 
.......................................................... 

12) 
13) 

.......................................................... 
UMUM 

1. NPWPD 
2. Nama Wajib Pajak 
3. Alamat Wajib Pajak 

l. 

Berdasarkan Surat Tugas nomor ,. 2) Langgal 3) 
telah dilakukan penelitian dari tanggal 4) sampai dengan tanggal 
.................... 5) terhadap pennohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan 
yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*) : 

Nama : 6) 
Alamat : 7) 

melalui surat nomor 8) tanggal 9) yang 
diterima berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal 
....................... 11), dengan uraian sebagai berikut: 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN 

Nomor: l) 

PEMERINTAH KOTA KENDARl 
BADANPENDAPATANDAERAH 

JL Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari 
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*) Coret yang tidak perlu. 

NTP. 
24) 

..............••........••............. 

Menyerujui, 
Kepala Bi dang . 

NIP 
··•·••····•••·•·•••·•···•······•··•·•·• 

Petugas Peneliti 2 

NIP NIP. 

····~·································· 

Kendari, 21) 
Petugas Peneliti 1 Mengetahui, 

Kepala Sub Bidang . 

......................................................................................................... 20) 
·················································································-··-·························· 

IV. SJMPULAN DAN USUL 
5. Simpulan 

D Mengabulkan 19) 

[j Menolak 
6. Usul 

- 53 - 

....................................... 22) 23) 



Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PEMBEBASAN DARI 

KEWAJIBAN PENCATATAN 
PERTAMA : Mengabulkan/Menelalc *) alas permohonan pembebasan 

MEMUTUSKAN: 

permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan dimaksud; 
Menimbang: bahwa berdasarkan basil penelitian sebagaimana dituangkan 

dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban 
Pencatatan nomor . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. 8) tanggal .. .. .. .. .. .. .. . . 9) 
perlu menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban 
pencatatan dimaksud; 

Mengingat l. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 
Pajak Daerah: 

2. Peraturan Walikota Kendari Nornor ... Tahun ... tentang 
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

7), perlu diterbitkan keputusan atas 

Membaca : surat permohonan pembebasan dari kcwajiban pencatatan, atas 
narna Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) 3) nomor 
................................ 4) tanggal 5) yang diterima 
berdasarkan tanda terima nornor 6) tanggal 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

10) 

11) 
12) 
13) 

........................................... 

dari kewajiban pencatatan untuk: 
l , NPWPD .. 

PEMBEBASAN 
2. Wajib Pajak 
3. Alamat Wajib Pajak 
4. .Jenis Pajak Daerah 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN 

NOMOR 2) 

TENT ANG 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari 
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• •• • •• . •• . . •• • • ••••. .• •••• •• • • •• . •• •• •• •• . ••••• 1 5) 
NTP. 

Ditetapkan di KENDARJ 
pada tanggai 14) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap 
dibebankan Kewajiban untuk menyelenggarakan pernbukuan 
atau pencatatan; 

: Kewajiban pcmbayaran pajak dacrah olch Wajib Pajak 
dilakukan dengan menggunakan SKPD yang dihitung secara 
jabatan oleh Bapenda berdasarkan hasil penelitian terhadap 
omzct rata-rata dari Wajib Pajak dalam tiga bulan tcrakhir. 

: Apabila di kernudian hari temyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah ini, kckeliruan tersebut akan clibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

: Keputusan Kepala Sadan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku 

pada tanggal clitctapkan. 
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13) 4 .. 
Jcnis Pajak Daerah 

.................................................. 12) 

:Meagab:ulkan / Menolak *} atas permohonan pembebasan 
dari kewajiban pencatatan untuk: 
1. NPWPD : 10) 
2. Wajib Pajak : 11) 
3. Alamat Wajib Pajak . 

PERT AMA 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN 

MEMUTUSKAN: 

2. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 
Tata Cara Pernungutan Pajak Daerah. 

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Membaca surat permohonan pernbebasan dari kewajiban pencatatan, 
atas narna Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*) 3) 
nomor 4) tanggal 5) yang 
diterima berdasarkan tanda terima nomur 6) 
tanggal 7), perlu diterbitkan keputusan atas 
permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan 
dimaksud; 

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagairnana dituangkan 
dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban 
Pencatatan nomor .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . 8) tanggal 
...................... 9) perlu menetapkan kcputusan pcmbcbasan 
dari kewajiban pembukuan atau pencatatan dimaksud; 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN 

TENT ANG 

NOMOR 2) 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Jl. Ors. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari 
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. •. .. .••. .• . •• •. .• .••.•.. .. .. . . .. .•...... .•. .. . 15) 
NIP. 

Ditetapkan di KENDARI 
pada tanggal 14) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

KEEMPAT 

KETIGA 

Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap 
dibebankan kewajiban untuk menyelenggarakan 
pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan yang 
berlaku 
Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pcndapatan 
Daerah ini, kckeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan 

KEDUA 
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*) coretyang tidak perlu 
......................................... 14) 

············• 13) 
Wajib Pajak I Kuasa Wajib Pajak *) 

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 

sebanyak 11) bundel dengan jumlah total 12) lembar. 

2. Nama Wajib Pajak , . 
3. Alamat Wajib Pajak . 
4. Jenis Pajak Dacrah .. 
5. Penanggung Jawab .. 
mengajuka.n permohonan Jegalisasi/perforasi untuk: 

O tiket/karcis 1 0) 

Nomor Telepon . 
sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*), atas: 
1. NPWPD 5) 

6) 
7) 
8) 
9) 

Alamat 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama . 1) 
NIK . 2) 

3) 
4) 

Kepada: 
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah 

di 
KENDARI 

Lampiran : l berkas 
Perihal : Legalisasi/Pcrforasi 

Tiket/ Karcis 
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*) coret yang tidak perlu 
......................................... I 2) 

............. , 11) 
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak 
*l 

Dernikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan . 

Scbagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan: 
4. surat pemyataan kesediaan tetap menyelenggarakan pcmbukuan/ 

pencatatan dan kesanggupan menyimpan data transaksi; 
5. spesifikasi (jenis, tipe, dan tahun pembuatan) sistem atau mesin transaksi 

pembayaran yang d.igunakan; dan 
6. mekanisme kerja sistem pengendali internal terkait penggunaan sistem atau 

mesin transaksi pembayaran. 

Osistem informasi berbasis komputer. 10) 

Omesin cash register. 

Yang bertanda langan di bawah ini: 
Nama : I) 
NIK : 2) 
Alamat : 3) 
Norn or Telepon : 4) 
sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*), atas: 
1. NPWPD : 5) 
2. Nama Wajib Pajak : 6) 
3. Alamat Wajib Pajak : 7) 
4. Jcnis Pajak Daerah : 8) 
5. Penanggung Jawab : 9) 
mengajukan permohonan untuk dlkecualikan dari kewajiban 
legalisasi/ perforasi hon penjualan (bill) dengan alasan telah menggunakan 
sistem atau mesin transaksi pembayaran berupa: 

KENDARI 

Kepada: 
Yth. Wali Kola Kendari 

c.q.Kepala Badan Pendapatan 
Daerah 
di 

: 1 berkas 
: Pembebasan dari 
Kewajiban Legalisasi/ 
Perforasi Bon 
Penjualan (Bill) 

Lampiran 
Perihal 
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......................................... 11) 

Meterai 
Rpl0.000,· 

. ••• .. • •• • •• ••• , 1 OJ 
Yang Membuat Pernyataan 

Oemikian surat pcrnyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh 
kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk 
bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini . 

1. tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai kctcntuan yang 
berlaku; 

2. menyimpan data transaksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan 
3. melaporkan kepada Bapenda dalam hal terjadi kcrusakan sistem atau mesin 

transaksi pembayaran paling lama 3 (tiga) hari terhitung pada saat terjadinya 

kerusakan. 

dari Wajib Pajak: 
NPWPD : 6) 

Nama Wajib Pajak : 7) 

Alamat Wajib Pajak : , 8) 

Jenis Pajak Daerah : 91 
dcngan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan penggunaan sistem atau 
mesin transaksi pcmbayaran sebagai pengganti dari penggunaan bon penjualan 
(bill) yang harus dilegalisasi/pcrforasi oleh Bapenda, kami bersedia: 

5) 0Kuasa 
dalam hal ini bertindak selaku: 
D Wajib Pajak D Wakil 

: 4) Ala.mat 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : 1) 

NTK : 2) 

Pekerjaan/ Jabatan : 3) 

SURAT PERNYATAAN 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 18) 

No In.dikator Hasi1 Peu.elitiaD i6l Keteran,.an l 71 
l. SJ stern a tau mesin, transaksi LJ Sistem informasi 

pembayaran yang digunakan berbasis komputer n Mesin cash. register 
2. ,Jenis/Men,k 

3. Tipe 

4. Tahun Pembuaran 

5. Pcrnasangan alat perekam lransaksi 
{tapping box) 

III. HASH, PENELITIAN 

IT. DASAR l!UKUM 
a. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah. 
b. Peraruran Walikota Kendari Nomor ... Tah.un . . . tentang Tata Cara Pemungutan 

Pajak Daerah, 

2. Nama Wajib Pajak : 13) 
3. Alamat Wajib Pajak: . 

.. . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. 14) 

4. Jenis Pajak Daerah : 15) 

: ···············•·························· 12) 
I. UMUM 

1. NPWPD 

Berdasarkan Surat Togas nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2) tanggal . . . . . . . . . .. .. . . 3) telah 
dilakukan penelitian dari tanggal .. ... .. .. ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 4) sampai dengan tanggal 
..... .. 5) terhadap permohonan pembebasan dari kewajiban 
legalisasl/perforasi bon penjualan (bill} yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa 
Wajib Pajak •1 : 

Nama : 6) 

Alarnat : ..............................•..•............................................................... 7) 

melalui surat nornor 8) tanggal 9) yang 
diterima berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal 
.................. 11), dengan uraian sebagai bcrikut: 

LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN 
LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL) 

Nomor: 1) 
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*) Coret yang tidak perlu. 

NIP. 
24) 

..................••••....•............ 

Menyetujui, 
Kepala Bidang ...... 

NIP 
···········••·······•·····••··•••··•··· 

Petugas Peneliti 2 

NIP NIP. 
. .........................•.••.•••..••. ~~) 23) 

•..••......•.........................•. 

Kcndari, 21) 
Petugas Peneliti l Mengetahui, 

Kepala Sub Bl dang ...... 

...................................................................................................... 20) 

.... ·············· ···········-· ······················· ······-········-······ . 

............................................................................................................ 
2. Usul 

19) 

IV. SIMPULAN DAN USUL 
1. Simpulan 

D Mengabulkan 
D Menolak 
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1. NPWPD 

2. Wajib Pajak 

3. Alamat Wajib 
P~j~ 

4. Jenis Pajak 

: lj,) 
: 11) 

..... 
: 12) 

: 113) 

DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PEMBEBASAN DARI 
KEWAJIBAN LEGALISASI/ PERFORASI BON PENJUALAN jBJLL) 

: Mcngabulkan / Menolak *) atas permohonan pembebasan dari 
kewajiban legalisasi/ pecforasi bon, penjualan (bi!ij untuk: 

KEPALA PENDAPATAN BAD AN : KEPUTUSAN 

MEMUTUSKAN: 

Pajak Daerah ; 
2. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

kewajiban menetapkan keputusan pembebasan dari 
legalisasi/perforasi bon penjualan {bill} dimaksud; 
I. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 

8) tanggal .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 9) perlu 
nomor Bon Penjualan (Bill) 

Penclitian Pembebasan dari Kewajiban dalam Laporan Hasil 
Legalisasi /Perforasi 

PERTAMA 

Menetapkan 

Mengingat 

Membaca surat permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/ 
perforasi bon penjualan {bill), atas nama Wajib Pajak/kuasa 
Wajib Pajak *) 3) nomor 4) tanggal .. 
5) yang diterirna berdasarkan tanda terima nornor . 
6) tanggal ... .. .... ... 7), perlu diterbitkan keputusan atas 
permohonan pembehasan dari kewajiban legalisasi/perforasi 

boo penjualan (bt'll) dimaksud; 

Menimbang bahwa berdasark:an basil penelitian sebagaimana dituangkan 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN 
LEOALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL} 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 
NOMOR 2) 

TENT ANG 

PEMERINTAH KOTA KENDARl 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Ke,idari 
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*) Coret yang tidak perlu 

. .•. •• . •• •• • • . ••• •• ••• ••••• •• • • • • •• . •• •• •• •• . •• 15) 
NlP. 

Ditetapkan di KENDARI 
pada tanggal 14) 

KEPALABADANPENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

KEDUA Apabila di kemudian hari temyat.a diket.ahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pcndapatan 
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Keputusan Kepala Sadan Pendapatan Daerah ini mulai 
berla.ku pada tanggal ditetapkan. 

KETIGA 
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Menetaplmn : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KOTA KENDARI TENTANG PEMBEBASAN DARI 
KEWAJIBAN LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN 
(BILLI 

MEMUTUSKAN: 

: 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

2. Peraturan Wali Kata Kendari Nomor ... Tahun ... 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

Mengingat 

. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 8) tanggal .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 9) perlu 
menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban 
lcgalisasi/perforasi bon penjualan (bill) dimaksud; 

nomor (Bill) Penjualan Bon Legalisasi/ Perforasi 

: bahwa berdasarkan basil penelitian sebagaimana dituangkan 
dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kcwajiban 

Menimbang 

surat permobonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/ 
perforasi bon pcnjualan (bill), atas nama Wajib Pajak/kuasa 
Wajib Pajak *) 3) nomor 4) tanggal 
.. .... .. ... . 5) yang diterima berdasarkan tanda terirna nomor 
..................... 6) tanggal 7), perlu diterbitkan 
keputusan atas permohonan pernbebasan dari kewajiban 
legalisasi/perforasi bon penjualan (bill) dimaksud; 

Membaca 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN 

LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL) 

TENTANG 

NO MOR 2) 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Jl. Drs. H. Abdullah. Silondae No. 8 Kendari 
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*) Caret yang tidak perlu 

NIP. 
. •. .. . . .• . ... .. ...• .. . .. •. . ••. .. . . •• •. . . . . . .. . .. 15) 

Ditetapkan di KENDARI 
pada tanggal 14) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

pada tanggal ditetapkan, 

KEDUA Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dibebankan 
kewajiban untu.k melakukan lega:lisasi/perforasi bon penjualan {bill) 

sesuai kctentuan yang berlaku. 

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, 

kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
KEEMPAT : Keputusan Kepala Bada.n Pendapatan Daerah ini mulai berlaku 

KETIGA 

PERTAMA : Meagabulkan / Menolak *) atas permobonan pembebasan 
dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (biZij untuk: 

1. NPWPD : 10) 
2. Wajib Pajak : 11) 
3. Alamat Wajib Pajak : . 

. . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. . . 12) 
4. Jcnis Pajak Daerah : 13) 
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: Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah Nomor 6) tentang Pembebasan 
dari Kewajiban Legalieasi/Perforasi Bon Penjualan (Bill) yang 
dibcrikan kcpada: 
1. NPWPD : 7) 
2. Wajib Pajak : 8) 
3. Alamat Wajib Pajak: .. 

.................................................... 9) 
4. Jenis Pajak Daerah : 10) 

PERTAMA 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA KENDARI TENTANG PENCABUTAN SURAT 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

NOMOR 5) 

TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN LEGALISASI/ 

PERFORASI BON PENJUALAN (BILL} 

MEMUTUSKAN: 

Menimbang : babwa berdasarkan data/informasi yang cliperoleh Bapenda dan 
basil penelitian 1apangan terhadap pelaksanaan kewajiban 
perpajakan dacrah oleh Wajib Pajak 4) 
terkait pemberian pembebasan dari kewajiban melakukan 
legalisasi/perforasi bon penjualan (bill), perlu menetapkan 
kcputusan pencabutan surat keputusan tentang pembebasan 
dari kewajiban legalisasi/ perforasi bon penjualan (bill); 

Mengingat : l. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tcntang 
Pajak Daerah ; 

2. Peraturan Walikota Kendari Nomor .. . Tahun ... ten tang 
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
NOMOR 3) TENTANG PEMBEBASAN DARI 
KEWAJIBAN LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL} 

TENT ANG 

NOMOR 2) 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

PEMERINTAH KOTA KENDARr 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Drs. H. Abdullah. Silondae No. 8 Kendari 
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NTP. 
l 2) ···•••·••·········••··········•··········•····· 

11) 
KEPALA BADAN 

PENDAPATAN DAERAH 
KOTA KENDARI, 

Ditetapkan di KENDARI 
pada tanggal . 

: Sesuai diktum PERTAMA, Wajib Pajak kembali dibebankan 
kewajiban melakukan legalisasi/periorasi bon penjualan (bill) 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

: Terhadap pencabutan sebagaimana dimaksud pada diktu.m 
PERTAMA, Wajib Pajak dapat diberikan kernbali pembebasan 
dari kewajiban mclakukan legalisasi/perforasi bon penjualan 
(bill) berdasarkan basil evaluasi terhadap pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah. 

: Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalarn Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah ini, kekeliruan terscbut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

: Keputusan Kepala Ba.dan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan, 
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on ti.MUHA 'l'ANC'r(;AL 

WAJ\1.A l'lfl1!(1AS 

NII' 

1111,1 111 I II l'I I I (. \" l'l -, I HI \I \ 

Nama Jelas 

TTD 

DEl'lGAN MENYAOARI SEPENUHNYAAKAN SEGAIA Al<IBATNYA TERMASUK SANKSI· 
SANKS! SESUAI OENGAN KETEl~TUAN PERATUAAN PERUNOAN~UNOANGAN VANG 
BER.LAkU. SAVA MENYATAKAN BAHWA YANG OIBERJTAHUKAN DI ATAS BESERTA 

~l!N.t>AIU, 1ANOOM.. 

I I I 11 I I 1IL-'--'--'-~ 

rr nv r vt v vv 

JlpL..- J 
l<I % 

... '------------------' 
a 1'tAS.A PAJAK 
b DASARPEKOENMJ<P,VAK(O:.IZIIT) 

c TARIF f:VAK S&SUAJ 1'0ROA 
d Pr\lt\K YANC1T6RlrfA'i(i 

Jumlah Omzct dan Pajak Terhutang untuk msse pajak sekarang (Lampirkan foro copy Dokumen): 
"" '----------------' 

JO% 
r<p '----------------' b IJASAI<. l'B.~017.NAANPNAR lOMZIT) 

C TAR.IFPAJAKSESUAIPERDA 

d l'AJAK YA,-..G l..t-:KiIIA .. 1"110 

Jumlah Omzci dan Pajak Terhutang uatuk muso p~juk sebelmunya (akumulnsi dari awal masa pajak 
dalam tahun pajak tenemu): 

a \1ASA l•AJAK 

O\l/l I' \,1,ll\!tl',flll.,.l•IIIH\\\llll!'\l\h 

Jenis PBJT atas jasa pcrhotelan 

PERJ-1 A TIAN 
I. Harap diisi dalam rangkap dua (2} ditulis dengan huruf cerak 
2. Reri Nomor pada Kotak yang tcrsedia untukjawahan yang diberikan 
3. Setelah dilsi dan ditandatangani harap diserahkan kcmbali Kepada Badan Pendapatan Daerah 

paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi 

Kepada Yth 
Kepala BAP£NDA Kota Kendari 
di Kendari 

NP\\'PU 

1 NAMAUSAHA 

l<RTF.RAN'<lA'N 

1)\1 \\\ \IIUl'\I\ ... 

St"RAT P1£~t11t•;R1 l'Al{llt\N PAJAK OA.E>lA11 (Sf"T'('D) 

JL Ors 1:1. Abdullah Si.loud.at No 8 Keudari 
tvlASA l'AJAR 
TAHUh' PJ\JJ\J\ 
NO. I AODRlBAY AR 

BAOAN l'ENDAPAl'AN 0/\F.RATI 

Pl3IERl~TAJJ KO'fA l\"'RNOA.l,U 



Oo:ER.Th,tl\ TA•"IOOAL 
NAMA rtTUGAS 
NU' 

llt/"1•1111111111,\ .. l'l',i HI\I\ 

Nama Jelas 

DEN GAN MCNYADARI S€PENVHN'iA AKAN SEGALA Al<lBATNYA TERMASUK SANKS! 
SANKS! Sf SU Al 01:NGAN KETENTl)AN PERATURhN PERUNOANG-UNOANGAH YANG 
BfRlAKU. SAYA PIIENYATAKAH BAHWA VANG DIBER.ITAHUKAN 01 ATAS BESERTA 

'K,f.NOAltl, TANOOAI. I I I 11 I 11~1_.__.__.__, 

Rp~--------------' 
16 ~·" 

Rp~--------------' 
a ~SA l'AJAJ.. 
b UASAll l'liNG6~AA.~l•AIA.R (0~12.ET) 
c rARIPPAJAKSESUAIPERDA 
d PAJAK YANG TERu'Tk'!O 

JumM, Omzet dan Pajak Tcrlmtang .untuk masa p»jak sckanmg (Lampirkan foto copy Dokumen): 

Kp 
JO% 

ltp, _, b OAS,\RPENVf.Nf\./\N PAJAK ('(J;o.V.b1') 

C lAlOfPAJAKSf,.~lJAIPERDA 

d i'AII\K Y,\NC)·~iHii'AN(i 

Jumlah Ou.,,., dau l;ajak rcrhuiang unfuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dati awal mass pajak 
dalam llll1un pajuk tertectu ): 
a MASAPAIA!< 

U \I/ I 1 \ \ ,t, 11 \ IH " I >11, I ol l II \\ \ 1111 I' \ ! \I, 

Jonis PBJT alas Makanen dan/arau Minwrum 

PERHATIAN 
I. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 
2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk ,jawttbiu, yang diberikan 
3. Sctelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kcpada Badan Pendapatan Daerah 

paling lambat tanggal ·15 bu!SJ1 berikutnya 
4. Ketertambatan penyerahan dari tanggal tersebut otaras akan dikenakan sanksi 

Kepada Yth 
Kepala BAJ'l::NT>A Kota Kendari 
di Kendari 

I NP\\'PC> 

! N,V,..J.A U~A}IA 

J Tt..."ETERA.1:'1l<JA1~ 

11\I \\\ \Jlhl'\1\1, 

SUILU' Pl3111J'.IU1 Al'ttf~\N P:UA.K OAt.KAJl (SFTPD) 

PJ3J't' ATAS?\IAK..\I"t-Ai~ J>A.SlA'l'AU i}fIJ'\'"01'-Wi 

MASA J•AJAK 
TlU:ll.11'\ l'NAK 
NO. T'AGIIH/BAYAR 

SADAN Pl(NOArATANJ>AF.RAR 

JI. Dr, H. Abdnll•h Silonch~ No 8 K<ndari 
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lll'l 1'.Rft.tA tA'i(J()AL 
'llu\lf\ rnTU(lA$ 
)ID> 

llll'-1111 I 111'1 11 I, \'-1'1 'I 1{1\1 \ 

Ni\!11a Jelas 

ITO 

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYAAKAN SEGAtAAKIBATNYA TlRMASUk SANKSI 
SANKSI SESUAI DENGAN KETHITUAN PERATlJRAN PERUNOANG,UNDANGAN YANG 
eER.LAXU. SAVA MEN.VAT AKAN BAHWA YANG OIBE.RITAttUKAN DI ATAS BfSERTA 

RBNDARJ. TANGOAL 
I I 1,1 I ,~I~~~~ 

11u,,,1,,, 

IC% 

-a 1'.tASA P,-VAK 
b DASARPEN<.iENMN l'/\JAK (U~4ZIIT) 
C l'Aft.lf l'/\JAK.StS$l.AI l'l·HOA 
d l'/\J.,1\f,. YANO 'l't:~Kll l'AJ"O 

Jumlab Omzct dan Pajak Tcrhutang untuk ma$U pajnk sekarang (Lompirkon foto copy Dokumcn): 

10 % 

b UASAR PENGP.NAAN'PAJAK (o;rz;cn 
(' TARIF PAJAK S£SUAJ f.EJU),' 

d ~AJAi l'ANG 1t!KU1ANG 

Jumlah Omzct dan Paj>1k Terhuiang unruk masa pajak scbchnnnya (akumulasi dad awal masa paj•k 
dalam tahun pajak tertentu): 

a ~f.ASAPAJAK 

(i\l/11, \\Lll\l{l"llll'-IOIIIJ\\ \!IIJl''I\I\ 

Jenis PBJT atas Jasa Kcsenisn dan llihurnn 

PERHATIAN 
I. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 
2. Beri Nomor pada Kotak yani; tcrscdiu uutuk jawaban yang diberikan 
3. Setelab diisi dan ditandatangani barap diserabkan kcmbali Kepada Badan Pendapatan Daereh 

paling lambat tanggal 15 bulan berikurnya 
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebur diatas akan dikenakan sanksi 

Kepada Yth 
Kepala BAl'HNDA Kota Kendari 
di Kendari 

I 1'".PWPD 

2 NI\MAU.S.AJI.A 

3 KF.TE.T<ANGAN 

n v t \ \\ \IIHl'\1\1, 

~ltMA'I' Plk\1BlmITAHUAN PAJAK D.AtRAR (SPTPO) 

PBJI' A1',\:S J..-\S~ Kf:~f'.NlAN DAN HlD\,l:lAN 

JI. l)ni, n. Abdullah Siloodac No 8 K"ntlarl 
t.iA.SA PAJAK 
t'AJllfNPAIAK 
NO~ T AGUI.UUA Y Al{ 

BADAN PENOAPATA!II DAERAH 

ftl\'IICK1N1'AH KOTA..KENOANI 

• 71 • 



011WIMA TJ\NGON 
NAMA PETUGAS 
r<rr 

h,I'>\ til 1 111'1 11 I,\", l'I \I l{I\I \ 

Nama Jelas 

I I'--'--'--'-' 

OENGAN M(NYAOARI SEPENUHNYA AKAN SEGALAAKIBATNYA TERMASUK SANKSI 
SA.NK$1 S£SUAI Of NGAN KF.TEH'TIJAf~ PEAATURA!~ PERUNOAN(;.UNDANGAN YANG 
BERlAKU. SAYA MfNYATA~N 8Ati\VA YANG Oll:ERITAHUKAN Dl ATAS BESERTA 

Kl'\NOAftl. TAN(',GAI. 

I'! I(\' ,I\\\ 

Rp._ ___, l(l " 

Rp._ _, 
a r-.lASA PAJAK 

h U,',::l.All i'l:NOENAAN PAfAK {OJ..·IZETI 
C IAJtlF t•AJAKSESUAJ PEROA 
d l'AJAK VA.."lG TERVLANG 

Jumluh Om7-el dan f'ajak T erhutang untuk moss p~jak sckarang (Lampirknn foto copy Dokumen]; 

Kp 
10 % 

K1• '---------------' b OASAR PENGUN/\.r\~ PAJAK (O~tZ.bT) 

C 'l'AJor, .PAJAK Sf'.~lfAI l1EROA 

J i>AJ~ Y.'\Nh-f-1Z11irrA ,o 

Jurnlah Om7.e1 dan Pajak Tcrhuiang uatuk mass p;,jak sebelomnya (akumulasi dari awal masa pajak 
dalaio tahun p~jak tertemu): 

a MASA PAJA.K 

IJ\i/1 I , \ \C. !I \Ill-.. un-,' UI 111 \\ \ 1111 !'\I \l,,, 

Jen is PBJT atas T cnaga Listrik 

PERFlATIA.'1 
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 
2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang dlberikan 
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kcmbali Kepada .Badan Pendapatan Daerah 

paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas aksn dikenakan sanksi 

Kepada Ylh 
Kepala BAPENDA Kota Kcndari 
Ji Kcndari 

l NP\\TPD 

:Z NAMA WAftB PAIAK 

KEl l'ftfl.NU/lfll 

U \ I \ \\ \ IIH I'\ I \I~ 

St!RA T l•l~~f"BF.RITARlfAN PAJAK OAF.RAH (SPTPD) 

PBJT A TAS TENAGA LISJ1m: 

~1ASA l'AJAK. 
rN.lVN l'NAK 
NO. TAGDKISAYAR 

11.+.0AN 1'•1Nl)A-PA1'AN OAERAlf 

,JL Drs U. Abdllllab Silondae No 8 Kendari 

ft:~t£;RI.N'tAH KOTAKENDARI 
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urr1:R.IMA l'AN'GOAl 
:N4\tA, PJ1'nJ(l,\S 

NIP 

Hll,1111 1111'1 111,\" 1•1,1 HI\I \ 

Nama Jelas 

rru 

DENGAN MENYADAAI SEPENUHNYAAICAN SEGAlAAKISATNYA lE~MASUK SANKS! 
SAHK.SI SESUAI OENGAN KETENTUAH PERAlURAN PERUNOANG•UNOANGANVA.NG 
BE.RLAKU. SAVA MEHVATAKAN B.\HWA YANG OISERrrAHUKAN DI ATAS B£5ERTA 

Kt~l)AIU, r ANOOAl, 
I I I I I I I .._I _.____.___.___, 

i'f It'\\ \ I \-'- '\ 

NO JENTS KTII.AMIN TARff flJMT.AH KENDARAAN DASAR PENGENAAN 

I Roda 4 (standar) 

2 Roda2 

'fowl Dasar Peugenuan 

Tarif Pajak Parkir I ()0/,, 

Pajak T er'1utang 

I. (jata Objek l'ajak 

flll",I 01 I II\\ \ 11111' \ I \t-. 

Jenis PBJT atas Jasa Parkir 

PERH'.ATIA}I 
I. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dirulis dengan huruf cetak 
2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah 

paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi 

KepadaYth 
Kepala BAPENDA Kora Kendari 
di Kendari 

~P\VPD 

2 NA.\f.A LIS.ARA 

,i .l(.J';l l:kJ\.NUA.!" 

IJ\I \ \\ \11111'\I\I, 

PBJT AT.AS JASA PARlr..tR 

Slllt.A'I' l'tl\IDltRITAllll-'N l'A,IAK UAJo-:WAII (Sl''l'l''n) 

JI. On 11. Abdullah Slloadue.Nu 8 Ktnd1ri 
~1...\SA PATAK 
fAffiTNPAJAK 
NO, T/\(illtlfl)J\ \'AR. 

BADAN Pl!l'fDAl'ATAN DAERAH 

PRl\lt:JUN'l'Aft KO'J A Kf..SU/\IU 



nrrF.,.RJMJ\ T Ai'l(HJA l. 
Ni\.\\Al'.1$l\l(.JAS 
NIP 

11t1,1111 I II 11 11 I,\\ J'! \I !(l'I \ 

Nama Jelas 

ITU 

OENGAN MENY.AOARI SEPENUHNYA AAAN SEGALA AKJ6ATN'(A TERMJ\SUIC SANICSI, 
SANl<SI SESUAJ OENGAII KETENTUAN PEAATURAN PERUNDANG.UNDANGAN VANG 
8[RlAKll. SAVA MHIYATAKAN BAHWA YANG OIBERITAHUKAN 01 ATAS BESERTA 

Kl~OA~I~ 1 A'NGG.'\1. 

I I I I I I I 
l'l ll\\ \I\\\ 

NO Rekcning Desar Pcngcnaan Tarif Pa,jak sesuai l'ajak Tcrhutang Pernbulaian Jumlah dibayar 
Perda 

I 

Jumlah Total 

Jumlah Pembayaran dsn Pajak terhutang unruk.masa pajak sekarang (I .ampirka.n foto copy dolcumen) 

NO \..'RAJAN Volume'Tcaase (M31Too) I larga Parokan 

I 

I. Data Objek P~ittk 

1111"1 01 I H \\ \ 11111' \I\!,,. 

Jonis Pojok MBLB 

PERRA TIAN 
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 
2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk juwaban yang dibcrikan 
3. Setelah diisi dan ditandatangani barap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapataa Daerah 

paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 
4. Kerertambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi 

Kepada Yth 
Kepala BAPEN.DA Kota Kendari 
di Kendari 

I _Npv,·}"o 

1 .NAl\.tA USNJJ\ 
3 KRTERAKGAN 

1,,1 \\\ \tlll•'\1\1, 

SURA'f f£.\Ull!JU'l'411PA.,'\' PA.IAK U.\t?NAfl (SPTl"Oj 

t'A.tAKf\.fDLB 

Jl. DrJ fl. Abdullah Silundite Nu 8 Kea.dad 
i'ilASA l"A.IAK 
TAEllJNPAJAK 
NO. 1 ACUIMIBA YA.R 

BAOAN rENDAl'ATAN OAEKAH 

Pf~lf:IUN.t:\H 1<0'1.J\ KENOAlU 
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lllTF.Rl"MA TA.i."'100.AL 
~Al.\,JA P£fUGAS 
"11' 

1111,11)1 I 111'1 11 I,,, 1·1 '\I \~I\!\ 

Nama Jelas 

rru 

OENGAH MENYAO.i\RI S£PEHUHNVA AKAN SFGALA AKIOATNYA TI:RMASUK SANKSI­ 
SANKSI SESUAI DEN GAN KETEH11JAN PEAATURAN PfRUNDANG•UNOANGAN YANG 
BERIAKU. SAVA MENVATAKAI< llAHWA YANG DIBERITAHUl<AN DI ATAS BESERTA 

KE\iOARl. TA"cGG,\l 

I I I I I I I 
l'I H' \ \ I \ \ '\ 

NO Rekening Dasar Pengeaaaa Tarif Pajak scsuai Pajak Terlmtnng Petnbulouu, Jurnllih dibeyar Perda 
I 

Jumlah TQtal 

Jumlah Pernbaynran dan Pajak tcrhutang untuk masa pajak sekarang (I .ampirkaufolu copy dokumen) 

NO URAIAN Volunier1·ona<:e 1-fi,rga Pasaran Umum 

l 

I. Data O~jck Pajak 

llll',l lll I II\\ \ llh I'\ t \I, 

PERHA T!Ai'I 
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 
2. Dori Numur pada Kotak yang tersedia untuk jawahan yang diberikan 
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kcmbali Kepada Badan Pendapatan Daerah 

paling larnbat tanggal 15 bulan berikutnya 
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diaras akan dikenakan sanksi 

Kepada Yth 
Kepala BAl'ENDAKotaKendari 
di Kendari 

Nl~\lll'.0 
2 N'A~l/1. U$A.llA 

3 KETER.ANt1AN 

11\ I\\\ \II I I'\ 1\1, 

5;1JQA'.f PO.I.BERIT,UIUruV P.1.\JAK DAERA.11 (s,-ra•oj 

PA.IAK.$,'\R,\X<i JI-VRUN"C \\'ALET 

JI. On. 0. Abdullah Silc,ndac ~o 81<cndari 
~\SArt.\JAK 
TA.RUN PAJAK 
N<l, TAOUJ118AYAR 

6A1)A'I l'Er,'DAPATAN DAERATI 
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'JE..."J:I Ol\'61l,IFIKASL 

${.FPA'-'\ B,'\DAN P:ENDAPAf AN OAEIW.J. 
MF;NGI.ITAHln· 
J)PA'r!NOl'ARlS) 

K.co<tori, 
W..VOl rN,\~PUNYnl'OR 

D"- ... 

011. l'ah~Jlll \\'ajib Pa.;,V. 

D• STfOJll'lfl1'1 SKI'D&S.~Kl'll!Ufl 

o,. r~ dl1111.uos~ mtnJilW 

~ 11\li\lf..,•!l;l(\,KIIH•\'-\Hl~\'1,, 

Nll,/\1 PER,()T.EH.i\N OBJEK PN.AK.(NOOl:'J •• 
(013.S. ~nAN wiw VA>fbWUUlWOOUIAtlt/di,, ll UATNJB 1c.i..,C) 

1 NILAJ I'fkOJ.£1-tAN OUJl!K PAJAK TJDAK t..'l!N'A. PAJAK (NPOP'IX.11) ap 

J NII.Al l't.itt,.Ol.l!.11ANOHffiK Kf:NAPAIAK.iNPOPRP) "" (IJl1'1l>~!)i','-IA~ t·~vt,;;.'1 :1 

• 6Ptrro "ANG l i:.KUl ANG ~p 
(5f· ~ angb l> 

' JIENCiPNAAN PllNf'.liRANOANKAR.EN'A. ··-·····"') •P 
(~)Jt,9'1gta ·1) 

6 BPH18 l<p 

i, l'I \1 ,t-1111 "'\C, Hl'li 111 •1" ,1.,._,,1., '" l"rh1!1111:11r ,, r,pn I 1• 11 1 

'I k'IIR.W 

6 KOTA KE.NONU 

I) J.h1\1S PJm.()l,EllA.'X HAK ATAS 
'JANAH O .. \NlAJAI) 8A{\,JIJN,\N 

16 retGENAAN rENOUAA.'klAN 
,1 NOM<)R smrnn.:.\'T 

J..:.11("'4')1/I.T~ 

l't-tWtwi!!,"UI N.IOP PRR-P.l 

r UHAK l'ANAll 1>1\N lil\t-,l(;t.rNAN 

I it Fl I lli,\11t\N,1WSA 

, kT/~v.· : • I • 

!\'AMA \\'AJlD PAll\K 

1 fl;l.1\111' 

l Al.ML\T \\'A.IJH PAJAK 

KELURAHAN.'DESA 

"! KOl,\/KAU 

l,IJASIMZ) NJ<>f' ran.pi (Rpll,fl) 
IJIWAN ilX1$lW!.S!AXA'.~0Alfl.ttwllA~l~,.lil i(llm~'t"1\M~QIM P'IIPlf.&totlu\NTAKl«taJ~o\ LUA!) x NJOI' rnn-ra ~llp) 

'(4');0 11.u.,l"r A llt,.11011•1~ ~~,r.wr~, l 

TAN.\H/RlJMt 1 9 JI 

Bk'101JNAN ' 10 " 
NJOr 1J 

1-4 llARGA 'J'RANSAK.S.I! : ltp. I 

l.l-1'11iAK Kl; 
IJN'J'l,IK. _ 

SSPDBPHTB 
SllllAT St'rOKAN rl\JAK DAfRAO 

RKA rr.N(>J..fi:ll.-,N IJAJ( AUS 1'AN • .\H 01\N RAN(H!NAN 

rtJ.ll!K.11,,'AII KOT.\ KENDJ\.IU 
llADAN YF-NO,\PATAN DAERAH 
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*) caret yang tidak perlu 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 11) 

. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10) 
Wajib Pajak/ Kuasa / 
Wakil Wajib Pajak *) 

Sebagai bahan pertimbangan penghitungan, kami lampirkan: 9) 
(untuk jenis pajak BPHTB) 
D Fotokopi SPPT PBB Perkotaan 

D Gambar peta posisi relatif bidang tanah dan fotokopi SPPT PBS Per objek 
pajak yang berbatasan langsung 

D Fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/ atau !MB 

D Fotokopi Surat Keterangan Waris / Akta Hibah *) 

(untuk jenis pajak daerah lainnya) 
D Salinan Bon Penjualan (Bill) 

O Rekapitulasi pencatatan transaksi 

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan . 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : 1) 
NIK : 2) 
Alamat : ......•.............................................................. 3) 
Nomor Telepon : 4) 
sebagai Wajib Pajak/ Kuasa / Wakil Wajib Pajak*), atas: 
I. NOP / NPWPD *) : 5) 
2. Nama Wajib Pajak : 6) 
3. Alamat Wajib Pajak : 7) 
4. Jen is Pajak Daerah : 8) 
mengajukan perrnintaan kcterangan penghitungan pajak yang terutang sebagai 
bahan untuk penyampaian SPTPD / SSPD BPHTB ") dalam rangka pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah. 

Kendari 

Kepada: 
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kota Kendari 
di 

Lampiran : 1 berkas 
Perihal : Permintaan Keterangan 

Penghitungan Pajak 
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PtMERlNTr\11 KO'stA kENOAR.I 

• 
BADANPENDAPATANDAERAll NOMOR PELA YANAN 

I I I I I I I I I I I I I 
LEMBAR Pf--NJ,LELITIAN AWAI, 1'ANGGAL PENIJI.Irl/\t<v 

tit:<\ f"l!ROLt.:ttAS SJA,g ATA6 Ti\N/\tl DAN B&"CUNAJ~ CD,CD,1 1 1 I I 
I NA.\1.<\ Pf.MCt-lf)N I I I I I I I I I I I I I 
2 Au\M/\'T PF.1.f()ttQ:,;i D I I I I I I I I I I I 
1 NC)\fi))t Tt.1.£1'()_:.l I I I I I I 

' NOP PJIU l't::KKm' MN : CD-CD . . . . I I I I ·D 
5 N.'\MA \\';\Jl.8 l>AJAJ( I I I I I I I I I 
t, AL.'\l.iATW4',TinPAJAK I I I I I I I I I 

1 LOKA,.~J OUJl:.I.. J•AJJJ( I I I I I I I I I 
JliNl,'i Pt:IUJIJ.-:t-lA.'f 

• !Ult<. ' CD . I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I) lftNIS P~t«)OU'"'AAN JJ..HAN' Or•£Rl..1).WiA'v OPtKOAOANGAN/ OauoAN011NOU~T1u 

PERKA!'frOltAN 

Oui:'l.JNO SLAP OsA \\'AlilKEBUN 
A,\'NGIJN 

UI LUAS 8UMI (;\12) I I I I I I I J l LllAS 8A,.'lGl:t,IAN (,t.12) I I I I I I I 
ll ~LLA.1 BA.~~ (RJi) I I I I I I I I I I I I I 1 

DND...u s1s~,1u)r DNUAI OflKJl 200U DANAUSIS IWl 

IJ LID,<MR S,1,.11 OOPAS (r,.i) I I I I I l4 KJ:."\1N(i(rl.A1' DARI Jt\l.f\N (M) : I I I I I 
IS BENTlJK llll>AN(j : Dl'REStAH DllUARJltAATURA"4 

16 rosrsrnrnANC: ; OsuuU't DT""'OAli D11JUM1 O·ruSVKSATE 

17 llAK KPPHMIL.IKA~ ; OHAKMIUK D"';" Ott(.ilJ OttAK:rAKAJ 

DHAICA{II tK SA TI1AN ltUMAM SUSUJ,l D J'ANAfl 0-t{UK,'ff!TOK/Vll!U'(l(\J)!NIJ 

111 HAtl.GA 'J'Ri\1'1:i,\KSI {ltp) ' I I 1 I I I I I I I I I I I I I 
19 SOMBER OATA Orf:Mlitn.11 PEKruAL .. ) DAGl!,N/ ~t .. '\KTIJ\R. I I I I I I I I I 

OcuKAH DLAIN"Y,\ I I I I I I I I I 

20 Pl!f\Gl:ll'ruNGA,NWJOP POH l'EMKO'r AAN 

t:.R/IIAN u l.:\S (Ml) :-VOP l'~KO'LMN {llp.+MZ) l,UA.~{._tl) 

T.\N.i\HlDt~{.( .. ' a 

UANGUNAN b, d. r 
NJQP ~ 

n l~OHJltM.\.i\lP.\JAKYAN<.1 re.Rtn'ANG 

NO L'~lA'J 
Pill'\C..1fl11\JNGAN f\tb."IURtrr .-o~) 

~·AJ1a rAJM.. rm~ P.Er..O\ARASA \I 

A NJOP 
s. 1',"POPTKP 
c. N110PK.." 
D. 8PIITI4 YhNO I ERUTAKG 

r.:. 1'11NGATURAN PEN(ll~NAANI Pfi."JGliRANGAN PAIJ\K"• 

f. POKOK 1~1'11TU YAM1 H{\.RUS OffiA )•AR 

0. KOMi~SI PA.IAK/"PAJAK YANG SUDATI l)IUA YAll.-. 

H UPll'l1l YANG HARUS DJllA YAlt 

L St\NK.5r ADMINL'i1R..<\.5l 
J JL1M.t.AH YAM(i ht/1.Slll lL\U.~ l~.dAVAR 

TER'RO.ANO 

UIHl'IHNG 01-rn1 rn ouenrrur CAThTAN! 
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PE~mlll!VI'All KOTA KENDARI 

BADAN PlcNOAPAT,~'i OAF.RAU NOMOR PELA YANAN 
I I I I I I I I I I I I I LEI\IBAR PENt:1.t:LrrJAN AWAL fJIN(;GAL PENELmAN 

-- PB.IT ATAS JASA l'EIUiOTELAN I I I I I I I I I I I I I 
l NA.\1A PlnfOHON ' I I I I I I I I I 
i Af....\MAT P'El\f()I IUN : I I I I I I I I I 
~ NO:..fOR 'CE.LENlN : I I I 
• NT•WPl) : I I - I - - I I - D 

l NA~ WAJW PAJAK : J I I I I I I I I 
Ct ALA~iAT \V AJJH PAJAK ' 

,, I I I I I I I I 
7 SIJ~HtR. PATA ' OsMJNAN BON 0B.EKAPfl'1)1.ASt OoATA rA,'Pil'it.i sox 

PhWU/\JA'I (BJLIJ TR,\l'\SAKSI 

8 PBNUUITUNGAN l'AJAK YANGTflRUTANG 
• l'KNGHTilJNGAN MENlll<U I' (I!!>> ~o tJRAIAN 

WAJlB l'AJA.K FIJ<SUS PE),11\AIIASJ\l< 
I Plli,UJWARA'< DJ\RI 

.A)Pi!R.SE\VAAN KA~.tAR 
8) PENfl!AI. (\'11\XANAN DA.'I ~ONU).fA_t'J 

C) >A~IJJLAS HOTEL 

IJ FJTNRR CP~N'l't'.Jt/ l'USAT l(F.R~1(1.>\'RAN 
!)SPA 
J) KO.k\).1 RE.NANG 

i4) LAPANHAN 'Jl:.NJS 

~) KLUII MAIAW KARAOKFJ JllSKOTIK 
6) RlJA.'IG RAPAT1f£RTCMUAN 

7)DAU.ROOM 
8l l'\JD.'0ANIKAl'E 

J))flfil.AYANAN PTh't1N.TANO 
l)TELF.rm, 
2) FAX~n.1u.1 
~)Til.LBX 
4) ll<'lliRNl!T 
5) FOfOtOPI 
6)Jj,IJNOl\Y/ DINA 11) 

?)TAXI 
8) ShR, V.10! CHARGE. 

2 OASJIR_PEJ<GENAANPAiAK (JJl'I') 
3 l'ARJF 101< 
4 PAJAK ''AN<J"Tlt.Rl.-IANG 

5 .l1J!N(lA'l1 IRAN PENGEf-:A.AA/ Pf:NdlJRAN<JAN 
PAJAK•) 

6 POKOK.PAJAK \'~\GN HAN.US Ul.BAYAJt 

1 KO!\o(PENSASI t'AI.AJ</ rA/AK YANG SUDAR 
DJUAYAR"} 

8 PAfAR VANO HAIHJSDlBA\'AR 
9 SA\fl()i:I ADMl"1STRAS1 

JO JUJ.ll.ARYANOJ.fASIIJ l·JAl:tU$ OlBAYAR 
TERBJLANG ' 

DlHJTI.INO nrrurn 01Sf'.11JJUI CATA'tAN: 
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Ptl\1£Rl~l'AH KO'rA K~OAIU 

• 
.SADAN PENDAP A TAN DAERAH NOMOR PELAY ANAN 

I I I I I I I I I I I I I 
L.EMDARPENELEUTIAN AWAL 'l'ANGOAJ. Pf.NIJ(.IDAN 

PDJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN I I I I I I I I I I I I I 
I NA-\.111 PEMO!ION : I I I I I I 
l Jll.!1~1'\ 1' l'P.MOHON I I I I I I 
l NOMOR 'Tl'J.F.PON : 

., )WWPD : . . . . I l·D 
5 NA~fA \VAJIB PAJAK : I I I I I I 
6 AJ...M,fA 1' \V AJlB PAJAK. : I I I 1-1 I I I I I I I I 

7 SUMBERDATA OsALINAN BON DRJ!l(,\Ptl'ULASJ OoATA TN''l'll"G nox 
PF.NJU,'1.AN (BIU.) 11tANS.AKSI 

8 PENGHJTUKGAN PAJAK YANGT.ERUTANG 
~ NO URAIAN 

r~NGHl'J'1N<lAN Mf.>IURtrr (Rp) 
WAJW PAJAK. FlKS1•~ Pf''}\fflARASAN 

I f•Br.f(iA v. ARAN OARi 
1\) f'b'l(f(JALl\'t, r,fAJ<ANA '<DA'<MINUMAN 
U) StKVlC~ CUARGf# 
t:) l't.:NU,\l'ATI\N tAfN•LALN 

2 UASAR l'liNUl::NMN J'1\J1\K. lVJ'P) 
J TARIF I~ .. 
4 PAIAK Y ANO TtRUTANG 

PE~GATURAN Pl:."'NGJ:NAAN/ PltNGlfRAJ,.:'OAN 
5 JJ.l\JJ\K •) 
6 POJ<:OK PAIA>: VANO l·l'\RUS DIBAY AR 

7 
K01'-0!ENSAS1.l>.AJAK,.P,-UAK YAN(; Stft)t\1 I 
l)IIJA Y AR') 

8 PAJAK YANO HARUS DIBA'.'r' AR 
9 S:\NKSl A0~11NJS'l'RASI 

lO J(;lvfl.All YANG MASTH HARUS OIBA YAK 
TERDJJ.ANO : 

011:UTUN(i- I onuun msF.nJJtll Ci\ TA '!'/IN : 
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.. PEMERlNTAH i-OTA KENDARI 

0 BADA.'I PENDA.PATAN DAERAD NOMOR PE1-AYANAN 
LEMBAR PENELELITIAN A WAL I I I I I I I I I I I I I 

T/\NGGALPENEI.ITTAN 
PB.IT ATAS ,IASA KESENI.AN DAN lflRURAN I I I I I I I , I 1- I I I 

I ~(>M/\. PEMOAO)< I I I I I I I I 
2 ALA.MAT PEMOHON : I I I I I I I 
~ ~()MOR !El.tPOI< 

4 NP\\'l'I> : . . . I I ·D 
5 NAMA \VAJTU J>A)AK : I I I I I I 
Ii AiA\ittT\\'.,'\llRf•i'\JA~ : I I I I I I 

1 .l;LIMBER DATA : OsALCNAN BON ORE'KAt>rflJJJ\SJ DDATA TAl'rll<G BOX 
l)l'tNJUAL.A:.'\; (BJUJ TllAl<SAKSI 

8 PCNGkllTONGAN PAJAK YA.NGTERUTANG 
~ NO t-'l!NtiHI 11.INU/I.N MHNURU'I' (Kp) llRAWI 

WAJJBPAJAK nssus P£MBAHASAN 
I PEt\ffiAVAR:Ar,..' l>ARI. 

A·,ru'IJVALAN llKlrr/ I.A YAI\AI\ 
I) TIKET/KA.RCIS 
l) t:OVW{ tliARGF.I ;\ff}\1MlJ~1 CILARUE 
3) t'hNYh-\\'AAN1<.UANlliN/.KARAR 
ti) l"K:NJV,\LANTOJCENfCO!N 
S)BIAYA MEM8P.R51Ur 
6) PBNJl.'AJ.I\N J"AKl:T LA YANAN 

ll) J•J..,_'IJllAl.,AN .M.AKANAN DAN ,\JIJ\'UMAN 
C) SERVfC'E CUAK(if( 
U) l'l:.NIJAPAJAf,. l.AL\;-LAJN 

2 bAS.>\R PE.VGENAAN PAJAK(OPPJ 
J rARIF % 
,1 PAJAK V At'«; TEROTANG 

S PENGATiiRNA Pr.'.NGllNAA,"l1Pe.NGURANOAN l'AJAK1) 

6 PO.KOK PAJAK YAN<JJll\.RUS 018AYA'R 
? K0,.11'1-NSMT PAJAKfPAJAl{YA:N'l}:SUl>M.i 

019AYAR.•) 
& PAJAK YANG HARIJSOfllAYI\_R 
9 S,\llKSIADMll:IS1RASI 

!O lllMLAH YANCrHAJUJSDTOhYAK. 
Tm:t:JUJ ,A lr,f(i 

OlHf.TL'KG orrsun DISETT!nrr <..'A.TA.IAN: 
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l'~M f.RINTAII KOl'A Kl,NDARJ 

• 
BAllAN PJ:NDA.PATAN DAERAH NOMOR PELA)' ANA-1'1 

LEMBAR PENELF.LITIAN AWAL I I I I I I I I I I I I I TANGGAf,PF.NF.LmAJ\l 
PRJT ATAS TENAGA LTSTRI.K I I I I I I I I I I I I I 

I NAM.\ l-'I\P\10HON ' I I I I I I I I 
2 AI.At.l,A 'l' PEMOH01' : I I I I I I I I 
3 N'0\10~ TCLE.PON . I I 
4 :-JP\VPD ' - . - I - I I 1-0 

5 NA,."1.A WAJIB rAJAK : I I I I I I I I 
6 A~.,\l\iA T WA.Tm 'r/\il\1'. ; I I I I I I I I I I 
7 M.C:iN PEMBAK<iKI I LtffRlK YANG OlGUNAKAN : 

"1Al,(Al '11PB : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
KAP,\S!TASl:OATAS DAYA : I I I I I I I lvA 
JA~1 P6NUGUNMN : I I I I I I I IJAM 

8 PENGrITTIJNGAN PAJAKYANUT!::RUTANG 
# r,/\l C:RAl.\){ lleJ(;t-lfl\JNUAN ;\lliNt..:RU'I (k.p) 

WArtD l)AJAK flKSOS PD.IDAHAS,W 
I PENOOUNAA 'I l'hf\W~'\NGKTT L(ST).tl.J,i: 

A)U,.,YAPASANG 
11) lr\M.PENOOO'tfAAN 
C} BIA YA 11F.f'IIP,..N\JJ\,.~ PER KWH 
U) FAK'HJH.UA 'iA OJI$ 

2 PASAII..-PENGENAI\N PNA.K (DPM 
3 TA!lllt .l~o:dlltl . 
4 IJAJAK YANG n:iurrA ~G 
~ PL::NGAlURAK PF,NGEN"A,..\N,' PENGtJRAN\lAN 

PAJAK") 
6 P{l{(Ot(. PAJ;\R \'A~O J:IAlll)q OffiAYAk 

'1 KOMl'f'.:{11~1\Sl PA/AKf PAJ.<\t;. Y~\~ti SUOAft DIBAYAR 

lJ PA.1Alt \'AN.01-J<\RQS 01BAY,\R 
9 SAN.l'.SJ AJ)MClS'T'itASt 

Jln.fl.AH YAN(; MA.Sill EtARUS Dill,\ VAR 
TF.ROU.11NO : 
Ket: 1. l'BJT aw Tc!:!,IIPJl l.ianl; wuuk: 

e. T<<wi,iu11Ui T(:.Bllgll Ll!lll'ilc: dart Su.wbtt l.nfnoldL tudruLri.. ,..:rill.mbongnumil1ynli. liunU dlllJl ll}SS nlnm tnrif scbcsiu- 3 (11$if) ""' 
b. Ko~umsi Ten~ l.istrlk ynn& dilW3iU.:aa !IMdlrl tunt ,ie~l\f l.5 {satu.l..e.n.1 lin111) % 

JJll11'1lJNO orrm,m O~F.11JJm CAL\TAN: 
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fJ:~0:J.UNTA8.KOtA KJI.NDA.IU 

• 
IJAl>AN PENDl\fATAN DAERAH NOMOR l'l:LA YANAN 

LEl\,IDARPENELELITIAN AWAL I I I I I I I I I I I I I 
TANQGA L P11NTIJ.J.TIAN 

PB.ff JASA l'AIUOR CD ,CD,1 I I I I 
I N'At,\A Pl:P.IOHON : I I I I I I I I I I I I , N..Af,l.:\I Pe.MO.HON I I I I I I I I I I I I 
) l'o'Q~ 1Tir.EPON : I I I I I I 
4 h1'\\'Pf) CD - . -CD - I l·D 

S fl,'A!,tA 'NAJID PAJAK I I I I I I I I I I I I 
ti Al.AMAi \\'AJIH 1°.J,JAK : I I I I I I I I I I I I 
7 StJMUER DATA : 0SAUNAN IW«;l> OKF..K.Arn1JI.A.'it DrlAT!\ Tl\f'l'!CNGDOX 

TR.'\NSAKSI 

& PENGHl1'/N(;AN PAJAK YANGTE1\UTANG 

'10 UJW,IN PEN'OI-lfl'UNO."-N t,.(tl:.'1lJRUT (Rp) 
\\'AJIH PAJAK' FlK.~IJS PEM!WlASAN 

l lltMHAYARAN OAMI 

A) PA.!3KIR ROD:\ OUA 
J) srrr.,n., 
2) se.rw.\ ,MOT'Ok. 

ll) PARJ(li,t RC)O,\ F:>.WAT /I.T.\111,F.RUJ 

I) r,.+oBil. P£NUMPANGi111C"K Ult/ 
~llJF.NTSN''IJ\ 

2/ 'tKL•tv'aU'S Sb.UANQ, tl-USKt:CIU 

s1:JF.;Nn;~-,.." 
3) 1'll.UK- G.ANUBN'GJaUS U:l:!SARI 

Sl<JP.NJSJl.'Y/\ 
z 2 .OAS.AR Pe:t-.'GENAAN PAJA&, (Ui'I') 

l 'rAKII-' IU'-4 

,t PAJAKTERtJT.Af",."O 
S PliNO'l\l'IIRA~ PRN'GfWAANt PRNOT!~A'NGAN 

t':\J:\.K 

!i POKOK PAJAK YANG MJtUS Dlf&AYAR 
K OMPF.N$.A.SI P AJA.Kl tt "TAI( V >\NG SUDAH 

1 DIOAYAH 
ft tWAK YANG liAKUS UUSA Y AJl 
9 SANIQ;I AO\UT~~1'RAS:I 

11> JlJt,,1L.\H YANO HARUS Orl3AYAR 

'l'ElWll.ANG 

DIHITu'NO OITEUTl 01..St:.'l'\JJ Ll'.I CATATA.V: 

• 
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PF.Mt:RINTAU K<TrA h.'T.ND,I.RI 

• 
BADAN PENDAPAT.AN DAERAH NOMOR PFLAYANAN 

I I I I I I I I I I I I I LEM.HAR PENF.LELl'fJAN AW Al. TANOOAf. PJl.o,;BLJ'l1AN 

PAJAKMBLD I I I I I I I I I I I I I 
1 NAMA PF.MO.U0.'1 : I I I I I I I I I 
2 Al.AMAT P[MOUON : I I I I I I I I 
~ NUMOR TfJ FI'ON I 
4 Kl'\VPJ) : . . . . I I I -0 

$ NAMA WA.JIB PA!AK : I I I I I I I 
6 AI.A.\tf,T WNIO PAJAK : I I I I I I I 

7 Sl;},ffif,R UATA : Ovuu111B DkFKl\l'llULASI OsuMBm J.AfN 
TRM'llAKSI 

; J'J;NCJ llTUNGAN PNAK YANOI'ERUTANG 
~ NO PENGHnwlOAN M£NURIIT(Rp) 1/IWA,'1 

WA.ill> l'All\K. f!KSUS Pt::.\1BAHASAN 
1 

OMJ:F.T R~IUlASI\RKAN V()1.f7Ml:/l'cN"Jt:,\l.<\N 

? UASAR l'F.N(IB.'<J\AN PAJAK (OPP) 
3 TARIF IW 
4 PAJAK Y.t\Nd 'IURlfT..Al\0 
"i. PENOATUKA.'11 l'.fil\V"£NA...\N'/PF.\l(iUl<.MGAN 
- PAJAK•) 
(, PO KOK PAJAK YANO 11.MlUS 018..\ Y AR 

7 KOMPRNSASJ ~AJAJU'AJAK YA!<OSODAH 
DlBAYA.R!) 

8 P;\11\J( YANG H.,Rus nraAYl\ll 
9 M,~KSJ AO.\IIN!:,T\l,\SJ 

JO lUMJ.AJ-1 YANGMASUIJIARI.IS UIBAYAA 
f.ERJ.llLAKG : 

0UU-11JNG orraun Dl~P.l'UIUI C.:ATATAN: 
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J'&,tlLRINTAR KOT A K.t:NDAHl 

• 
Iii\ llAN PENDJ\J' ATAN DAERAII NOMORPE[AYJ\NJ\N 

I I I I I I I I I I I 11 
LF:MllA..H PENELKLITIAN AW AL T AN<X;J\L f'£NC!Il'IAN 

PA.JAK SARANG BUIWNG WAI.ET I I I I l I 1 , I I I 0 
I N<I.MA P£!MOll0)\ : I I I I I I I I I 
2 Al.A~!' PEMOHON : I I I I I I I I 
l 'IOMUJ.<.'WL~PON I 
• NPV,'PO ; . . . 

' 
. I 0 ·D 

s N".Ai\tA WAJIB l'AJAK : I I I I I I I 
6 A.J...M.tAT \\'AJf8 PN~ I I I I I I I I 

1 S.lNBER D:\ TA OvoLlfMR OrulKJ\l'm,LASI Osw.!BER LAU- 
'l'RA.'ISAKSI 

~ PENGHI l'UNOAN PAfAKYANO'rERUTA.>!G 
• N<l PF.NGHIJtJNU!\N MllNURIIT [l\p) URAIAN 

¥,'AJlB PAJAK fiKSUS PE!\tBAAASAN 
I 

O:.!ZBI' BERDASA.i\J(AN VOLOME.'PEN!fl,\l,AN 

2 !)ASAR PENGENMN l'lll:\K.(DPP) 
3 'l'ARrP I~ 
• PAJAK VANO 'rF.RU'lA'<G 

l'CNGA'IURAN PF.'l(,~NMN/ 1'.l!NGURANGAN 
s l'AfAK•) 
6 POK.OK PAJAK YAN(r HAROS nl(ll\.Y,\R 

KOMPENSAS1 rAJA.l(.PAJAK YANG SUDAII 7 DIDAYAR•) 
8 PAJAKVANOllARVSDm,,vAR 
9 SANKS! /11:>MJNIS't'JIASI 

10 IOMLAU Y,\NG MASTH HAl\t:S OillA Y AR 
TF.Rllll JING 

on IlTVNG- orrn m DISl!:J'Ulm CAl:C\li'\111; 
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2. Berdasarkan penelitian karni, penyampaian SPTPD Saudara tidak memenuhi 

ketentuan Peraturan Walikota Kcndari Nomor Tahun , yaitu: 

a 8) 

b ······ . 
c. dst, 
sehingga penyampaian SPTPD Saudara dianggap tidak disarnpaikan dan 
terlampir dikemhali.kan berkas terkait. 

I. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa: 

(1) SP'l'PD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani 
oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke Ba_penda. 

(2) Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD 

harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, 

(3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: 

a. data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak 

terutang; dan 
b. SSPD lembar 2 yang telah divalidasi. 

(4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila: 
a. SPTPD tidak ditandatangani; dan 
b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen. 

Sehuhungan dcngan penyampaian SPTPD Saudara untuk Masa Pajak 
.................. 5) yang diterima bcrdasarkan tanda terima nomor 6) 

tanggal 7), bersama ini disampaikan bahwa: 

Kendari, 21 
Sdr 4) 

di 

Kendari 

Nomor ; 3) 
Lampiran ; l Bundel 
Perihal ; Pemberitahuan SPTPD 

Dianggap tidak disampaikan 

- 86 - 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

J1. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari 



........................................ ~) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARl 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 

NIP. 

3. Saudara dapat menyampaikan kembali SPTPD dengan terlebih dahulu 
melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas. 
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......................................... 13) 
*) coret yang tidak perlu 

..... . , 12) 
Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*) 

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan . 

.... · .. · · · · · · · · · , 11). 

........ ········ ·······-··············· ········· . 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Na.ma : 1) 
NIK : 2) 

• Alamat : 3) 
Nomor Telepon : 4) 
sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak*), atas: 
1. NPWPD : 5) 
2. Nama Wajib Pajak : 6) 
3. Ala.mat Wajib Pajak : 7) 
4. Jenis Pajak Daerah : 8) 
5. Penanggung Jawab : 9) 
mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD untuk Masa 
Pajak, 10) dengan alasan . 

Kendari 

Larnpiran : 1 berkas 
Perihal : Perpanjangan 

Penyampaian SPTPD 

Kepada: 
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kota Kendari 
di 
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surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam 
ha! surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak 
harus dilampiri dengan Surat Kuasa. 

b. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD yang tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap 
bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan penyampaian 
SPTPD. 

Sehubungan dcngan permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD 
Saudara untuk Masa Pajak 5) rnelalui surat nornor . 
6) 
tanggal 7) yang diterima berdasarkan tanda terima nornor 
.................................. 8) tanggal 9), bersama ini disampaikan 
bahwa: 

L. Sesuai dengan kctentua.n Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... 
t.cntang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa: 
a. Pemberitahuan perpanjangan penyarnpaian SPl'PD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia; 
diajukan kepada Kepala Bapenda; 
diajukan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian 
SPTPD; 
dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan perpanjangan 
pcnyampaian SPTPD; 
dilampiri dokurnen pendukung sebagai berikut: 

l. fotocopi kartu NPWPD atau fotocopi identitas Kuasa Wajib 
Pajak dalam hal dikuasakan; 

2. penghitungan sementara pajak terutang yang harus dibayar; 

Kendari 

Kendari, 2 
Sdr ., 4) 

di 

Nomor : 3) 

Lampiran : 1 bundel 
Perihal : Pemberitahuan perpanjangan 

Penyarnpaian SPTPD tidak dapat 
dipertimbangkan 
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NTP. 
. . .•. . .. ••. . . . . . . .. ... . . . .. . .. . . . . .. . . . . 11) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 

3. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan 
pcnyampaian SPTPD dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan 
sebagaimana tersebut di atas. 

sehingga sesuai ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun 
... , permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD Saudara dianggap 
tidak dapat dipertimbangkan dan terlampir dikembalikan berkas terkait. 

a. . 10) 

b. . . 
c. dst 

2. Berdasarkan penelitian kami, perrnohonan perpanjangan penyampaian 
SPTPD Saudara tidak mernenuhi Peraturan Walikota Kendari Nomor ... 
Tahun ... , yaitu: 
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NIP. 
. •.•.. .•. . . . .• . •• . •. . •. . •. ••• . •. • .•. ••.• 1 5) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 

diperpanjang sarnpai dengan tanggal 14). Terhadap pajak 
yang kurang dibayar akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar l % (satu persen) per bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran 
yang seharusnya sebelum adanya persetujuan perpanjangan penyampaian 
SPTPD ini sampai dengan tanggal pembayaran. 

Schubungan dcngan surat Saudara nomor 5) tanggal 
.................. 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 7) 
tangga.l 8), bersama ini disampaikan bahwa permohonao 
perpanjangan penyam.paian SPTPD untuk: 
1. NPWPD . 9) 

2. Nama Wajib Pajak . 10) 
3. Alam.at Wajib Pajak 11) 
4. Jenis Pajak Daerah 12) 
telah disetujui dengan batas akhir penyampaian SPTPD Masa Pajak 13) 

Sdr 4) 
di 
KENDARI 

Nomor : 3) 
Lampiran : 1 bundel 
Perihal : Pernberitahuan Perpanjangan 

Penyampaian SPTPD 

Kendari, 2) 

O PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERA 

Jl. Ors. H. Abdullah Silondae No.8 Kendari 

- 91 - 



- 

-- 
O O q O 
~ ,..; N 

~ 8 0 . .... ~ 

g g 
.,; . s 

8 8 .,; . .... s 

- 

O O c; 0 ... .,; 
0 

I 
O O c; 0 "' '° .... 0 



00 
I'll q o 

~~ 

-· 

I';, o 
00 
..J M 
~ N 

, . 
l~~f--+-l-+-+-~--11-+-+-+-~---1 

l. 
e88 . -· . .., ('I .. 

- ,N 

- 

'8 ~ '',,; "' r- <> 

, . 
?_ -g 
:. 16 

0 

I~ 
0 0 

~i 

8.'& ~; 

.g 8 , I,, 

"' ,f" ... "' 
. ·g ;8 

i,,.:, 1:! ~o 
Iii - 

:· 
,;;, 

~ s ;r; 

88 
!!l1 ii? 

. 
r- 

::, 0 
q9 
"' "' -o ,_ 

. 
1 gg 

r,i ....; 

.! -o ,. 
~ ~. 

~ - ., - .. 
I~ . 
+ 

00 ,· c C! 
:::: 111 

00 
' - C! \'! ,, ~ 1:: . ~ . 
, .. 
,, gg ,, -© ~ -; . 

82 
~-~ 

It;- 
~~ 
"' !:l "" . - 

I• 

1X i a J ii 
i I ~ 

.[ ! ~ 
·- 0 ~i p 

~ ~ i §~ ~ ~ 
~ ij ~~ .1 3 /: ';! I~· . E _g - ' ' ' . ::, " .a .;: ,5 -, -, ~ 

l\f~ ..;~ .; .; ..; 
"' k,i 

.; 

• z 
~ ~i i< -~ ~ ~. l'a 

Ct) i:: ~ .tl .~ 

°' a~ :;;;.. ~ ..... 
;;: " re ,;. ~ 0. mo < !13 1 ~ 2 (I) <..., ~; ; 



! "~ :~ 

! ,_. 
. . 

~· 
,: ,•., 

i! ', :::: 
:i 

. :; 
'"J . '-· 

I -1 
1 i 

. . 
: 

! ': . 

~ 
i . 

i 
i ; . a .. ., 
; . 
! . 

. 
·~ i 
! 

. . 

I . 
' 

! 
' - . . 

: 
: . 
'~ 

,}. ' 

i 'ii! :' i 1- c- 

i 
~ 

" iii 

j ~ 
. § iil § ~ ·- ~ i .;; ,' .. 

~ 1 " .. ~ §' 1 
~ 

. 

f ~ 
;· §' ~ .. J ~ ?:, j . 1 a :., r e :> i 

I•· 

·~ ~ 
.'., ::§ ·:· .,= if',, ,... :-;:I .. d 'E El ·s ,_ ] 

!~ 

5 • ' 
.. ] & ' • ' 

·, 
~~ ' ' .; 8 .2 "' ,·. 

~ i; ' Q . ...., ...., z 
~ . .: 

~' 
,,. ~ 

··= ,. 
''·" 

" ", I\ .. . •· '·I ,_ ',!:' 
I •fr.\ r.~ 

. I• 

0 I;;: C"i 
l· 

I!:. - "' 



:l ' -:; 
&! 1,. 
' ,,. .. .. 11:1 i . ,. 

~ 
I' 1·,. 

., 
11 . 1:s . 
,!.l ""1· 

. I•' 

,: 

. 
• ! 
i . 
t . 

- 

' . 
I . 

' ~ . 
~ 

. . ? 
r. 

a j 

~ . 
I~ 

:, 
··; 
·~ 

1~! 
. 

,: i ' 

! . ! ,} 
; :. 

1 I::.; . r,J . . 
c . t I;.- ! Eli ~ ~ 

,_ 
ii! I • i ..'. ~ f c 3l I 1 I ',: § lll ih j ;:l (/) 

a' 
~ I c . 

~ i 1 a ! 
. t a J ' 

~ 
~ 

~ 
~ 

p 

I i 3 ~ 
t ·: i.<:; 1 ] 

t-. 

~ ~ ] 'iii ,,. § ,] j ' § l ·.i ,, 
' • • • • • 

~ " ' ' • 0 _·; :::, 0) 
~ ,~ 0 - z Cl ..., ..., z Q 

l! .. C· 
II ,, 

-1 ' ,., ,, ,, 
•jl, 

~: ' .. 
I • . . 

' ""~ .. ' ·-~ 
ci .... ' .. ; ill ' c-i "' . ..· 



~ 

~ a 
j 

, 

i @ "' "' 
.,, ., 
~ i:ii .... ·c :ii ., ..:,; 

:i: <C 

i a 

·;. ; i 1 ~ 
~ 

-\ 
~ ~ 

p 

1 "' lo IQ B 1 § 1 .0 0.. ! 
,.. 

:~~ 1 r- 

~ a ' ' 
·;; 

' . 
~ A "' :;!: z z 0 

11 'i ... 

ii o'll .. 

1 ii : •J l i :i, 
: ,'I ; j ... i;. l &,; 

' ~ Ji ;i a i 
It) i~ t ' ., ! l!I .. ~& ~t 

1! ,Ii 

jj .. .. 

Ji 
11 ... 

Ii .. 
IZ: z . i .Ii i- 
~~ I _j ~a ; ri i : 
IX ,... i ~ ii 'i J! i ii ii .. ~., l 

~ ! 
. -., 

J! .. J! .. ;i ::! aS ~l ii l 
'.? ~ 

-o e: .. :3: "' ,:: .,, 
°' ii w ;:) i~ .9 a 

<! "' a " ~ ·a p., ,., .., 
if ii - " <..., 

@~ =~ ·1 
~fl) 

19 i " ; rl .. , ., 
~~ . ,a i IX ~ l J f2 ~ .. i! ' . 

E "-.. 

i ji fl i! :!I .. 
! • !', ! ... J; )l 

~ "' 
... ii j! " ., .., ., 



CJ$ 
~ 
Cl 
"' ;.:. 
crl 

~ 

"' crl . 
bl) 

E 
~ 

I! 

I:· 

e . -· 

. . 
till 

,Q ·;f ~ «I - a ·~ .. ..., 
::, s= ;:1 Ill ., "' ...... CJ$ - .. ~al .. :! .. 

&: II) 0. a ~~ - ., .. 
r.1 

I, 
I, 

B 
.>j 

"' l 
,r, 
:~ 

iii =: ;;: 
; iil 

w 

ffl ., ro 

re ~ ·a 7J - " "' 
- I!: 

-c ...., ::i 

t- 
-~ ~ 

°' 
(-, ... 

Ii < ~· ra : 
~ iil ::3 
f,, < a~ 



PIEMEIUN1'AH KOTA KENllARI 

• 
BAOAJ'I PENT>APA TAN DAERAH NOMORNOTA 

I I I I l I I I I I I I I 
NO'l'A l'ENGBlTUNGAN LEMBAR lJTAMA 

PAJAK RF.Kl.AME NOTA PENGHITUNGAN 

lMASA PAJAK : 
2 rAllUN PAJAK : 
3 NAMA wxnn PAJAK : 
4 ALA MAT W/\Jlll PAJAK : 

l NAMAUSAHA : 
2 ALAMAT USAffA : 
3 Nl'WPD : 
4 URAIAN : 

A DAS,\R l'ENGEKAAN PAJAK 

13 SANKS! ADMlNISTRASI 
I KENAIKA1' Rp 
2 D£Nl)A Rp 
l Ol/NGA Rp 

JUMLAH SAl'<KSI Rp 
TO'rAL Rp 

DENGAN IIURUF: 

MENGE1'AHUI [{ENbAlU, 
KEPALA BIDANG PENDAPATAN \VIL U 
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PEME~~fOTAKENlitl\.\ 

• 
BADAN , ATAN DA • A NOMORNOTA 

I 1JJA1l 011 Aki I I I I I I 
NOIA PENGBITUNGAN 

PAJAKAJ.RTANAH 
NOTA PENGRITUNGAN 

l MASA PAJAK : 

2 TAflUN PAJAK : 

3 NAMA WAJlB l'AJAK : 

4 ALAMATWAJ!B PAJAK : 

1 N,\MA US/iliA : 

2 ALAMATUSAIIA : 

3 Nl'WPD 

J trRAIAN : 

A 1)1\SAR l'ENGEKAAN PAJ,~K 

' 
VOLUMJ; l'NA HAB 1:IAl.l-(l'NA x IIAB) NT',\ - {VOLUMf.x B.DA) 

·rot.al Nl'A 
total VbWME 

KETETAPANPAJAK 
(l'ol.lJ NJ>A x 20%) 

B SANKS! ADMINISTRASI 
I Kl1NAIKAN Rp 

2 UE.lWA Rp 

3 SUNGA Rp 
JUMLAH SANKSI Rp 

T(Tf/11. R' ,p 

DENOAN HURUF: 

l\,ffiNGITT AllUI KF.NT>ART. 
KEPALA DlDANG PJ::NDAf'AT i\N WJL l 
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1. PEMBAYARI\N YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGA!, JATLTH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKS! 
ADMl1'11STRASI BERUPA BUNOA 1 % PER BULAN DARI J UM LAH PAJAK YANG HARUS 1)181\YAK. 

2. PIJ:MllAYAR,\l< Jfil SAfl JIKA Dl!lUDlJIIl TERAAN VAUDASI DANI{ ATAUTIJMPAT LAir; YANG OITUNJUK. 
3- APARII.A $AMPAI RATI\S WI\KT\J Pf:r-1(}11.fUI\N Klctll':R/\1'1\N (3 DULAN) \VII.JIB Pll.11\K TIDAi( MENGII.J\/1(1\N 

Kl!:BBRATAN. JUMLAH YANG MASIH BARUS DIBAYAR SEBAOAIMANA TERSF.:BUT DI ATAS AKAN Ol'l'AOIH 
DENCAN SURAT PAKSA. 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

.n, DRS. H. ABDULLAH Sll,ONDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KET!:TAPAJI PAJAK DAERAH (SKPD) 

P/tJAK REKLAME 
NOMOR ........... ~ ..................................... " ....................................... 

(. TEI.AH DIL~KUKAN Pli:NELrflAN ATAS PELAKSANMN KEWAJJBAN PAJAK IIBl{LAM.& 'rF.RHADAP: 

1. NAMA \VII.JIB Pi\JAK : 

2. ALAM;\'!' W II.JIU P/\JA!( : 

3. NPWPD : 
1. MASAPAJAK ; 

5. Tl>MPAT l'EMASANGAN : 

6. JENlS REKI.AME: : 

7. BENTUK REKI..I\Mli : 

ii. STA1'1JS REKLAME : 

9. REKLAME DIPASANG Dr : 

JO. UKURAN REKLAME : PANJANO M X LBBAR M= 

11. JUMLAR PEMASANOAN : 

12. MASAPAJAK : 

13. JANOKA WAKTt; PEMASANOAN : 

14. PENOHITUNGAN PAJAK YANO TERUTANO 

NO URAL\N JUMLAII 

l. PEMBAYARAN DARI 

~) JUML'\H 

B) UKURAN 
e:). Nil.Al DASAR 

D) L,'IMA PEMASANOAN 

2. DASAR l'ENGENAAN PAJAK (OPP) Rp. 
3. U\Klf 25 o/i 
4. P.",JAK YANG 1'RRUTAN(i Rp. 

5. 1•i:;NOATURAN PENGENAAN I PENOURANOAK rAJAK ., Rp. 
e. POKUK PAJAK YAKO HARUS lJlf.!AYAR Rp. 

7. KOMPENSASI P.IJAK I PAJAK YANG SUDAII DIBAYAR ") Rp. 

8. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR ep. 
9. SANKSI ADM.INlStRASI l<p. 

JO. UUMI.Afi YANO MASIH HARUS DIBAYAR Rp. 
""ER.BILA.NG : 

11. JATl!H l'EMPO PEMBAYAAAN : 
Ill. PlsMllAYARAJ\ OU..4KUKAN DI : 

KENDA.RI, .................................... 

KEP.'\LA BADAN PENDAPATAN DAERAII 

KOTA KENDARI 

PJ-:RHATIAN : 
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I 

ANDA TERI MA PENY I\MPMAN $KPD PAJAK Al R TANAH 
INOMOR SKPD 
NAMA W/\J"IB PA.,IAK 
MASA PAJAK 

DITERIMI\ TGL : 
rl"ANOA TANGAN : 

------------·--··------- POTONG -----------··---------·-· 

Pl';RH.ATIAN: 

l. PEMB1\YARAN YANG DILAKUKAN MELEIVl\11 'r/\NGGAl JATUII TEMPO DI Nl'AS AKAN DIK£NAKAN SANKS! 
ADMINISTRASJ BERUPA BUNGA 1% PER BULAN D.",RJ JUMLAH PAJAK YANG HARUSDIBAYAR. 

2. PEMBAYARAN !NI SAH JIKA DIBUBUH! TERIIAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DIT-UNJUK. 

3. PABIIA SAMPAJ BATAS WM'TU PENGASUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENCAJUKAN 

KEBERATAN, JUMlAH YANG M!\SfH HARUS DfBAYI\R SEB,\GAIMANA TE:RSEBUT D1 ATAS AKAN DITAGIH 

DENGANSURATPAKSA. 
1. F'F.:MBAYARAN INI BUKAN MF.!RUPAKAN IZff' PRNGAMBII.AN / PEMANF'AATAN AIR TANAH. 

KENDARJ, ........•.........••••.........•.•.• 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTAKENDARI 

12. ,IA'l'lJH 1'EMP() Pt:~1RAYARAN 

13. PEMBI\YARAN DILAKUKAN DI 

NO URAll\N JUML\H 

1. PEMB/1 YARAff Di\RI 
A) VOI.UMR PR:NG,\Mfln.111'1 AIR 

3) llARGA DIISAR AIR 
'l. DASAR J'l::NUt;NAAN PAJAK (lll'f') Rp. 

3. ARIF 20% 
4. PAJAK Y,\NG TERUTANG Rp. 
5. PEl'IGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PIIJI\K ') Rp. 

6. "VKOK PAJAK YANG HA.RUS DIBAYAR Rp. 
7. sOMPENSASI PAJAK/ P,\JAK YANG SUDAH DrBAYI\R •) ~p. 
8. PAJAK Y.ANO HARUS DIB.~YAR ~p. 

9. S!\NKSJ IIDMINISTRASI ~p. 

10. JUMLAH YANG MASJH fll\RUS DIBAYAR Rp. 
l'l.•;l<MlL.,\Nli : 

9. VOLUME PENGAMB!LAN 

10. MASA PI\Ji\K 

11. PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG 

l. l'IAMA WI\JlB PAJAK 

2. ALAMAT IVAJlB P,\JAK 

3. NPWPO 
4_ TUJUAN PEMANl'AA'l'AN 

5. LOKASI SUMBER AIR 
6. NAMA/TlPE MESIN POMPM 
7. KAP,\SlTAS MESJN POMPA 

8. PQS1$1 METER AIR BULAN .......... 

BULAN .......... 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) 

PAJAK AIR TANAH 

NOMOR ·······················-······················-········-·-··-·····-········'"·············· 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SIWNDAE NO. 8 KENDARI 
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I 

011'ERlMA 1'01, : 
IJ'ANDA TANGAN : 

~ANDA TER[MA re:NYAMPA!MI SKJ'Dl{B rBJT ATAS JASA PERIIOTE:l.AN 
INOMOR SKPD 
NAMA IV.'\JIB PAJAK 

1'lASA PAJAK 

·-----··-·--------------· .. ·------- l'O'l'(>NG ---·--·----------------------·--· .. ·--·-· 

PERIIATIAN : 
I. PEMBAY1\RI\N YANG DIL/\KUKI\N MELEWA'rl 1'AIVGGAI, ,fA1'llH 'l'e~MP() l)f >':TA$ AKAN OIKEl\'AKAN SANKS! 

ADMINIS'l'RASI BERUPA DUNOA %PER BULAN DARJ JUMJ.AH P"-l/\K YANG H/\RUS DIBAYAR. 

2. PEMBAYARAN INI SAH JJKA DIBUBUHJ TER",AN VALIDASI BANK A'fAU 'rl!MP/\'r LAIN YANCl DITUNJUK. 
a. PARIL.A SAMPAI RATAS WAKTU PF.NOAJUAl'I KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN 

KEBERATAN, JUMI.JIH YIINO MASJ}I RI\RUS OIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBlll' DI ATAS AKAN DITAGIH 

DENGAN SURAT PAKSA. 

Ke:~l)ARI, .. 

K~:PALA BAJJAN Pt:NDAPATAN DAERAH 

KOT/\ KENDARJ 

Lii. ,JAT;JH TEMPO PEMBAYARAN 

IV. PEMBAVARAN IJ!Lo\KUKAN OL 

NO lJRAIAN .JUl\11Jt\H 

1. PEMDAYARAN DARI 

,) PERSEIVAAAN Kt\MAR Rp, 
3) PE:~J UALAN MAKANMl DIIN M!NUMAN Rp. 

o) FASILITAS HOTEL Rp. 
D) PELAY ANAN P£NUNJANG Rp. 

2. DASAR PENGENAAN PAJAK (DP!'} ~p. 
3. ARIF 10 o/. 
4. PAJAKYA.'10 TERUTANO ~p. 
5. PF.NGATIJR,\N PF.NGRNMN / PF.NGl/RANGAN PA.JAi( ') Rp. 
6. L'UKOK PAJAK YANG IIARUS DIBAYAR <;>. 
7. KOMP~NS1\SI PIIJI\K / P,\J/\K YANG SUL>/\H IJlllAYAR •) ~j). 

8. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp. 
9. ~/\NKSI /\DM!NlSTRASI <;>, 

10. JVMI.AH YANG MAS!tl H.~RUS Dn3AYAR R?. 
ri:;RBfJ.ANG : 

I. TEL,U{ DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PE;MERIKSMN Ul..ANO / l'F.ME:RIKSAAN RUKTI PERMll l.AAN ') ATA$ 

PEt.,\KSANAAN 

I. N1\MA WA,JIB PAJAK 

'2. Al.AMAT WAJIB PA,JAK 
3. NPWPD 

4. M1\SJ\ l'IIJAK 

II. DARJ PEMER!KS1\AN / PE!MERJKSAAN Ul..ANG / PEMERIKSAAN DUKTI PERMUL/\AN ') 'f·ERSEBUT DI ATAS, 
JUMLt\H PBJT ATAS JASA PERHOTELAN YANG BARUS DIBAYAR ADALAH SEBAOAI BERJKUT; 

SURAT K&'l'ETAPA!f PAJAK DilRAB RVRAJfO 8AV~ (SKPDKB) 

PBJT ATAS JASA PERBOTt!:LAN 
NOMOR , , .. 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SJLONDAE NO. 8 l<E:NOARI 
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l I l\!ASA PA.JAK 

ANDA TERIMA PENYMfP/IJAN SKPDKB PB.IT ATI\S MAKANI\N DAN/ATAU IJITERIMA TGL : 

MlNUMAN TANDI\ TANG/IN : 
~01\10RSK?O 
NAM/I W,\JlB PAJ,\K 

·-·········- .. -·····--············-··········-·-· rorOIIG ····-·-·····-··-··--·-··-···-----··- 

Pli:RHATTAN : 

1. PEMBA\'ARAN YANG DILAKUKAN ME~F:WATI TANGGAJ, JATUH TEMPO Dl AT/IS AKAN Dllilll'IAKAN $Al'IKST 

ADMINISTRASI BERUPA OUNGA % PF.R RUT.AN T1AI-II ,IUML.AH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR. 
5. PEMBI\YARAN IM SAH JIKA DIBUBUH! 'l'ERJIAN Vlll.JOIIST BI\J'IK ATAU Tf.:MP,\T LIITN'1ANC DITUNJUK. 

5. IIPABII,~ SA.MP.~! BATAS WAKTU PENGAJUAN Kt:llt::J{A"f'AN (3 BULAN) WAJJS P,\JIIK T!OAK MENOA.JUK!\N 
KF:BF:Rl\'rAN, ,ltlMI.AH YANO MASIH FIARUS OJBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT 01 JITAS AKAN DITAOTH 

OENGAN SURAT PAJ<SA. 

KENOARJ, .••••.•.•.••••...••.•••...••.......• 
KEPI\LA SADAN PENDAPATAN OAERAIJ 

KUTA KENDARI 

Lii. JATUH TE':MPO PF:t.1BAYARAN 

IV. PEMl3AYARAN DILI\KUKAN DI 

NO URAIM JUMLAH 

I. PF,MSAVAR.AN OARJ 
11) PEN.JU/IL/IN MAKIINAN DIIN MI NUMAN Fl' 
B) SERVICE CHARGE <p . 

..::.J Pt>;NU.'\P.'\TAN l.AJN-1.J\I N ~p. 
2. OASAR l'ENOENAAN PAJAK (OPP) Rp. 
J. TARIF 10% 
4. •AJ .... K YANC TERUTANG l<p. 

s. PENGA1'URAN PENGENMN / Pl>NGURANGAN Pl\,11\K •) Kp. 
(,. ,,.,KOK PAJAK YAf'IG HAR.US DlBAYAR - Kp. 

7. KOMPENSASt PMI\K / PAJ/IK YANO SUDAFI DIBAYAR ') i<p, 

8. •AJAK YANC IIARUS DIBAYAR >q,. 
9. SANKSI AOMINISTR,\SI l<J). 

10. OU YANG llMSIII Il.\RUS DIBA VAR I-Ip. 

'ERBILMG : 

I. 'rli:LAH DlLAKUKAN PE:Ml':RtKSAAN / PEMERIKSAAN ULAN() / PEMF:RIK$MN BIJKTI PF:RMULAAN •j ATAS 

P11LAKSANAAN Kt;:WI\JIBAN PF,JJT /IT/IS MAlv\N,\N DAN/ATAU MJNUMAN TERH/IDAP: 

1. NAMA WMIH l'/\JAK 

2. ALAM/IT W /\JIB P!\J/IK 
3. NPIYPD 

4. MASA PAJAK 

II. DARI Pf.MF:RIKSAAN / PF,;:11F,RIKSAAN UI.ANG / PEMERIKSAAN BUKTl PERMULAAN 'I TERSEBUT DI ATAS, 
JUMl.i\H PAJAK RESTORAN YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BER!KUT: 

SURAT KETETAPA.R PAJAK DAER.AH KURAJ1Gl3AYAR (SKPDKBI 

PBJT ATAS MAKA!rAl'I DAl'I/ATAU MIIIUMAN 
NOM()R ............•........•...•........•....•...•...••...•....•...•...••...•...•...•...•....•. 

PEl'!IERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAII 

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 K.ENDARI 
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' ' 

)!1'ER!MA 'rOL : 
TANDA TANOAN: 

J'ANDA 1'ER!MA PENYAMPA!AN SKPDKB POJT JASA Kr!:SEN!AN DA.N TU DURAN 

iNOMORSKPD 
NAMA WAJIB PA.IAK 

MASA PAJAK 

---·--··--·--------·---------·-- PO'l'Oi'IG ----------------------·---------------·-··- 

PKRHA'MAN: 

1. PEMBAYARAN YANG D!LAKUKAN MELEIVll'CT TANGGAL JATUR 1'EMPO DI AT/IS AKAN DJKJ.:NAKI\N SANKS! 
I\DM!i'1!STRASI BERUPA BUNOA % PER BULAN DARI JUMI.AH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR. 

2. P~'.MRAYARAl'l 1~1 SAH ,Ill{}. DlBlll:lllHl TBRAAN VI\L!DASl BANK A'fAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK. 

3. API\BILI\ $AMPAI BATA!j WAKTU PENOAJUAN KEBERATJ\N (3 BULAN) WAJIB P,\JAI< TrDAK MF;NOAJIJKAN 

J<J:;BJ;;R.\TJ\N, JUMLAH YANG MI\SIH HARIJS DIBAYAR SEBAOIIIMANJ\ Tt:RSEBUT or ATAS AKAN DITAOIH 

DENOAN SURAT PAKSA. 

K.t!;N UAW.I, •.......... ·-··· ......•........•.... 

KEPAL/1 BADAN PENDAPJ\TAN DJ\ERAH 
KOTA KENDARI 

Ill. JATUH TEMPO Pt,;MBAVARAN 

IV. Pll~LI.JAYAl<Afl DILAKUKAN lll 

NO URAlAN JUMLAH 

• 1. PEMB1\YARI\J'I DARI 

A) PEN,/UALAN TlKJ,."l'/ l.AVANAN R;,. 
Bl PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp. 
~I $1':RVICE CHARGE 

Jl PENDAJ'ATAN LAltl-1,Al.N Rp. 
?.. nARAR PF.N<HsNAAN PA, IAK (OPP) Rp. 
3. 'ARJF l0%/40'f 
4. 'i\JAK YANOTJ,,;RUl'ANO <]). 

s, 'ENGATORt\N PENGENAAN / PENGURJ\IJGAN PAJAK ') xp. 

G. cvKOK PAJAK YANG H/\RUS DIBAY/\R /;<P, 

7. KOMPENSASI PAJAK I P,IJAK YANG SUDAH DIBAYAR "l l<p. 

e. 'MAK YANG BARUS DIBAYAR Rp. 
9. SANKS! ADMINISTRAS[ l<p. 

10. JUMI.AH VANO MASlH HARUS DIFIAYAR Rp. 
•ERB!LANG : 

I. TELAJI DILAKUKAN PEMERIKSAAN / PEMERIKSMN Ul,ANO / PEM~:RtKSAAN BUK1'l Pl!.RMULAAN 'l ATAS 

PEL'\KSANA,,,N KEWI\JIBAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN TERHADAP: 

I. NAMA WAJJB PAJAK 

2. ALAMAT WA.JIB PAJAK; 

3. i'IPWPD 

4. MASA l'/1.JAK 

II. DARI PEMERJKSAM / PEMERTl{SAAN ULANO / PEMER!l{SAAN BUKTI PERMULAAN 1 'l'ERSl::BU'l' m ATAS, 
.mML\H PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN YANG HARUS DlBAYAR ADALAH SEJ:IAGAI J:IJ,;(,(IK\lr: 

SURAT K&TETAl'All' PAJAK DAERAH KURANG BAYAR(!IKPDKBI 

PBJT ATAS JASA KEStlNIAl'I DAN HJBURAN 
NOMOR .. 

PEMERJNTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. II. ABDlJl,LAH SILONDAENO. 8 KENDARI 
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ANDA TERIM/1 PBNYAMPAIAN SKPDKB PAJAK REKLAME DrIBRJ MA TGL : 

NOMOR SKI'D Al'ID/1 tANGAN : 

NAMA IVAJIB PAJAK 
' 
ISAPAJAK 

-·---···--····-------·····--·-·-·-···---··-··------ P<JTON<J- ·····-···-··~···---------------------·-----------H-- 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL,. l)RS. H. ABDULLAH SU.ON DAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAR KlJRANG BAYAR (Sl!PDKBI 

PAJAK RBKLAME 
NQMOR .............................•..•... ................................................. 

I. Tll:I.MI l)JL.'\KUKAf'I PEME:RIKSMN / Pl:!MERlKSAAN ULANO / PEME:RIKSA..<\.N BUKTI Pt;;RMULMN ')A1J\S 

PELAKSANAAN KEWAIIRAN PAJAK REKLAl\lE TERHAOAI': 

I. NAMA WA,118 PA.JAi{ : 

2. AUMAT WAJIB l'.o\JAK: 

3. NPWPO : 
4. MASA PAJAK : 

II. OAl-tl 1'1::l\lERIKSMN / PEMERIKSMN ULANG / PEMERJXSAAN RUKTI PERMULAAN 'I TER.SEBUT DI ATAS, 

JUMLAH PAJAK HTBURAN Y.f\NG HARUS DIBAYAR ADALA.H SF.RAGA! RERIKUT: 

NO URAIAN JUM.LAH ,. R,:KI .AM t: 1'1'~RP!ISI\NG 

I\J JUMLAIJ 

B) UKURAN 

-l Nl1.AI OASAR Rp. 

J) LAMA PEMASANGA"I 

2. OASAR PENGENMN PAJAK (DPPJ Rp. 

3. I\RJ.I' 25~ 
4. PAJAK YANG TERUTANG ~p. 

s. PENGATURAN PE;:NGJ;NMN / PENGUAANGAN PAJAK") Rp. 

6. POKOK PAJAK YANG BARUS D!BAYAR lq>. 

7. KOMPENSI\SI l'A..JAK / 1'11.JI\K"VANO SUDAH DIBAYAR ') Rp. 

8. PAJAK YANG BARUS DIBAY AR ~p. 

9. SANKS! ADMlNISTRASI Rp. 

to. UUMLAII tANG MASJH liARUS DIBAYAR Rp. 

"ERBl~ANO : 

OJ. JATUII TEMPO PEMBAYARAN : 
IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI : 

KENDIIRI, .................................... 
KEPAI..~ BADAN PENOAPATA ~ DAF,;RAH 

KOTA KENDI\RJ. 

PERHATIAN: 

t. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATl 'rANGGAL JATUTI TEM!'O Dl AT'AS AKAN DIKENAKAN $ANK$1 

Al>Ml N l>;Tl</1$1 lll!l<Ul'A llUNGA % PER BULAN DARI JUMLAH PA.JAK YANO HARUS DlBW,\R. 

2. PEMBAYARAN IN! SAJI JIICA DffiUBUIII TBRAAN VALIDASr BANK Kl'AU TEMJ>AT LAJNYANG Dffl1NJUK. 

3. APAl'llL.~ SAMPAI BATAS WAKTU PENOAJUA.N KEBERATAN p BULAN) W.'\JJO PAJAK 1'1DAK MENGAJUKAN 

KEBERATAN, JUMLAH YA.~G MASIH HARUS Dllll\YAR >;t:1:J/IGAIMAN/\ TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGJH 

DENOAN SURAT PAKSA. 
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I 

uIT&RIMA TOI, : 

lrAN'OA TANGAl'l : 

\ 

TANOA TERI MA Pi>NYAMPAIAN SKPDKB PBJT TENAGA LISTR!K 

NOMORSKPD 
NAMA \VAJTR PAJAK 

1/\SA 

PAJAK 

- .. -------------··----··----··--·· P<)'l'()NO---·------- 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH Sll,ONDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KBTETAPAII PAJAK DAERAH KURAIIG BAYAR {SKPDKB) 
PBJT ATAS T.EftAGA LISTRIK 

f'IOMOR ........................................................................................... 

I. TEW! DILAK\JKAl'I PEMERIKSMN / PEMER!KSMN ULANG / PEMEroKSAAN BUKTI PBRMUL'\<\JII '1 ATAS 

PEL!I.KSANAAN KF,;WAJlBAl'I Pl.lJT A'rAS TENAGA LISTRIK TBRHAOAP: 

I. NAMA WAJIB PAJAK : 
?.. ALI\MAT W /\JJB PAJAK : 

3. NPWPD : 

4. MASA PAJAK : 

II. DARI PEMERIKSAAN / PBMi,RlKSMN ULANO / PEMERIKSAAN f.lUK'M P$RMULIIAN ') TERSEBUT DI ATAS, 

JUMl,AH PBJT A'l'AS'J'l::..'IAOA LISTR!K YANO HARUS DIBAYAR AD:\J../\H SEBAGAI BER!K\JT: 

NO URAIAN JUMLI\H 

I. REKJJ\Mlr. Tl!Rl'I\SANG 

·\) SOSIAL / S Rp. 

61 RUMAH 'rANGOA / R Rp. 

C) BlSNIS / S ~p. 
D) INOl!STRI / I ~p. 

2. DASAR PENOENAAN PAJAK (DPP) flp. 

s. .. ARIF 10°A 

~- •A.JAKYANO TER\JTANO Rp. 

5. PENGATU RAr-1 P8NGENAAN / PENGURANO,\N PAJAK 0) Rp.. 

6. l'OKOK PAJAK YANO RARUS DIBAYAR Rp. 

7. ,OMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANO SUDAH DIBAYAR 'I Rp. 

8. 'A.lAK YANG HARUS DIBAYAR Rp. 
Q. lANKST AOMTNTSTRAST Rp. 

JO. UMLi\11 YANG MASIH HARUS DIBA'l'i\l~ Rp. I 
l'lcl<IJILANll : 

I 
UL ,JATHH Tt:MPO PF.MHAVAR,\N : 

IV. P8MBAYAH.AN UILAKUK,\N UJ : 

KENDARI, .................................... 
KEPA.Lo\ BI\DAN l"E:NDA.PATAN DA.ERAH 

KOTA KENOARI 

-- - 
eEBJ:18·1'1~ti · 
l. PEMB,\YARAJII YANG DILAKUK,\N MELEWATI TANGOAL JATU}I TEMPO DI ATAS AKAN DlKF:NAKAN SANKS! 

ADMLNISTRASI BER\JPA SUNGA % PER BUL-\N DARI JUMLAFI PAJAK YANO HARl!S DIBAY1\R. 

2. PEMBAYARAN INT SAliJIKA DIBUBUHI TERMN VAUDASI BANK ATAU TEMPAf UIIN YANO O!TUNJUI<. 

3. APABILA SAMPAI BATAS WAK'TU PJ<::NGA.JUAN KEBEf!A'.fAN f3 BULAN) WAJIB PAJAK TlDAK MENGAJUKAN 

KEBERATAN, JUMLAH YANG MASI.H RARUS D113AVAR SEBAGAIMANA Tl!:RSEBU'r 01 AT.'\S AKAN Dl'fAOllt 

OENGAN SURAT PAKSA. 
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I 

Dl'l'ERIMJ\ TGL : 

lrANDA TANGAN : 

ANDA TERlMA PBNYAMP1\l,\N SKPDKO P0JT TENAGA USTRIK NON PLN 

NOMUR SKI'D 
NAMA W !\JIB PAJAK 
MASA P.',JAK 

_) 

-·-·--·-·-· t"O'fONC----·----··--·-·· 

• PEMERINTAH KOTA KENDARJ 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Jl,. DRS. R. ABDULl,AH srLONDAE NO. 8 KENDARl 

SUPAT KETETAPAll PAJAK DAflRAH KURAIIG DAYAR (.SKPDKB) 

PBJT ATAS Tl!NAOA LJSTRlll NOR PLN 

NOMOR ............••••....................................••.•.••.•.•...••... ·-·················· 

[. TELAH DILAKUK/\N PEMERIK~MN I PEMERIKSM.'i uucm I PEMERIKSMN BUKTI p;;RM IJLMN ') ATAS 

PELAKSANMN K.EWAJIRAN PA.11' ATAS TENAGA LLSTRIK NUN SLN TBRli'\OAP: 

l. NAMA WAJJB P,\J/\K : 

2. AI.AMAT WNIB PAJAK: 

3. Nl'Wl'I) : 
4. MAS/\ PI\JAK : 

u. DARI ~J,;MElllKSAAN / PEMERIKS!l,\N ULI\NCl / PEMERIKSMN BIJRTI PERMULAAN 'I TERSEBVT DI 1\"rAS, 

JUMI..\H PDJT ATAS TENAGA LlsTRIK NON PLN YANG HAR1J.~ l)IRAY /\R /\DA LAH SEBAGAI BERIKUT: - ORAfA1f ,JUML/\H 1'10 
l. 1<.1!:KLAMJ:: 'fi,;IIJ>ASMIO 

A) DAYA Ti=ASANG VJ\ 

3) JAM PENGGUNM."I JM 

;) BlAYA l'f)MAKA!J\N PER KWH Rp. 

J) FAKTOR DAYA 0,8 · - DASAR PENOE'NMN PAJAK [DPP) 2. Rp 
3. ARIF l ,5 I 

4. PAJAK YANG TERlfT,\NG Rp. 

s. PENGATVRAJ:I PENGP.NAAN / PENGURANGAN l'AJAK ') Rp. 

&. n1KOK PA.JAK VANG IIARUS DIBAYAR <p. 
;_ KOMPENSASI PAJAK / P,\JAK YANG SUOAH DIBAYAR ") ~p. 

8. P.~JAK YANG HAlWS DIBAYAR ~P- 
9. SANKS[ Af)MIN1STRASI Rp. 

10. µUMLI\H YANG MAl:;111 HAROS DlBAYAR Rp. 

'ERBILANG : 

Ill. ,Jll'l'UH 'l'EMPO PEMBA'iAR.-\N : 

JV, Pt:;MHAY MAN DIL/\KOKAN DJ : 
KENDARI, .................................... 

KEPALA BADAN PENDAl'A'l'AN DAERAH 
K(ITA KENOARI 

-- 
PERHAT~\N: 

1. PEMBAYARAN YA~O Dlt.AKUKAN Mli:l,ElWA'M TANGGAt, JATUH TEMPO 01 ATAS ,\KAN DJKl::NAICAN SANKS[ 

ADMINlSTRASI BERUPA BUN<lA % PER DULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DlllAYAA. 

2. PEMBAYAR/IN !NI SAH JIKA DJDUDU!llTERMN V~UOASI BANK ATAU TC!:MPll'I' LALN YJ\NG DITUNJUK 

3. AP/1.BJLA SAMPAl BATAS l\'AlCTU PENOAJUAN KEf!ERATAN (3 BULAN! WAJIB PAJAK TIDAK MENGA.JUKJ\N 

KEBr;:RATAN. JUMUII YANG MASIJ-1 HARUS OIBi\YAH S1£HI\GAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DIT.MHH 
ORNGA1\.f Q\tDA'T'-DAKSA. 
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' I 

nlTERIMA TGL : 

l'I\NDA TANGAN : 
ANDA TE~MA l'E1''YAMPAIAN $KPDl<B PB.11' JI\SA PARKIR 

~OMOR SKJ'D 
NAMA WI\J!.13 P.AJAK 
MASAPAJAK 

---·-··--·····---····-····-·-····-- P(n'l)N() 

e PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H, ABDULLAH SILONDAE: NO. 8 KENOARI 

SURAT KETETAPAlf .PAJAK DAEltAH KURAJCG BAYAR (SKPDKB) 

PBJT ATAS JASA PARKJR 

NOMOR .................. , ........................................................................ 

L TEI.AH DLLAl<UKAN PEMER!KS.'\AN / Pl::Ml·:RIKSAAN OLANO / ffiMERIKSAAN BUKTJ PERMULAAN ') ATAS 

PE:LAKSANAAN KEWAJIBAN P8JT JASA P,\RKfR T8RHADAP: 

I. NAMA WAJID PAJAK : 
~. ALAMA'I' WAJIB PAJAJ< : 

3. NPWPD : 

4. MASA PA.JAK : 

II. DARI Pt:Mt;t<JKSAAN / PE111ERIKSMN Ul.i\J\'0 I PnIBRIKSAAN BUJCTI l'ERMULAAN •1 TERSEBlll' DJ /\TA$, 
J UMLAH PAJAK PARKIR YANG HARL'S D!BJ\Y.o\R J\DALAH SEBAClAI llR~IKlIT: 

NO URAlAN JUMLAH 

L 'EMBAYARAN ll/\RJ 
A) PARKI R RODA DUA ~p. 

3) PARKIR RODA EMPAT KP· 
2. D,\SAR p;;NCl::NAMI PAJ/\KIDPPj <p. 

J. fAR!F Hn 
'-" PA.IAK YANG 'l'E:RIJTANG 4. Rp. 

5. PENGATUR.~K PE:NGENM!\' / PF.:NGU'l'tANGAN PAJAK') Rp. 

6. POK OK PA.JAK YANG HARUS D!BAY,\R Rp. 

7. KOMPE:SSA.Sl PAJAK/ PAJAK YANO SUDAH DIBAYAR ·t Op. 

8. PAJAK YANO HARUS DIBAYAR t<p. 

9. ,Al'IKSI AOMINJSTRASI Rp. 

10. UMLAH YANO MASIH HAIIUS Ull:lAYAf,(' Rp. 

re:Rl3!LANG : 

Ill. J/\TUH Tl;:MPO PJ:;MDAYARAN : 
IV. Pf:MHAYAf.(AN UIL/\KUKAN DI : 

Kli:~DARI, .................................... 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAl!:RAJ! 

KOTA ICENDARI 

PERH,,111\N : 

1. Pl!MBAYARAN YANG D!LAKUICAN MELEWATI T,~NGGI\L ,J/\1'\JH 1'EMJ'O DI ATAS AKAN D!KENAKAN SANKS[ 

AOMJN!STRAS! B&RUPA RUNOA % PF:R RlJI.AN DARI ,JUMLAH PA.JI\K YAKG BARUS DIBAYAR. 

2. PEMBI\YARAN INI SAH JIKA DIBUBUHJ TERMN VALlOASI BANK/\TAUTEMPA'l' l,AIN YANG Dl'l'UNJUK. 

3. APABILI\ S/\MP1\I J;l/\l',\S WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJl13 PAJJ\K TIOI\K Ml;:NG:\JUKAN 

KEBERATAN, JUMLAH YJ\NG MASU1 HARUS O!BAYAR SF.RAOAIMANA TEllSE:f.lU1' DI ,\TAS AKAN D!TAG!!l 

l>l!:NGAN SURA1' PAKSA. 
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t 

CITERIMATOL : 

trANDA TANGAN : 
mANDA 'J'E:RIMA P[.;NYAMPi\LJ\N SKPDKB rAJAK AIR TANAH 

'NOMORSKPD 

!NAMA WA.JIB PAJAK 
11,!ASA P:\JAK 

-·-··---····---·-·-·--- --------- POTONO .... --·-·-···-·---· 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KJtTETAPAN PAJAK DAERAB'. KURAHO BAYAR (SKPDKB) 

PAJAK AIR TANAH 

NOMOR ....................................................... , ................................. 

r. TEl.All DILAKUKJ\N PEMERIKSMN J ?EMERIKSN\N ULANC / l'EMER.IKSAAN BUKTI r•~RMIJLAAN ') ATAS 

PEI..AKSANAAN KEWAJJBAN PA.JAK AIR TANAB TF:RHAO,\P: 

l. NMIA WAJIB PAJAK ,., Al,AMAT WA.JIB PAJAK: 

3. NP\VPO : 

4. MASAP/\JAK 

II. DARI PEMERIKSMN / PEMERIKSMN UL/ING / PEMER!KSAAII BUKT! PERMULAAN ') TERSEBlJT DI ATAS, 

JUMLAH ('/\JAi{ AfR TANAH YANG BARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI RRRIKUT: 

NO URAIAN ,JUf\.1LAH 
'- I. 'isNCAMB!LAJII 

A) VOLUME Pf,;NGAMBILAN Rp. 

B) HARCA OASAR AlR Rp. 

C) BIAVA PEMAKAIAN PER KWH ;RP, 
0) FAKTOR DAYA Rp. 

2. DASAR PENGENAIIN PAJAK (OPP) ~P- 

3. ARW 20 'l< 

4. 0AJAK YAl\'0 Tli:RUTANG IRp. 

5. Pf.NOATUAAN PENOENAAN i PENCURA!iOAN PAJAK 'l l<P, 

6. POKOK P.,.)AK YANG BARUS DIBAYAR l"P· 
7. KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DIB/\YAR ") RP, 

8. '0J\JAK YANG HA~US DIBAYAR Rp. 
I- 

lsANKSl AD1UN!STMS1 9, Rp. 

10. UUMLAH YANO MASfH H.-.RUS OIBAYAR l(p. 

IBRBIW\NG : 

Ill. JATUH TEMPO PltM0,1YARAN : 
IV. PEMBAYAKAN l>ILAKUKAN DI : 

KF.:NOARI, .................................... 

KEPALA BADAN PENDAl'ATAN DAER~fl 

KOTA KE:NDARl 

PERJIATiAtf ; 

l. PEMBAY,\RJ\N YANG DILAKVKAN MELEWATI TANGOAL J/\1'UII TE:Ml'O DI ATAS AKAN D!KENAKAN SANKS! 

ADMtNISTRASl BERUI'.~ AllNGA % PER BULAN l),\l<J JUMIAH PA.JAX YANG HARUS DIBAYAR. 

2. PE:MDAYARAN !NI SAH .JIKA DIDUBUHl TERAAN VALLDIISI BANK ATAl,J TllMPA1' LAIN YANG nrruN,rllK. 

3. JU'I\BILA SAMPAl BATAS WAICl'U PENGAJU,\N KBBERA'l'AN (3 BULAN) WAJJ!l PAJAK TIU/\K MENGAJUKAN 

XEBERATAN, .JI.JMLAH YANG MASIH HARIJS DIBAYAR SEBAOAIMAN,\ ·rERSEBUT DJ ATAS AKAN DITAGIH 

DENG,'\N SURAT PAKSA. 
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I I 

ANDA ·ti,RtMA l'E:NYAMPI\IAN SKPDKB PIIJAK SARANG BORUNC IVAl,F:l' 

OMORSK?D 
~'AMA WAJIB PAJAK 

I !ASA P,' .. JAK 

on·ERIMA 'l'Gl, . 

trANDA TANCAN : 

--·-··-·-·---·· ·---·----··-·-- ·····-··---- l'(.)'l'()NO···-·-· 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SILON(JA& NO. 8 KENDARI 

StlRAT KltTJtTAPA!f PAJAK DAERAB KURABG BAYAR (SKl'PKB) 

PAJAK SARABG BURUIIG WALET 

NOMOR·-····-·····································"····································· .. ······ 

I. TJ::l.o\H DIIAKUKAN PEMl::RIKS.'\AN / PEMERJKSA:IN OLANO i PEMERIKSAAN BUKTI P£RMOLIV,N ') ATAf'o 

PEL~KSANAAN KJ,:WAJll3AN PAJAJ< SARAN(\ BURUNG WAL.ETTJ,:RHAIJAP: 

L. NAM/\ W ,\.JlO PAJAK : 
2. At.AMAT WA.JIB PAJAK : 

3. NPWPD : 

4. MASAPAJAK ; 

II. DARI PEMERIKSAAN / P1;,,11cR!KSAAN OLANO f Pt\Ml!:RIKSAAN soxn PE:RMULAAN ') TERSEBU'T Dl ATAS, 

JUMLAH P,'./AK SI\RJINO BURUNC WAI.E.'l'YANG H,\RUS DlBAYAR ADAI.AH SEBAGAI BERIKU'l~ 

NO UR.I\JAN JUMLAFr 

L. Pf:NOMIDILAN 

AJ VOLUME l'ENO,\MBIL.-\N SBW Rp. 

B) HAR(lA DAS/\R SBIV Rp. 

') DIAYA PEMAKAlAN r•i,:R KWII ~p. 

Di FAKTOR UAYA iq,. 

2. D.'\SAR PENCf,NAAN PAJAK (OPP) xp. 

3. ARLF 10 'I( 

4. "A.JAi( YANG TERVTANG Rp. 

5. "ENOATURAN PISNGENMN / PF,:NOURI\NOAN PAJAK') 
-- 

"P- 
6. POKOK PAJ}IJ( YAN(l HA~US D!BAYAR f<P, 

7. KQMPENSASl PAJAK/ PAJAl< YANG SUDAH DIBAYAR ') Rp. 

it PA.TAK YANG HARUS DI HAY AR Rp. 
9. O.MIKSI ADMlNlSTRASl Rp. 

10. JUML•,H YANG M,\SlH HARUS DIBAYAR RP, 

ERBILANO : 
·- 

ru. JA'WII TEMI'O PEMflAY /\RAN : 

IV. 1'1!:MBAYARAN Dll.AKUKAN J)f : 
KENOARI, .................................... 

KEPALA BAOAN PENDAPATAN OAERI\H 

KC11'A KENDARI 

- 
PERHATIAN: 

I. PEMBAYARI\N YANG DILAKUK,\N MELEWA'TI TANCCAL JATUH 1'~Ml'O DI ATAS AKAN DlKEIIAKAN $ANKSI 

M)MINl!'tTRASI BERUPA BUNUA % l'E:R BUL.>\N DARI J\11,11...\H f>AJAK YANG HARUS 1)!81\YAR. 

2. PE:MJ31\ Y /\RAN lNI SAM JIKA DIOUClUIII TERAAN VAUDASI 01\NK I\Tl\U TEMPAT l,AIN Y /ING DITUNJUK. 

3. /\PADIL/\ SAMPAI BATAS WAK'l'U PENCAJUAN J<EBBRI\TAN (3 BULI\N) WAJfB Pi\JI\K TIDAK MENCAJUKAl>I 

KEBE:Ri\TAN, ,JtlMI.AH YANG MASIII HARUS Dlt,;AYAR SEBACAI.MANA TFlR$1£BUT Dl ATAS AKAN orrworu 
DENGI\N SUNAT PAKSA. 
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• 

Df'TERIMA 1'QL : 
TI\NDA 1'ANGAN : 

fANDA TERIMA PENYIIMPAlAN SKPDKB PAJAK MBLB 

NOMORSKPD 

NAJI!/\ WA.Jlli PAJAK 
MASA PAJAK 

- PO'l'ONQ..- .. · .. --·----··-----·-------····-- 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDt}Ll,AH SJLONDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT K£'1'£1'APAX PAJAK DAERAB KURANG BAYAR (SKPDKBJ 
PAJAKMBL8 

NOMOR ............................... , ............................ ·, ·, ..... · .. , ................ ·· 

l. TELAII DLLAKIJKI\N PEMERIKSMN / PEMBRIKSA!\N ULANG / l'EMERIKSMN BUKTl PERMULAAN 'I l\1'AS 
PELAKSANAI\N Kl':WAJJBAN PAJAK MBL.a 1'F:RHAOAP: 
1. NI\MA WA.JIB PAJAK : 
2. ALAMA1' WAJIB PAJAK: 
3. Nl'IVPD : 
4. MASA PAJAK : 

n. DARI Pl,l\1ERIKSMN / PEMER!KS,\AN UL'ING f PEM ERLKSMN BUKT! PERMUI.UN "I 'l'ERSEBUT DI ATAS, 
JUMLAH PA.11\K MBLB YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT: 

NO URAIAN JUJl!I.o\J:l . - l. ~l~Nv/lMl:IIWIN 

A) VOLUME PBNOI\MBILAN Rp. 
IB) lfARGA PI\SAR/S'l'ANUIIR Rp. 
C) BlAYA l'EMAKAIAN PER !,.'WH q,. 
D) l"AKTOR DAYA ~p. 

2. DAS.<\R PENOENAAN PAJAK (DPPI Rp. 
3. rARJF' 20' 
1. PAJAK YANCl 1'F:RU1'ANG Rp. 
5. PF;NGATURAN PE:NGENAAN / PF.NGURANGAN PAJAK•) Rp, 
6. t'VKOK PAJAK YANG BARUS DTBAYAR Rp. ~ 
7. l(OMPENSI\SJ PAJAK/ PAJAK YANG SUDl\ll OlBAYAR •j RP, 
8. PAJAK YANG HARUS Dll3AY AK Rp. 
9. SANKS! ADMINJSTRASI Rp, 
10. UMLMI Y/1.NO MASili UARUS l)i!JI\Y/\R Kp. 

, eR.BLL/\NG : 

nr. JATUH TEMPO PEMB.~YARAN : 
IV, PElMBAYARAN DILAKUKAN Ill : 

KitNDARI, .................................... 

KEPAw\ 131\DAN PENDAPA'l'AN DIIERAH 

KCTL'A KENDAR! 

PF:RHA'l'IM' : 

4. PEMSWARAN YANG DIUl<UKAN MF.l,EWA1'1 1'/\NGGAL JA'l'UH TEMPO Dl A'fAS AKAN DIKBNAK/\N SANK.Sf 
I\DMf.NlSTRASI BER.VP/\ BLINUA % l'i;;R BULAN DARI JUML,\H PA.fAK YAN<l HARUSDIBAYAR. 

5. PEMOI\YARAN INI SAFI JIKA DIDUllUW TERAAN VAl,JDASI Bi\NK.111'1\U 1'EMrAT ~/\IN YANG DITUNJUK. 
6. API\OILI\ $,\MP,\f BATAS WAK'I'U ?!!;NGA.JOAN KEBERATAN (3 BULAl'il W/1.ITB PAJAK TIDAK MENUA,IU.KAN 

KEBERA1'1\.~, JUMLJIH YANO MASIII HI\RUS OIBAYAR SF:RAOAJMANA TERSEBLJT DI A'l'AS AKAN DIT.IIGIH 
OENOAN SURAT PAKSA. 
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' 

'J\NDATE~IMA PRNYAMPAIAN SKPDKB FWH'l'l:J 

iNOMOR SKPD 

NAM/\ IVAJIE PAJAK 

MASAPAJAK 

DITF.RIMI\ 1'01, : 

rANDA TANG.'\N : 

-------· --·-··----·- ··-··-··--··-·- POTONG 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARJ 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI,, DRS. H. ABDULLAH S!LONDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KET£TAPA!I PAJAK DAERAH KURAIIO BAYAR ($KPDKB) 
BEA PIIROLEHAII HAKATAS TAIIAB DAR BAIIOVlfAl'I 

NOMOR ........................................................................................... 

I. TELAH D!LAKUKA!~ PEMERIKSMN I PEMERJKSAAN ULANG I PEMERIKSAAN BUKTI pf;ru,!ULAAJ'I ') ATAS 

PELAKSANMN KEWI\JIBAN OEA Pi;:ROLEHAN HAK Nl'AS TAJ'IMI DAN llANGUNAN 'l'tsRlfADAP: 

1. NAMA W II.JIB P:\J,\K : 

2. At.AMAT \VII.JIB PAJAK: 

3. NJ'WPD : 
4. i1ASA PA,JAK : 

a. D/\RJ PEMERJKS,\AN ( pf;MERIKSMJ•f ULIING / PP.MERJKSAAN INKTI PERMULMN ') TlsllSEBUT DI ATAS, 

JUMLAH BPHTBYANG HARUS DIBAYARADAL.AH SEBAGAJ BERIKUT: 

1(0 URAIJ\N JUML.lli 

!. l'IJ'OP 
jRp. 

- 
2. 1<.POl'TKP 

3. NPOPKB Rp. 

4. ARlf' 5~ 

5. BPRTB YANG TEROTANO ~p. 

6. '&NOATUIU\N PENOE:NMN / PENOURANOAN PAJAK ') Rp. 

'- POKOK RPHTB YANG HARLJS DIBAYAR 7. {p. 

8 .. KOMPli:NSASI PAJAK/ PAJAK YI\NO $UDAii DJBAYAR ') Rp. 

9. ,PHTR YA ~r, HARUS DIBAYAl-1 Rp. 

10. SANKS! ADMJNJSTRASI Rp. 

11. UMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp. 

ERBII.ANO : 

Ill. JATUtl TEMPO PEMBAYARAN l 

JV. PEMl:JAYARAl'I Dll,A1'UJ<AN DI : 
liliNIJARl ..................................... 

KEPAL.•\ BADAN PEl'IDAPA'rAN DAER:\fl 
KOTA &ENDARl 

ee:RHA'rlAN : 
1. PEMBAYARAN YANG L)ILA= MEW':WA1'l TANGGAL J/ITUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANl<Sl 

IIDMJNISTRA~I BERUPA OUNOA J..8 % PE:;I< BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANO HARUS OIBAYAR, 

2. PEM.BN(ARAN INI SAHJIKA DlBUBOHI TERAAN VAl.CT)ASl BANKATAU Tl>MPA'I' I.AUIYJ\NG D!TUNJUK. 

3. APA.Bil.I\ SAMPAI BATAS WAK1'U PENGAJUAN Kl~BERATAN {3 BULAN! WAJl13 PAJAK TIOAi( MENOAJUKAN 
KEBJ;:RATAN, JUMI.AH VANG MASIM HARUS l)JH/IYAR SEBAOAIMANA Te:l{SEBUT DI ATAS AKAN OITAO!H 

Dll:NGAN SURAT Pi\KSA. 
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I I 

ANDA TERIMA PENVAMPAIAN SKPDKB BPHTB 

N0~10RSKPD 
N!\MA IVAJIB PAJAK 

MASA PAJAK 

DJTF,~IMA 1'0L : 

lrAND/11'1\NGA!! : 

·--------·-·- ---··---- ---· -----····--- ---···--··-- .. -·--··· l'O'l'ONO- 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

.n, DRS. H. ABDULl,AH SILONDAE NO. 8 KEN DARI 

SURAT K.&Tl\TAPAll PAJAK DAERAH KIJRAJIO BAYAR {SKPDKB) 

PSB-P2 

NOll!OR ········•················································•·················•··············· 

v. TELAH Dil.,AKUKAN PEMERIKSAAfl / PEMER!KS/\1\N Ul- ... NG / PE)IERIKSMN BUKTI PERMULMN •) AT/IS 

PELAKSANMN KE<:WAJIBAN POB-1'2 TJ,;i<J-lADAP: 

5. NAM/\ WAJJ13 PAJAK : 

6. l\l,l\l,tA1' WAJIFl PAJAK : 

7. NPWPD : 

8. MASA PAJAK : 

\1, DARI PEM.ERJKS/\1\N / PEMERIKSAAN UL>\NO I p;'.M8R!KSMN t!URTl PERMULMN 'I TERSEBUT DI NrAS, 

.IUMLAH P81J-P2 YANG HARUS DIBI\Ylll'I ADAI.AH SBBAGAI BERIKUT: 

NO URAJAN JUMLAII 

1. Nl'OP 
IRp. - 

2. NPOP'tKP 

3. N"POPKB 'p. 

4. '"'ARll-' 0.3%/0.2 

5. 3PIITB YANO 'l'ERUT.'.NG RJ). 

6. PE:NGA'fURAN PEN(H!JNMN / PF.:NGURANGAN PAJAK ') Rp. 

7. POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR )q,. 

8. ,QMPE:NS.~Sl PA,)IIK / PA.JAK YANG $UUIIH OIBAYAR ') Rp. 

9. 3PHTR YAf'.G fURUS OIBAYAR Rp. 

JO. SANKS! ADMJNISTRl\$1 Rp. 

I 1. JUMLAH YANU MASITi HARUS DIBIIYAR <p. 
~ER61LANG : 

Vil. JATUHTEMl'O PEMBAYARAN : 

vm. PEMBAYAl<AN Ull.AK\)!(AN DI : 
KENOAl<I ...................................... 

l(F;PALI\ BAOAN PENDAPATAN OAERf\1-1 
KO'l'A KEN"DIIRI 

PERHfilLAN : 

4. PEMBJ\YIIRAN YANG 011.AK\JK:\.N MELEWATl t'I\NGOAL JATUJ-L Tt::MPO DI J\TAS AKAN DIKEI\AKAN SANKS! 

ADMINISTRASI RRRLJPA BUNOA 1.8 % PER HULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARU$ DUJAYAR. 

5. PJ]:MBAYARAN INI SAH J!KA OIBUBUJ-LJ 1'£RMN VALIDASr BA.>lK ATAUTEMPAT LAIN YANG DITUNJUK. 

b. APABILA SMll'Al BATAS WAI\.TU l'C:NGAJUAN KEB£RA'l'AN (3 BULAN) W/1,JIB PAJAK TIDAK MENCAJOKAN 
KERF:RATAl'I, JUMLAfl VAN() MASIH lli\RUS OJBAYAI< SElBAGAIMANA TERS!IBUT 01 ATAS AKAN 0!1'AClli 

DENCll\N SURAT PAKSA. 
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l I 

ANDA TERIM.~ PENYAMPAJAN SKPOKaT PW'!' JASA f'ERHO'l'E:LI\N 

NOMORSKPO 

NAMA WA.JIB P1\JAK 
SA PAJAK 

LJfTERJMA 'fGL : 
li'ANOA TANOAN : 

e PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONOAE NO. 8 Kf;NDAR! 

SURAT KETE'l'Al'All PAJAK DAERAR KURANG BA.VAR TAMBARA.11 jSKPDKBT) 

PBJT JAsA. PERBOTELAN 

NOMOR ........................................................................................... 

I TBLAH 011-.\KUKAN Pr:~lll:RIKSAAN / Pl-;MBRIKSAI\N lfLANQ•J ATAS Pll:LAKSANAAN PBJT JASA PERliOT£LAN 

TERRAOAP: 
]. NAMA WA.JIB l'A,IAK : 

i. Al.Af.!AT W"-JIB PAJAK: 

3. NPWPD : 
4. MAS.A PA.IAK : 

n. DARl rEME:Rlt<sA.AN I p~;MERIKSAAN UI.ANG ') ·rnRSEBUT DI ,Vl'I\S. JUMLI\H PAJAK RO'l'l!L YANO H.ARUS 

DIBAY AR AOALAJ{ SEBAGAI BER!KUT: 

NO UR/.11\N UMLAR 

J. PEMBAYARAN UAR! 

!I) PERS~:W MN KAMAI< ~P- 

16) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp. 

C) PASILJTA~ >IO'l'EL ~p. 

DJ PEL.~Y,\N,\N PF,:r<UNJANG Hp. 

2. LJl\llAR PENOEl'IMN PAJAK (OE'P! ,p. 

3. ARIF 10 ~ 

4. PAJAK YANO TERVTI\NG l<J>. 

~- PENGATIJRAI\ Pli:NGe:r,AAI\' / PENGURANUAN PJ\JAK 'j Rp. 

6. l'VKOK PAJAK YANG HARIJS DJBAY,\R <p. 

7. ,OMPE:Ni'IASl PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DlBAYAR *) Rp. 

8. 'tl.JAK YANG UARUS DIS.WAff <p. 

9. SANKSJ ADMINl~TW\SI Rp. 

10. UMLAlfYANG MASlll HARUS DIBAYAR l<p. 

rERBILANG : 

Ill. JATUll TEMl'O PEM.BAY,\RAN ! 

IV. Pi,MBAYARAN Dll-1\KUIQ\N DI : 
Ke:NDARI, .................................... 

Ko:PALA B:\DAN PRNOI\PATAN DAEW\H 

KOTA KENOARI 

-- 
i'ERHI\TIAN: 

1. PEMBAYARAN YAN'O DJL~KUKAN MELEWATI 1',\NGG,\L JATUH TEMPO 1)1 ATAS AK.AN nfKF.NI\KAN SANKSI 

ADMI NISTRASI BERUPA tlUNGA % PER f.lULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAY,\R. 

2. PEMBAYARAl'f INl SAH JJKA DIBUSUHI TltRAAN VAl,fnASI BANK ATAU Tt:MPAT LAIN YANG OITUNJUK. 

3. APl\lllLA SAMPAI BATAS WAKTU Pt;NG,\JUAN KEB~:RATAN (3 BULAN) WA.JIB PAJAK TEDAK MENOA.IUKI\N 

KltBERATAN. Jl.JMI.AH YANG MASIH l<ARUS DIBAYAR SEBAOA~MN/\ TERSEBUT DI NrAS AKAN 011'1\Gl.H 

DBNOAN SURAT PAKSA. 
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I 

DITERIMA TGL. : 

~ANDA TANOAN : 1tANDA 
TERIMA PENYAMPAI.AN SKPDKl3T POJT MAKANAN DAN/ATAU 

!ri.HNUMAN 

NOMOR SKPD 
NAMA WAJIB P/1.JAK 

.r,JASA PA.IAK 

·- ···----····---- ----··------ POT()NU-··--···--- 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI,. DRS. H. ABDULLAH SIWNDA~; NO. 8 KENDARI 

SURAT KETETAPAlf PAJAK DAERAB KURAWG BAYAR TAMll.AHAli (SKPDKBT) 

J'IIJT ATAa MAKAIIAlf DMif ATAU :MINUMAJI 

NOMOR ........................................................................................... 

I. TE:LAII DU.\KllKAN PEMERIKSAAN I PE:MERIKSMN lJl,~NG') ATAS PtsL.AKSA.l'IAAN PUJT ATAS MAKANAN 

IJAN/ ATAU Ml NUMAN TER!lAtlAP : 

1. NAMA WAJIB PMAX : 

2. ALAMA'l' WAJl8 PAJAK: 

3. NPIVPD : 
4. MASA PAJAK : 

n. DARI PEMERJKS.'IJ\N I PEM&RIKSMN ULANG ') TERSP.BUT DI ArAS, .JUMl..'\H PBJT Nl'AS MAKANI\N 

D,\N/ATAU Ml NUMAN YANG HARUS DLBAYAR ADALAFI SE:BAGAJ OERIKUT, 

NO URA!AN UMLAH ,. Pt,;MUAYARAN DMJ 
~) PEN.IUALAN MAKANAN n11N MINU!IIAN RP- 
B) SF.RVICE/CH.~RQF. Rp. 

-) PENOA l'ATAN LhlN-LA!N Rp. 

2. JASAR Pt,:NGENMN !'MAK !OPP) Rp. 

3. "ARIF JO 'l( 

4. >A.JAK YANO'l"li:RUTANC ~P- 

s. PJ,;NUl\"l'UR.'IN PENGE:NAI\N f PENOURANGAN PAJAK 'l Rp. 

6. -vKOK PA.JAK YANG HARUS DIBAYAR ~p. 

7. KOMPt,;NSASI PAJAK f P;\JAK YANG SUDAll llltlAYAR ') Rp. 

8. PAJAK YANO HARUS DIB,\YAI?" Rp. 

9. SANKS! ADMJMSTRASI Rp. 

10. JUMLAH YANG MASIH HARUS DLDAYAR Ri,. 

l'J;;l<8lLANG : 

DI. JATUH TEMPO PEJ,IBAYARAN : 

IV. PEMBAY ARAN DILAKUKAN 1)1 t 

KENDAR~ .................................... 
KEPAL,\ BAl)AN PEND,\PATAN DAE.RAH 

KOTA lsENDARl 

f!IBHATIAN : 

I. PEMBAYARAN YANO DILAKUKAN MEl,EWATI TANGGAL JATUH TF:MPO DI :\TAS AKAN DIK~;NAKAN SANKS! 

ADMINISTRASI BERUi>A BUNGA % Pl;:R BULAN DARI JUMLAH P/IJAK YANG IIARUS PIBA'IAR. 

2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI Tl::KAAN VALlDASl BANK i\TAL TEMPAT l./\lN YANG DITUNJUK. 

3. APAB!LA SAMPAI BATAS. \VAKTU PENGAJUAN KEBERA1'AN (3 BULAN) W.\.llfl Pi1,JAK TIDAK MENGAJUKAN 

KEBERATAN. JUML.1\J-1 YANG MASIH IIARUS DIBI\YAR SEOAGAIMANA TER$8BU'l' DI ATAS AKAN DITAGCfl 

Dl);NGA."l SUR,\l'PAKSA. 
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IMASA PI\JAK • 

ANDA Tf.RlMA PENYAMPA!AN SKPDKBT POJT JASA KESE:NI/\N DAN ~ITE:RJMA 'fGL : 
HI BURAN trANDA TANCAN 

NOMORSKPD 
r!AMA WAJIFl PII.JI\K 

..... - ...... _... ·--- .. -·- .. ·-- .. -- ---- POTONO·- - ·------ 

~ 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONJ)Ag NO. 8 KENDA.Ill 

SURAT KETETAPAl'I PAJAK DAERAH KURAll'G BAYAR TAKBAHAII (SKPDKBT) 

PBJT ATAB JASA KESENIAN DA.If BIB11RA1'1 

NOMOR .............................................................. ., ........................... 

L TEI.AH OIL;\KUKAN PEMERIKS/\AN / PBMERIKS/\AN ULANC') ATAS r&l,AKSANAA."1 PBJT ATAS JASA KESENIAN 

DAN HIBURANTERIL~nAP: 

I. NAM,\ WAJIB PAJAK : 

2. Al.AMAT Wi\JIB PMAK : 

3. NFWPD : 

~. MAS.~ PAJAK : 

n. DARI PEMEKIKSMN / PEMERJKSMN ULANC •1 TERSEflU1' DI ATAS, JUML./\H POJT ATAS JIISI\ KESENJAN DAii 

lUB\TRAN YANG HJ\RUS OIJ!AYAR ADl\l.1\11 SEBAOAI FJe:RIKUT: 

NO URAIAN fUMJ.AH 

I. ''EMBI\YIIRAN DARI 
A) PENJU,\LAfl TIKi,;'l'/LA'iANAN l<p. 

B) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMJ\N Rp. 

~) SllRVlCE CHJIRCE: Rp. 

D) PENDAPATAN 1 .• /\IN,WN Rp. 

2. Di\S.!\R PEIIGENMN PA.JAK (OPP) Rp. 

J. !',,RIV 10%/~U'J<j 

~. DAJA.K YANG TERUTAl/0 ~p. 

5. ll'EN<WruRAl'I PENOENI\I\N / PENGURANOI\N P/\JAK ') Rp. 

6. POKOK PA.JAK YANG BARUS DTllAYAR Np. 

7. KOMPF.:N$ASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAII DTBAYAR ') jRp. 

8. "".AJAK YI\NO HAR US OTBAYAR ~p. 

9. SANKS! AOMrNlS'l'RASI Rp. 

111. IUMLAH Y:\NO MA81H HJIHUS UltjAYI\R Rp. 

rERDILAl'IO : 

m. ,IATHH TF:MPO PEMBAYARA."I : 

JV. PF.MBAYAR/\N DILAKUKAN Pl : 
KE!'lDARI, , ................................... 

KEPALA BADAN PENOAPJ\TAN DAER'lli 
K()TA KENDARI 

f:t:RHA'l'IAN : 
1. PEMBAYARI\N YANO DILAKUK,\N MELEW.~TI TANOGAL JI\TUII TEMl'O DI /IT/\~ AKI\N DIKENAKAN SANKSI 

AOMINISTRASl flJ;;RUPJ\ BUNCA % rER SUI.AN DARI JUMLAH PAJAK YANG HJ\RUS DIBAYAR. 

2. PEMBAYARAN INI SAl1 JH(A DIBUBUHl TF:RMN VAl,IDASI BANK /\TAU TC::MPA1' LAIN YAllO DITUNJUK. 

3. APABILA SAMPAJ BATAS WA.h"TU Pi-:NGAJUAN KEBERATAN (3 Bln./\N) WA.JIB PAJAIC TIUAK Mt,;NOAJUKAII 

1{1,Bl;:RATAN, JUMLAH YI\NO MASIH HARUS DJBAYAR SEBI\GI\IM/\NA TERSE:B\lf DI ATAS AKAN DiTAGIH 
. - -• •-·- -••~~A 
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TANDI\ TERIM,\ Pi,.NYAMPAIAN SKPDKDT PAJAK REKLAME 

NOMOR SKPD 
NA11A WAJlB PAJAK 

['ASA PAJAK • ' 

OJTERIM.\ 'l'CL : 
'"ANDA TANOAN ; 

·-·-··-····- POTON(;... ·-·--······---- -----·--··-- 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH Sll.ONUAE NO. 8 KEN DARI 

SVRA't KETETAPAII PAJAK DAERAB KURANG BAYAR TAMBAHU (SKPDKBT) 

PAJAK R&KLAJdE 

NO MOR .. _ ...................... ~··············"'""'······························· .. ············ 
I. Tii:LAH DrLAKt:KAN PEMJi:RIKSMN (PEMERIKSAAN ULANG') ATAS PELAKSANMN Pi\.JAK Ri,KLAME TERHADAP: 

1. NAMA VlAJtB PAJAK : 

2. ALA!vL~T WA.JIB PAJAK : 
3. NPWPD 
4. MASA PAJAK : 

a. DARI PF;:MERJKSMN / PEMF.RIKSMN UL.ANO 'I TF.RSFlB!IT DI ATAS, JUMLAH PAJAK REKLAME YANG HARUS 

DIBAYAR ,\l)ALAH SEBAGAI B&fflKUT: 

NO IUJ<AlAN UMl.i\H 

I. R F;K LAM~ '1'1.::-tl.PASANO 
~)JUMLAH 

BJUKURAN 

C) NILA! DASAR Rp. 
i:ifCA~IA Pl';MASAl'fGAN 

2. DASAR Pl!NGENAAN PAJAK (Df'PI ,"P· 

3. "'ARIF 251 

1. "AJAK YANG TER!ITANO Rp. 

s. 0ENGJ\TURAN Pe,Nm:NMN / PE"1GURANOi\N PAJAK ') IR1>, 
6. POKOK PAJAK YANG BARUS PIBAYAR Rp. 

7. KOMPF:NSASI PAJAK { l'A..11\K YANG SUDAH DlBAY/\R ') Rp. 

8. PAJAK YANG H/\RUS DIBAYAR Rp. 

9. SANKS! ADMINISl'RASI Rp . 

10. . tUML.filYANG M,'.Sfi,i HARUS DIB/\YAR Rp. 

l'ERBrtANO : 

ur, J.~TUH TlsMPO PEMBAYARAN : 

lV. Pt<;MBAYARAN DILAKUl<AN DI : 
KF..NDARI ..................................... 

KEPALA BAO.~N PENDAPAT•N OAF.RAH 

K<YrA KENDARI 

PERHATlAN : 

I. PEMBAYARAN YANG DllAKUKAN MELEWATI Ti\NGGJ\L JATVH TEMl'O DI IITAS AKAN DtKEl'IA~ SANKS! 

ADMINISTRASI B.l';IWPA UU:NGA % PER BULAN DARI JUMLAJ-1 PAJAK Y.ANG liARUS DIBAYAR. 

2. PEMBAYARAN IN[ Si\H JIKA DIBOJ!UHI 1'£RNIN VALIDASI RANK ATAIJTEMPAT LAIN YAN<.l lJITUNJUK. 

3. APABll,A SAMPAI BATAS WAK:l'U PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIA PAJAK TtDAK MENGAJUKAN 

KEHRRATAN, JUMLAH YANG Mi\~IH HARUS DIBAYAR SIJ:U/\G/UMANA TI;RSEB\JT l)l A'rAS AKAN DITAQl.-1 

DE:NG/\N' SURAT PAKSA. 
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--····---- ·---·······---- ·---····-·- POTONG--··-·-------·· ·---····----····--·----·····-- 
trANDA TER!Mll Pf:NYMJPAL-\N SKPDKB'r PllJT TF,:NAGA LISTRIK DITEIUMA TGL : 
PENF:R.,NOAN .JAi.JiN t.-\NDA TANOAN : 

IJ'<OMORSKPD 
NAM/\ W.>\JlB PAJAK 

!MASI\ PA.IAK 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SJl.ONDAE NO. 8 KF:NDARI 

SURAT K&TETAPA?I' PAJAK DAERAII KURANG BAYAR TAJ,lllABAN (SKPDKBTI 
PBJT ATAS TENA<lA LISTRIK 

NOMOR ........................................................................................... 

l. TELAfl DII.AKUKAN l'EMl".RIKSMN/PEMEl-!IKSMN ULANG") ATAS PELAKSANA.All PA.IT IITAS TENAGA W,TJ<JK 

TEJ<HAUI\P: 
I. NAMA WAJIB PAJAK : 
2. Al.AMAT WAJJB PA.JAK ; 

3. NPIYPD : 

1. ~[ASA PAJAK : 

ll. DARI PF,MlsRJKSMN I rEMERIJ(SMN ULANC •) TERSEBUT DI ATAS, JUMl.l\H PBJT ATAS TENAGA L!STR!K YAN(; 

HANUS DTRAYAR ADALAfl ~l~HAGAI BERiKUT: 

NO URAIAN JlJfl.11..AH 

L. J<i,;KLAME TERPASANO 

) SOS!AI,/ S L<p. 

6) RtJMI\H TANGGA / R Rp. 

::) OJSMS / B J<p. 

0) LAYANAN KIIUSUS / L Rp. 

2. DASAR PENGENAAN PA.JAK (OPP) IRP· 
3. ARIF 10 <;( 

4. "'A.JAK YANG TE RUT ANG Rp. 

s. PE:NGATURAN PENG;;N',\AN / PF,NGURANGAN PAJAK ') Rp. 

6. POKOK PAJAK YANG HARUS D!J.ll\YAI< Rp. 

7. KOMPENSAS! PAJAK/ PAJAK YANG SIJDAH DIBAYAR ') RJ>. 

8. 01\JAKYANG HARUS DIIMYAR Rp. 
I- SANKS! ADM!NlSTRASI 9. Rp. 

10. LIUMLAH YANG MASIH JL.\RUS D!BAY/\R Kp. 

ERB!LANG : I 

m. JATUH TEMPO PE~lBAYA.RAN 

rv. PEMBAYIIRIIN Dll.·\KUKAN OJ : 
KENDARJ, ...... ............................. 

KEP/\1.A BAD/IN PENDAPAT/\N 1)1\gRAII 

KOTA KEIIDARI 

PERH~lJ.ilN : 
1. PEMBAYARAN YANG IJILAKUKI\N ~fELEWATI TIU'IOGAL JATUH TEMPO Dl ATAS AKAN Dllilll'IAK.,N SANl<SI 

ADMINISl'RASI BERUPI\ BUNGA % PER BULAN DARI Jll\\lL,H PA.JAK YANG HARUS LJII.IAYAR 

2. PE~1BAYARI\N INI SAi I JIKA DIBUBUHI ·ri::RAAN VALlDASI BANK l\'l'AU TEMPAT LAJN YANG OiTONJlJK. 

3. APABILA SAMPAI BATAS IVAKTU l'l'-NUAJUAN KEBEAAT/\N (3 BULAN) WA,J[B PAJAK TIDAK Ml>NGAJUKAN 

KEBERATI\N, JUMLAH YANO MAS!H HARUS IJIBAVAR SEBAGAIMANA 'r.:RSEB\JT Dl ATA8 AKAN UITAG!H 

Dt:NGAN SURAT PAKSA. 
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MA~/\ PII.JAK ' 

~.'\NOA TERI MA Pll:NYAMPAIAN SKPDKBT POJT ATAS TENAGA LIS'l'RJK NON OlTERIMA 'l'GL 
PLN tfANDA TANO,~N : 

NOMOR SKPD 

IN.>.MA WMIB PAJAK 
L 

0 , .. ---···-·--·-·---- • ·----··-·~··--· PCYIX)N<J·-··--··---·--- 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI,, ORS. H. ABDULl,AH SILONI)i\& NO. 8 KENDARI 

SURAT KETE'l'APAN PAJAK DABRAH KURIJl'G BAYAR TAJ4BAB.AH ISKPDKBT) 

PBJT ATAS TEIIAOA LrSTIUK NON PLN 

I\OMOR ........................................................................................... 

1. TELl\li DILAIWKAN PEMERIKSAAN/PEMER.IKSAAN LJLANG*I ATAS PELAKSANAAII' PBJT IITAS TENAGA LISTRIK. 

'IBR.HAOAP: 
1. NAM.A \VA.JIB P,\JAK 

2. Al.AMAT WAJIB PAJAK : 
3. NPWPD : 

~. ~MSA PAJAK : 

II. DARI PEMERIKSMN / PEMERIKSAAN ULANG •t Tl:!RS813UT DI ATAS, JUMLAH PB.rt' ATAS TENAGA LISTRIK NON 

PLN YANG HARUS DIBAYARADALAH SEBAGAI 01;1-0h.'1J'J': 
NO Ul<Afl\N UMLAU 

I. PJ,NGOUNMN !>£Ml3ANGKJT LlSTRJK 
L'-1 DAYA TERPASANG v, 
Bl JAM PENGGUNAAN JM 

wt BIAVA Pfi:MAKAJAN PER KWH Rp. - 
LJ) PAJ{T()R DAYA 

?.. DASAR PRNGENAAN PAJAK (DPPJ Rp. 

3. 'l"AR!f-"' 1,5 % 

4. PAJAK YANO TERUTANO ~p. 

s. "ENGATUR.AN PENGENAAII / PENOUR.Al'IG.\N PAJAK 'l Rp. 

6. '()KOKP1\JAKYANO HAFUS l)IBI\YAR Rp, 

7. ,OMPF,NSASI PAJAK/ PAJAKYANO SUDAH DISAYl'IR ') Rp. 

8. PAJAK YANG HAROS DIBAYAR ~p. 

9. SANKS! ADMINISTR.ASI Rp. 

10. \JMLI\H YANG MASlll llARUS DIBAYIIR Rp. 

RRBll.ANG : 

111. Jll1'UH TEMPO PEMBAYllllAN ; 

IV. PEMBAYAR"-N DII.AKUKI\N DI : 
KENDARI, .................................... 

KEPIILA BAOAN Pl.ll\"OAPATAN DAERIIH 
K(Yl'A K£NDARI 

PERflATIAN i 
I. PEM.l!AYARAN YANG DILAKOKAN MELF,W/111 TANGG1\L JATUR Tf:MPO DI Nl'AS AKAN DIKP,NAKAN $1\Nl<SI 

ADMIJ'IISTRASl BER\JPA BUl(OA % l'ERB\JLAN OARIJUMI.AH PA.IAKYANG HAR.US DIBAYAI<. 

2. PEMBAYl\l,tl\N IN! SAH JIKA DIBUElUHJ 'tERAAN VALIDASI BANK .~r11u TilMl'AT I.AIN YANG D11'U:'lJUK. 

a. APABTLA SAMPAI BATAS WAK:l'U PENGAJUAN KEBF,!Wl'AN (3 BULAN) WAJI!l 1'11.JAK TIDAK MENOAJUKMI 

KEBERATAN. JUMI.AH YANG MASIII UARUS OIBAYAR SEB/\GAIMA."IA TF.fl!lRR!lT DI IITAS AKAN Dl'TAQlH 

DF,NGAl'I SURA'I' PIIKSA. 
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DITERIMA TOL 

trANDA TI\NGAN : 

I 

'J'ANDA TERIMA PFlN\.AMPALo\N SKPDKJ3T PBJT J,\$1\ f'ARKlR 

NOMOR SKPD 
NAM/\ WAJIB PA,J.~K 

MASA PI\.JAK 

e PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI.. mes. H- ABDULLAH SIWNOAF: NO. 8 KENDARl 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KORANG BAYAR TAMBA!lAft !SKPDK!rt') 
PBJT ATAS JASA P.ARKIR 

NOMOR ........................................................................................... 

I. TEWI nll.AKUKAN PEMl!;RIKSAANiPEMERIKSMN ULANG') ATAS PEJ.AKSANAAl'l PBJT JASA PARKIR 

TERHADIIP: 

I. NAMA W /\JIB f'AJ/\J{ : 
2. Al.AMAT WAJIB PAJAK 

3. l•f.PWPD : 

4. ~11\SA P.",JAJ( : 

ll DARI PEMERIKSAAN I PEMERJKSAAN ULANC. ') ·mRSF!OU'l' DI ATAS, JUMLAH PllJ'r .J/\SA PARKfR y ANG HARUS 

DIBAYARADALAH SF.BAGAI BERIKUT: 

NO UHALAN JUMLAH 

t. "EMBAYARAN 1)/\Kl 

Al P,\J;IKIK KODA DUA Rp. 

B) PJ\RKJ.R RODA 1::MPAT Rp. 

2. uASAR PENvll:ftMN PAJAK (DPI') 1'.'J), 

J. rARIF 10', 

4. PAJAK YANG TERUTIING Rp. 

5. Df.N(MTURAN PENGENAAN f PF.NOIIRANGAN P1\JAK ') Rp. 

6. i'OKOK PAJi\KYANO HARUS l>lllAYAR R{', 

7. ,OMPENSAS1 PA.IAK / PAJAK YANG SUDAH Dll:1/\YAK 'I Rp. 

8, PM/\K YANG HARUS DIB,\YI\R IRp. 
9. SANKS! ADMINISTfll\!:11 Rp. 

LO. UM LAH VANG MASIH JJARUSDIBAYAR Rp. 

ERrlll.J\NG : 

II l. J.'\'rUil TBMro PEMBAYI\RI\N : 
JV. PEMBAYARAN Di.LI\KUKAN DI : 

KENOARJ, ..................................... 
KEPAl.~ flAl)AN PEl\'DAPA:TAN DAERAH 

KOTA KENDI\RI 

PllRHA TIA>'l : 
1. PEMBAYARI\N YANG OILAKUKAN M"&l,EWATI 1'ANGGAL JATUH T&MPO DI ATAS AKAN OIKENAKAN SANKSJ 

ADMI NISTRASI BERUPA BUNOA % l'l;;J{ HULAN OAR! JUMLI\H P1\JI\K YANG UARUS DIBIIYI\R 

2. Pt;MBAYARAN INI SAH.JlKA DIBUBUHJ TERAAN VAJ,!DASI BANK ATAU TEMPAT 1.AIN V1\NG OJTUNJUK. 

3. APAHIL.\ SAMPAI BATAS WAKTU PENOAJUAN Kl;;BERI\TAN f3 DULAN) WMIB PA.JI\K TIDAK MENOA..IUKAN 

KEBERATAN, ,ILJMI.AH YA'lG MASIH HARUS L>IUAYAR SEBAGAIMANA TERSm-!U1' DJ AT.-\S AKAN DITA(11H 

DENG.o\.N SURAT PAK$/\. 
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I 

l)ITERIMA 'l'GL : 

lrANDA TANCAN : 

_) 

tr ANDA 'l'ERlMA PENY AMPATAN SKJ'DKBT PAJAK AfR TAN/IH 

NOMOR SKPn 

C,I\MI\ WI\JJB PAJAK [/\$/\ PI\JAK 

-·---------·-·-·------·--- .• - --- PCYl'ONG --- ------------ ··------ 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL- DRS. H. ABDULLAH SILONDAI<: NO. 8 K~;NOARI 

SURAT KETETAPAN PAJAK DABRAII KURAl'IG BAYAR TAMBAHAN ISKPDKBT) 

PAJAK AIR TA11All 

J'IOMOR ................................................ , .......................................... 

I. TEI.AH OILAKUKAN PEM8RIKSAAN/Pli:MER!KSMN ULANO•] A1'AS P~}LAKSANMN PAJAK AIR TANAH 'l't::KIIADAP: 

1. NAMA WA.JIB PAJAK : 

2. ALAMAT WAJIB PAJAK : 

3. NP\VPD : 

4. MASA PAJAK 

n. DARI Pf:MF'.Rll(SJ\AN / PE:MER!KSAAN UI..ANU •1 Ti,;RSEBL'T DJ ATAS, JUMLAH PAJAK AJR TANAH YANG HARUS 

DJBAY /\R APALAfl SIIDAGAJ BERIKUT: 

NO URAIAN JUML.\H 

I. "ENGAMBl!.<\N AU< TANAtl 

lo\) VOLUME J'ENOAMBILIIN M 

B) HAROA OASAR AJR Rp. 
- 2. DASAR PENGENMN PAJAK IDPP) Rp. 

3. 'ARID' 20 I 

4. DA.JAi{ YANO 'rl,RU'fANG t<p. 

5. Pf:NGATURAN PENGENAAN / l'l;.;NUURANGAN PAJAK'] kp. 

6. POKOK PAJAl< YANG HARUS DlllJ\YAR Rp. 

7. KOMPf.NSA!;l 1'11.!AK / PAJAK YANG SUDAII DlllAYI\R ') Rp. 

8. >AJAK YANG BARUS DJHAYAR Rp. 

9. SANKS] ADMTNISTW\SJ ~- 
10. JUMLAH YANG MASJrl HARUS DIHAYAR Rp. 

mRl'lllANG: 

lll. JATUU TF,MPO PEMBAYARAN : 

JV PEMB.~YAR/IN DIWIKUKAN DI ; 

KENDARI, .................................... 
KEPALA BAD;\N PENDAPATAN OAF.RAH 

KOTA KENDARJ 

PERHATIAN , 

1. PEMB/IY/IRAN YANG DILAKUKAN M&l.~;IYATI TA.."IGGAL JATUll T;;:MPO DI ATAS AKAN DlKENAKAN SANKS! 

AOMIN1$'l'KASI BERUPA BUNOA % PER BULAN DARl JUMLI\.H PAJAK YANG IIARUS DlBAYAR. 

2. PeMBAYARAN lM SAFI ,l!KA OLBUBUHJTERMN VAUDASI RANK ATAUTEMPAT LAJNYANG J)rJ'UNJUK. 

3. APABtLA SAMPAT 61\TAS WAKTU PE:NOA.JUAN Kl,;13BRATAN (3 DULAN) WA.JIB l'A.JAK '1'10,\K MENCAJUXAN 

KEBERATAN, JIJMl,AH Yi\l'IG MAS!H HARUS PIBAYAR SEBACAIMA~A TF,RSEBUT DI ATAS AKAN OJTAOIH 

1>ENGA11 StJRA1' PAKSA. 
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DITERIM,\ TGL : 

TANOA TANGAN: 

ANDA 'T'ERIMA PENYAMPAIAN SKPDKBT 1'1\JAK SARANO BURUNO WALET 

NOMOR SKPI) 

NAMA WAJID PAJAK 

!MAS.~ PA..IA~ 

····--------··--·---------·----··~ PQTONCJ 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONOAI, NO. 8 KF,NOARI 

SURA_T KETETAPAN PAJAK DAERAH KIJRANG BAl'.All TAMBMIAlf !SKPDKBT) 
PAJAK SARAJIG DURUNG WALET 

l\'OMOR. .....•... - .. ·-·······························--·······--·································· 

I. Tll:LA!l D!LIIKUKAN P£MER!l<SMN/1'1!Ml!:R!KS1\AN ULANC•) ATAS Pl!:LAKSANAAN PAJAl< SAR.>\NG BU RUNG 
W ALET TERIIADAP : 

l. NAMA WA.JIB PAJAK : 
2. AL',J,,LO.'I Wi\JJB PAJAK : 
3. Nl'WPD : 
4. MA:.A PAJAK : 

II. l)ARI l>f~Ml(RIKSAAN / Pf£Ml!:RIK!,AAN UI.Al\"O ') 'l'ERS•:lclUT DI ATAS, JUMI.AH PAJAK SARANC AURUNC WAl,ET 

YANG HARU$ DIBAYI\R ADALMI SEBl\()AI BERIK!)T: 

NO URMAN I JUMLAH 

1. Pl::NOI\MH!l,AN SHW 

i>\) VOLUME PENGA~ffilLI\N 

B) IIARCA DASAR SBW jRP· 
~- 01\$111~ l'IINUlml\/\N l'IIJIII~ (lJPP) q,. 
3. rARIF 10 o/. 
4. PAJAK Y1'1NO TERUTIINO ;q,, 

5. Pli:NOATURAN PENG£NAAN / Pl,!NCURAJIIGAN PAJAl< •) <p. 

6. POKOKPAJAKYAIIG HARUS DIBAYAR ~p. 
7. KOMPENSASI PA.IAK / PA.JAK YANG SliDAH DiBAYAR ') <p. 

8. P~.JAK YANG HARUS DIBAYAR ~~- 
9. SANl<SI ADMINTSTRASI Rp. 
io. JUMLAH YANG MASIH HIIRUS DIBAYIIR Rp. 

n,;RB!LIING : 

m. JATUH TF.MPO PeMflAYAJUN ; 

IV. Pt:MJ:!AYI\RAN ll!LI\KUKIIN DI 

KE:NDARI, .................................... 

KBPALA flADAN PENDAPATAN DA&RAH 

KOTA KENDARI 

!'f;Blj~Tl~N; 
1. PE:Ml;IAYI\RI\N YANG DILIIKUKIIN MELEWATI TANGO,\L .JATUH Te:MPQ DI 11]"1\S /\KAN DIKENIIK/\N SANKS! 

ADM!NlSTRI\Sl BERUPA BONGA % PER BULAN DAR!JUMI.AHPAJAKYANG HARUS DIBAYAR. 

2. PEMBAYARAN lNl SAil JlKA DlBUBUnt TERMN VAL!DASl BANI< ATAU TEMPAT LAIN YANG D!TllNJUK. 

3. APAB!LA SAMPAI BATAS WAKTU PENOAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENOAJUKAN 

KEBERATAN, ,IUMLAH VAKO MASIH HARUS DIBAYAR S8Bl\0AIMANA 'l'&l<Sf:BIJ'r DI A'l'AS AK/IN DITAOIH 

DENOAN SURAT PAK$A. 
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I I 

u!TERJMA TGL : 

trANDA TANGAN : 
AN DA 'l't,;l<JMA PENY AMPA!AN SKPOKBT PAJAK MOLD 

iNOMOR SKPD 
INAM/\ WA.JIB PAJAK 

MASI\ P!\.JI\J( 

l'<YrONO---··--···---·-· ·--------··---··---- 

• PEl\lERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

- ,JL. DRS. H. ABDULLAH Sf LONDA~: NO. 8 K~;NDARI 

SURATKETE'!'APAJfl PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAl'l (SKPDKBT) 

PAJAK 111BLB 

NOMOR ........................................................................................... 

I. Tl.:I..AH Dll.Al(UKAN PEMERJKSAA.N/PF:MF:RIKSAAN Uf.ANn·1 AT/IS PELi\KSANAAN PAJAK MBLB n:RHAUAJ': 

1. NAMA W.'\JJB PAJAK : 

2. ALAMAT WA.JIB PAJAK : 

3. NPWPD : 

+, MASI\ PAJAK : 

II. DARI PEMERIKSMN J p,,;M t,;RI KSMN ULANO ') TERSE BUT D.t l\'rAS, JUMLAfl PAJAK MB~B Y ANO HARUS 

DIBAYAR 110111..AH SE!BAGAI BE!RIKUT: 

NO 1,;RAIAN JUML..\H 

I. PEN(}AMBH.AN MBU! 

\) VOLUME PENOAMBILAN Ml 

3) HARGA DASAR MRI.A I<),. 

2. DASAR PEN(}E:NMN PAJAJ( 101'1') "P· 
3. "ARII" 20 '>i 

~- PAJAK YANG 'TERUT,\NO Rp. 

5. l'ENOA'l'UHM" PENOENAAN / PENCUR,'\NOAN P/1.11\K •) Rp. 

6. POKOK PMAK YANG J-IARUS DIBAYAR Rp. 

7. KOMPENSASI P,\JAK / PAJAK YANG SUOAJ-1 DIB1\YAR "I l(IJ, 

3. PA.JAK VANG HARUS DIBAYAR IRp 

9. :lANKSf ."J)M!NlSTR/\SI Rp. 

10. UMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR RP- 
rl>Rl31LANO : 

Ill. JATUH TEMPO PEMBAYARAN : 

rv. PE:MBAYARAN 1)11,AKUKAN DI ; 

KltN"DA.RI, ............... ,, .................... 
KEP/\LA BAO/IN PE:NnAPATAN DAERAH 

KOTA KENDARJ 

PE:RHATIAN ; 

L PE~ffiA)'/\R/\N YANG D!LAl-'UKAN MELEWATI TANOGAL J1\TOH TEMPO DI ATAS AKAN DIKEN/\XAN SANKS! 

ADMlNISTRASI Bi,:RUPA BUNOA % Pl':R BULAN DAI{] JUMLAH PAJA1< YAN(l HI\RUS 01!1\YAR. 

2. Pi:MBAYARAN lNl SAH Jll{II DIBIJ60HI TF.R/11\N VALID/ISi BANK /\TAU TISMP;\'I' LAIN YANG DITUNJUK. 

J. APAllfLI\ SAM.PA! BATAS WAKTU PENG/\JUAN KEBERATAN (3 BUl.,\N) \VA.JIB PAJAK TIDAK M~:NGAJUKAN 

KBBERATAN, JUllll,AH YANO MASH I l·L'\RUS DIBAYAR SEfll\GAIMANA 1'ERSEBUT 01 ATAS AKAN orrxom 

DENGAN SUR/11' PAKS,\. 
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I 

TANDA Tli:RJMA PENYAMPAJAN SKPl)KDT BEA PEROLEHAN HI\K 11:J'AS TANAH OITERIM/1 'l'GL : 

~AN OANGUNAN 'ANDI\ TANGM · 

!NOMOR SKPD 
NAMA WAJlB PAJAK 

' MASAP/\JAK 

J'()Tt)NG·-····--- 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DR!'l. H. ABDULLAH $1!,0NDAE NO. 8 KENDARl 

SUR.AT UTETAPAN PAJAK DAZRAH KVRANG BAYAR TAMBAIIAll \SKPDKBT) 

BEA PEROLEIIA!I HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAll 

NOMOR ........................................................................................... 

I. Tt,;W\H D!LAKUK.'\l'l PEMERJKSAAN/P1;~11,;RtKSMN ULAl'IO•) ATAS PEW\KSANAM BE:A PE:ROLERAN HA){ ATAS 

TA1'1AH DAN BANGUNAN TEIUIADAP : 
L NAMA WAJIB PAJAK : 

'.!. Al.AMAT WIIJIJ:l l'NAK : 

3. NPWPD : 

4. MASA l'/1.JAK ; 

n. OARI PP:MERIKSAAN / PEMERIKSAAN Ul.ANU- •t Ti:;t<SEBUT DI ATNS. JUMI.AH BEA PEROLl!:HAN HAK ATAS 

TANAH D,\N BANGUNM-l YANO HARUS DIBAYI\R ADALAH SERAGAI BER!KLIT, 

NO URAIAN JUMl.AH 

1. INPOP 

2. NJ'OPTKP Rp. 

3. ITT'QPKB Rp. 

4. ARIF 51¥,' 

5. BPFIT8 YANn T~:RlITANG 

6. "ENGATUAAN PENGENMN f PENOURAN()AN PI\JAK 'l IRp. 
7. POKOK BPHTB YANG HAR.US IJll!I\YI\R Rp. 

8, KOMI'ENSASI PAJAK f PAJJ\KYANG SUDAH DLBAVAR ') Rp. 

9. 1:WHl'l! YANG IIARUS DIBAYAR Rp. 

10. SANKSfAD1£1NlSTRASI ~p. 

u. JUMI.AH YANG MASIH HARUS DIBAY.~R <p. 

-E:RSlLANG : 

Ill. JATUII TEMPO PEMBAYARAN : 

N. PEMBAVARAN DII.A!{UKAN DI 
KENDAR.I, ··-················"········· .. ··· 

KEPA!.A BADAlf PtlNDAP!l1'AN OAER,~H 

KOTA KEND/\RI 

PERllAT!AN : 

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO Of ATi\S AKAN OJKENAKAN SANKS! 

AOMINIS'fRI\SI BERUPA BUNOA 1.8 % PE':R BULAND/\RI JUMUH PA.JAKYI\NG ll-\RUS OJRAYAR. 

2. l'EMBAYI\RAN !NI SAH JIKA DtBUBUHl 'l'l::RMN VALIDAS! BANK /\TAU 'l'EMPAT L.'\IN YANO Dl1'UN,IUK. 

3. APABIU SAMPi\l BATAS WAKTU PENGA.IUAN KEBERATAN P l!ULAl'1) WA.JIB PAJAK TJDAK MENG!\JUKAN 

Kt~BERATA,'l, JUMLAA YANG M,\SIH H.4.RUS DJBAYAR Sli:BAGAIMANA TERSEBUT DI A1'AS AKAN DITAOLH 

Ut;NGAN SURAT PAKSA. 
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DITERJMA TGL : 

~ANDA 'rANGAN: 
"ANDA TERIMA PENYAMPAJIIN SKPDKBT BEA PEROLEHAN IIAK ATIIS TANA:H 
DAN BANGUN ... N 

NOMORSKPD 
NAti.1A WA.JfB PA .. JAl< 
IMASAPJ\JAK ' 

..................................................... - PO'l'ONG- 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KET'.ETAPAll PAJAK DAERAB KIJRANG BAYAR TAJIIB!UIAN (SKPDKBTI 
PBBcP2 

NOMOR ........................................................................................... 

I. T;:LAJ.J OILi\KLKAN PEMJ,:RIK$AAl'i/P1£MERlKS/\AN ULAl'iO'I ATAS PF.:1.AKSANI\Al'i Pal3·P'2 TJ:;RHAOAP: 

1. !<AMA WAJ!B ?AJ!IK : 

2. ALAMAT IV/\JJO PAJAK : 

3. l<PWPD : 
·1. MASA PAJAK : 

11. DARI PEMERIKSMN f PEMERIKS/\AN ULANQ •) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBB-P2 YANO HARIJS DIBAYAR 

AOALAH SEBAOAJ BERIK~ 

NO lJRAI/\N JUMIAH 

I. ,,,,_,p 
2. NPOP'J'l<P ~p. 
3. NPOPKtl Rp. 

:rARIF -- - -- 0,3 %/0.25'l ~- 
5. 1PH'rl3 YA~Ci TERlITANG 

6 PENGATUR'\N PENGENMN / PENGURANGAN PAJAK') "P· 
7, POKOK 8PHTB YANO HARUS OIBAYAR Rp. 

8. KOMPENSASI PI\.JAK / P.11.JAK YANG SUDAH DIBAYAR •) <p. 

9. BPJCTB YANG IIARUS DIBAYAR i~P- 
10. SANKl:ll AVMINISTl<ASI i'<P· 
l !. JUMLAH YAl<G MASJH HARUS DIBAYAR fP· 

ITERBILANO : 

UL J,\TUH TEMPO PEM.BAYs\RAN : 

IV. PEMBAYI\RAN DU..<\KUKAN DJ : 

KENDARI ..................................... 

KE:rALA BADAN re::,io~rATAN DAE:RAH 
KOTA KF.NDARI 

Pli!RJ.IATIAN, 

I. PEMBAYARAN YANG DD.AKUKAN MELEWA1i TANGGAL JATUH TEMl'O DI ATAS AKAN DIKENAKAN SA.'('.{SI 

1\DMINISTRASI BERUPA DUNGA % PER BULAN DARI JUMLAfi PAJAK YANG HARUS DIBAYAR. 

2. PEMBAVARAN l"Nl SAH JIKA 011:lUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TE:MPAT LAIN YAN<) 011'UNJUK. 

3. APABJl.11 SAMl'AI BATAS WJIKTU PBNG/\.IUAN KJ;;l3ERI\TAN \a 13Ul,JINI W,\.JIB PAJAK 'l'H>AK M~:NGA.JlJKAN 
K~:RERATAN, ,llJMIAH YANC\ MASIH HARUS DIBAVAR SEBAGAIMJINJI TERSEBU'I' 01 AT,\S AKAN DITAGTH 

OENGJIN SURAT PAJ<S,\. 
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• 

Dl'ff;RJMA TOI, : 

l'ANU/11'1\NGAN : 
J'ANUI\ T6~1MA PENYAMPAIAN SKPDN PBJ'T JASA PERHOTELAN 

NOMORSKPDN 
NAMA W /\JIB PAJAK 
MJ\SA P/1.JAK 

---··-··---·--···----···-·-· •• ,_ POTONQ ----······-----------·---·-·--- 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. URS. H. ABDULLAH SllQNDAE NO. 8 KENDARI 

SUR.A1' KJl:TETAPAN PAJAK DAE.RAH lffll.n. \8KP'DKJ 
PB.ST ATAS .JASA PE.RHOTELAlf 

NOMOR ............................................................ ·--· ........ ---" ........... 

I. TELAH DILAKUKAN PEMERJKSAAN ATAS PELAKSANMN KEWA..Ji.BAN PBJT ATAS JASA 

PERHOTELAN TERHADAP: 

1. NAMA WAJIB PIIJAK : 
2. A!.'IMAT WAJJB PAJAK : 

3.NPWPD : 

4. MIISA PAJ/\K : 

IT. 01\RJ PEMER!KS/\AN TERSE:BUT DI A'J'AS, JUM.I.AH PBJT JASA PERH(Yl'EI..AN YANG H.i\RUS DIBAYAR 

ADALAH SEBAGAI BERIKUT: 

NO URAIAN JUM!.AH 

l. PEM13AYARAN DARI 

,) PERSEWAAN KAMAR Rp. 

3) PEN,IUALAN MAKANAN DAN MJNUMAN Rp. 
~) FASILITAS HOTEL Rp. 

J) PELAYANAN l'ENUNJANC Rp. 

2. DASAR PENCENAAN PAJAK [OPP) Rp. 

3. rA.K.lF 10 •A 

4. >AJAKYANGTERUTANG Rp. 

5. "ENO/\TURAN PENGENMN / PENGURANGAN PAJAK •t Rp. 

6. r'UKOK PAJAK YAl'\G IIARUS DIBAYAR ~p. 

7. )(OMPENSASI PAJAK/ PA,JAK YANG SUOAfl DIBAYAR *) ~p. 

8. l',\JAK YANG AARUS DIBAYAR ~p. 
9. SANK.SI ADMJNISTRASI ~p. 

10. JUMLAli YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp. 

KENDARI, .................................... 

KEPALA BADAN PENDAPATAN OAERAH 

KOTA KENOARl 
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DITERJMA TU~ : 
TANDA 'T'ANGAN : 

rANO;t.1'EruMA PENYAMPlllA.N SKPDJ,I PRJT MAKAl'IAN OAN/ATAU MINUMAN 
NOMOR SKP'DN 
NAMA \VIWIU Pt\JAk 
MASA P1\JAK 

I 

............ ·-·-·····- .. ·--··-·····--- .. --·---------------·· PCYi"QN(l 1->fS.ISNl---···-··--------------------------------·H·-- 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. !I. ABDULLAH S!LONDI\E: NO, 8 KENDARI 

SURAT KE'l'ETAPA.N PAJAK DAERAB RilllL (BKPDN] 
PBJT ATAS MAKANAII DANIATAlJ MINUMA!f 

NO MOR ........................................................................................... 

I. TE LAH OILAKUl{AN PEMERIKSMN ATAS PELAKSAN.-..o.N KEWAJ!BAN PBJT ATAS MAKANAN 

DAN/KfAU MINIJMANTERHADAP: 

l. NAMA WAJIB PAJAK : 

'2. 11[.i\MAT WAJCB PAJAK 

3. NPWPD : 

4. .MASA PAJAK : 

Tl. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT Dl ATAS, JUMLAH PB.JT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 

YANG I IARIJS OIBA Y AR ADALAH SEBAOAJ BERIKU'T': 

rm URAIAN JUMLAH 
' 

l. PEMBAYANAN UAl<I 

A) PENJUALAN MAKANl1N DAN MINUMAN Rp. 
B) SERVICE CHARGE Rp. 

vi PENDAPA'T'AN LAIN-LAIN Rp. 

2. JASAR PENGENA/\N PAJAK (OPP) Rp, 

3. fARIF 10 'li 

4. PAJAK YANG 'T'E.RU'T'ANO Rp. 

5. PENGATUR!\N PENGENAAN / PENGURANGAN PA,JAK "] Rp. 

6. POKOK PAJAK YANG l:IARUS DIB./\-YAR Rp. 

7. KOMPENSASJ PAJAK / PAJAK YAN<.l SUDAH DIBAY AR *) Rp. 

8. ~AJAK YANG HARUS OTBAYAR Rp. 

9. :!ANKSl AOMINlSTRASI Rp. 

10. JU:'>!LAH Yl\:'<G MAS!H HARUS DrBAYAR Rp. 

KEll'DARI, .................................... 

KEPALA BADAN PENDAPA'l'AN DAERAR 

l(CYf'A KENDARI 
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MASA PAJAK 

TANDA Tl:":RIMA PF,;NYAMPAIAN SKPDN PBJT JASA KESENIAN DAN ~ITERIMA TOL : 
H(BURAN rANDA TANCA)I : 

NOMOR SKl'DN 

NAJIIA W AJIB PAJAK 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI,. ORS. H.. ABOUl,LAH SJLONOAE NO. 8 KENOARI 

SURAT KE'l'&TAPAll PAJAK DAER.AB lllBIL (SKPDIC) 

PBJT ATAS JASA KESJtNIAl'I DAR amuRAJr 
NOMOK ••.•••••••....•...••...•...•..•.••..••.•.••...•.•.••..•..•..•..•..•.....•..•.....••.•...... 

1. TEUH 011,AJ{UKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PB.JT ATAS .JASA KESENlAN 

DAN HIBURAN TERHADAP: 

I. NAMA WAJ!D PAJAK ; 

2. ALAMAT WAJIB PAJAK ; 

3. NPWPD : 

4. MASA PAJAK : 

n. DARJ PEMERrKSMN TERSEBU'l' 01 AT/IS, JUML/IH PBJT J,\SA Ke:81,NTAN DAN HlBURAN YANG 

HARUS D!BAYAR.ADALAH SEBAOAJ BERIKUT: 

NO URAIAN JUMLAR 
J. PEMDAYARAN DARI 

~) .JASA KESENlAN DAN HIBURAN t<p. 

e<) SERVTCF: CHARGE Rp. 

(;) PENDAPATAN LAIN-LAIN Rp. 

2. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) ~p. 
3. U\RIF 10%/40% 
4. l'A.JAK YANG Th:l<UTANG lt<p. 
5. PENOATURAN J'ENGENAAN / PJ::NGURANGAN PAJAK•) Rp. 

-6-:- PCJKOK PAJAK YANG HARUS DIBAY AR Rp. 

7. KOMPENSASl PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DJBAYAR "] ~p. 

8. PAJAK YANG HARUS DIBAYIIR Rp. 

9. SANKS! ADMINlS'fRASl Rp. 
10. JUMLAH YANG MASIH H/IRUS DIB.~YAR Rp. 

KENDARI, •.....•...........•••••............. 

KEPALA BADAN Ph:NDAPATAN DAERAH 

KOT A KENDARJ 
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PITERIMA TOI, 
lrANDA 1'1\NGAN : 

TANDA TERIMA PENYAMP:UAN SKPDN PAJAK REKLi\ME 

NOMORSKPDN 

NAMA WAJ!B PAJAK 
l\.fASA PA.JAK 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

,TL. DRS. H. ABDULLAH SII.ONIJ!\~; NO. 1:11<~:NllA~I 

SURAT KETETAPAlf PAJAK DAERAB R1HIL tSKPDII) 

PAJAK REKLAME 

NOMOR ••...••.....•.••..•.....•....................••...•....•.•......•..•••.....••••....••.••..• 

L TELAH DLLAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAK SAN MN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME TERHADAP: 

J.. NAMA WAJ!D PAJAK ; 

2. Al.AMAT WA.JIB PAJAK ; 

3. NPWPD ; 

4. MASA PAJAK ; 

11. DARI PEMERIKSAAN TERSEDUT DI I\TAS, JUMJ..AH PAJAK REKLAME YANO HARUS D!BAYAR 
AOALAH SEBAGAT BERTKUT: 

NO URAIAN JUMLAH 

!. REKI..AME TERPASANG 

A)JUMLAH 
• ~) UKURAN 

,::) Nll-Al DASAR [Rp. 
~) !.,AMA PEMASANGAN 

2. DASAR PENGENMN PA.JAK (DPP) [Rp. 
3. rrAR1Jr 25!.Yc 

4. ~AJAK YANG TERUTANG Rp. 

5. ~ENOATURAN PENOENAAN I PENOURANGAN PAJAK ') Rp. 
6. l'UKOK PAJAK YANG HAROS DlBAYAR ~P· 
7--:-- IKOMPF.NSAST PAJAK I PAJAK YANG sunAH mRAVAR ·11 p. 

8. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR !Rp. 
9. SANKS! ADMINJS'l'RASJ ,'p. 

10. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBI\YAR ~P- 

KENDARJ, .................................... 
KEPAI.,!\ BADAN PE:NDAPATAN DAIJ:RAH 

l{QTA KENDART 
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• 

TANDATERlMAPENYAMPAIAN SKPDN PBJTTENAGA LISTRIK 

NOMOR SKPDN 

NAMA WAJJ.B PAJAK 

MASA PAJAK 

OITERIMA 'l'UL 

TANDA 'rANOAN : 

PO'l'ONC OlSL'lJ-------··-----------·-·· 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDOU.AH $11-0NDAE NO. 8 KENDA.Rl 

SURAT KETl:TAPAII PAJ.IUC DAERAR MlHIL ISKPDN] 
PBJT ATAS TIINAOA LISTRIK 

l'IOMOR ........................................................................................... 

t, TEL~! I DILAKUKAN PEMERlKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJTSAN PB.IT ATAS TENAGA LISTRlK 

TERHADAP: 

1. NAMA WAJlB PAJAK : 

2. AL.AMAT WAJ!B rAJAK : 

3. NPWPD : 

4. MASA PAJAK : 
JI. OARJ P&MERJKSAAN TERSEBU'T' DI ATAS, ,JUMLAH PBJT ATAS TENAGA Ll.STRJK YANG HAR US 

DIBAYAR ADALAH SEBAOAI BERIKUT: 

NO URAIAN JUMLAH 

1. JUMI..AH TAGIHAN PELANGGAN GOL/TARIF 

A) SOSIAL/ S Rp. 
1:J) RUMAH TA.NGGA I R Rp. 

::) BISNIS / B Rp. 

IJ) 11\l)USTR.l I r Rp. 

E:) LAYANAN KITUSUS / L Rp. 

2. DASAR PENGl,;NAAN PAJAK (OPP) Rp. 

3. "'ARIF LO ')'< 

4. PAJAK Y ANO TERU'l'ANG Rp. 

5. >ENGATORAN PENG.ENAAN / PENGURANGAN PAJAK*) Rp. 

6. '()KOK PAJAK YANG H/\RUS DIBAYAR Rp. 

7. ,OMPE'NS/\Sl PAJAK f PAJAK Y/\NG SUDAH lJIBA\'AR ') Rp. 

8. >AJAK YANG H/\RUS DlBAYAR Rp. 

9. SANKSJ ADMINTSTRASI Rp. 

10. JUMLAH YANG MASIH HARUS DLBAYAR Rp. 

KENDARI, .................................... 

KEPALA BADAN l?ENDAPATAN DAERAH 

KOTA KENDARl 
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I I 

OITF:RIMA TOI. : 

TAN01\ TAl'ICAN : 
it'ANDA T~;RIMA PENYAMPAIAN SKPDN PBJTTENAGA USTRJK NON PLN 

~OMORSKPDN 
NAMA \VA,IIR PA.l.\1( 

~!ASA PAJA!< 

--·------···------------------ 1,0·1'0NO OIS!SNI 

KENDARI, . 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAII 

KOTA l<ENDARJ 

NO URAIAN JU!v!LAH 

l. PENOGUNAAN PEMBANGKIT USTRIK 
A) DAYA TERPASANG w 
B) JAM PENGGUNAAN JAM 

,.;) BIAYA PEMAKALAN PER KWH ~j>. 

D) FAKTOR DAYA 

2. iJASAR PENOENMN PAJAK (OPP) Rp. 

3. AR!F' 1,5 % 

4. ~AJAK YANG TERUTANG Rp. 

5. ~ENGATURAN PENGJ:)NAAN / PSNGURANGAN PAJAK ') Rp. 
6. l'VKOK PA.JAK YANG HARUS DIBAYAR j'"P· 
7. KOMPt,;NSASI PA.JAK / PA.JAK VANG SUDAII D!BAYAR ') • <p. 

8. PA.JAK YANG HARUS DIBAYAR xp, 

9. SAN I<SJ ADMINISTRA.SJ <p. 
10. JUMLAH YANG MASll:l HARUS DIBAYAR Rp, N I H I L 

I. TELAH DTI,AKUKAN PEMERlKSAAN ATAS PJ::LAKSANAAN KEWA.JIBAN PB.IT ATAS TENAGA LISTRIK 

NON PLN TERHAOAP: 
l. NAMA WA.JIB PA.JAK 

2. Al.AMAT WAJIO PAJAK : 

3. NPWPD 

4. MASA PAJAK 

IL DARJ PEMERJKSAAN TERSEBUT DI ATA!:;, JUMLAll PDJT ATAS TENAGA LISTRIK NON PLN YANG 
HARUS D!BAY AR ADA LAH SEBAGAI BERIKUT: 

SURAT KET&TAPAll PAJAK DAERAB 11IH1L (SKPDl{I 

PJl,JT ATAS TENAGA LISTJUK NON PL!I 
NOMOR .....•••........•....•.•.•.........•...........•.....•..................................... 

PEMERINTAH KOTA KENDARl 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH Sff,ONOAE NO. R T<f:NllAIII 
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ITERIM.\ TOL : 
ANDA TANOAN: 

'ANDA 'I'ERIMI\ J>r;NY,\MPAfAN SKPDN PBJT ATAS JASA PARKIR 

OMOR SK!'l)N 
l'IAMA WA,JIB P.I\.IAK ! 

!ASA PAJAK 

-··----··---------------· P<YJ'ONO. DISTSNI -------·-------------- 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SIWNDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KffETAPAJ!I PAJAK DAltRAH lmlIL (SKPDN) 

P8JT ATAS JASA PARKIR 

NOMOR ........................................................................................... 

I. TEL.AH 011..AKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAf'I KE:WAJl6AN P6JT A1'AS JASA PARKIR 
TE:RHADAP: 

L NAMA WAJID PAJAK : 
2. ALAMAT WA.JIB PAJAK ; 

3. NPWPD : 

~. MASA PAJAK : 

II. DARJ PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, ,JUMLAII PO.JT ATAS JASA PARK.TR YANG llARUS DIDAYAR 
Al)ALAH SERAGAI BERIKCJ'l': 

NO URAIAN JUMLAH 
r, PENGGUNAAI\' JASA PARJ.<JR 

~) PARKIR RODA DUA Rp. 

IB) PARKJR RODA EMl'AT Rp. 

2. DASAR PENGENAAN PA.ll\K \OPP} Rp. 
3. rrARIF 10 •v. 
4. >AJAK Y ANO TERU'fANO l<p. 

5. 'ENOATURAN PENOENAAN / PENOURANOAN PA.JAK ') l<p. 

6. -UKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR l<p. 

7. {OMPENSASI PA.JAK / PA.JAK YANG SUDAH DIBAYAR •) Kp. 

8. PAJAl< YANG HARUSPTBAYAR >Ip. 

g_ ~ANKSI AOMINISTRASI Rp. 

LO. JUMl.AH YANG MASll I liARUS Dl6AYAR Rp. N 1 M I L 

KENDAR!, .................................... 

l<EPALA BADAN PE:NDAPATAN DAERAIT 

KOTA KENDARJ 

I \ 
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DITERIMA TGL, : 
TA,_"IDI\ TANGAN : 

TIINDA TERIMA PENYAMPATAN SKPON PAJAK /IIRT:\111\11 
NOMOR SICPDN 
N/\M/\ W.~JIB PAJ/\1( 
MASA PA.IAK 

-·-·-----·---- ••• P(YOONCi O{SlSN1 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

,JL. DRS. R. ABDULLAH STLONDAE NO. 8 KENDARJ 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIBIL tSKPDN) 

PAJAK AIR TANAH 

NOl',IOR ........................................................................................... 

I. TE LAH OILAKUl(AN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJlBAN PAJAK AIR TANAH 

TE:RA/101\P: 

t. NAM/\ W AJIB PAJAK : 
2. ALlilvlAT WAJIB PAJAK : 

3. NPWPD : 

4. MIISI\ PAJIIK : 

II. DART PRMF:RTKSAl\ "11 TF:RSF:RUT 1)1 ATAS, JUMI.AH PA,JAK AIR TANAH YANG HARUS DlBAYAR 

ADALAH SEBAOAI BERIKl.!I': 

NO URAIAN JUMLAH 

l. PENGAMBILAN ATRTANAFf 

A) VOLUME PENGAMBILAN Mc 
B) HARGA DASAR AIR Rp. 

I 2. DIISAR PENGENIIAN PI\JIIJ{ {DPP) Rp. 

3. [rARIF 20 °/c 

4. "AJAK YANG TERUTANG Rp. 

5. ~ENOATURA."11 PENCE~MN / PENCURANOAN PAJAK*) Rp. 

6. POKOK PAJAK YANG HARUS OIBAYAR Rp. 

7. KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAR DIBAYAR *) Rp 

8. PAJAK YANG HARUS DTBAYAR Rp. 

9. SANKS! /\OMTNISTRASJ <p. 
10. JUMLAH YA.NG MASIH HARUS DTBAY AR <p. N I H I L 

KENDARI, .................................... 

KEPALA. SADAN PENDAPATAN DAERAII 

KOT/\ l(ENDARI 

l ) 
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I DITERIMA TGL : 

TANDA TANOAN: 

T,\NDA TERIMA PENYAMPM,\N SKPDN PA.IJIK SARANG BURUNG- WAl,E1' 
NOMORSKPDN 

NAM/\ WJ\JIB PAJAK 
MASA PA.JAX 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAB fflHIL {SKPD!f} 

PAJAK SARAll'G BURONG WAL&T 
NOMOR ........................................................................................... 

I. TE LAH DILAKUKAN PEMERIKSM.."N ATAS PELAKSANAAN KEWAJlBAN PAJAK SARANG BURUNG 

WALET TERH1\DAP: 

l. NAM/\ WAJIB P,\JAK ; 

2. Al.AMAT WAJIB PAJAK : 

3. NPWPD ; 

4. MA$/\ PAJAK ; 

11. DARI PF.MRRIKSAAN 1'RRSRRUT DI A1'AS, JUMI.AH PA..IAK AIR TANAH VANG HARUS Dlf!AVAR 

ADALAH SEBAOAJ BERIKUT: 

NO URAJAN JUMl.AH 

I. n>Ji:NGAMBILAN SBW 

N VOLUME PENGAMBILAN Mc 
a) IIARGA DASAR SBW Rp. 

2. ~ASAR PENGE:NAAN PAJAK (DPPi Rp. 

3. if ARIF 20 o/. 
4. ~A.JAK YANG TERUTANG Rp. 

5. rENOATOAAN PENOENAAN / PENOURANGAN PAJAK•) ~p. 

6. POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR ~p. 
7. KOMPENSASI PA.JAK / PA.JAK YANG SUDAH DlBAYAR ") {p. 

8. PAJAK YANG HARUS D!BAYAR l(J). 

9. SANKS! ADMTNTS1'RASI Rp. 

10. JUMI.AH YANG MASTH HARUS DIBAYAR Rp. N I H I L 

KENDARJ, .................................... 
KEPAl.A SADAN PENDAPATAN DAERAII 

KOTA KENDARI 

( l 
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nl'l'ERJMA TO!. : 
TANUA TANOAN: 

rA.NOA T!l:RIMA PENYAMPAlAN SKPDN P,\JAK MBLB 
NOMOR SICPDN 

NAMA WA.JIB PAJAK 

MASAPAJAK 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDUl,I.AH SIJ..ONDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAR llJHil, (SKPDII) 

PAJAK 11411LB 
NOMOR •••••••.•••.••....•••.•••...••......•.......••..•...••...•• ., .............................. 

I. TELAl·I DllAKUKAN PEM.ERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK MBLB TERHADAP: 

1. NAMA WA.JIB PAJAK : 

2. AIAMATWAJJB PAJAK : 
3. :'IPWPD ; 

4. MASAPAJAK ; 

11. DARI PEMERIKSAAN 'fl::RSE:BUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK l\,fBLB YAN.C f!ARUS DrBAYAR ADALAH 

SEBAOAJ l:!t:RIKUT: 

NO URJ\JAN JUMLAH 
1. DE:NGAMBlLAN MBLB 

/\) VOLUM8 i?ENGA.\!BlLAN M: 
8) HAl<GA l'ASAR/STANDAR MALA [Rp. 

2. DASAR PENOENAAN PAJAK (OPP) Rp. 
3. TARIF 20 '¥. 

4. 0AJAK YANG TERUTANO <p. 
5. "ENGATURAN PENGENAAN / l'l::NGURANUAN PAJAK') ~p. 
6. POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp. 

7. KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANO SUDAH DIBAV AR') ip. 

8. DAJAK YANG FIARUS D!BAYAR <p. 
9. SANKSI ADlvTINISTRASl ~p. 
10. Ju"Ml.AH \'ANO MASIH HARUS DIBAYAR Rp, N l H I L 

KENDARI, ...............•.................... 
KEPAl,A SADAN PENDAJ'ATAN DAERAII 

KOTA KENDARI 

I l 

-··· .. . ... . --·· ... .. ·- .... , ..... ~·~· -··· - - -· - 
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DITE:RIMA TGL : 
TANDA TANOAN : 

!'ANDA 'rE:RIMA PEHY/\.\IPJ\JAN SKPDN BEA PEROLE!ifu'I HAK ATAS 

~ANA}! ()AN RANGUNAN 
i'IOMOR SKPDN 

"AMA WAJIU PAJAK 
ll!ASA PAJAK 

POTONG DISISNI 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

.n, IJl'1S. M. AHfJlJJ,L!IH SJJ..CJNfJAE NO. 8 KENDARJ 

81.JRAT KETIITAPA!i PAJAK DAER.AH N1HIL JSKPDNJ 

BEA PEROLBBAB HAK ATAS TAl'IAII DAN BANGUIIJ'AN 

NOMOR ·························································································- 

,. TELAH DIT.AKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PEJ.AJ<SANMN KEWAJIBAN BEA PEROLEIIAN JIAK ATAS 

TANAM DAN l:!ANUUNAN TEl<HAUAJ': 

l. NA.MA WA.JIB PAJAK : 

2. ALAMAT \VAJl13 PAJAK : 

3. NPWPD : 

4. MASA PAJAK : 
[l. DAR! PEMERIKSMN 1'ERS£,;J:lU'C IJI ATAS, JUMLAB BEA PEROLEHAN HAR ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN YANG HAR-US DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT: 

NO URAIAN JUMLAH 

l. ~POP Rp. 
2. ~POPTKP Rp. 
3. NPOPKB Rp. 

4. ~!<IP Rp. 

5. 3PHTB YANG TERUTANG 5 % 

6 'ENGATURAN PENGENAAN / PENC'.IJRANGAN PA,JAK •J l<p. 

7. -UKOK DPHTB YANG HARUS 0!131\YAR xp, 

8. <OMPENS/\Sl PAJAK/ PAJAK YANG SUDAli DlBAYAR •) Rp. 
9. ~PHTB YAJ\G MARUS DIBAYAR «p, 

JO. SANKS! ADMINISTRASJ t<p. 

n JUMLAH YANO MASIH HARUS IJ!BAYAR IRp. NlHTl, 

KENDARl, .. ,. ...•...........................• 

Kl!:PALA BADANPENDAPATAN DAERAH 

KOTA KENDARI 

( I 
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1~\NDA TERIMA l'ENYA.,tf>AlAN SKPUN PBBCP2 

NOMOR SF.'PDN 
NAf\fA WA.JlB PA,FAK 

MASAPJ\JAK 

DTTERIMA TGL : 

TA.'IDA TANGAN : 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

,TL. ORS. H. AF!OUl,LAH Sil.ONIJ!\~; NO. I\ Kf;NIJ!\RI 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAB RIHIL !SKPDN"I 

PBB-1'2 

NOMOR ........................................................................................... 

I. Tli:LAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJ!BAN PBB-P2 TERHADAP: 

l. NAMA WA.lit! PAJAK 

2. AL.AMAT WA.JIB PAJAK : 

3. NPIVPD : 
4. MASA PAJAK : 

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBB-1'2 YANO HAR US DIBAYAR ADAI..AH 
SEBAOAl BERIKU1': 

NO Ul-(AIAN ,JUMLAH 

1. NPOP Rp. 
2. NPOPTKP Rp. 
3. NPOPKB ~p. 
4. lfARIF Rp. 
5. ~PHTB YANG TERU'TANG 0.3 %/0.25 o/. 

6. PENGATURAN PENGENAAN / PENGUR'\.NGAN PAJAK*) Rp. 
7. ~OK.OK BPHTB YANG HARUS DlBAY!\R ~- 
8. KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DlBAYAR 'I ~. 
9. BPHTB YANO HARUS DIBAYAR ~p. 
10. SANKS! ADMINISTRASl t<p. 

I I JUMLAH YANO MASJH HARUS nrBAYAR «p. NTHIT. 

KENDARI, .................................... 

KEPALA 13AOAN PBNDAPATAN DAERAIT 

KOTA KEl'IDARl 

I I 

·-· . ............. ~ . ._, ............ , .. - -··- - ··- 
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~·--··--···-······--··40-····---····- P<.>'i'ONC DISINI ••••• ·······----·--·--·--------·-·-···------- 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. R. ABDULLAH SJWNDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KE'r£TAPAJr PAJAK DAERAR LEBm BAYAR (SKPDLB) 

PBJTATASJASJlPERHOTltLAll 
NOMOR .............................. , .... , ........ , ............... ,_, ............................. 

I. TF.1..Af{ Dll..AKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PBJT ATAS JASA PERHOTELAN TERHADAP: 

l. NAMA WAJtB PMAK : 
2. ALl\.\11\T W AJIB PAJAJ{ : 
3. NPWPO : 
4. MASA PAJAK : 

n. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAJ-1 Parr ATAS ,IASA PERHOTELAN '\'ANO HARUS 
UIBAYAR ADALAI I SEAAGAI BERIKU1': 

NO URA!AJII JUMLAH 
1 JiiEMBAYARAN DARr lRp. 

,\) PERSEWAAN KAMAR Rp. 

BJ PENJUA.LAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp. 
CJ FAS!UTAS HOTEL lRp. 
lo) PELA)'ANAN rENUNJANG Rp. 

2 DASAR PENOEN!\AN PAJAK (DPP) Rp. 
3 lrARIF 10 01, 

4 PA.JAK YANG TERUTANG Rp. 
5 PENG/\TURJ\N PE:NGENAAN / PENCURANOAN PAJAK*) Rp. 

6 roKOK BPHTB YANG 'AARUS OJBAYAR Rp. 

7 l<OMPENSASJ PAJAK { PAJAK YANG SlfO.o\H DI BA VAR •J'Rp. 

8 UUMLAH YANG LEBIH BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA Rp. 
irERUTANG 

"lsl<l:IILANG 

KENDAR!, ..•.•.•••.•••....••.•.•.•.•..•••••.• 

K!l:PAL,\ OADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA KENDAR! 

' • 
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!ll'rE:RIMA Tm, : 
TANDI\ TANOAtl ; 

tr ANDA TERrMA PENYAMPAIAN SKPDLB PBJTATAS JASA PERHOTELAN 
NOMOR SKPDLD 
NIIMI\ WII.ITB Pil.JAK 
MASA PA.IAK 



I 

I DITl::RIMA TGI. : 
TANDA TANGJl,'I : 

PBJT ATAS MAKANA'l TA.NOA TERIMA PENYAMPAIAN SKPDLB 

DAN/ATAU MINUMAN 
NOMOR SKPDLB 
NAMA \VAJJB PI\Ji\K 

MASI\ P.-\JAK 

l'Ol'ONO r,1srr>11 - ... 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI,. DRS. H. ABDUi.i.AH $11,()NOAI•: NO. 8 KRNDARI 

SURAT KET&TAPAB PAJAK DA:&RAR LEBIH BAYAR (SKPDLBI 
PBJT ATA8 IIIIAKAlfAN DA!I/ATAU NDllJMAlf 

NOMOR ........................................................................................... 

I. TELAH DILAKUKAN l'EMERlKSAAN ATAS l'BJ'l' ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 

TERHADAP: 

I. NAMA WAJ!B PAJAK : 
2. ALAMA'l'WAJIB PAJAK ; 

3. NPIVPD ; 

4. MASAPAJAK : 

11. DARI PEMERIKSAAN TERSEBU'I' DI ATAS, JU.\!LAH PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 

Y!1NG Hl1.RUS DIBAY AR ADii.LAH SRAACTAI AP.RIKUT: 

NO URAIAN JUMLAH 

1 PEl',JllAY/\RAN DARI Rp. 
~I PENJUALAN MAKANAN DAN MJNUMAN Rp. 
BJ SERVICE CHARGE <p . 

..;) PENDAPATAN LAIN L!\JN ~p. 

2 LJASAR PENCENAAN PAJAK (DPPf Rp. 

3 rARIF 10 ')'< 

4 ~AJAK YANG TERU1'ANG Rp. 

5 PENGATU.RAN PE?iGENAAN / PENGURANGAN PAJAK •I Rp. 

6 ~KOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR Rp. 

7 ~OMPENSASI PA.IAK / PAJAK YANGSUDAH DIBAYA.R ") Rp. 

8 IJUMLAII YANC"c LEBIH BAYAR I TIDAK SEHARUSNYA Rp. 

rERU1'ANG 

~ERBILANG ; 

KENDARJ, .................................... 
KEPALA SADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA KENDARl 

I I 
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I 

fANDA TERIMA PENYAMPAL\N SKPDLD PBJT ATAS l<ESENIAN DAN 

HTBURAN 
NOMOR SKl'DLB 

Nf.MA WA.JlB PAJ.AK 
MASAPAJAK 

DITERIMA TGI., 
TANDA TANC'.AN : 

f'OTOl\O DtSlNI ---·· 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. ORS. H. ABDUi-LAH $1!,0NOAE NO. 8 KENOARI 

SURAT KET~APAJ< PAJAK DAEAAIJ LEBm BAYAR {SKPDLBI 

PBJT ATAS JASA RESENIA1f DAN .mBURAll 

NOMOR ........................................................................................... 

l. TEl,AH DlLAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS f'BJT ATAS KESENlAN DAN HJBURAN TERHAD/1.P: 

I. NAMA WAJID PA.IAK : 

2. ALAMAT WA.JIB PAJAK : 

3. NPWPD : 

4. MASA PAJAK 

u. DARI PEMERlKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJT ATAS KESENlAN DAI\' HtBURAN YA;\IQ 

l:IARUS DIBAYAR AOALAH $(;;8AG/\I BERIKUT: 

NO URAIAN JUMJ.AH 

l PEMDAYARAN DARI Rp. 

~) PENJUAL,'\N TlKET / LAYANAN '<p. 
Bi Pe:NJUALAN 1,tAKANAN DAN MINUMAN Rp. 

C) SERVICE CHARGE 

Pl PENDAPATAN LAIN-LAIN Rp. 

2 DASAR PENGENAAN PAJAK (OPP) Rp. 

3 fARIF I 00-'> / 40% 
4 PA,J,\K YANG TF:RUTANG l<p. 

5 PENGATL'RAN PENOENAAN / PENGURAl\'OAN PAJAK <I Rp. 

6 l'\JKOK BPllTB YANG HAR US DlBAY AR Rp. 
7 ~01\,ll'ENSASl PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DIRAYAR *) Rp. 

8 UMLAH YANG 1.,1!:1:!lH. l:!AYAR / TUJAK SEHARUSNYA Rp. 
rERlJTANO 

rERBll.ANG : 

KENDA.RI, .................................... 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA KENDARI 

' I 
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I I 

nrrKRI MA TOI. 
TANI).\ 'l't\NCAN : 

rr'ANDA TERIMA PENYAMPJ\JAN SKPDLB PAJAK REKLAME 
NOMOR SKPDLB 
NAMA Wll.flB Pi\.JAK 
MASA l'AJAK 

- -------------4------·-- l'Ot'ONO UlSLNL ---------- 

0 PEMERINTAH KOTA KENOARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH $1LONlll\i;; NO. 8 KENDARI 

SURAT KETETAPAl! PAJAK DAERAB LEBIH BAYAR (SKPDLBJ 
PAJAK RBKLAME 

NOMOR ........................................................................................... 

l. TELAR Dtl..AKl)KAN PEMERlKSAAN ATAS PAJAK REKLAMETERHADI\P: 

l. NAM/\ WAJlD PAJAK : 

2. ALAMAT W /\JIB PAJAK : 

3. NPWPD : 

4. MASI\ PI\JI\K ; 

11. DARI PBMERIKS/\1\N TERSEBUT DJ ATAS, JUMLAfl PAJAK REKLAME YANG H.I\RUS DIBAYAR 
/\DAI.AH SEBAGAI BERIKUT: 

NO URA!AN JUMLAH 

l IREKL1\ME TERPASANG 

V\) JUMLAH 

~)UKURAN 

C) NILA! DASAR l<p. 

0) LAMA Pl::MASANGAN 

2 DASAR PENOENAAN PAJAK (OPP) Ri>, 
3 ~ARIF 25 ~ 
4 PAJAK YANG TERUTANG !RP· 
5 PENGATURAN PENOENAAN / PENOURANOAN PAJAK*) IRp. 
6 roKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR Rp. 

7 KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAR DIBAYAR ') Rp. 
8 JUMLAH YANG LEBIR BAYAR / TIDAK SEHARUSNYA !RP· 

rr'ERUTA~G 
~ERBll..ANG : 

KENUARI, .................................... 

KEPALA BAOAN PENDAPATAN DAERAH 
KOTA KENOARI 

( I 
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·------ POJ'ONO l>ISINI --·--·--·--· ·----~---··---- ·-·--- --------·--·-- 

DITERIMA T(}L : 
TANDI\ T • .\NGAN : 

rANDA 'i'ERIMA PllNYAMPAlAN SKPDLB PBJT ATAS TENAGA LISTRIK 
~IOMOR SKPDI.B 
!NAMA W.'-JfB ?AJA!< 

~ASA ?AJA~ 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. AHDUI.I.AH SIWNDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KETETAPAft' PAJAK DAERAH LEBO{ BAUR (SKPDLB) 
PBJT ATAS T£JlAGA LISTRIK 

NOMO~ ................................................................... "" ... " ............... 

I. TELAH DILI\KUKAN PEME:RIKSAAN ATAS PBJT /IT/IS TEN/\CA LISTR!KTERHADAf': 
l. NAM/\ IVAJIB PAJAK : 
2. ALAMAT WAJTI) PAJAK ; 

3. NP\VPD : 
4. MASI\ PAJAK : 

D. 0/\Rl PEMERIKSAAN TER$EOUT DI ATAS, ,JUMLI\H PBJT A'rAS TE~AGA LISTRIK YANG HARUS 
DrRAYAR ADALAH SEBAGAI BE:R[J(UT: 

NO Ul<AJAN JUMLAH 
I JU.MLAH TAGUHAN PELANGG.AN GQI,f TARIF 

A) SOSIAL / S IRp. 
RJ RUMAH TANGGA / R Rp. 
f::) BISNIS I B Rp. 
D) INPUSTRI / I Rp. 
E) LAYANAN KHUSUS / L Rp. 

2 DASAR PF:NGF.NAAN PAJAK (OPP) Rp. 
3 rARIF 10 o/c 

'-r PAJAK YANGTERUTANO Rp. 
5 <'BNOATURAN PENGBNAAN / PENGURl\l'<GAN PAJAK•) Rp. 
6 ll'UKOK Hl'HTB Y /ING HARUS DIBAYAR Rp. 
7 IKOMPENSASI PAJAK j PAJAK YANG SUOI\H DIBAYAI< ") Rp. 
8 JUMLAH YANG 1,EBJll 13AYAR / TJDAK SEHARUSNYA Rp. 

rrERUTANG 

E:RBILANG : 

KENDARI, .................................... 

KEPALA SADAN PENDI\PATAN DAERAH 

KarA KENDARI 

I \ 
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'1----------l 

DITI,RJMA TOI. : 
TANDA TANGAN: 

lrM!OA TERThlA PENYAMPAIAN SKPULB PBJT ATAS TlsNAGA LISTRIK 
INoN PLN 
NOMOR SKPDLB 

!'<AMA WA.JIB PAJ,IK 
MASA rAJAK 

-·-··----·--···· POTONO DISU\L-- 

• PEMERINTAH KOTA KENDARl 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH $11.0NOAE J\10. 8 KENDARJ 

SURAT KETETAJ'AN PAJAK DilRAH LEBUI BAYA.R (SKPDLBI 
PBJT ATAS Tl!:l9AGA LISTRll( 11019 PLll 

NOMOR .......................................... , ................................................ 

J. 'l'ELAH D!LAKUKAN PEMERlKSAAN A'l'AS PBJT ATAS 'rENAOA LIS'l'RlK NON Pl,N 1'ERHADAP: 

l. NAM/\ WA,JlTl PAJAK ; 

2. ALAMAT WAJIB PAJAK : 

3. NPWPD : 
4. MASI\ PA,11\K : 

IL DARI PEMERIKSMN TERSEBUT Dl ATAS, JUMLA.H PBJT ATAS TENAGA LISTRIK NON .PLN YANG 
HARUS DIBAYARADALAH SEBAGAI BERlKU'l': 

NO URAIAN JUMI.AH 
1 0ENGGUNMN PEMBANGK!T Llb'TRIK 

A) DAYA TE:RPASANG V, 
B) JAM PENGGUNMN -JM 

q BII\YA PP.MAKAIAN PF:R KWH Rp. 
DI l'AKTOR DAYA 

2 DASAR PENCENAAN PA.IAK (OPP) Rp. 
3 "'ARIF 1,5 o/, 

4 nAJAK YANG 'J'J,:l{UTANG Rp. 

5 iPENGATURAN Pl::NGENMN { PENGURANGAN PA.JAK •j Rp. 

6 IPOKOK BPHTB YANG HARUS DlBAYAR Rp. 

7 iKOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH Dll:IAYAR •) Rp. 

8 UUMLAH YANG LEDIH BAYAR / TIDAK $1,;HAl<USNYA Hp. 
~ERUTANG 

l'ERBTLANO : 

KENDARI, .................................•.. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA KENDARI 

' • 
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trANDA TE:R!MA rE:NYAMl'AlAN SKl'OLB PBJT ATAS JASA PARKTR 

NOMOR .SKPDLB 
~AMA W/\.IIB PA.IAK 
MASA P1\JAJ( 

I ' 

Ol'l'll:RIMA t'GL : 
1'ANDA TANOAN ; 

------·---------- .. -·--·-----------·-·-----·- POTONO D!SlNI ..... 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI,. DRS. H. ABDULLAH SIWNDAE NO. 8 KENDARl 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBDI BAYAR (SKPDLBI 
PBJT ATAS JASA PARKIR 

NOMOR ..... - ..................................................................................... 

i. TEl..AH Dll..AKUKAN PEMERlKSAAN ATAS POJT ATAS JASA PARKJR TERHADAP: 

1. NAMA WAJlB PAJAK : 

2. ALAMAT WA.116 PAJAl< 

3. NPWPD : 
4. 1\,11\SA PA.JAK : 

Tl. DART PEMERIKSAAN Tl>RSEBUT DI ATAS, JUMLAH PBJ'r ATAS JASA PARKlR YANG HAR US 

DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT: 

NO URAlAN JUMLAH 

l "'EMBAYARAN DARI 

~) PARKIR RODA DUA Rp, 

'3) PARKIR RODA l!:)APAT ATAU LEBfH Rp. 

2 l()ASAR PENGEN.I\AN PAJAK (OPP) Rp. 
3 IJ'ARIF 10 '){ 

4 PAJAK YANG TERUTANG Rp. 
5 PENGATURAN l'ENGENAAN I PENGURANOAN PAJAK•) l{p. 

6 l'UKOK BPHTB YANG HARUS DlBAYAR Rp. 

7 KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR ') Rp. 

8 JUMl,All YANG LEBlll BAYAR / TIDAK SEllARUSNYA Rp. 

II'ERUTANG 

~ERBILANG : 

K.ENDARI, .................................... 

K.EPAJ..A BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA IIBNUAl<I 

I \ 
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DITERIMJ\ TGL : 
TA!l'DA T J\NGAN ; 

1,'A:IIOA TERIMA PENYAMPAJJ\N SKPDL9 PAJAK AIR TANAH 
NOMOR. SKPDLB 
INAMA WA.rlR p,>.JAJ( 
MASA PAJAK 

I ' 

- ----·----------· -----···-- l'OTONU U1SJ.(lll ----------- -------·-----· 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT KltTETAPAN PAJAK DAERAH LEBIR BAYAR (SKPDLB) 
PAJAK AIR TANAH 

NOMOR ........................................................................................... 

r. TEI.AH DIL.AKUKAN PEMERTKSAAN ATAS PAJAK AIR TANAfi TERHADAP; 

I. NAMA WA.JIB P1\,JAK : 
2. ALAMAT WAJIB PAJAK 
3. NPWPD : 

4. MASA PAJAK ' 11. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK AIR TANAH YANG HA.lW8 DIBAYAR 
ADALAH SEBAOAI BERIKUI': 

NO URAIAN JUMI..AH 
I ..-ENGAMBILAN ATR TANAH 

A)VELUME l'ENGAM1311..AN M3 
It') HARGA DASAR AIR Rp. 

2 IUASAR PENOi,;NAAN PA.JAK (OPP) Rp. 
3 rrARJF' 20 % 
4 PAJAK Y /I.NG TERUTANC Rp. 
5 PENOATURAN PENGENAAN / PENGURANOAN PAJAK•) Rp. 
6 l'UK()K BPHTD YANG HAIWS DIBAYAR Rp. 
7 KOMPENSASJ PAJAK/ PAJAK YANG SUDAB DIBAYAR •J Rp. 
8 1uM!AH YANG LEBIHBAYAR / TIDAK St::IIARUSNYA 

I Rp. 
1i'ERUTANCl 

ll'ERBl!ANO : 

KENDARI, .................................... 

K£PAL/\ BAD/IN PE~DAf'ATAN DAERAH 

KOTA KENDARI 

' I 
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M'OATERH1A PENYAMPAIAN SKPD~B PAJAK SARANG BURUNG WALE'!' 
NOMOR SKPOl,6 
'AMA WA.JIB PI\J;\K 

MASA rJ\JAK 

-----·--- ····-· ---··---··-· POTONO DISINI-·--··--·---· 

DlTE;RlMA TGL : 
TANOA TANOAN: 

• PEMERlNTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAII 

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDA8 NO. 8 KENDARl 

SURAT KETETAPAH PAJAK DURAii LEBm BAYAR (SKPDLBI 

PAJAK SARANG BURUBO WALET 

NOMOR ........ , ......•.•.......•..............•••...•• ., ...............••.•........•......•...•.• 

r. TELAH. O!LAKUKAN PEMERIKSAAN /\TI\S p,\JAK SARANC SURUNQ \VALET TERIJA))/\P; 

l. NAMA WII.JIB Pll.11\K : 

2. ALAMAT WAJJB PAJAK : 
J. NPWPD : 
4. MA~ l-'A.JAK : 

LI. DARI PEMERIKSAAN TERSEflUT DI ATAS, JUMLAH PAJAK $ARA:"IO BURUNG WALE'f YANO 
MARUS DIBAYAR ADALAH SEBAOAl BERIKUT: 

NO URAIAN JUMT..AR 

J PENGAMBJI.I\N SBW 
A) VELUME PENGAMBILAN SBW Kg/On~ 
B) HARGA CASAR SBW Rp. 

2 DASAl< PEN01':NAAN PA.JAK ())PP) Rp. 

3 TARIF 10 o/c1 

4 "AJAK YANG TERUTANC Rp. 

5 "ENGA'l'URAN PENCENAAN / PENCURANGAN PAJAK•) Rp. 

6 roKOK BPHTB YANG HAl<US Dll:lAYAR Rp. 
7 KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANO SUDAH DIBAYAR *I Rp. 

8 UUMLAII YANG LEBIH BAY AR/ TIDAK SEHARUSNYA Rp. 
irERIJTANG 

~E:RBrLANG : 

KENl)ARJ •....•........•.....................• 

KEPAL-\ BADAN PENDAPA.TAN DAERAH 

KOT/\ K"ENOARr 

I I 
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I I 

TAN DA TERJMA rE:NY AMl'/\IAN SJ<PDLB PAJAK MBLB DITli:Rll\!A TGL : 
NOMOR SKPDLB TANDA TANOAN : 
NAMA WA.JIB PAJAK 
~AS/\ P/IJAK 

-·······----··----------· .POTONU UIBlNI ·-·--- 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

.n, ORS. H. ABDUlLAH SU,ONDAE NO. 8 KENDARl 

SORAT 11'.BTETAPAJI PAJAK DAERAH LEBm BAYAR (SKPDLBI 
PA.JAKKBLB 

NOMOR ........................................................................................... 

I. TELAH DILAKUKAN PEMERIK$AAN ATAS PAJAK MBLB TERJ-IADAP: 

1. NAMA WAJ!B PAJAK : 

2. ALAMAT WAJID PAJAK : 

3. NPWPD : 
4. MASA PAJAK : 

11. DARI PEMERIKSAAN TERSEBI.J'l' DI ATAS, JUMLAH PAJAK MBLB YANG HARUS DIBAYAR ADAL,\H 

SEBAGAJ BERIKUT: 

NO URAIAN JUMLAH 

J. IPENGAMBIL!\N MBLB 

~) VELUM8 PENGAMBILAN MBLB Ji.12 

B) R/1.RGA PASAR/STAND!\.R MBlB Rp. 

2 DASAR PENOE~AAN PAJAK (OPP) Rp. 

3 "ARJF 20 o/o 
4 >AJAK YANG TERUTANG Rp. 

5 ~ENOATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK •1 Rp. 

6 POKOK RPHTR YANG HARUS DIBAYAR Rp. 

7 KOMPENSASI PA,l/\K / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR •j Rp. 

8 UMLAn YANG LEBIII BAYAR / TlDAK SEMARUSNYA Rp. 

TERUTANG 

TERBILANG : 

KENDARl, .................................... 

KEPALA BADAN PENDAPJ\TAN DJ\ERAH 

KOTA KENDAR! 

( ' 
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DITERIMATGL : 
TANDA 'TANOAN : 

' I 

trANDA 'l'ERIMA P!!:~'YAMPAIAN SKPOI.B BEA PEROLEHAN HAK AUS T.'\NAH 
DAN DANGUNAN 
WOMOR SKPDLB 
INAMA WA.JIB PA,JAK 

MASA P . .o..JAK 

··--·-··········---······------- .-- PCtr'QfliO T)fSTM -·-··--------.-----··---------·---~- 

• PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

,JL. DRS. H. ABDULLAH SJLONDAE NO. 8 KENDARl 

SUl!AT DTl&TAPAI( PAJAK DA&RAH LEBm BAYAR (BKPDLB) 

BEA PEROLlmAN llAK A"!AS TAJIAB DAB BABOUJrAN 

NOMOR ......................................................................................... _ 

L TEUH DTLAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS se,, PE:ROl,EHAN l!AK ATAS TANAH DAN OANGUNAN 
TF.RHADAP: 

I. NAMA WA.JIB PA.JAK : 

2. ALI\MAT WA,118 PAJAK : 

:l. NPWl'O : 
4, MASA PAJAK : 

II. DARI PEMERIKSAAN TERSEBUT DI ATAS, ,IUMLAH BEA PEROLEIIAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN Y!\NO HARU8 DIBAYAR AOALAH SEBAGAI BERIKUT: 

NO URAlAN JUMLAH 

l Nl'OP 

2 NPOPTKP Rp. 
3 NPOPKB Rr,. 

4 fi'ARIF 5 % 
5 IPA.JAX YANG TEROTANO Rp. 

6 "ENGATURAN PE:NGENAAN / PENGURANGAN PAJAK*) Rp. 
7 POKOK BPIITB YANG IIARUS DIBAYAR Rp. 

8 !KOMPENSASI PA..IAK / PAJAK Y ANO SUD AH DIBAY AR ') Rp. 
9 UUMLAfl '/ANG I..EBI.H BAYAR / TlDAK SEHIIRUSNYA Rp, 

l"l•)lWTA~G 

-E:RBILANG : 

KENDARI, .................................... 

KEPAL'\ BADAN PENDAPATAN DAERAH 

K.OTA KEN'DARI 

I 1 
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"'ANDA 1'ERIMA PENY,\MP,UAN SKPIJl.8 PBB-P2 

~OMOR SKPDI.B 
~AMA IVIIJIB PAJA.K 
,\iA~A. PAJAK 

DITf:RIMA TCL : 

Tl\tiDJ\ T/\NGAN : 

--·------·-------·-·--- ..... _,,_ ·- POTONO OJSINL-· 

J ' 

0 PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JL. DRS. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 KENDARI 

SURAT l!ETETAPA.N PAJAK DAERAB LEBM BAYAR (SKPDLB) 
PBB-P2 

NOMOR ........................................................................................... 

L TJ':l.AH 011..AKUKJ\N PEMER!KSAAN ATAS PBB-P2 TERHADAP: 
1. NAMA WA.HR PAJAK : 
2. ALAMAT WAJJB PAJAK : 

3. NPWPD : 
4. MASA l'A.JAK : 

II. DARI PEMERIKSAAN TE:RSEBUT DJ ATAS, JUMLAH Pl!l8-~2 YANG HAt<US DIAAYAR ADAIAH 
SEBAGAI BERIKUT; 

-- NO URAIAN JUMLAH 
l NP<)P 

- 
2 i,POPJ'KP Rp. 
3 NPOPK.B Rp. 
4 11 A.Rir' 0.3 %/0.25 
5 ,.,AJAK YANO TERUTANO Rp. 
6 PENGATURAN PENOENAAN" / PENOURANOAN PAJAK•) Rp. 
7 POKOK BP8TB YANG HARUS DIBAYAR Rp. 
8 KOMPENSASI l'A.JAK / PA.IAK YANG SUDA.Ii 01.BAYAR "I Rp. 
9 µ-UM LAH YANG LEBJH BAY AR/ TIDAK SEHARUSNYA Rp. 

"F.RIJTANG 

rERBfl,ANG ; 

KENDARI, .................................... 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA KENDARI 

{ I 
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TF'RTMAKASIH T6LAM MEMBAYAR 1'AT/\K n,\ERAH lJNTUKPflMOAN<11TNAN KOTA KFNOAlU 

··- .. ··''···-···············"" ··-- NAf\fAJEI.J\S •.• .. •.•. -·· ..•... 

T,\N(iC'.AL 

\9'NJ?l l'AJ~Ji'. /'P'F.NYF.rflR. 

·- .... TANOOAI 
OITER.ll~" OL.El.1T.l:.M11A'r J'f'Z..UlA YA.A:AN PAJAK OAERAH 

'OOILN l'AJ..U. 

,.,- 
K.OOti t'l::'NYt'l'OKAN 

I I I I 

URMAN 11:J.!BA-\'ARAN 

ALA~tATWIJWl'AfAJ( 

SJK WAJIB PAJAK 

NAM1' WAitO r,\J.\JC. 

UNTUK_ SURATS.RTORAN PAJAK DARRAH 

LEMBAR l'EMEJUNTAH KOTA KENDARI 

BADAN PENDAPA TAN DAERAH 
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NIP. 
••·•·•••··············•••·····•··•····· 

N£P. 
Petugas Rekonsillasi 3 ]5 

NIP. 
·•·•········••···••·•··•·•············· 

Menyetujui, 
Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kendari 

Petugas Rekonsiliasi 2 NlP. 
14 

•......••.•..•.•••.........••...•••.•.• 
NIP . 
13 

........................................ 

Petugas Rekonsiliasi 1 Mengetahui, 
Kepala Bidang 

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Data Transaksi Pembayaran Pajak Daerah 
ini dibuat dcngan sebenarnya dan ditandatangani oleh: 

telah melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah untuk 

tanggal 10) bulan 11) tahun 12) dikarenakan 

adanya perbcdaan antara pelaporan pembayaran dari Wajib Pajak dalam 

SSPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD •j dengan data transaksi pernbayaran 
pada sistem informasi administratif perpajakan daerah. Hasil pembahasan 

rckonsiliasi tercantum sebagaimana terlampir. 

No. Nama I NIP Instansi Jabatan 

6) 7) 8) 9) 

Pada hari ini . . . . l) tanggal 2) bulan 3) tahun 

.......... 4) bertempat di 5), kami: 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

DERITA ACARA REKONSILIASI 
DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH 
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NIP. 
. ........•....•..••...•................ 

NTP. 
Petugas Rekonsiliasi 3 . .. . •. . . . . ... .•. ... . . . . . . .. . ... .. .. . . 14) 

NIP. 
··········••·•··•••··•··•·············· 

Menyetujui, 
Kepala Badan 

Keuangan dan Aset Daerah 

Petugas Rekonsiliasi 2 
NIP. 

NIP. . . . . . .. ... . . . . . . . . .. . ••. ... . .• .• .• ... . 13) 
.. . . ... ..... ... .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . 12) 

Petugas Rekonsiliasi l Menyetujui, 
Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kenda.ri 

Demi.k:ian Berita Acara Rckonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah ini dibuat 
dengan sebenarnya dan clitandatangani oleh: 

tel ah melalrukan rekonsiliasi penerirnaan pajak daerah untuk bulan 
. .. .. . . . . . . . . . . . . . 1 OJ tahun .. ... .. . . 11) clikarcnakan adanya perbedaan jumlah 
penerimaan pajak daerah antara nota kredit, rekening koran, lampiran rincian 
transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD dan/utau SKPD/SKPDKB/ 
SKPDKBT/STPD. Hasil pembahasan rekonsiliasi tcrcantum sebagaimana 
terlampir. 

No. Nama / NIP Instan13i Jabatau 

6) 7) 8) 9) 

Pada hari ini l) canggaJ 2) bulan 3) tahun 4) 

bertcmpat di 5), kami: 

BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK DAERAB 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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( , 

DJTERlt-itA "J'(';L. 

TANDI\ T/\NUAN 

TANOA 'l'&ff.lMA PENYAMPAIA.~ S'l'l'D l'A.JAK . 

NO~tOR S"l'PD 

Ni\MA WMrn PAJAK 

!i..lAAA PA.IAK 

---····---- ·----···---· --POTONO D($1ao.1 - ·---····--- --------· ------- 

'"''BHtlIW! 
1, PEMBJl.'f'ARAN YANG DtLAKUKAN M~J.E\V.,-.TI TANOOAL. ,JATUJ I 'l't::M.PO 01 ATA.Cl AlrAN UJKENAKA.111 SANKS! All~i.l.N!STR.ASJ 

llE;RUPA BUNO.\ 1% PER BUlAf( DARI .IOMJ.AH PAJAK YANO IW<US DIBAYAR. 
2. PEMBAYARAN .INI S'AH ,}JKA OIBUOlJlU 1i~RAAN VJ\LlDASI 8ANK ATAU TEMPAi_L\JN YANG OtruNJUK. 
3. .r\PABILA SAMJ>AJ ~TI\S WAFCTU Pl::NOA.JUAN KLllERATAN (3 BOIAN) WAJCB PAJAK TIOAK' Mt-;N<tA,rtTKAN KEBEf<A'.C'AN, 

JU1'lW I y ANG MA..C!IT-1 1 IARI ,~ OlBAYAR SEBAGAJAtANA TERSEBUT OJ A'J'AS A.K,__'\N orrACJl-1 U~NOAN $\JRAT PAKSA. 

KEJl'DARI . 
KEPAI.A BAOi\N P£NDAPATAN DIIERAH 

1'F~k1iJl,ANG 
llt JATUH TEM.P(")'"P'"&"M"B-'AY:;-A"~=,,.------------------'---------------' 
N. PP..MBAYARAN D!I.:\KtJ'KAN 01 

5 JUMLAH \'ANG MI\SIH HARUS OWAYA~'---------+--- 

lip. Kl DAI.AM 11,\l. ll/1.NOINO orrOl..AK A'rAu DlKABULlGV: s;.;at\GIAN 
(DENOA 60%f 

l~j,. J) OALI\M UAL K£BERATAN l>lTOLAK ATAU fllKABULJCAN 
SEll,\CWl (OS~DA 30')(,) 

Rp. 

"•· 

H) PEl'ffi.R3rrAN $KPOtra ATJ\S: 
u Ktrf'ERLAMBATAN r1t;NYA..\1PA!AN SJ"'J'l'U SbTh"'Li\.%-f DJB&l,!Jlv\N 

TE:CURAN TERI'UUS 
?.) WAJIB PAJAK VANQ TIDAi< \•11·:1..AKa'\.NAl<AN 1.:r,:\Vi'aJmAN 

Pv.MSUKUA.~ DAN '1'10.\K ME-1..AKSANAKAN KE\VAJlBAN OAf.A.M 
PR.OSt-:.S PP.ME,RJKSAA...-., 

(UUNGA 2.2 %/BUl.AN .a. K&.'cAI.K.I\N SF.BAAA.~ 50% UNTUK Pu.rr/+ 
Ke'IAIKAN SEBESAR: 1$% UITTl.71\. SBI.AIN PH,.11' J 

ll PENERBITAN SKPUKJTI' (KENAIX..\N l®,I 

Rp. F) UN'l'UK 6lf?l{QA ,\NOSURI\N'/PENUNDM"'I PF,:f\18.'\Y.I\RJ\N l'.'\.,ri\K 
(3UNOA 0.6 %{BULAN) 

t-:Os,J-;Pa;P.::-;NltRBlTAN SKPDK13- AT/\S PAJAK IJAl~l(AH YANO Kl]RA'N~G~l-,R,-p-. ------­ 
.1\TAU TIDAK OIMYAR DARI l.fASn, PE1'fERll(SAA'I (01JNOA .l.8 
%/BULAN) 

Rp. - ~ SKPDKB, !jKPl)KBT, SR ~M61}TtfLAN, PlffU.tiA.N BANDINO, 
P111'USA.N PK. PADA ~J\AT JATOH Tl~~INJ PELUN,\SAN 'tTOAK 
J\TAU i<URANG- BAYAR {AUN<.iA 0,6 %}BUI..ANJ 

Rp. 0) PE.Nl::R6ITAN STPO Al'A~ l<.1$KURANOAN Pt:MUAYARAN AKfftA.'l' 
$Au\H 1'Ul1$ 01\N/ATAU SAL.All TIJTUNO YANG DrPEROr.Eli 
UAN.1 Lil\SlL PENET...J'l1AN (BUNOA lo/o,/HlllAN) 

Cl 1'=.'"'Tl:H~l-AMDATA."l A'fAU KBKURt\.NOA.N f''™.OAYARI\N (.l:JUNOh Rp. 
1%/Bln.AN} 

Bl PtMB!!'rUI.AN SPl'PD (BUNG,\ I %/Bl/LANJ Rp. 

2 KOMP£N'l-"Sf PAfhK / PA,JhK YMG SUOAH DIJ3AYAR ') Rp. 
J PAJAK YAt\10 HARUS OiRAY.t\R Rp. 

I~ SA \rt Sr ADM'[NlSTRASr 

AJTIDA.KMe:NYAM~,P~A~l~KA"N""Sl'l';;;;;;P.:-,Ol~l{P,.-,.fOO""'.O"O~O~J-------t-,R~J~>.--------------1 

{'IOMOR ., . 

J, TEI.Ari UJlJ\KUK.'i.N PltNJ:.:Ll'flAN /rF.Mll!RU\SAi\N / PH·Mli;RJKS..\AN UI..ANO /PEMERlkSAAN BUK"n l'li;Rf\(ULI\AN -) ATAS 
JJELA.~AANA..\..l'i l{EWA.J.lll,\[\'PAJAK ~········· 1'ERHADAP: 

l. NA.\JA \Y.AJfl:J t'A..'AK. 

1. MJ\MAT WA.JT8 PAJAK 

n, NP'WPO 

IL DARI rENt,;W'flAN / PEM!!!RIKS/u\N / PEtl,Utf{ll{SMN ULAN(i I PBME:R.1K.'iAAN DUKTl Pl!t<.MVLA.t\N•I TERSBOU'f 01 ATA..~. 
JU1lUH'YA.NGrL~USIJIBAYARAD.~A!.AH==$~1'.{l:~lA~G~·Al~.=Bc:Ec,R"lK~(J~L'~·-----,---------------, 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 

PAJAK . 

JL. DRS. H. ABDULLAH SlLONDAE NO. 8 KE.NDARJ 

PEMERINTAHKOTAKENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk: 
1. mengangsur pernbayaran pajak sebesar Rp 19) dengan 

ketentuan: 
a. rnasa angsuran : 20) kali; dan 
b. besarnya angsuran : Rp 21); atau 

2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp 22) sampai dengan 
tanggal 23) 

dikarenakan saya rnengalamai kesulitan likuiditas (posisi kas, bank, dan utang 
piutang per tanggal 24)) / keadaan di luar kekuasaan •) dengan bukti 
berupa 25) (terlampir). 

Masa/ 
Jumlah Tanggal 

Jenis Pajak Tahun 
Nomor Ketetapan/ Pajak yang Jatuh 

Dae rah Pajak 
Kcputusan /Putusan Masih Haros Tempo 

Dibayar Pembayaran 

14) 15) 16) 17) 18) 

menyatakan masih mempunyai utang pajak bcrdasarkan: 
D SPTPU D SKPDKB O SKPDKBT OsK Pembetulan 

D SK Keberatan D Putusan Banding D Putusan PK 13) 

Sebagai berikut 

Alamat 
NPWPD 

: 10) 

: 1 l) 

: 12) 

Nam.a 

D Kuasa 

dalam hal ini bertindak sebagai: 

D Wajib Pajak 

D Pengurus 

Dari Wajib Pajak : 

: ··········· 8) 

Alarnat 

Pekerjaan/ 
Jabatan 

NIK 

: ................................•..•...........•.............•............•.....•................ 5) 

: ·•·············· .. ······· 6) 
: 7) 

Nama 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Kendari 
di Menunda *) Pembayaran 

Pajak 

............... , ······•········· 1) 

Nomor : 2) Kepada 
Sifat : 3) Yth. Wali Kota Kota Kendari 
Lampi ran : 4) cq. Kepala Badan Pendapatan 
Hal : Permohonan Mengangsur / Daerah 
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................................ 27) 

Pemohon 

26) 

Untuk mernenuhi persyaratan, saya bersedia mcmberikan jaminan 
berupa: 

D bank garansi; 

D surar/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak; 

D penanggungan utang oleh pihak ketiga; 

D sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau 

D sertifikat deposito. 

- 161 - 



*) coret yang tidak perlu 
**) diisi tanda"! "pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolorn "tidak" apabila 

persyaratan tidak dipenuhi 

NlP 
. 14) 
NlP 

L5) 

Kendari, 13) 
Pe rugas Mengetahui, 

Kepala Su.b Bi dang ........ 

V. Berdasarkan penelitian persyaratan scbagaimana dimaksud pada angka romawi rv, 
permohonan angsuranj penundaan *) pernbayaran pajak dimaksud memenuh.i/tirlak 
memenuhi •j pcrsyaratan sehingga permohonan tcrsebut dapat dipertimbangkanj tidak dapat 
dipertimbangkan •). 

IV.Penelitian Persvaratan 
Pemenu.han 

Nu persyaratan 11) Kctcrangan 12) 
y,. Tidak 

L Saru permuhonan untuk 1 (satu) 
SP'l'PD/SKPO/SKPDKB/ SKPDKR'T /8TPD. 
Tertu.lis dalam bahasa Indonesia dengan me.acanrumkan 

2 skema pembayaran angsuran/ pcnundaan. pembayaran 
pajsk yang dimohonkan disertai alasan yang mendukung 
permchonannya 

3 Diajukan kcpede Wi,likoto melalul Kepala Bapenda, 
IJiajukan dalam jangka wa.ktu 9 [sembilan] hari 
kalender sebelum tanggal Jatuh tempo pernbayaran, 

4 kecuali Wajib Pajak dapal rncnu.njukkon bahwa waktu 
tersebul tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
k·~kuas.aann~ 

5 Wajib Pajak tidak memillki utang pajek. 
Oilampiri fotokopi S!"J'PO/SKPD/SKPDh.13/ 

e SKPDKBT / STPO yang dlangsur / ditunda pembayaran 
pajaknya. 

7 Dilampiri fotokopi identitas Wajih Pajak/kuasa Wajib Pajak 

8 Ditandatangan.i olch Wajib Paja.k/Kuasa dengan 
mclampirkan SU.rat Kuasa.. 

Rp 10) 

.......................................................................... 6) 

........................................................................... 7) 

........................................................................... 8) 

.......................................................................... 9) 

.......................................................................... "I) 
•••••u0o••··~····· .. •••• .. HOO•O•••••"""'''~OOIOO••••••••OM1••••••oo• 5) 

I. Surat Perrnohonan Angsuran/ Penundaan *l Pembayaran Pajak 
Nomur Jan Taaggal l) 
Tanggal Terima Surat , 2) 
Nomor Tanda Teri ma Surat , 3) 

Il. ldcntitaa Pcmobon 
Narna 
Ala.mat 

Ill.Kewajiban Pajak Dacrah 
.Jenis Pajak Dacrah 
NPWPD 
Masa Pajak pado SP'!'PD 
No SKPD/SKPDKB/SKPDKB1'/ 
STPD *) 
Jumlah Pajak yang Terut.ang 

LEMBAR PENELJTIAN PERSYARATAN 
PERMOHONA.1'1 A.l'IGSURAN/PENUNDAAN •J PEMBAYARAN PAJAK 

PEMERINTAH KOTA KENDARJ 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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Sehubungan dengan Permohonan Angsuran/Penundaan •) Pembayaran 
Pajak Saudara mclalui surat nornor 5) tanggal 6) 
yang diterirna berdasarkan tanda terima nomor . . . .. .. .. .. 7) 
tanggal 8), bersama ini disam.paikan bahwa: 

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kola Kendari Nomor ... Tahun 
2021 tentang Tam Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa: 

(1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran 
diajukan dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. diajukan dengan surai perrnohonan secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia; 
b. satu surat permohonan untuk 1 [satu] SPTPD, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, atau STPD; 
c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda; 
d. diajukan selambat-lambatnya 9 (scmbilan) hari kalender sebelum 

tanggal jatuh tempo pernbayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau 
kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan 
tcrscbut tidak da.pat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

e. tidak memiliki utang paja.k untuk tahun-tahun sebelumnya: 
f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan; 
g. dilampiri fotocopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD 

yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya; 
h. disertai dengan penghitungan: 

1) jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa 
angsuran, dan besarnya angsuran; atau 

2) jumlah pembayaran paja.k yang dimohon untuk ditunda clan 
jangka waktu penundaan; 

Sdr. 4) Nomor : 3) 
Sifat : Segera 
Larnpiran: 1 bundel 
Perihal : Pemberitahuan Permohonan 

Angsurari/Pcnundaan *) Pajak 
Tidak DapaL Dipertimbangkan 

~ PEMERINTAH KOTA KENDARI 

- BADAN PENDAPATAN DAERAH 
···:........................................................................................ 1) 
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Kota Kendari, . 
2) 



NIP. 
. . .. . .. ... . .. . . . . . . . .. .... .. . . . . . . ... .. . 10) 

Atas perhatian dan kerjasama Sa.uda.ra. diucapkan terima kasih. 

d. dst. 
sehingga, permohonan angsuran/penundaan *) pembayaran pajak 
Saudara tidak dapa.t dipertimbangkan, dan terlampir dikernbalikan 
berkas terkait. 

3. Saudara rnasih dapat mengajukan kembali permohonan angsuran/ 
penundaan *) pembayaran pajak dengan terlebih dahulu rnelengkapi 
persyaratan sebagaimana tersebut di atas, 

c. . . 

1. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
1) Iotocopi NPWPD; 
2) fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas Kuasa Wajib 

Pajak dalarn hal di.kuasakan; 
J. surat pcrmohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(2) Perrnohonan pernberian angsuran at.au penundaan pernbayaran pajak 
yang tidak memenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1), dianggap bukan sebagai perrnohonan pemberian angsuran atau 
penundaan pembayaran pajak sehingga tidak dapat di.pe.rtirnbangkan 
dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis 
disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterirna. 

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan angsuran/penundaan *) 
pembayara.n pa.jak Saudara tidak memenuhi ketentuan Peraturan Walikota 
Kendari Nomor Tahun 2021, yaitu: 
a. . 9); 
b. . . 
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16) 
17) 

12) 
13) 
14) 

15) 

............ ····· ················ .............•. ············· 18) 
2a. Perhitungan Angsuran Bulanan 
Angsuran : 19) kali, 
Waktu Angsuran : Bulan s/d 20) 
Jurnlah Pokok Pajak : Rp 21) 

• • • 0 • • • • • 0 ••I•••• 0 • • • • • • • • o o Io o o • o • • • o • o • o o • o o o • o • • 0 •Io o • • o o o • o • • o o O • 0 o • o o o o o • • • o O o o o o o o o • o o o oo O • o o o o O • o Io Io 

III. HASIL PENELITJAN 
l. Uraian Hasil Penelitian 

1. Undang -Undang Nornor I Tahun 2022 lentang HKPD. 
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

II. DASAR HUKUM 

: Rp . 

l. .Ienis pajak daerah 
2. Nama Wajib Pajak 
3. NP\IJPD 

Masa pajak pada 
4. SPTPD 
5, No SKPD/SKPDKB/ 

SKPDKBT / STPD 
6. Pajak yang terutang 

T. UMUM 

Berdasarkan Surat Tugas nomor 2) tanggal 3) 
Lelah dilakukan penelitian dari tanggal 4) sampai dengan tanggal 
....................... 5) terhadap permohonan angsuran/penundaan *) pernbayaran 
pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasanya *l : 

Nama : 6) 
Alamat : 7) 

melalui surat nomor 8) tanggal 9) yang 
diterirna berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal 
................... 11), dengan uraian sebagai berikut: 

LAPORAN BASIL PENELITJAN 
PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN *I PEMBAYARAN PAJAK 

Nomor: 1) 

PEl\1ERlNTAH KOTA KE:NDAR! 
BADAN PENDAPATAN DAERAH • 
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NlP. 

Kepala Bid.ang . 

Menyetujui, 
NIP 

·•••·••••···•····•••·•·•·········•····• 

NIP 
Petugas Peneliti 2 

NIP. 

34) 
• 33) ....................................... 

Petugas Peneliti I Mengetahui, 
Kepala Sub Bidang ... 

...................................................................................................... 31) 
Kendari, 32) 

0 • • • • •. 0 • 0 0 o O o IO O O O • 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 o O O O o O O O o O O O oo O, O O O o Ho O o o o O O o O O O O O O O O O O O O O O o O O O O O o o o o o O o o O 00 o O O O O O 

30) 

N. SIMPULAN DAN USUL 
1. Simpulan 

D Mengabulkan 
D Menolak 

2. Usu! 

......................................... 27) 
Rp 28) 
Rp 29) 

2b. Pcrhitungan Penundaan Pcmbayaran 
Tanggal penundaan pernbayaran 
Jumlah Pokok Pajak 
Bung a 

•':wa1<tu ,, :~ ~. ':... ~- ,.,, ... ~ 1· :--, 
Angllurab ke n.: Ju;mll!h A:qg;,u-$'1 B],!~!l" S,c,a 1'91<01< P-aJ~ 

' 1'e¢bavaran '" ;;,• . vano: l'enmm<>. 
22) 23) 24) 25) 26) 
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI TENT ANG 
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN 
PAJAK DAERAH 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Mengingat 

Menimbang 

surat permohonan angsuran pembayaran pajak, 
atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak"] 
.......................... 3) nomor 4) 
tanggal 5) yang diterima berdasarkan 
tanda terima nomor 6) tanggal 
................ 7), perlu diterbitkan keputusan atas 
permohonan angsuran pembayaran pajak 
dimaksud; 
bahwa berdasarkan hasil penelitian 
sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil 
Penclitian Permohonan t\ngsuran/ Pcnundaan 
Pembayaran Pajak nomor . . . . . . . . . . . . . . 8) tanggal 
......................... 9) perlu mcnetapkan keputusan 
pemberian angsuran pembayaran pajak atas 
permohonan angsuran pembayaran pajak 
dimaksud; 
1. Undang-Undang nornor 1 Tahun 2022 

tcntang HK.PD. 
2. Pcraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah 
3. Pera tu ran Walikota Kota Kendari Nornor ... 

Tahun .. . tentang Tata Cara Pernungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Membaca 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH 

TENT ANG 

NOMOR 2) 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
Jl.Abdullah Silondae nornor 8 Kendari 
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.•..•....•..........•••.•.•••••.••.•••••••••••• 24) 
NIP. 

Ditetapkan di KENDARI 
pad a tanggal 23) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI 

Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum 
KETIGA dilakukan di 22). 
Apabila di kernudian bari temyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah ini, kekcliruan tersebut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan, 

Denda administratif sebagaimana tercantum pada kolom 4 
akan ditagih denganmenggunakan STPD. 

Angsuran Besarnya Jatuh Tempo Denda 
ke Angsuran Pembayaran Administratif 
18) 191 20) 21) 

,__ 

Ketentuan penghitungan besamya angsuran sebagaimana 
dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut: 

pembayaran pajak untuk: 
1. Nama Wajib Pajak 101 
2. NPWPD . 

······ 11) 
3. AJamat Wajib Pajak 12) 
4. Jenis Pajak Daerah 13) 

angsuran permohonan Mengabulkanj Menolak atas 
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Mengabulkan/Mcnolak atas _pennohonan penundaan 
pembayaran paja.k untuk: 
1. Nama Wajib Pajak : 10) 
2. NPWPD : 11) 
3. Ala mat Wajib Pajak : 12) 
4. Jenis Pajak Daerah ; , 13) 

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA 

KENDARI TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 
DAERAH 

MEMUTUSKAN: 

bahwa berdasarkan hasil penelitian scbagaimana 
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pcrmohonan 
Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak nomor 8) 
tanggal .. .... .. ... ...... .. ..... .... ... 9) perlu menctapkan keputusan 
penundaan pembayaran pajak atas pcrmohonan penundaan 
pembayaran pajak dimaksud; 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 
2. Peraturan Daerah Kata Kota Kendari Nomor ... Tahun ... 

tentang Pajak Dacrah 
3. Peraturan Walikota Kata Kendari Nomor ... Tahun ... 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 
surat permohonan penundaan pembayaran pajak, alas 
nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) 3) 
nomor 4) tanggal 5) yang diterirna 
bcrdasarkan tanda tcrima namar .. . .. . .. .. ... .. 6) tanggal 
.. . .. .. .. .. .. .. . 7). perlu diterbitkan keputusan atas permohonan 
penundaan. pembayaran pajak dimaksud; 

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH 

PERT AMA 

Menetapk.an 

Mengingat 

Menim:bang 

Membaca 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 
NOMOR 2) 

TENT ANG 
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............................................................................. lJ 



NIP. 
................................................ 21) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI 

20) 

Ditetapkan di KENDARl 
pada tanggal 

Pelunasan pajak yang ditunda pembayarannya sebagaimana 
dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di 19). 

Apabila di kernudian hari temyata diketahui terdapat 
kckeliruan dalarn Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah ini, kekcliruan tcrsebut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang bcrlaku. 

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak 
tersebut diberikan persetujuan untuk mcnunda 
pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa 
pajak 14) atau SKPD/SKPDK.B/SKPDKBT/STPD 
•) nomor 15) sebesar Rp 16) 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. ditunda sarnpai dengan tanggal 17); dan 
2. dikenai denda administrasi berupa bunga sebesar 

Rp 18) yang ditagih dengan STPD. 
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Mengabulkan / Menolak atas permohonan angsuran/ 
penundaan *) pembayaran pajak unruk: 
1. Nama Wajib Pajak : 10) 
2. NPWPD : 11) 
3. Alamat Wajib Pajak : 12) 
4. .Jenis Pajak Daerah : 13) 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN*) 
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH 

MEMUTUSKAN: 

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan 
Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak nomor 8) 
tanggal .. . . .. ... . .. . . . .. . . . ..... . . .. .. 9) perlu rnenetapkan keputusan 
penundaan pembayaran pajak atas permohonan penundaan 
pembayaran pajak dimaksud; 

l. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kata Kota Kendari Nomor ... Tahun ... 
tentang Pajak Daerah. 

3. Peraturan Walikota Kota Kcndari Nomor ... Tahun ... tentang 
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 
surat permohonan angsuran/penundaan *) pembayaran 
pajak, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) 
. .. . .. . .. .. . .. .. . .... .. . . . . 3} nornor ....... ... . .. . .. . .. . .... . . .... 4) tanggal 
.. . .. . .. .... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 
.......................... 6) tanggal 7), perlu diterbitkan 
keputusan atas permohonan angsuran /penundaan *) 
pembayaran pajak dimaksud; 

PERT AMA 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 

Membaca 

PEMBERIAN ANGSURAN / PENUNDAAN *) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH 

TENTANG 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

NOMOR 2) 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
~ BADAN PENDAPATAN DAERAH 
...................................................................................... 1) 
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*) disesuaikan dengan permohonao 

NTP. 
... . .. . . . . ... .. •. .. . . .. .. . . . . . . . . .•.•.. .. . . . . .. 15) 

Ditetapkao di KENDARI 
pada tanggal 14) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI 

Keputusan Kcpala Badan Pendapatan Daerah ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KEEMPAT 

Apabila di kemudian hari temyata di.ketahui tcrdapat 
kekeliruan dalarn Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

KETIGA 

Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak 
tersebut tetap dibebankan kewajiban pembayaran pajak 
daerah dongan jumlah pajak yang terutang dan tanggal 
jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. 

KEDUA 
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Juwlul.i IVP reoerbitau SK.PD Jur:niatt 
No Ura fan M.ld$a J;>aja~ M~sa Pnjl\k Pf1il8B ~jRk I{ttetc.1pan ~jak. 'J{,ofqrangau 

'l't:nl~fta, Al«;f I 6ul.an a Bulan 1uaru1 3 Bulan /Aktifl Bul•n Itri (R\>) 

'27 28) 2Q) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 

(untuk: paja): daerah. dengan prinsip official assessment) 
Penerbitan SK.PD • 

Jumlah:- \VP 'P~nr.rfnt<'(n SKPO 
.fumlAh K'eterapan No Uralan dengru, .Mowt .Pnjalc Mo.a• raj !\k Ma :;a Pajttk Pajak Bulan lni (Rp) Keterangan 

Pemb<,bµan i Bulan 3 euiru, iBru-u l 3-8ulan IA1<ti~ 
19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 

Jumlah\VP Pert_v SPl'PO rJUUiJah Paial( J'nOJ(. No Uralan '1'1;:1uya 1'eJ'Jaml)at di T~rt.J.k 'f'!:rulalJg ctalam Kr:lr.r.S(nf,Rn 
Pembelw.slul 'l'.epat" \'vt1;ktu 

SUlan Int M.¥.\.am-'kan SPl'PD (R.PI . 
11) 12) 13) 14) l5) 16) 17) 18) 

Penerbitan SKPD • 

II. PENYAMPAIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD 

(uruuk: pajak: daerah dengan prinsip self assessment) 
Penya.mpaian SPTPD • 

,luml•ll Waiib Paiak WP denzan \\'P·<lmu~an 
No Uraian aj ~ flu lau Penghapuaan Pen'ibeUUtsan Prp:tbeba&-w · lu:tc:Tangon 

l..alu \VP o..no 
'NP\'/Po a/d Bulan lni PencAt8t.n.o Perforasl 

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

I. WAJIB PAJAK TERDAFTAR 

: 1) Periode Laporan 
LAPORAN BULANAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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;~. PeiJ,\embaliao L<e:Joho,.,, ~nlli,;v.,-adJ,.,.1.- . '' y .... 
l·jo ~berlan Imbejen Buo~.:. 

ll"li!U:I Jum1jib l'en&•wba!lan .)Spo,11<;n~si Rei;arusJ Jurnlah Tmbalai\ Kompe·n~ Pem~aran' ~•L 
,,,, ·;;;:., . "' fl~;i 'II""' .Bull.~.J. .R72,.v . /Ru\ IRol 

63) 64) 651 66) 67) 68) 69) 70) 71) 7?.) 73) 

VI. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN 
IMBALAN BUNGA 

~mbeilt:U1 ruran PetLUndA'an Pemb v.a.'l':&il 
No Ufil<@.!1 fy.ja\c <l!'cru ttms ' f>oja~=\1!g f,,ml5,i;yisnw-· JU!Ylli:il> .!illl>~ D<angaur ffilJ•n lni \l!PI .J!-!mldh Y!UJ& . da . j 

54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 6 I) 62) 

PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

l'lu•l<y~ . 
Pa-Jakjr~nR, :;;, .. ~·· Unuan 1uml;\II ~ 'r"(Ut;,ng 1'eru'r,!~i t<'bih / l'c•irang 

~niUfpll 
S.llcliun (RDl l3el,udt\li (RJ>) R ~· 

A. Su:mt Kepurusa.n Keberacen 49) 50) 51) 52) 53) 48) 

B. suror Keputusa:n Pcmbetulan 

c. Surat Keputusen Pembatalan 

1). Su.rat Keputuaan E'engurangan 

E. Su.rat Kepuu.aaan Pcngurangnn 
Ssnksi Admin.isl:J'tltif 

F. Putuean Banding 

G. Putusan Pcnlnjauan K~wlruli 

JUMLAH 

IV. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERPAJAKAN DAERAH YANG 
MENYEBABKAN BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BERUBAH 

:;; 
SKJ>'DJ(B'r)~ SKPDN" I·sTPD . 

SKP.Dt<Tl $Kl'DLB 
I ''/ia u,...Jan Kt:t.clap,111 'K~nn 

1;Jul))lali ~~'1:;,.,, .'. , Ulfil. :, KOL. 
Ju1111Ab ;;;il J\lmleh Jum1"b J\J,Ql\<lli '!I I ij ~ ll< ,~.;1 I~ . . "·u.ai: · " P.aTal< 11> .. 1 • 

36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 

III. PENERBITAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD 
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NIP. 
NJP. 
________ 89) 

90) 

Kepala Sub Bi dang . Mengetahui, 
Kepala Bi dang . 

~ " " ' · .. ·~ ,arge .Reflfi'"8sf """criJ:fuuUl 'Pf,;rMmiase 
·~01, Oraian ~ l'tto,i11"'lj"'"u" «J\ suinii'. ""' ~nm~,n-A::.n """"({¥"'r- lt•!i!J~~ i'lof;eiJlr'& ~. .Buh•(); llii st<LBulan• 

le, . ~j 
. I m . ,j\nna-ran talu IR;i m,.,. Im,.:_,• Ill ' 

79) 80) 8J} 82) 8:1} 84) 85) 86} 87) 88} 

JUMLAll 

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

'"' ',i ' ' l'l:Jaooran Tle&rolrooM, Akf1< da11·:Ris,j]alc Lt:lan~ 
1,No 

! . l,Jraian ~tumlnh ~c.iiil! W-akto:.i:' Terl91J1\>IIJ iii 1\dak ]:~i};'..pn.gan 
ii, 

' 
' .. '. ;Bulan iAf Men,'ahlbail<i>n' 

t. ?PAT J Notari& 74} 75) 76) 77) 78} 
2. Ka.ntot Leleng 

VII. KEWAJIBAN PELAPORAN PEMBUATAN AKTA DAN RISALAH LELANG 
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.............................................. 13) 
NJP 

KEPALA SADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI 

'fargeL ·Realisasf· P-enerfmnatL Ptts~taoo 
!'lo J.Jraian )Cod~ Pc-.ne:ri.lt1'1i1n l'enelimwu, ·SieaJU:hih 

l.~~'\U l,u:.kcuiT1g dalem •Ill Bulon Bu!aulni ,1<1 Bulan 
\%) (Rp) 

.ru,--~ Lalu ,,,~, ·=· Tni IRnl 
3) 4) o] 6) 7) 8) 9J 10) I I) ] 2) 

JVMI.AB 

: 2) Periode Laporan 
LAPORAN BULANAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

................................................................................... 1) 
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Jumleh WP Pcnorb1mn SKI'D Jumlah Ketetapan ~~ l;ratsr. ,. hiak "rrtw\JWU Jul l(ctmfflA3,U 
'l'erdalrnr Aki.if Mru,a Palak l Bulan Ma,sa Paiak 3 &1lan IRnl 

26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 

(untuk pajak daerah. dengan prinsip official assessment) 
Penerbitan SKPD 

.Jumlah WP denaan Penerbitan SKPD Juwlah Kct.lrlapon J<o UJ'&art l'e.cnl)cba,·gan Ma"'\ Piljok l ):lulim Mi!'•" l'!>Jok 3 l3ul.'ln 
Pnjak 'fn\\·u Inn J.rii K,;;t,wto.'sau 

IRol 
l9) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 

Jumlnb. WP Pen.co-wan SP'l'PO ,}umtah Pajak No \Jralau Tinpa. ~!{ 'l't:nlt4JJg. Ketei:ang.•n 
Pombebaaan Lengkap K\lzl;ulj; 'Ti(lak dllli<m SF'rPD 

Men n ~1cn,;amn'ailian Meovam"'"'ik."\n (Roi 
L1 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 

(untuk pajak daeran denqan. prinsip self assessment) 
~ Penyampaian SPTPD 

Penerbitan SKPD 

U. PENYAMPAIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD 

Jumlah W!t1ib·fuialc WP:dAnP,n.n WPdcn••n N'o U~an $/'d 1'ri"ulfm l>~oghapusen Ft-/rl 'l'riwntan Pembebasan Pembebasnn Keterangan 
Lalu WP 8""u NPWPO Inl pcnOatattm Pcnaralli 

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

I. WAJIB PAJAK TERDAFTAR 

; . . . . . . • • . . . . . . . •• . . . •• . . .. . . . 1) Periode Laporan 

LAPORAN TRIWULAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

PEMERJNTAH KOTA KENDART 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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71) 70) 69) 68) 67) 66) 65) 63) 62) 61) 

~undt'lnd ~mi,ra: tu'!ll'\ 
N.o 1J l'ijj,iln. Po,j~ 1G T e,rmrutg' ~%11TW! 11.!J'a,k~t>jrig 1¥,.-o l;;>:= ·JuEu.lalt '""'R Pi!Jn!iSU,r TclW\>l<m Inl (R11) ,hl1T1\ah ""'111-~!da 1.'dwljl,,n lTii (llp) !i. 
52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 

VI. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN 
IMBALAN BUNGA 

V. PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

'.:J !;\',..Pajak .\"'l l'lijak. ~.,.;.!i 
' ~" 'Ornllin ';:lumhlh ~ Tcrn"'Jl · 

t;;;J.rtt.\Jl~~ 
Lctnh ! !ii\trant( 

~UMgim. (R~) .,, ' ,b- ' $cb<:luru'l~;'ili seowhili'lR ·, ·; 

A. Surat Kcp\ltttsan Kebe-rat an 47) 48) 49) 50) 51) 
16) 

tl. Suntt Kcputusan Pembetulan 

c. Su.rat Kepurusan Pembatatsn 

u. Surat Keputnsan Pengurangan 

E. $',JTAf KeputU$aO l'engu.rangan 
Sanksl .'\dn11nistratif 

f. Puntsan Banding 

o. Putusan Peninjauan xemcen 

,JUMLAH 

rv, PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERPAJAKAN DAERAH YANG 
MENYEBABKAN BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BERUBAH 

',if<PDKij' si&okst'l SKPl)l'/ SKP!)J,,!'I· ·,.~ fl' .$TPO 
No. Unflan, . 

!\l>!e!J)J)an'. '"'7t._,, . ,~ 
'"'1.eb~ . l(l:t. 

',lu.ml~ . .JY17'l~ Juu_i~ Ju"l1¢i J.qq111111 \JtDllg 
(', r, .. !Rn, ~ ~n1_ "i-"ar ll>n1 '"'-'al< tREJ 
34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 

m, PENERBITAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD 
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NIP. 
. 87) ...•.............•.....••.............. ~~) 

NIP. 

Mengetahui, 
Kepala Bi dang . 

r 

VIII. REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

2. Kantor Lolang 
74) 

tis ''" • ; 
T~, .Ri!!Q aRi ~\'lentnt.'8n- Pi,r..,n,...., 

u~ Rode. l'\1rt•rlm0llll ' ~1~11ii\ 'lfet.ranl!I"' t,o • /<l' 1'f<l . ~ecitrulal1 ~~ daltuii rrnt ... ,..., ,:rim,~ .. ~ Trl"11llw lni · NI " - -~- An-n .taiu •R~>' (Rpl ' IR~; ,, 
77) 71:1) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 

JUM1J\H 

76) 75) 73) 72) 1 PPA'l' / Nctaris 
Mf'".n nm 

VII. KEWAJIBAN PELAPORAN PEMBUATAN AKTA DAN RISALAH LELANG 
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·············································· 16) 
NIP 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI 

Target 1 'erbaridirtgan Perbandingan 
Per ierimaan Realisast pencrimaan terhadap total terhadap Target Kel 

tar ct Triwulan kc ....• 
No Uraian Kode 

Prcsen- Presen- Rekening Total Triwulan s/d Triwulan s/d tase Sisa/ tase Sisa/ Target ke ..... triwulan itii (Rp) Triwulan peneri- libh (RpJ pen er- lebih (Rp) (Rpl lalu (Rp) lni (Rp) imaao maan 1%1 
3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 

JUMLAH 

LAPORAN TRIWULAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 
Periodc Laporan : 2) 

PEMERINTAH ROTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 
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No Ura'ian .Jumleh ,,\(r ~cnerbltan esro Jumlah Kecetat1an ~tl::r~n 
Tctda.ftar Aktlf Masa Pa'hk I I3\J Ian MA,$A Paiak -S -8tt111i.r Piljdll ( Rt>! 

26) 27) 28) 291 30) 31) 32) 33) 

(pajak daerah. dengan prinsip ofjici.a/ assessment) 
Penerbitan SKPD 

. 
No Uraitu.t Jumtoli. WP d•"""" Penerbltan SKPr;> Jumlah K•W'"-" Kti.er4Jtl9'" Pembebasan Mas..'l~I'a'iak I. ·o,l-lnn r..1A!'.ri Paia'k 3 DuJan P'lii,\< (Rp) 

19) 20) 21) 22) 23) 24) 251 

Penerbitan SKPD 

Jumlab WP PenvamoAb'ITI !:il':l'PO .luml!lh Paj~I< 
No Ut:.:<l.au ,an pa L.,n~kap 

..... ~ 'l'c;\tlal,g Kr:t.crangan 
Pe:tnbebasan l(urnug Tidal< <i\<lam SP'l'PD 

Me::nvai.uuc:.<lktin Mc:nvan1oaikan itt-nvamnaikan ~D) 

11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 

(pajak daerah dengan prinsip self assessment) 
Penyampaian SPTPD 

II. PENYAMPAIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD 

. Jumlah wnmi Po:iak WPdr..ni:::a.n WP dcat"'"'" ~o UraJan •/d T.stwn Pont,1apusan Pcmbebasan Pcmlx:b~""" .Kelera:tl~an 
1,a.iu WP .f3aru NP\VPD ~Id 'l'ahun tnl l'eru:atatan Perforas, 

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

I. WAJIB PAJAK TERDAFTAR 
: I] Periode Laporan 

LAPORAN TAHUNAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH KOTA KENDARl 

BADANPENDAPATANDAERAH 
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_. 
""""•mli,ilio11 K'eleoihon 1'1:.,µba..,i;on -~ ~fl~ri)rubakw_ BUUF.U· . 

l'{o Uratan Jo1Wab rc;i;i.wnQal,wi I kefllpe)).£'..1$( i;•ti••iri Ju~tlilll ln1-t,ehm ~ompe,nsasi I 0Pc!.inbff,>1an.O Kc1.. , .. ,n .. 1 " lf>n, R~I Bu=• "'"\ cP·" •n-• 
591 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 681 69) 

vr, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN 
IMBALAN BUNGA 

V. PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

l>ifu!bl:rlan ,';n . I Pc:rn;,n,d,a.an. PetnUa anm 

J11u,foh ~I~ ·rcruuqlg.ycmg Keil";!\p~n. 
DlLLlli I( 

52) 53) 54) 55) 56) !17) 58) 

IW\\1< ,ru,g, ~. Pajak y.;,1~ 
1,elilh I l\ijni.ns 1'No l/'l''"" Jµmlnh l'crutnn'g - :· ~·mntang Kc~r:Jn({al) 

~Setx:lum .~,- ~ua•h [Rnl fRp) ·. . - 
' ' ' ' 

A. Surat Kepurusan Keberatan 47) 48) 49) 50) 51) 46) 

u. Surat Kepurusan Pembetujan 

c. Stt.rat Kepuruean Pembatajan 

D. Surat. Keputuaan Pcngurangan 

s. Surat Keputusan Pcngurangan 
:S,,nkoi Adlllinistratif 

F. PuhtAAn B..mding 

G. Putusan Pcninjauan Kembali 

JUM!.AH 

IV. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERPAJAKAN DAERAH YANG 
MENYEBABKAN BESARNYA PAJAK YANG TERUTANO BERUBAH 

' '$IG'l)){B ISKPDL'R 

"" 
"Sk1'DKB1' S")'D!'I $Tl'!) ; 1,;. Ket. G'raush 

Jum~1 
l<eto\Ml,U! I• Klrte):apan '~h tJtllng 

tt>.., "" 
JUJ11Ji\h 

,0.. ... 1 
Jwnlali Jtinllah Ba~"lfr ~n\ ,/um ah 1'll\:.t. l1>n\ 

' 

34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 

111. PENERBITAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD 

- 182 - 



Kepala Sub Bidang ...... 
Mengetahui, 

Kepala Bidang ...... 

NJP. 

....................................... 88) 

........................ ······· 87) 
NIP. 

I 'fl~lt"t-i ~\· ' L:~T~t. t0:1 i::.-lM ~imaan 
,, .. • .. 

c , . ~um~tiao l~\'"J.iou~ 
.KoJt ~trlme.o\.'i. l·i~···~l'll 'Re.it..,,, :,: R;,:t..U-;.us.i- ~ ... ; 

Np Uri'"'\' tj,,J!UJL m "'Wim J"\.<ll.lt,1\1~1.'8=:·1 ll""'d~~ih" 1~11,.c'uie: """ .Reliclillig, l,'A~ -~ 1lt91!'PJ' ~·l"r.iw~ Ptjij.c cllllaari 11.i:rµimb'\,lh C'et:~umhuh rRi>! 1·hni~tw .'? l•~1 rni' .!i"~ JRJ?I ' 1'filiun t:a1.11 fu1 !Kl>! ),"'~ ,. , ...... , '•R"Ol . I Hui ~.;, 

75) 76) 77) 78) 79) 80} 81) 82) 83) 84) 85) 86) 

JUMLAH 

VIII. REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

No Jl.lmlab \(~~- ~,gat;) 
n ~unu:u iil.lum 

J. PPAT / "Notailis 70) 71) 73) 7~) 
2. Knntor Lelang 

VII. KEWAJIBAN PELAPORAN PEMBUATAN AKTA DAN RISALAH 
LELANG 
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.............................................. 15) 
NIP 

KEPALA SADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI 

No l:r-aiaal Kud~ Targ<"t 1'a.J},"(.L Rei\WKUSi Peucruu.aatl r.:rtwnbulum Penenmean 
!{ekt!tliot: Pen<'lim.aan "'"- dal.cun Realisaai l'w~UW:st" ~lsa(Rp) bll1 ReaHsruii Ptnum ......... .ntase KeL dalam 

lln(!{!.aran Penct'in1t\{lt\ .Pcncrimaan Pl ~nP.titn11.1tn aofRpJ Ptfltunbttlt i\nggan,u l'<rubaban T:thuo lni r,q 'fahun l~h• ""~) [RpJ (Rpl (RpJ (Rp) 

3) ~, 5) 6) 7) 8) 9) 10) ll) 12) 13) 14) 

- JllMLAH 

LAPORAN TAHUNAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 

Periode Laporan : 2) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l) 

PEMERJNTAH KOTA KENDARJ 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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Aht~n Penjl)lr..nt,1fa.n 
• Jl.lmlah . 

OokumCTl \\IP Badan 
No Urai.Etn Piu~ J'f\uang Bubar, Sumber Kelertuigrut Dth.apue 1'a.fak ' ~uJ.U"'lil:SU. WP-GIP WP Q\>'lldrtl< Likuldl).sL 'Penagihan 

Qfuppus jkp) Mcnitl~ Pftemt1kah Palltt, 'fld'Ak Tida:k 
Oitemu\;ra,n Ditentuk'3n- 

32) 3::1) 34) ::!;,) 36} 37) 38) 39) 40) 41) 

III. PENOBAPUSAN PIUTANO PAJAK 

Su1ar. Ptt.kaa f!entil'.eM L<-Jan• 
Jtluili\h JumJ.:.U\ Pon)'i- 1>11t.i. .... Pole- Jum:fab sr.. 

No 1JroJoJ1 Surat Tungg~tr .. "1)1ng!l'k· SPMP Tuagg:'\k· '1'ui1~ak- ....., NiJR:I ,.,,_ ;;..u 1'Unggok- Tu=- i,cb,J, 1".ct 
Tcrhft:: an Terse,- an terse-: Terblt en TC1'6C- tin..Tcrst,. oo.,. t"~ Dflaku 1.<lang an'T.c,nst:- M C'f'&C-- H~sil 

lcsnikun._ lesa!kau l.cwknn le;,iukon kt•\ciiu lro"i (1''.l>I k«tll<M 1emtikilll C.""'41 
lR1,) l)lol IRn) =~' fRol 

16, 17) 18) 19) 20) 211 22t 2il) 24) 25) 26) 27) 28) 291 301 3ll 

II. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 

S~rat Tc- ran t 'Su.rat Tc .... on~ Surat'l'e• urari 3 
Jul.ll!Aq 1:fuudali l'wu~- ~tllfll- Jumfr1h 

!lo Umist1 Surnt. T:ut1gg'n'k- nm!l81l)<- Surat 1\Hlgga.k· 'l'nJ)(gl\l<· SM.raL 
~..,..,. ~)~0 'l'\t~wik· ~· K-et. 

T<'I~t l'nl Tenie-- tw ·r~111e .. 
Terbit Int Tt!rSie :mTerw· Tc-J"bi( Stik6 l~IJX,IU '!'tt -'l'r!n; ... Mn 1'~l'lt"- 

lt:JfUil<:.u1 l~\i\µtl l~t.iJUu1 U;1Sttlk.tl:1 Pt- .. ri Ped .. 1~tUl le~ 

"'"' IRol ni'.L.1.1.hti n• .. •ln.n IRnl 

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 

I. UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN 

: 1) Periode Laporan 

LAPORAN BULANAN/TRIWULAN/TAHUNAN *I TUNGGAKAN PAJAK DAERAH 

PEMER!NTAH KOTA KENOARl 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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NIP. NIP. 
. 53) ·••••••·•··•·••••····················•• !54-) 

Kepala Sub Bi dang ..... 
Mengetahui, 

Kepala Bidang ..... 
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IV. DATA TUNGGAKAN 

Sur.,~ l{ete.tllj!an Plijsk 

Jumtai, 
VII'\§ ifcll\b Jaruh l)paJ.a Pen'!,l!ih~ a.jak Pcn~hopu<IIUJ PIUl'l,llg li;'ll' 'J',e'mp<, "/dBulan/1ii- 'l'Un.lf»ikan- 

'lj b1i wulan ~'ahul) 1ni sf~ 
No Ufaian ~~~ llulrut/ KcL Wu:1.a!1/ . 'IJX!Whill \IUml~h Tt'.iwu&i 'r-ahun 'I Utllng ,;unggakAn Tttiy\ll\lkm Plummt Pln,11U!g Tahon~ Lalu (I~) Ju,nlah 'l'.•bel•- 'PaJ•k ..Paj'!,)j: !RP) ,salkan Tel'J!'lle- Dihuµi:1s. plh!!PU~ tni 

saillrui fRp) 
R 

42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 



.............................................. 14) 
NIP 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAII KOTA KENDARl 

Surat Ketetapan Pajak Kt:L 
yaug Telah..Jarnb Upayo. Penagihan Penghapusan Piutsog 

Juuwth Tempo s/d Bulknf'l'ri· Pajak Sisa T>1nggakan wulan/Tahun •) Ini Tunggakan 
No Uraian """"" .Inmlah s/d \llUlaJl/ .JU111leh 

Tahun ') ITunggakan Tu,_!<. Piutang Bulan/ 'l'nwuianf 
Lalu (Rp) Jumlah Utnng Tersele- n Pin tang Pajak Tahun *I InJ 

l'l,jak (Rp) $aikao TcrKC1C· Dihauus Dihapus l!tl.iknn (Ri>I (~ 

3j 4) 5) 6) 7) 8) 91 10) l 1) 12) 13) 

LAPORAN BULANAN/TRIWULAN/TAHUNAN *) TUNGGAKAN PAJAK DAERAH 
Periode Laporan : 2) 
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.............................................. 14) 
NIP 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI 

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar 
Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. 

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Pak.sa 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 t.entang Penagihan Pajak 
dcngan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah 
tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui 12), 
dalamjangka waktu 13) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 
Pertama ini. 

Terbilang : 11) 

No Jenis Tahun Nomor dan Tanggal Tanggal Jumlah 
Pajak Pajak Surat Jatuh Tunggakan (Rp) 

Daerah Tempo 

5) 6) 7) 8) 9) 10) 

Jumlab 

Bcrdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, 
hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai 
berikut: 

: Teguran Pertarna 

: Segera 
Kepada : 

Yl.h 3) 
41 Nomor 

Si.fat 
Larnpiran 
Hal 

Kendari, 2) 
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.............................................. 14) 
NlP 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI 

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa, sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000, maka dirninta kepada Saudara 'untuk melunasi jumlah tunggakan 
sebagaimana terscbut di atas melalui 12), dalam 
jangka waktu 13) hari sejak t.anggal diterimanya Surat Teguran Kedua 
ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang 
melaksanakan upaya Pena.gihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan 
penyampaian surat ini. 

Dalam. hal Saudara telah rnelunasi tunggakan tersebut di atas, agar 
Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor 
Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. 

Terbilang , .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11} 

Jenis Tahun Nornor.dan Tanggal Tanggal Ju.mlah No Pajak Pajak. Surat .Jatuh Tunggakan (Rp] 
Daerah, Tempo 

5) 6) 7) 8) 9) 10) 

Jumlah 

Setelah kami sa.mpaikan Surat Teguran Pertama, berdaaarkan 
pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, hingga saat ini Saudara 
masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut: 

: Teguran Kedua 

: Segera 
Kepada: 

Ytb ......••...............•.................... 3) 
4) Nomor 

Sifat 
Larnpiran 
Hal 

Kendari, 2) 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

....................................................................... lJ 
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.............................................. 21) 
NIP 

Kendari, 20) 
KEPALA BADAN PENDAPATAN 

DAERAH KOTA KENDARI 

Atas perhatian dan kerja sarna Saudara, saya sampaikan terima kasih. 

No Nama/NIP Pangkat./Gol .Jabatan 
16) 17) 18) 19) 

pada hari 14) tanggal 15) rnelalui Petugas Juru Sita 
Pajak ll:ami yang namanya tersebut di bawah ini: 

Terbilang : 13) 

Jenis Tahun Nomor dan Tanggal 1'ai"lggal Jumlah Ne Pajak Pajak Surat .Jaruh Tunggakan [RE) 
Daerah Tempo 

7) 8) 9) 10) 11) 12) 

Jumlah 

6) 
untuk melunasi sekaligus tunggakan Pajak Daerah sejumlah 
Rp . 
dengan ri.ncian sebagai berikut: 

: 4) 
: 5) 

NPWPD 
Ala.mat 

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalarn Pasal 75 ayat (2) 
Peraturan Wali Kota Kota Kendari Nomor ...... Tahun ...... ten tang Tata Cara 
Pemungutan 
Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada: 
Nama Wajib Pajak/ : 3) 
Pcnanggung Pajak 

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS 

Nomor : 2) 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

....................................................................... 1) 
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. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13) 
NlP 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI PERHATIAN 

TUNGGAKAN PAJAK HARUS DILUNASI 
DALAM WJ\KTU 21. HARi SE'T'ELAH SURAT 
TEGURAN llil. SESUDAH BATASWAKTU 
TERSEBUT, TINDAKAN PENAGlHAN AKAN 
DILAKUKAN UE:NGAN PENYERAHAN 
SURAT PAKSA 

Untuk mempertegas maksud Surat Teguran Ketiga ini, kami melakukan 
pemasangan stiker/spanduk/papan *I pcringatan di tempat Saudara. Saudara 
dilarang melepas stiker/spanduk/papan *) peringalan tersebut tanpa izin dari 
kami. 

Unruk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa, scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlahtunggakan 
sebagaimana tersebut di atas melalui 12), dalam 
jangka waktu 21 (dua puluh satu] hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran Ketiga ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui 
petugas kami yang rnelaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus 
bersamaan dengan penyampaian surat ini. 

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar 
Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor 
Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. 

Terbilang 11) 

Jenis Tahun Nomor dan Tanggal Tanggal Jumlah 
No Pajak Pajak Surat .Jaruh Tunggakan (Rp) 

Daerah Tempo 
5) 6) 7) 8) 9) 10) 

Jumlah 

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Kedua, berdasarkan pembukuan 
Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, hingga saat ini Saudara masih 
mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut: 

: Teguran Ketiga 
............................................... 

: Segera 

Kendari, 2) 

Kepada : 
Yth 3) 

4) Nornor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

....................................................................................... 1) 
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-, Tanggal pemasangan peringatan dan tanggal jatuh tempo pembayaran 
ditulis dengan tangan oleh petugas, 

Dibuat dari bahan yang tida.k mudah rusak/lepas dan huruf dapat 
tercetak clenganjelas/mudah dibaca. 

-, Dipasang di pagar depan atau tempat lain yang mudah dilihat. 

-, 

PETUN,fUK PEMBUATAN SPANDUK PERlNGATAN 

Ukuran 6 m x l m. 

Jotuh ~n1poi DOorang n~pc» perb,gatan fnl tanpo sfflin 8apendo t<oto IC.•ndorl 

ttd 
Kepalo Bopend.o Koro Kendori 

PERINGATAN 

OBJEK PAJAK INI BELUM/ffDAK MEMBA YAR PAJAK DAERAH 
U'ntvk menc:.e,ioh Undokon penoglhan polok dengan Surat Pok.so, Wollb PrtJok seiJero metuna:SJ 

tunggakan Palak doerah do!om f<rngka 
waktu 21 hurl sete,oh pemosol')Qon perlngoton lnl 

kMlllll,'1~~1.:ol ., IID;IMIH 
.ll, ... K,.a.,fAUlo l!AI ... ., 

Ukuran A2 (594 mm x 420 mm). 

Dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak/Iepas dan huruf dapat 
tercetak dengan jelas./mudah dibaca. 

Ditempel di pintu masuk utama atau tempat lain yang mudah dilihat. 
Tanggal pema.sangan peringatan da.n tanggal jatuh tempo pembayaran 
ditulis dengan tangan oleh petugas. 

PETUNJUK PEMBUATAN STIIIBR PERINGATAN 

Pe.mcsongcn: Jotuh lempo: 
Oilorong moktpas pcringohm lni tonpo se:illl"I Bopendo Kolo Ke.ndaf'I 

PERINGATAN 
OBJEK PAJAK INI BELUM/11DAK 

MEMBAYAR PAJAK DAERAH 
Untuk mcincogoh rinOlllc.on pe:noglhon pojak denean Surat Pok.ao, 

Wollb Polak s:ege.ra melunasl tunggakan poiak daeroh dolom ianglc:a 
wakh,1 21 haii ud•Sah pemoscngon perl~otan lnl 

ttd 
Kepolo lapendo Kata 

Kendo,I 

PEMER.INTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 0 
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PETUNJUK PEMBUATAN PAPAN PERINGATAN 

~ Ukuran papan 1,5 m x 1 m. 
~ Ketinggian pemasangan 1,25 m - 1,75 m. 
~ Dibuat dari bahan kayu/logam dan huruf dapat tercetak denganjelas/ 

mudah dibaca. 
, Dipasang di dekat pagar depan atau tempat lain yang mudah dilihat. 

Tanggal pemasangan peringatan <Ian tanggal jatuh tempo pembayaran 
ditulis dengan tangan oleh petugas. 

Kapafo llaperuto Kola Kffdori 
Pa-,oui ngoni Joruh ,empo: 

Olcwong melepos- pcrlngoton lnl tadpo ••!-&AA 8opendo Koto Kandort 

ud 

PERINGATAN 
OBJEK PAJAK INI BELUM/ffDAK 

MEMBA YAR PAJAK DAERAH 
Untuk mene~cioh lfftdcdto" ~lhan pajalr do.ngon Surot Pok:ta, Wol!b Polok 
M'iet'O mewroo•; fvr!OQokOII JH1~1c ~ci•-h dalom loneku waktu 2\ horl •el~ah 

p•inos.ongan p•ringoton lni 

l'EMERINTAH KOTA KENDARI 

BADAN PENDAPA TAN DAERAH 
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................................ 22) 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa •) 

. dst. 
Berdasarkan hal tersebut di atas maka: 

1. Jumlah pajak yang terutang menurut surat Rp..................... ... 19) 
ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan *I 

2. .Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak Rp.. ....... ....... ........ 20) 
3. Jumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telah Rp........................ 21) 

disetujui menurur Wajib Pajak (SSPD terlampir] 
Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 

2. 
.................................................................................................................... 

1. 

Alasan pengajuan keberatan adalah: 18) 

.Jenis Pajak Daerah : 16) 
Masa/Tahun Pajak : 17) 

Nomor Surat 
Tanggal Surat 

D SKPDKBT 

O pemotongan/ _pemungutan oleh 
Pihak ketiga 

: 14) 

: J 5) 

bcrsama ini mengajukan keberatan alas: 

D SKPD D SKPDKB 

D SKPDLB D SKPON 

: 11) 

: 12) 
NPWPD 
Alamat 

O Kuasa dari Wajib Pajak : 
: 10) Nama 

Alamat : 7) 

Pekerjaan/ Jabatan : , 8) 

dalam hal ini bertindak sebagai: 

O Wajib Pajak 

D Wakil 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
: 5) 

: 6) 
Nama 
NIK 

Kendari 

.............. , 1) 
Kepada 

Yth, Wali 1<ota Kendari 
cq. Kepala Badan Pendapatan 

di - 

Nomor: 2) 
Sifat : 3) 
Lampiran : 4) 

Hal : Pengajuan Keberatan 
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*) coret yang tidak perlu 
**') dilsi tanda'"-0.'' pada lcolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau koiom "tic,lak:" apnbila 
persyaratan tidak dipenuhi 

NIP ~"="'="="·=·"="=--·="= ... = .. ·=··= .. ·=· =·=·· 13) ......................................... 14) 
NIP 

Petuga.s Pencliti 
Mengctahui, 
Kepala Sub Didang Pelayanan 
da.n Pemet-ikaean 

Kota Kendari, . 
121 

V. Berdasarkan penelitian perayaraten sebagairnane dimaksud pada angka ro.mawi JV, pengajus..n 
kebcratan dimaksud memenuhi/lidak .mernenuhi ... , persyaratan 8ehinge).1 permohonan tersebut 
dapat dlpertimbengkanj tidak dapAI. dlpertirnbangkan *). 

Penelitian Persvaratan 
Pemenunan 

No Pcrayaraton Persvaratan JOI Kererangan 111 
Ya Tidak 

Satu permohonan untuk I [satu) surar 
l keretapan pajak, unruk l (satu) pemotongan 

naiak, atau uniuk L lsatu) pcmunm • tan oaiak. 
Tertulis dalam bahasa lndonesia dengan 
mengemukakan jumlah pajak ya11g terutang atau 

2 jumlah pajak yang dlpotong a tau dipungut 
menur.ut pengbitungan Wajib Pajak disertai 
d-···"1'1 alasan :tl!!I• mendukung. 

3 Diajukan kcpRd• Wallkota mclalu1 Kepala 
Banenda, 
Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal surat keretapan pajsk atau 
ta,;,ggal pemotongan atau pemungutan pajek 

4 olch pihak ketiga, kccuaf Wajib Pajak dapal 
menunju.kkan bahwa wskru tersebut tidak 
eta pat dipenuhi karena keadaa.n di Iuar 
kekuasaann "a. 

5 Waiib Paiak tidakmemiliki l.lt.,,,nu oaiek. 
Dilampiri csu surat ketetapan pajak atau bukti 

6 pemotonga.n atau pernungutan oleh pihak ketiga 
vane diaiukan Keberatan. 
Dilampirl fotokopi SSPD untuk pcmbayaran 

7 sejurnlah yang telah di,act.ujui Wajib Pajak 
berdasarkan penghitungan p:.ajak yang terutang 
menurut Wt.iiib Paiak. 
Dilampiri Iotokopi akta peodirian I perubahan 

8 clan ausunandirekslj'struktur orgaoi;c.asi dalam 
hal ~ib Pajak berueo Bad']!' 

9 
Dilampiri Ictokop] ldentitas Wajib Pajak/ wakil/ 
kuasa \Vaijb Paiak 

10 Oitandatangan:i oteh Wajib Pajak/wakil /kuasa I w-~ib Paiadenzan melamcirkan Surat Kuasa. 

IV. 

................................................................................... l) 
: " " .. """"" "" " .. " ". 2) 
: :)) 

: " " " " ". "' "". 4) 
: 5) 

: " " " " " .•.•..... "" "." ". 6) 
: •.... """ "' "'" " 7) 
: 8) 
: Rp 9) 

I. Surat Keberatan 
Nornor clan Tanggal 
Tanggal 'Terirna Surat 
Nornor Tanda Terima Surat 

II. Identitas Pemohon 
Nama 
Alam at 

ill. Kewajiban Pajak Daerah 
Jenis Pajak Daerah 
NPWf'D 
Nomor Dokumen 
,Jumlah Pajak yang Terutang 

LEMBAR PENEUTIAN PERSYARATAN 
PENGAJUA.N KEBERATA.N PAJAK DAERAH 

PEMER!NTAH KOTA KENDARl 
BADAN PENDAPATAN DAERAH • 
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Sehubungan dengan pengajuan Keberatan Saudara melalui surat nornor 
.............................. 5) tanggal 6) yang diterima berdasarkan tanda terima 
nomor 7) tanggal 8), bersama ini disampaikao babwa: 
1. Sesuai Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa: 
(1) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan Keberatan, terhadap materi atau isi dari 

surat ketetapan pajak (jumlah bcsamya pajak yang terutang] atau tcrhadap 
materi atau isi dari pemotongan atau pernungutan pajak. 

('2) Dalam hal terdapat alasan Keberatan selain mengenai materi atau Isi dari 
surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan 
tersebut tidak dipcrtimbangkan dalarn penyelesaian Kcberatan. 

(3) Pengajuan Keberatan harus mernenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. satu Surat Keberatan untuk l (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 

[satu] pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; 
b. cliajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda; 
d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat 

ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh 
pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

e. dikemuk.akan jumlah pajak yang terutang atau jurnlah pajak yang 
ctipotong atau ctipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai 
dengan alasan yang mendukung; 

: Pemberitahuan Pengajuan 
Keberatan Tidak Dapat 
Dipertimbangkan 

Perihal 

.......................................... 
Sdr 4) Nomor : 3) 

Sifat : Segera 
Lampiran : 1 bendel 

......................... 2) 

Kota Kendari, 
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NlP. 
10) ···········...!..···························· 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARl 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara cliucapkan terima kasih. 

sehingga sesuai kecentuan Peraturan Walikula Kendari Nomor ... Tahun ... , 
pengajuan Keberatan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir 

dikcmbalikan berkas terkait. 
3. Saudara masih dapat mengajukan Keberatan kcmbali dcngan terlebih dahulu 

melengkapi persyaratan sebagaimana tersebul di alas. 

d. dst. 

(.;, u,,, . 

b . 

f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pernotongan atau pemungutan 

oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan; 
g. dilampiri dokumen pendukung sebagai bcrikut: 

l. fotocopi identitas Wajib Pajak .. dan fotocopi identitas Kuasa Wajib Pajak 

dalam hal dikuasakan; 
2. fotocopi SSPD unruk pembayaran sejumlab yang telah disetujui Wajib 

Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib 

Pajak; 
3. fotocopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan: 
4. susunan direksi/struktur organisasi dalam ha] Wajib Pajak berupa Badan; 

5. fotocopi bukti pendukung lainnya; 
h. surat perrnohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilarnpiri dengan 

Surat Kuasa. 
(4) Pengajuan Kebcratan yang tidak memenuhi persyaratan dianggap 

bukan sebagai pengajuan Keberatan sehingga tidak dapat dipcrtirnbangkan dan 
kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan 
yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 

dihitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan. 
2. Berdasarkan pcnelitian kami, pengajuan Keberatan Saudara tidak memenuhi 

ketentuan Peraruran Walikota Kendari Nomor Tahun , yaitu: 
a - 9); 
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................................ 18) 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *) 

Demikian surat permohonan pencabutan pengajuan Keberatan kami 
sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 

............................................................................................................ dst. 
················· ············· ········ ···-· ·-······· . 2. 
• • • • • • o, • o o' o o"' o ••••I' o o o o o•' o o o o • o o o o • o o o o o o o o O o O o ,o o o o o o'' o o o + • 0 • 0 o o • • o I' o o o o o o' o o o o o I., 0 • • o o 'o • • o o o o o o o o o o 'o o' 

..... ················· ········· ············································ . 1. 

Alasan pencabutan pengajuan Keberatan adalah: l 7) 

: 15) 

: 16) 
Penandatangan 
Bertindak selaku 

bersama ini mengaju.kan permohonan pencabutan atas Surat Keberatan: 
Nomor Surat : 13) 

Tanggal Surat : .. . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . .. .. . .. .. . . . .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. l 4) 

Nam.a : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10) 

: 11) 

: 12) 
NPWPD 
Alamat 

dari Wajib Pajak: 

9) 
dalam hal i.n.i bertindak sebagai: 
D Wajib Pajak 

D Wakil D Kuasa 

NIK 

Nam.a : ····· 5) 

: 6J 
: 7) 

: 8) 

Ala mat 

Pekerj aan/ J abatan 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

............... , 1) 
Kepada 

Yth. Wali Kota Kota Kendari 
cq. Kepala Badan Pendapatan 

Kota Kota Kendari 
di 
KOTA KENDARI 

: 2) 
: 3) 
: 4) 
: Permohonan Pencabutan 

Pengajuan Keberatan 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

- 200 - 



*) coret yang Lidak perlu 
.. ) diiai 1.and,,:n· pacla kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" 

apabila persyaratan tidak dipcrruhi 

NIP 
13) 

Petugas Peneliti 

Kota Kendari, 12) 

......................................... 14) 
NIP 

Mengc:tahui, 
Kepala Sub Bidang Pelayanan 
dan Pemeriksaan 

v. Berdasarkan penelitian pcrsyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, 
pengajuan permohonan pencabutan pengajuan Keberatan climaksud mernenuhi/ tidak 
memenuhi •1 persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkanj' tidak 
dapat dipertim bangkan *). 

Pcmcnuhan Ketcrangan. No Persyaratan Persvaratan IOI 
Ya Tirlak I J) 

l S~tu nermohonan untuk 1 tsann surat Kcbcratan. 
Tertulis dalrun bahasa Indonesia dengan 

2 mengernukakan alasan yang mendukung 
-cenaeluan oermohonan, 

3 Diaiukan keoada Walikota rnelalui. Keeala Baoende. 

4 Diajukao sebelum Surat PcmbcritahnAn Untuk 
Hadir fSPUHI disamnaikan keoada warn, PAiak. 
Dilampiri. fotokopi surat ketetapan pajak atau 

5 bukti pemotongan a tau pcmungutan oleh pihak 
l<eli<,a van<, diaiukan Keberatan, 

fi Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/wakil/ kuasa 
WaHb Paialc 

7 Ditandatangani oleb w .. jil.> Pajalc/wakil/kuasa 
Waiib Paiak denaan mclampirkan Surat Kua,;a. 

: 6} 
: , 7) 
: 8) 
: Rp 9) 

: 4) 
: 51 

...............................•....•......••..•.•.•....... , 1) 

........................................................................... 2) 

........................................................................... 3) 

NA ma 
Alamat 

rn. Kewajiban Pajak Daerah 

Jenis Pajak Daerah 
NPWPD 
Nomor Dokurnen 
J umlah Pajak yang Terutang 

rv. Penelitian Persyaratan 

II. Jdentitas Pernohon 

I. surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan 
Nomor dan Tanggal 
Tanggal Terima Surat 
Nomor Tanda Terima Surat 

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN 

PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN 

PEMERINTAH KOTA KENDAR! 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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NTP. 
.. . . .. .. • ••. . •. ..... .. •• . . . .. . . .. .• • ••. •. 1 0) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 5) tanggal 
................. 6) yang diterima tanggal 7) perihal Permohonan 
Pencabutan Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan nomor 8) 
tanggal 9), dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan penelitian 
kami, sarnpai dcngan diterimanya surat permohonan pencabutan pengajuan 
Keberatan Saudara, Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUR) belum 
dikirimkan kepada Saudara sehingga permohonan pencabutan pengajuan 
Keberatan Saudara dapat. disetujui. 'Terhadap pengajuan Keberatan Saudara, 

terlampir dikernbalikan bcrkas terkait, 
Demi.kian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara 

diucapkan terima kasih. 

: Perserujuan Pencabutan 
Pengajuan Keberatan 

Perihal 

.......................... ,1,,, . 

......................... 2) 

Sdr. 4) Nomor : 3) 
Sifat : Segera 
Lampiran : l bendel 

Kota Kendari, 

~ PEMERINTAH KOTA KENDARI 'W' BADAN PENDAPATAN DAERAH 
......................................................................................... 1) 
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NTP. 
.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .•. .. . 10) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

Demikian clisampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara 

diucapkan tcrima kasih. 

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 5) 
tanggal 6) yang diterima tanggal 7) perihal Permohonan 
Pencabutan Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan nomor 8) 

tanggal 9), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian karni, kepada Saudara telah dikirirnkan Surat 
Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH). 

2. Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata 
Cara Pcmungutan Pajak Daerah, Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan 
keberatan yang telah disampaikan kepada Bapenda sebelum tanggal 
diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) oleh Wajib Pajak. 
Dengan demikian, Saudara tidak dapat mencabut pengajuan Keberatan 
dan permohonan pcncabutan pengajuan Keberatan Saudara dito\ak. 

3. Pengajuan Keberatan Saudara tetap diselesaikan dengan penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan. 

.... ············· . 
····· ············· 

Sdr 4) . 3) 
: Segera 
: 1 bundel 
: Penolakan Pencabutan 

Pengajuan Keberatan 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Perihal 

Kendari, . 
2) 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

....................................................................................... 1) 
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NlP. 
.!..!.!..!.!!.! •• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 0) 

KEPALA SADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARl, 

Atas perhatian dan kcrja samanya d.iucapkan terima kasih. 

Sehubungan dengan surat Keberatan Saudara nomor 6) 
tanggal 7) yang diterima berdasarkan tanda terirna nomor 8) 
tanggal 9), dengan ini diminta kepada Saudara 1.1ntuk meminjamkan 
buku, catatan, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan materi Keberatan 
sebagaimana daftar terlampir. 

Buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian 
Keberatan tersebut diharapkan sudah karni terima paling lama 15 (lima belas] 
hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Buku atau catatan dan dokumen 
tersebut di atas akan d.ikcmbalikan kepada Saudara setelab penelitian selesai 
dilaksanakan. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak 
meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, surat Keberatan Saudara 
tetap diproses sesuai dengan data yang ada dalarn proses penyelesaian 

keberatan. 

: Perm.intaan Perninjaman 
Buku, Catatan, dan Dokumen 

Perihal 

Sdr. 5) Nomor : 3) 

Sifat : Segera 
Lampiran : 4) 

Kendari, 2) 

- 204 - 

O PEMERINTAH KOTA KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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.......................................... 



Nama Wajib Pajak .............................................................................. 1) 

\fPWPD Oto o o o o Io Io o o o o o Io o o o o o o o o o o o o o o I• o • o • o O • o o •••I•••+* o o • • • • o o o o o o • • o • • • • • • • • • • • 2) 

'\lamat Wajib Pajak .............................................................................. 3) 

No Jenis/Nama Buku, Cata tan, danDokumen Keterangan 

4) 5) 6) 

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN DALAM 
RANGKA PENYELESAJAN KEBERATAN 
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~ PEMERINTAH KOTA KOTA KENDARI 
'tiU' BADAN PENDAPATAN DAERAH 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 



.................................... 15) ···································· 17) 
NIP NIP 

Tanggal: 14) Tanggal: 16) 

Discrahkan Oleh : Diterima Oleh 

.................................... 11) 13) 
NIP NIP 

Tanggal: 10) Tanggal: 12) 

~rahkai1 Oleh : piterima Oleh 

No. Jenis/Nama Buku, Keterangan Dipinjamkan Dikem balikan 
Catatan, dan Dokumcn Lengkap/ Lengkap/ 

Tidak Lengkap Tidak Lengkap 

SJ 6) 7) 8) 9) 

Nama : 1) 
NPWPD : 2) 

Alamat : 3) 
Nomor /Tanggal : , 4) 
Surat Keberatan 

BUKTI PEMINJAMAN DAN PEN.GEMBALIAN 
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN 
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~ PEMERINTAH KOTA KOTA KENDARI 
~ BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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................................... 12) 

t~ate-rai 
Rp.10.0-0D, 

............ , 11) 
Yang Membuat Pernyataan, 

Demi.k:ian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh 
kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk 
bcrtanggungjawab alas segala akibat hukurn yang limbul dari pernyataan ini . 

telah menyerahkan kepada Tim Penyelesaian Keberatan berupa fotocopi 
dan/atau data yang dikelola secara elektronik atas buku, catatan, dan 
dokumen yang dibuat dari dan sesuai dengan aslinya. 

: 9) 
: 10) 

Nomor Surat 
Tanggal Surat 

dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian Keberatan: 

NPWPD 

Alamat 

: ..............•.•....•........•....•...........•.....•.......•...............•... 6) 

: 7) 

: ········ ········ 8) 

Nama 

dari Wajib Pajak: Kuasa Wakil D 
D 
D 

Alamat : 3) 
Pekerjaan/Jabatan : 4) 

dalam hal ini bertindak sebagai: 

: 1) 
: 2) 

Nama 
NIK 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 

- 207- 

5) WajibPajak 



.• •••.•••.••. ••. .•. •• . .• . .• . .• .. . . . . ••• • 17) 
NIP. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

Apabila dalamjangka waktu tersebut di atas Saudara tidak mernberikan 
keterangan dimaksud, surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan 
data yang ada dalarn proses penyelesaian keberatan. 

2. Keterangan tersebut di atas agar disampaikan kepada: 
Nama 13) 
Jabatan : 14) 
Ternpat : 15) 
paling lama 16) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim. 

dst. 
...................................................................................................... 12) c. 
. ····················· . b. 

a. 

Sehubungan dengan surat Keberatan Saudara nomor 6) 
tanggal 7) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 8) 

tanggal 9), dengan ini disampaikan babwa kami masih mernerlukan 
keterangan tambahan yang terdiri dari: 
l. Kctcrangan sehubungan dengan 10) yang menyebabkan 

pcrhitungan menurut Saudara sebesar 11), yang meliputi: 

Sdr 5) ; 3) 
: Segera 
: 4) 
: Permintaan Keterangan 

Tambahan 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Peri ha I 

Kendari, 2) 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

............................................................................. 1) 
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NTP. 

.. 20) 
.NIP. ....................................... 21) 

NIP. 

...•......................................... 
Tim Penyelesaian Keberatan 
Anggota 1 

Mengetabui, 
Kepala Bi dang . 

Berita acara tidak memcnuhi scbagian/seJuruhnya permintaan 
perninjaman dan/atau permintaan keterangan ini dibuat dengan sebenar­ 
benamya. 

dengan ini diterangakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak 
memenuhi sebagian / seluruhnya *) atas peminjaman buku, catatan, dan 
dokumen dan/ a tau permintaan keterangan tambahan tersebut di atas 
sehingga pengajuan Keberatan akan diproses menggunakan data yang ada. 

No NomorSurat Tan""al 

17) 18) 19) 

Bahwa berdasarkan Surat Permint.aan Peminjaman Buku, Catatan, dan 
Dokumen dan/ atau Surat Permintaan Keterangan Tambahan sebagai berikut: 

: 13) 
: 14) 
: 15) 
: 16) 

atas: 
Nomor Surat 
Tanggal Surat 
Jenis Pajak Daerah 
Masa/Tahun Pajak 

: 10) 
: 11) 
: 12) 

Nama 
NPWPD 
Alam at 

telah melakukan penelitian atas Keberatan WajLb Pajak: 

No. Nama I NIP Pano-kat I Golon-n Jabatan 

6) 7) 8) 9) 

SERITA ACARA TIDAK MEMENUHJ SEBAGIAN/SELURUHNYA 
PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN 
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PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

............................................................................. l) 

Anggota 2 



No. Pokok Mate,"i yang Ali\san dan Penghitungan Ha.sit Pemil].tian,<lon 
Dlajukan Keberatan Waiib Paiak Penzhitunzan Peneliti 

1. 

Rp Rp 

2. 

Rp Rp 

3. 

Rp Rp 
4, 

Rp Rp 

l . Uraian Hasil Penelitian 

tentang Pajak 

: Rp . 

Berdaearkan Surat Tugas nomor 2) tanggal 3) 
telah dilakukan pcnclitian dari tanggal 4) sampai dengan tanggal 
....................... 5) terhadap pengajuan Keberatari yang diajukan oleh Wajib 
Pajak/kuasanya *): 

Nama : 6) 

Alamat : 7') 

rnelalui surat nomor 8) tanggal 9) yang 
diterima berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal 
................... 11), dengan uraian sebagai berikut: 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 
PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK DAERAH 

Nomor: 1) 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

. . . . . • . . .. . . • . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 
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12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

.......................................................... 
UMUM 

1. Jcnis pajak dacrah 
2. Nama Wajib Pajak 
3. NPWPD 
4. Jenis/Nomor Dokumen 
5. Pajak yang terutang 

DASAR HUKUM 
1. Peraturan Dacrah Kota Kendari Nomor ... Tahun 

Dacrah dan Retribusi Daerah. 
2. Peraturan Walikota Kendari. Nomor Tahun tentang Tata 

Cara Pernungutan Pajak Daerah, 
HASTL PENELTTIAN 



:,i ., 
~1:1,~!.i1cunizru1 McnurtiL IRik) No, Urai4n ll 

" D'okumen A:wal WaiU>.Pniak: Ha,sil Pene.!itlsn .. 
1. Pembayara.n dari: 

A) Penjualan Makanan dan 
Minuman 

B) Service Charge 
C) Pcndapatan Lain- Lain 

2. Dasar Pengenaan Pajak 
(DPPJ 

3. Tarif 

4. Pajak yang Terutang 
5. Pengaturan Pt:ngenaan/ 

Pengurangan Pajak *) 

6. Pokok Pajak yang Hant! 
Dibayar 

7. Kompensasi Pajak/ Pajal 
yang Sudah Dibayar 

8. Paj!lk yang Harus Dibayar 
9. Sanksi Administratif 
10. Jumlah yang Masih Harus 

Dibayar 

(un.tuk PBJT atas Makanan dan/ atau minuman) 

. . I< fl -~ - t ., , . J1eno:h itune:a::rt.1.1:euucut'mni· . No~ ' Uraian. 
' " ' Hil\il P<l11ceHt1a,;1 ·<i " Dokurnen- P.Wal Waiib Pafak 
1. Pcmbayarnn dari: 

A) Persewaan Kama r 

B) Penjualan Makanan dan 
Minuman 

C) Fasilitas Hotel 
U) Pelayanan Penunjang 

2. Dasar Pengenaao Pajal 
(OPP) 

3. Tarif 
4. Pajak yang Terutang 
5. Pengaturan Pcngenaan/ 

Pengurangan Pajak *) 

6. Pokok Pajak yang Harus 
Dibayar 

7. Kornpensasi Pajak/ Paja) 
yang Sudah Dibayer 

8. Pajak yang Llarus Dibayar 
9. Sanksi Administratif 
10. Jumlah yang Masih Harus 

Dibayar 

Penghitungan Pajak yang Terutang 
iuntuk: PB.JT atas Jasa perhotelan} 
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,;, 
i?en"hitummn Menurut r~,.,\ ~ . No. Uraian ' ' w0;1tf~aiak . Dokumen A,wa.t· Hasil Penelitlan 

1. Rel<lame Terpasang: 

AJ Jum\ah 
BJ Ukuran 

C) Nilai Dasar 

D) Lama Pemasangan 
2. Dasar Pengenaan PajaJ 

(OPP) 

3. Tarif 
4. Pajak yang Terulang 
o. Pengaturan Pcngenaan/ 

Pengurangan Pajak •J 
6. Pokok Pajak yang Harns 

Dibaya 
r 

7. Kornpensasi Pajak/Pajal 
yang Sudah Dibayar 

8. Pajak.yang Harus Dibayar 
9, Sanksi Administra.tif 

10. ,Jumlah yang Maslh I lams 
Dibaya 
r 

[untuk; Pajak Reklame) 

, .. ·: 
·No. ,Uraiara P,,n'i.!hitun,,,ao MMtlr.l;Il: . 

er 
" Dokumen Awdl- W;aiili Paiak Ha:~11 Perielitilln, 

l. Pernbayaran dari: 
A) Pcnjualan Tiket/ 

Lay an an 

BJ Penjualan Makanan dan 
Minurnan 

CJ Service Charge 
DJ Pendapatan Lain-Lain 

2. Dasar Pengenaan Pajai, 
(OPP) 

:\. Tarif 

4. Pajak yang Tcrutang 

5. Pengaturan Pengenaan/ 
Pcngurangan Pajak •J 

6. Pokok Pajak yang Haru: 
Dibaya 
r 

7. Kompensasi Pajak/ Paja.l 
yang Sudah Dibayar 

8. Pajak yang Harus Dibayar 
9. Sanksi Administratif 
10. .Jumlah yang Masih Harus 

Dibaya 
r 
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·-· ii liJ ' 

'3rairu1 Ptlnl!hi1:un1:roi, M'enurut fl{n\ , ' No: 
' " ~- jp~ Bokumen Awai Wajib1Pafa k Hasi! Penelitian; 

1. Penggunaan Pembangkii 
Listrik: 
A) Daya Terpasang 
B) Jam Penggunaan 
q Biaya Pemakalan per 

kWh 
D) Faktor Daya 

2, Dasar Pengenaan Paja.~ 
(OPP) 

3, Tarif 
4, Pajak yang Terutaru; 
5. Pcngaturan Pengenaan/ 

Pengurangan Pajak "l 
6. Pokok Pajak yang Haru: 

Dibaya 
r 

7, Kornpensasi Pajak/Pajal 
yang Sudab Dibayar 

8. Pajak yang Harus Dibayar 

9. Sanksi Administratif 
10. Jurolah yang Masih Harus 

Dibay~J 
r 

tuniu): PBJT a.tas Tenaga Listrik Non PLN) 

a- ' ~-Pr. . : "' " 
l~!.l-' Uraian ' nJZhiLUnJZm1 Men unit. fRo) 

" ' 
W,afiti4l'ai~k- lf" ·, I PE ff J "' - Dok:umeri1Awa1 AS! ,.,nl. 1-tiRO 

L Jumlah Tagihan Pelanggan 
GoJ/Tarif: 
AJ Sosial/S 
B) Rumah Tangga/R 

C) Bisnis/R 

D) lndustri/ I 
E) Layanan Khusus/L 

2. Dasar Pengenaan Pajal 
(OPP) 

3, Tarif 
4_ Pajak yang Terutang 
5. Pengaturan Pcngcnaan/ 

Pengurangan Pajak*) 
6. Pokok Pajak ya11g II arm 

Dibayar 

7. Kompcnsasi Pajak/ Pajal 
yang Sudah Dibcyar 

8. Pajak yang Harus Dibayar 
9, Sanksi Administra:tif 

10. .Jurnlah yang Masih Harus 
Dibayar 

(untuk PBJT atas Tenaga Listrik) 
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' 
.Penghi1;ul~i!ati'iM:er.1urut iR>'>I ' 

119· Uraian ' . ' ' l;;nsil Pene.liuab ' ' Dokutnen Awal Waiib.'P-aiali: 
1. Pengambilan Air Tanah: 

A) Volume Pengambilar 
(m3) 

B) Harga Dasar Air 
2. Dusur Pengenaan Pajal 

(OPP) 
3. Tarif 
4. Pajak yang Teru Lang 
5. Pengaturan Pengeoaan/ 

Pengurangan Pajak *) 
6. Pokok Pajak yang Harus 

Dibayar 
7. Kompensasi Pajak/ Paja~ 

yang Sudah Dibayar 
8. Pajak yang Harus Dibayar 
9. Sanksi Administratif 
10. .Jumlah yaug M,isih Harus 

Dibayar 

[untuk: Pajak: Air Tanah) 

~f, PEn2hitun'lt,>n M"(,ntlnrt (Riil' ' i. .. 
Uraia.n ,No. ,; ., 

Wailb J>aiak R 1\ P r . , ' . 'Dokumen Awai as, enc thlm 
1 . Pembayaran, dari: 

A) Parkir Roda Dua 
8) Parkir Roda Kmpal atau 

Lebih 
2. Dasar Pcngenaan Pajak 

(OPP) 
3. Tarif 

4. Pajak yang Terutang 
5. Pengaturan Pengenaan/ 

Pengurangan Pajak •] 
6. Pokok Pajak yang Harns 

Oibayar 
7. Kompensasi Pajak/ Paja~ 

yang Sudah Dibayar 
8. Pajak yang Harus Dibayar 
9. Sanksi Administratif 

10. .Jumlah yang Masih Harus 
Oibayar 

[untuk: PBJT atas Jasa Parkir) 
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' iPc.neiiitun.,.,n, Me,;mrnt !Rril ~·, 
,No. urlfrl\n 1.,. '.J ., .i· " •• ',, . Dokumen, Awru Waiib-Piiiak, H~sil Penelftlan 

l. Pengarnbilan MBLB: 
A) Volume Pengarnbilan 
BJ Harga Pasar MBLB 

2. Dasar Pengenaan Pajak DPP . 

3. Tari! 
4. Pajak yang Terutang 
5. >engurangan Pajak 
6. Pokok Pajak yg Haru, 

Dibayar 

7. Kompenaasi Pajak/ Pajak 
yang Sudah Dibayar 

8. Pajak yang Harus Dibayar 
9. Sanksi Administratif 
JO. Jumlah yg Msh Harus Dibyr 

iuntuk: Pajak MBLB) 

Pen<iliiairigan.M~urut-'(Rnl ' 
i,No. Ura1an " .: 

' . 
Waiib P~iak' 

. ,1· Ookum¢ticAwal l{asil Pcneli~an 
l. Pengambilan SBW: 

A) Volume Pengamhilar 
SBW 

B) Harga Pasaran SBW 
2. Dasar Pengenaan Pajal 

(DPP) 

a. 'T'arif 

4. Pajak yang Tern tang 
5. Pengaturan Pengenaari/ 

Pengurangan Pajak •) 
6. Pokok Pajak yang Harns 

Dibayar 
7. Kompensasi Pajak/ Pajak 

yang Sudah Dibayar 
8. Pajak yang Harus Dibayar 
9. Sanksi Administratif 
10. .Jumlah yang Masih Harus 

Dibayar 

- 215- 
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NlP. 
...............................•....... 23) 

' I 

l 
Kepala Bidang ..... 

Menyetujui, 
IP 

NIP. 
........•.................•............ 22) I 21) 

IP 
etugas Peneliti 2 

1Kendari, 
20) 

Petugas Peneliti 1 

Mengetahui, 
Kepala Sub Bidang ..... 

...................................................................................................... 19) 

............................................................................................................ 

N. SIMPULAN DAN USUL 
1. Simpulan 

I] Hasil penelitian dan penghitungan pajak yang terutang 
dilanjutkan untuk dibahas bersama \Vajib Pajak pada 
Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan. 

2) Kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pernberitahuan 
Untuk Hadir (SPUH) untuk menghadiri Pembahasan dan 
Klarifikasi Ke beratan pada tanggal . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 7) di 
........................... 18). 

Usu! 

No. Uraia.n Penahitunzan Menurut (Rnl 
1Dokumen Awai Waiib Paiak Hasil Penelitian 

1 NPQP 

2 NPOPTKP 
3 INPOPKP 

4 IBPHTB yang Terutang 

s IPer. Pengenaan/ 
IPeagurangan Pajak *) 

'.) Pokok BPHTB yang Harus 
loibayar 

, Kompensasi Pajak/ Pajak 
yang Sudah Dibayar 

B BPHTB yang Harns Dibayar 
~ Sanksi Adrninistrasi 
10 I.Jurnl'3,h ya.ng Masih Harus 

[)ibayar 

- 216- 
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NTP. 
•• .• . ••. ••• •• . .• . •• . •. ••• ••• • •• • .• • .• • •• 1 7) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARJ, 

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

Apabila dalam jangka waktu terse but di atas Saudara tidak memberikan 
tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dan/atau tidak menghadiri 
Pembahasan dan Klarifikasi Keberatan, surat Keberatan Saudara tetap 
diproses sesuai dcngan. data yang ada dalarn proses penyelesaian keberatan. 

................................................................... ·•···· 8) 

................................................................................ 9) 

.............................................................................. 10) 

Hari/Tanggal 
Waktu 
Tempat 

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian terhadap pengajuan 
Keberatan Saudara melalui surat nomor 6) tanggal 7), 
bersama ini disampaikan pcmbcritahuan daftar hasil penelitian Kcbcratan 
sebagairnana terlampir. 

Mengingat daftar hasil penelitian Keberatan tersebut tidak bersifat final 
dan bukan merupakan keputusan atas Keberatan yang Saudara, ajukan, 
Saudara diberi kesernpatan untuk menanggapi secara tertulis scsuai formulir 
terlampir disertai buku, catatan, data, atau infcrmasi tambahan yang 
mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalarn jangka waktu 
paling lama l O (sepuluh) hari kcrja sctclah tanggal surat ini dikirim, dan 
diharapkan kehadiran Saudara guna menghadiri Pembahasan dan Klarifikasi 
Keberatan pada: 

Sc!r 5) . 3) 
: Segera 
. 4) 
: Surat Pemberitahuan 

Untuk Hadir 

Norn or 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

~ PEMERINTAH KOTA KENDARI lAf BADAN PENDAPATAN DAERAH 
·::-:-:·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) 
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Kendari, 2) 



No. Uraian 
Penghitungan Menurut (Rp) 

Dokumen Awai Wajib Pajak Basil Penclitian 
1. Pernbayaran dari: 

A) Persewaan Kamar 

R) Penjualan Makanan dan 
Minurnan 

C) Fasilitas Hotel 
DJ Pelayanan Penunjang 

f- 
Pengenaan Pajak 2. Dasar 

(OPP) 
3. Tari! 
4. Pajak yang Terutang 
5. Pengaturan Pengennan/ 

Penmrrangan Paiak *\ 
6. Pokok Pajak yang Harus 

Dibayar 
7. Kompensasi Pajak/ Pajak 

yang Sudah Dibavar 
8. Pajak yang Harus Dibayar 
9. Sanksi Admin istrasi 

- JO. Jun,Jah yang Masih Harus 
Dibayar 

II. Penghitungan Pajak yang Terutang 
( Untuk PB.JT atas Jasa. perhotelans 

No. Pokok Materi yang Alasan dan Penghitungan I Hasil Penelitian dan 
Dlajukan Kcbcratan Wajib Pajak Pcngbitungan Peneliti 

1 I 
Rp. Rp. 

2 
Rp. Rp. 

3 
Rp. - Rp. 

4 
Rp. Rp. 

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN 
Nomor Surat Keberatan ; 1) 
Tanggal Surat Keberatan ; 2) 
Jenls Pajak Daerah ; 3) 
Jenis/Nomor Dokurnen : 4) 
Tanggal Dokumen : 5) 
Masa/Tahun Pajak : 6) 

r. Uraian Hasil Penelitian 
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......................................................................................... 1) 



Uraian 
Peughiumgan Menurut (Rp) 

No. 
Dokumen Awai Wajib Pajak Hasil Penelitian 

i. Pernbayaran dari: 
A) Penjualan Tikel/ 

Layanan 
BJ Penjualan Makanan dan 

Minuman 
CJ Service Charge 
DJ Pendapatan win-Lain 

2. Dasa.r Pcngenaan Pajak 
IDPP) 

3. 'T'arif 
4. Pajak yang Terutang 

5. Pengaturan Peogenaan/ 
Pengurangan Paiak *l 

6. Pokok Pajak yang Harus 
Dibavar 

7. Kompensasi Pajak/Pajak 
vanz Sudah Dibavar 

8. Pajak yang Harus Dibayar 
9. San ksi Administrasi 
JO. Jumlah yang Masih Harus 

Dibavar 

[untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan] 

No. Uraian 
Penghltungan Menu rut (Rp) 

Dokumen Awai Wajib Pajak Hasil Pcnelitian 
I. Pemhayaran dari: 

A) Penjualan Makanan dan 
Minuman - BJ Service Charge 

C) Pendapatan Lain-Lain 
'.2. Dasar Pengenaan 

Paia(DPPI 
3. 'T'arif 
4. Pajak yang Terutang 

5. Pcngaturan Pengenaan/ 
>- Pengurangan Pajak ') - 6. Pokok Pajak yang Haros 

Dibayar 
7. Kornpensasi Pajak/Pajak 

yang SudJh Dibavar 
8. Pajak yang Harus Dibayar 

9. Sanksi Administrasi 

LO. Jumlab yang Masih Harus 
Dibavar 

- 219 - 

(Untuk PBJT ata.s makanan dan/ atau minuma.n) 



No. Uraian 
Penghituugan Menurut (Rp) 

Dokurnen Awai Wajib Pajak llasil Penelitian 

I. Jumlah Tagihan Pelanggan 
Gol/Tarif: 
A) Sosial/S 
B) Rurnah Tangga/R 

C) Bisnis/B 
D) Industri/ I 
F.} Layanan Khusus/L 

2. Dasar Pengenaan Pajak 
(f)PPI 

3. Tarif 
4. Pajak yang Terutang I 
5. Pcngaturan Pengenaan/ 

Penzi iranzan Paiak *l 
6. Pokok Pajak yang Hanis 

Dibavar 
7. Kornpensasi Pajak/Pajak 

vane Sudah Dibavar 
8. Pajak yang Harus Dibayar 

9. Sanksi Administrasi 

10. Jumlah yang Masih Harus 
Dibavar 

(untuk PBJT atas Tenaga Listrik 

Uraian 
Penghitungan Menurut (J:<p) 

No. 
Dokurnen Awai Wajib Pajak Hasil Penelitian 

1. Reklame Terpasang: - A) .Jumlah 
B) Ukuran 
C) Nilai Dasar 

D) Lama Pernasangan 

2. Dasar Pengenaan Pajak 
IDPPI - 3. Tarif 

4. Pajak yang Terutang 
5. Pcngaluran Pengenaan/ 

Penzuranzan Paiak *l 
6. Pokok Pajak yang Harus 

Dibavar 
7. Kompcnsasi Pajak/ Pajak 

yang Sudah Dibavar 
8. Pajak yang llarus Dibayar 

9. Sanks! Administrasi 
10. Jumlah yang Masih. Hams 

Dibayar 

(untuk Pajak Reklame) 
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No. Uraian 
Penghitungan Menurut (Rp) 

Dokumen Awal Wajib Pajak Hasil Penelitian 
1. Pembayaran dari: 

A) Parkir Roda Dua 
B) Parkir Roda Empat atau 

Lebih 
2. Dasar Pengenaan 

Paia/OPPI 
3. Tarif 
4. Pajak yang Terutang 
5. Pengaturan Pengenaan / 

Pcnzuranean Paiak 'l 
6. Pokok Pajak yang Hanis 

Oibavar 
7. Kompensasi Pajak/Pajak 

vanz Sudah Dibavar 
8. Pajak yang Harus Dibayar 
9. Sanksi Administrasi 
10. .Iurnlah yang Masih Hanis 

Dibavar 

(untuk PBJT atas Jasa Parkir] 

No. Uraian 
Penghitungan Menurut (Rp) 

Dokumcn Awai Wajib Pajak Hasil Peneli tian 
I. Penggunaan Pembangkii 

Listrik: 
A) Daya Terpasang 

BJ Jam Penggunaan 
C) Biaya Perna kaian per 

kWh 
D) Faktor Daya 

2. Dasar Pengenaan 
PaialDPPl 

3. Tarif 
4. Pajak yang Tcruumg 
5. Pengaturan Pengenaan I 

Pensn iranaan Paiak •I 
6. Pokok Pajnk yang Harus 

Dibavar 
7. Kompensasi P£1jak/Pajak 

van" Sudah Dibavar 
8. Pajak yang Harus Dibayar 
9. Sanksi Administrasi 

10. Jumlah yang Masih Haros 
Dibavar 
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No. Uraian 
Pcnghitungan Menurut (Rp) 

Dokumen Awai Wajib Pajak Hasil Penelitian 
1. Penjualan SBW: 

A) Volume Pengambilan 

B) Harga Pasaran Umum 
z. Dasar Pengenaan 

Paj~Pl-') 
3. Tarif 
4. Pajak yang.Terutang 
5. Pengaturan Pengenannj' 

Penjrurangan Paiak *j 
6. Pokok Pajak yang Harus 

Dibavar 
7. Kompensasi Pajak/Pajak 

vana Sudab Dibavar 
a. Pajak yang Harus Oibayar 
9. Sanksi Administrasi 
10. Jumlah yang Masih Harus 

Dibavar 

(untukPajak Sarang Burung Walet) 

No. Uraian 
Penghitungan Mcnurut (Rp) 

Dokumen Awa! Wajib Pajak Hasil Pcneli tu, n 
1. Pengamhi.lan Air Tanah: 

A) Volume Pengambilan 
(m::l) -- BJ Harga Dasar Air 

2. Dasar Pengenaan 
Paja(DPP) 

3. Tarif 

4. Pajak yang Terutang 
5. Pengaturan Pengenaan/ 

Penzuranzan Paiak *I 
6. Pokok Pajak yang Harns 

Dibavar 
7. Kompensasi Pajak/ Pajak 

vanz Sudah Dibavar 
8. Pajak yang Harus Oibayar 
9. Sanksi Administrasi 
10. ,Jumlah yang Masih Harus 

Dibavar 

(untuk Pajak Air Tanah) 
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................................. 10) 
NlP. 

Menyetujui, 
Kepala Bidang Penagihan, 
Pelayanan, dn Pemerlbaan 

................................. 
NIP. 

Petugas Penellti 2 

................................. Si 
NJP. 

................................. 9) 
NIP. 

Petugaa Peneliti 1 

Kendari, 7) 
Mengetahui, 
Kepala Sub .... 

No. Uraian 
Penghitungan Menurut (Rp) 

Dokurncn Awa! Wajib Pajak Hasil Penelitian 

I. NPOP 

2. NPOPTKP 

3. NPOPKP 

4. BPHTB yang Terutang 
5. Pengaturan Pengenaa.n/ 

Penzuranzan Paiak •1 
6. Pokok BPH'l'B yang Haros 

Dibavar 
7. K.Qm pensasi Pajak/Pajak 

vana Sudah Dibavar 
8. BPH'l'B yang Harus Dibayar 

9. Sanksi Administrasi 
10. Jumlah yg Masih Hrs 

dibavar 

(untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan. Bangunan) 

No. Uraian 
Penghitungan Menurut (Rp) 

Dokumen Awa! Wajib Pajak Hasil Penelitian 
I. Pengarnbilan MBLB: 

A) Volume Pengambilan 
B) l:larga Pasar MBLB 

2. Dasar Pengenaan 
PaialDPPl 

3. 'l'arif 

4. Pajak yang Terutang ,-- 5. Pengaturan Pcngenaan/ 
Penoi•ranga.u Pajak •1 

6. Pokok Pajak yang Harus 
Dibavar 

7. Kompensasi Pajak/Pajak 
I vanz Sudah Dibavar 

8. Pajak yang Haros Dibayar 

9. Sanksi Administrasi 
10. Jumlah yang Masih Harus 

Dibavar 

(uniuk: Pajak MBLB) 
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................................ 16) 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *) 

3. dst. 
• •'' •' • • • • • '•' • •' '• '• • • • • • •' o • •' o' • • • * o • o '• o o o •' • • • • • • •' '' • • • '• • o • o • • • o •' '• o • o o • • • • •' • 0 •' • • o • • • • • • • • 0 • • • • • • •' • • • • o I 

2 .. 

dengen ini memberikan tanggapan atas basil penelitian Keberatan kaml dengan 
uraian sebagai berikut: 

1 15) 

: 12) 

: 13) 

: 14) 

NP\VPD 
Alamat 

Nama 
dari Wajib Pajak : 

11) 

dalam hal ini bertindak sebagai: 

D Wajib Pajak 

D Wakil D Kuasa 

NTK 
Alamat 
Pekerjaan/Jabal.an 

: 7) 

: 8) 

: 9) 

: 10) 

Narna 

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) nomor 
............................ :5) tanggal 6), dengan ini saya: 

KENO ARI 

............... , 1) 

Kepada 
Yth. Kepala Sadan Pendapatan Daerah 
Kata Kendari 
di 

Nomor : 2) 

Si.fat 3) : . 
Lampiran : 4) 

Hal : Tanggapan Hasil 
Penelitian Keberatan 
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3. dst. 
. .. . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . ······ . 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

d) Pendapat Tim Penyelesaian Keberatan 
. . 
............................................................................................................ 
................................................ ··················· . 

c) Tanggapan Wajib Pajak terhadap HasiJ Penelitian Keberatan 
. .. .. . 
. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. . ················ . 
............................................................................................................ 

b) Penjelasan atas Hasil Penelitian Keberatan 
. ················· ······ ········ 
. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. , ····· ······· . 

a) Alasan Wajib Pajak dalam Surat Keberatan 
....... . 
....................................................................................... ······· . 

2. Pokok Materi Keberatan 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

d) Pendapat Tim Penyelesaian Keberatan 
...................................................................................................... 13) 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
c) Tanggapan Wajib Pajak tcrhadap Hasil Penelitian Keberatan 

...................................................................................................... 12) 

. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . .. . . .......................................................................................... ·············~··· . 
b) Penjelasan atas Hasil Penelitian Keberatan 

............................................................................ ·············· 11) 

. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... ~· . 
a) Alasan Wajib Pajak dalam Surat Keberatan 

...................................................................................................... 10) 

................................... ' . 

1. Pokok Materi Keberatan 
................................................................................................. ·············. 9) 

: ..................•.....•.............•..•.......•................... 1) 
: .........................................................•........... 2) 
: 3) 
: 4) 
: ..........•.....•.................................................•.. 5) 
: 6) 
: 7) 
: 8) 

Nomor Surat Keberatan 
Tanggal Surat Keberatan 
Jenis/Nomor Dokumen Awal 
Tanggal Dokumen Awal 
Nama Wajib Pajak 
NPWPD 
Jenis Pajak Daerah 
Masa/Tahun Pajak 

RISALAH PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI KEBERATAN 

......................................................................................... 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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NJP 
..................................... 

Anggota 2 

..................................... 25) 
NlP 

Anggota 1 

..................................... 24) 
NIP 

Kendari, 22) 
Tim Penyelesaian Keberatan 

Ketua Tim 

21 19 

Pendapaf tim. 
Penydeiru.m 

K:cberau,,n 

-- -- Pern bjt'hasa.n dan , 
Etlarlfikas.i :Keberacro,1 

20 18 

Has ii 
:.e'l!nem.ian 
Keberatan 

- 226 - 

..................................... 26) 
NIP 

Mengetahui, 
Kepala Bidang ......... 

..................................... 23) 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *) 

17 

PJndapat 
WJ>d$rn 

Surat 
.Keberatan 

16 15 14 

Pokok Qolnunen 
~o. Ma!6ouk· y~ 'ut\wal.!.~1! Oli\l . an . w """"' l{'hberatan ~eberacan 

Sirnpulan Hasil Pernbahasan dan Klarifikasi 



....................................... 
....................................... 27) NIP. 
N1P. 

Anggota2 

....................................... 25) 
NIP. Mengetahui, 

Kepala Bidang ..... 

....................................... 26) 

Tim Penyclcsaian Kcbcratan 
Anggota 1 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *) 

yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemheritahuan Untuk 
Hadir (SPUH) nomor 21) tanggal 22), dan Wajib Pajak 
telah membcrikan tanggapan tertulis dalam suratnya nomor 23) 
tanggal 24). 

Berita acara kehadiran Wajib Pajak dan memberikan tanggapan tertulis 
ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

: 18) 
: 19) 
: 20) 

Nam.a 
Jabatan 
Alam.at 

D Kuasa 

serta memberitahukan dan menjelaskan basil pcnclitian Kcbcratan kepada: 

D Wajib pajak 

D Wakil 

: 10) 
; 11) 
: 12) 

: 13) 
: 14) 
: 15) 
: 16) 

Nama 
NPWPD 
Alam at 
Atas 
Nomor Sural 
Tanggal Surat 
Jcnis Pajak Daerah 
Masa/Tahun Pajak 

Telah me1akukan penelitian atas Keberatan Wajih Pajak: 

No Nama/NTP Pangkat/ Go! Jabatan 
6) 7) 8) 9) 

Pada hari ini 1) tanggal 2) bulan 3) tahun 4) 
bertempat di 5), karni: 

BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK DAN 
MEMBERIKAN TANGGAPAN TERTULIS 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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NTP. 
....................................... 26) 
NIP. 

Anggota 2 

....................................... 24) 
NIP. Mengetahui, 

Kepala Bi dang . 

....................................... 25) 

Tim Penyelesaian Keberatan 
Anggota 1 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *) 

Berita acara kehadiran Wajib Pajak tetapi tidak memberikan tanggapan 
tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

3. dst. 

2. 
................................................................................................................... 

yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk 
Hadir (SPUH) nomor 21) tanggal 22), tetapi Wajib 
Pajak tidak memberikan tanggapan tertulis. Wajib Pajak/wakil/kuasa •J 
rnemberikan keterangan secara lisan pada Pembahasan dan Klarifikasi 
Keberatan sebagai berikut: 
1. . 23) 

: ············································• 18) 
: . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 19) 
: 20) 

Narna 

Jabatan 

Ala.mat 

atas: 
Nomor Surat : 13) 
Tanggal Surat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14) 
Jenis Pajak Daerah : 15) 
Masa/Tahun Pajak : 16) 
scrta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian Keberatan kepada: 

D Wajib Pajak 

D Wakil D Kuasa 

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 10) 
: • .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11) 
: 12) 

Nam a 
NPWPD 
Alamat 

telah melakukan penelitian atas Keberatan Wajib Pajak: 

rtemnat di .............................. 5 I. kami: 
No Nama/NTP Pangkat/ Gol Jabatan 

6) 7) 8) 9) 

Pada hari ini l) tanggal 2) bulan 3) tahun 4J 
be 

BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK 
TETAPI TIDAK MEMBERIKAN TANOOAPAN TERTULIS 

................................................................................ - . 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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NIP. 

Anggota 2 
NLP. 

························•·············· 27) 
NIP. '28) 

Tim Penyelesaian Keberatan 
Anggota 1 

Mengetahui, 
Kcpala Bidang ...... 

Berita acara kchadiran Wajib Pajak tetapi tidak bersedia tanda tangan ini dibUal 
dengan sebenar-benarnya. 

namun Wajib Pajak/wakil/kuasa •) tidak bcrscdia tanda tangan. 

3. Dst. 
..................................... ._. ~··················~······· .. , . 

2 .. 
•• ••• ••• • ••0 •••• ~·••••• • O•O' 00' 0000 000 0·00 ! 000' 000 ... 00000 00 0 0 00 .... 0 00~ 0 •• 0' 00 .. 0 0 ..... 0 0 Oo O ooo Oo ••' o•• • •••••••··~ ••• M •• 

l. . 26) 

Memberikan kctcrangan secara lisan sebsgai berikut: 

memberikan tanggapan tertulis 
dalam suratnya nomor 24) tanggal 25). 

Tidak memberikan tanggapan tertulis 

D 
D 
D 

Narna : , l8) 
Jabatan : L 9) 
l\lamat : 20) 
yang telah hadir memenuhi undangan sespai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) 
nomor 21) tanggal 22), tetapi Wajib Pajak: 

D Kuasa 

telah melakukan penelitian atas Keberatan Wajib Pajak: 
Nama : 10) 
NPWPD : , 1 J) 
Alamat : L2) 
atas: 
Nornor Surat : , 13) 
Tanggal Surat : ,, l4) 
Jenis Pajak Daerah : L5) 
Ma.sa/Tahun Pajak : 16) 
serta mernberitahukan dan. menjelaskan hasil penelitian Keberatan kepada: 

O Wajib Pajak 

D Wakil 

rtempal di .............................. 5), kami: 
No Na.ma/NIP Pangkat/ Gol Jabatan 
6) 7) 8) 9) 

- 

be 
Pada hari inl 1) tanggal 2) bulan 3) tahun 4) 

BERITA ACARA KEHADIRU WAJIB PAJAK 
TETAPI TIDAK BERSEDIA TANDA TANGAN 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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NIP. 

Anggota2 

....................................... 22) 
NIP . ....................................... 23) 

l\'lP. 

Tim Penyelesaian Keberatan 
Anggota 1 

Mengetahui, 
Kepala Bidang ...... 

Berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak ini dibuat dengan sebenar­ 
benarnya. 

Tidak memberikan tanggapan tertulis. 

19) Memberikan tanggapan tertulis 
Dalarn suratnya nomor 20) tanggal 21). D 

D 

untuk 
Surat 

oarnun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi undangan 
melakukan Pembahasan dan K!arifikasi Keberatan sesuai 
Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) nomor 17) tanggal 
18), dan Wajib Pajak: 

: 14) 

: 15) 

: 16) 

; 13) 

Ala mat 

atas: 
Nomor Surat 
Tanggal Surat 
Jenis Pajak Daerah 
Masa/Tahun Pajak 

: . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11) 

: 12) 

NPWPD 

telah rnelakukan penelitian atas Keberatan Wajib Pajak: 
Nama : 10) 

9) 8) 7) 

Jabatan Pangkat/ Go! Nania/NIP 

Pada hari ini 1) tanggal 2) bulan 3) tahun 4) 
bertempat di 5), karni: 

SERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK 
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No Pokok Maten yang Alasan Wajib Pajak Pendapat Tim Penyelesaian 
Diaiukan Keberatan Keberatan 

LS) I g) 20) 21) 

Retribusi Daerah; 
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor •... Tahun .... tentang Pajak 

Daerah; 
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah. 
Ill. PEMBAHASAN DAN K.LARlFIKASI KEBERATAN 

1. Nomor /tanggal SPUH : 15) 

2. Tanggal pelaksanaan : 16) 
3. Tempat pelaksanaan : . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17) 
4. Kchadiran Wajib Pajak : Hadir / 'I'idak *) 

IV. HASIL PENYELESAIAN KEBERATAN 

1. Uraian Pokok Materi yang Diajukan Keberatan 

4. Jenis/Nomor Dokumen 
5. Pajak yang terutang 

IT. DAS . .\R HVKUM 
1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan 

: ········· 10) 

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11) 

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12) 

: .........................................•................... 13) 

: Rp 14) 

1. .Jenis pajak daerah 

2. Nama Wajib Pajak 
3. NPWPD 

melalui surat nomor 6) tanggal 7) yang 
diterima berdasarkan tanda terirna nomor 8) tanggal 9), 
dengan uraian sebagai berikut: 

I. UMUM 

: 4) 

: ...............................................•........................................... 5) 

Nam a 
Alam at 

Berdasarkan Surat Tugas nomor . ... .. . .. . .. .. . . . . .. 2) tanggal ..... .. . . . . .. .. . . .. 3) 
telah dilakukan penyelesaian terhadap pengajuan Keberatan yang diajukan oleh 
Wajib Pajak/kuasanya *) : 

LAPORAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH 
Nomor: 1) 

............................................................................................ 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

- 231- 



Pen hirunzan Me11urut jR .. \ 
No Utaian Dokumen A,.-nJ Wnjib Pajak Tim Penyelesaian 

Keberatan 
1 Pcmbayaran dari: 

A} Penjualan MAkanan dan Mirmman 

BJ Servi"• Charge 

C) Pendapatan Lain · Lain 

2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

3 Tari! 

4 Pajak yang Terutang 

5 Peogaturan Pcngenaan/Pengurangan 
Pajak •J 

6 Pokok Pajak yang Harua Dibeyar 

7 Kompeneasi Pajt<k/Pt<jltk yang 
Sudah Dibava.r 

8 Pajak yang Harus Dibayar 

9 Sanksi Administrasi 

JO Jumlah yang Masih Barus Dibayar 
~ . 

(untuk PBJT atas Makanan dan/ a tau minuman) 

Pem hirunzan Menurur n;:1 ... , 

No Uraian Dokumeo Awai Wajib Pajal< Tim Pcuyelesaian 
Keberatan 

1 Pembayeran da'ri: 

AJ P~r$C\IV8.W'I Karnar 

BJ Penjualan Makanan dan Minuman 

CJ Fasllitas Hotel 

D) Pelayanan Penunjang 

2 Daaar Pengcnaan Pajak (OPP) 

3 'Ttlrif 

4 Pajak yang Teruumg 

5 Pengaiuran Pengenaan/Pcugurangnn 
Pajak •J 

6 Pokok Pajak yang Harus Dibayar 

7 Kompensasi Pajak/Pajak yang 
Sudah Dibayar 

8 Pajak yang Harus Dibayar 

9 Sanksi Administrasi 

lO Jumlah yang Masih ttarue Oibayar 

3. Penghitungan Pajak yang Temtang 
(untuk PBJT atas Jasa perhotelan) 

No Pokok Materi Dokumen Awal Pendapat WP Hasil Pem bahasan dan Ket~ 
yang Diajukan yang Diajukan dalam Surat Penelitia.n Klarifikasi KpJ,,,,~~ 

Keberatan Kcberatan Keberacan Kebcratan ffonggapan Pcndapat'riln 
WP Penyelesaian 

Keberatan 

22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 

2. Hasil Pernbahasan dan Klarifikasi 
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Pen itunean Menurut CRn\ 
No Uroian bokumen Awal Wajib Pajak Tim Penyelesalau 

Keberatan 
I Reklame TetpA!lang: 

A) .tumtah 

B)Ukuran I 
C) Nilai Dasar 

D) Lama Pemaaangan 

2 Daear- Pengenaan Pajak (OPP) 
- 3 Tarif 

4 Pajak yang Terutang 

5 Pengatu ran Pcngenaan/Pengurangan 
Paj.sk ') 

6 Pokok Pajak yang Harus Dibayar 

7 Kompensasl Pajak/Pajak yang 
Sudah Dib~ar 

8 Pajak yang Harns Dibayar 

9 Sanksi Atlministrnsi 
-- Jwnlah yang Ma.sih I raruo Dibayar 10 

[uniuk: Pajak Reklame} 

Pene hitunzan Mcnurut IB£J ---- No Uraian bokumen Awal Wajib Pajak Tim Pcnyclcsaian 
Keberatan 

I Pembaya.ran dari: 

A) Penjualan Tikel/ Layanan 

Bl Penjualan Malcanan dan Minum•n 

q Service Charge 

0) Pendapatan Lain-Lain 

2 Dasar Pcngcnaan Pajak (OPP) 

3 Tarif I 
4 Pajak yang Terutang 

5 Pengaruran Pengenaan/Pengurangan 
Pajak •j 

6 Pokok Pajak yang Hams Dibayar 

7 Kompensasi l't\;ak/Pajak yang 
Sudah Dibavar 

8 Pajak yang Harns Dibayar 

9 'Sanksi Administrosi 

10 Jwnlah yang Masih Harus Dibayar 
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Pc;n1 hitunean Menuru.t rRn1 

No Uraian bokumcn Awai Wajib Pajak Tim Penyelcsaian 
Kebera:tan 

J Penggunun Pembangkit Listrik: 

A) Daya Tcrpaeang 

D) Jam Pcnggunaan 

C) Olaya Pemakaian per kWh 

DJ Faktor Daya 

2 Dasar Pengenaan Pajak (OPP! 

3 'T'a,if 

4 Pajak yang Tcrutang 

5 Pcogalurtu1 Pengenaanj'Pengurangan 
Pajak ") 

6 Pokok Pajak yang Harus Dibayar I 
7 Kompensasi Pajak/Pajak yang 

Su dah Dibavar 
8 Pajak yang Harus Dibayar 

y Sanksi Administrasi 

~ 10 Jumlah yang Masih Marus Dibayar 

[untuk; PBJT atas Tenaga Listrik Non PLN) 

Pens hitunean Menu rut (Rn\ 

No Ural an Dokumen Awa! Wajib Pajak Tim Penyelesaian 
Keberatan 

l Jumlah 'T'og,nan Pelanggan Gol/Tarif: 

A) Sosiru/S 

B) Ru.mnh Tangga/R 

C) Bisnis/8 

DJ lnduotri/ I 

e:) Layanan Khusus/L ' 

2 Dasar Pcngcnaan Pajak (0 PP) 

3 Tarif 

4 Pajak yang Terutang 

5 Pcngaturan Pengcnaan/Pengurongan 
Pnjru< 'l 

6 Pokok PajAk y,mg Harus Oibayar 
~ - Pajak 7 Kompensasi Pajak/ yang 

Sudah Olbavar 
8 Pajak yang Harus Dibayar 

9 Sanksi Adminlstrasl 

LO Jnmlah yang Ma!>ib Har'ua Dlbayar 

(untuk; PBJT atas Tenaga Listrik) 
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) hda B k leha k 

Penghittm=n Menu,ut !Roi 
No Uraien )olmme.n Awai Wajib Pajak Tim Penyelesaian 

Keberatan 
1 Pengambilan Air Tamm: 

A) Volume Pengambilan (m3) 

B) Harga Dasar Afr 

2 Desar Pengenaan Pajak (OPP) 

3 Tarif 

4 Pajak yang Terutang 

5 Pengaturan Pengenaan / Pengurangan 
Pajak*) 

6 Pokok Pajak yang Harus Diba,yar 

7 Kompensasi Pajak/Pajak yang 
Sudah Dibavar 

8 Pajak yang Harus Dibayar 

9 Sanksi Adminietrasi 

10 Jumlah yang Masih Harus Dibayar 

(untu Bea Pero nHa atas ana n an; runan 
Pen utunaan Menurut rlh,J I 

No Uraian l)okumen Aww WajilJ P-.ajak I Tim Penyelesaian 
Keberatan 

J NPOP 
I- - .. - - -- ---- 

2 Nl"Ol"TKP 

3 Nl'OPKP 

4 BPHTB yang Terutang 

5 Pengaturan Pengenrum/Pengurangan 
Paiel< *I 

6 Pokok BPHTB yang Harus Dibayar 

Kompensasi Pajak/ Pajak - 7 yang 
Sudnh Dibavar 

8 BPHTB Y<WK Harus Dibayar 

9 Sanksi Adminlstrasi 

JO -Jurnlah. yang Masih Harus Dibayar 

(untuk Pajak Air Tanah) 

Pen .. itunzan t..i!enurut (Rn1 
No Uraian Dokumcn Awa! Wajib Pajak Tim Penyelesalan 

Keberatan 
l Pernbayaran d.ari: 

A) Parkir Roda Dua 

B} Parkir Roda Ernpat atau Lebih 

2 Dasar Pengenaan Pajak {OPP) 

3 Tarif 

4 Pajak yang Terutang 

5 Pengnturun Pengen"'1n/Pengurnngrui 
Pajak *I 

6 Pokok Pajak yang Harus Dibayar 

7 Kornpensasi Pajak/Pajak yang 
Su.da,h Dibavar 

8 Pajak yang Ilarus Dibayar 

9 Sa.nki,i Adrninistrasi 

10 Jum!ah yang Masih Harns Dibayar 

(untuk PBJT atas Jasa Parkir] 
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'untuk PBB-P2) 
Penehitunean Menurut IR~l 

No Ura.ian pokumen Awai Wajib Pajak Tim Penyelesaian 
Keberatan 

l NPOP 

2 NPOPTKP I 
::! NPOPKP I 
4 PBB·P2 yang T-erutang 

5 Pengaturan Pengenaan/Pengurangan 
Pajak*) 

6 Pokok PB.B-P2 yang Harus Dibayar 
7 KomPCllSaST Pajak/ Pajak yang 

Sudah Di]!"yar 
8 PRR-P2 yang H11.n1s l)ibaya? 

9 Sanl<f-li Administras] 

10 J urnlah yang Masih Harus Dl.bayar 

Penahitunzan Menurut (Ro~ 
No Uraian )okumen AwaJ Wajib Pajnk Tim Penyelesaian 

Kebera!an 
l Penjualan SBW: 

A) Volume Penjualan SBW 

Bl Harga Pasaran umum SOW 

2 Daaar Pengenaan Pajak (OPP) 

3 Tarif 

~- Pajnk yang Terutang 

5 Peugaturan Pengenaanj'Pengucangan 
PP-jak *I 

6 Pokok Pajak yang Harus Dibayar 

7 Kompensasi Pajak/Pajak yang 
Sud~!lli" - -- 8 Pajak yang Harua Dibeyar 

9 Sanks! AdCD.ll'llstrasi 

10 Jumlab yang Maslh Haros Dibayar 

(untuk Pajak Sarang Burung Walet) 

Peru hitunzan l\.1enurut {Rn1 
No Uraian Pok,.-men Awai Wajib Pajak Tim Penyelesaian 

Keberatan 
L Pengambilan MBLB: 

A) Volume Pengambilan (m2) 

B) Harga Pasar MBLB 

2 Dasar Pengenaan Pajak (OPP) I 
3 l'ruif 

4 Pajak ynng Terutang 

5 Pengaturan Pengenaan/Pengurnngan 
Pajak 'I 

6 Pokok Pajak yang Haru s Dibayar 

7 Kompcnsasi Pajak/Pajak yang 
Sudab Dibavar 

8 Pajak yang Harus Dibayar 
-· Sanksi Administrasi 9 

10 Jumlah yang Masih Harus Dlbayar 

iuniuk: Pajak MBLB) 
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NJP 
..................................... 

NrP 
Anggota 2 37 

..................................... 3!'\) 
NIP 

Menyetujui, 
Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kendari, 

Anggota 1 

NIP 36) 
NIP 

..................................... 34) 

Kendari, 33) 
Tim Penyelesaian Keberatan 

Ketua Tim 
Mengetahui, 

Kepala Bidang .... 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32) 

............................................................................................................ 

30) 

V. S!MPULAN DAN USUL 
1. Simpulan 

D Mengabulkan seluruhnya 

D Mengabulkan sebagian 

D Menolak 

sehingga pajak yang masih harus dibayar / lebih dibayar •j menjadi 
sebesar Rp 31) 

2. UsuJ 
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: Mengabulkan/Mengabulkan sebagian/Menolak *) 
pengajuan Keberatan Wajib Pajak atas 12) untuk: 
l. Nama Wajib Pajak : 13) 
2. NPWPD : 14) 
3. Alam at Wajib Pajak : 15) 
4. .Jenis Pajak Daerah : 16) 

PERTAMA 

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS 11) 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Mengingat 

surat Keberatan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa 
Wajib Pajak *) 41 nomor 5) 
tanggal 6) yang diterima berdasarkan tanda 
terima nomor 7) tanggal 8), 
perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan 
Wajib Pajak dimaksud; 

: bahwa berdasarkan basil pcnclitian dan 
penyelesaian Keberatan sebagaimana dituangkan 
dalam Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 
nomor .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . 9 tanggal .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 10) perlu 
menetapkan kepurusan atas Keberatan Wajib Pajak 
dimaksud; 
l. Unda:ng-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

HKPD; 
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; 
3. Peraturan Wali Kota Kota Kendari Nomor Tahun 

... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

Menimbang 

Mcmbaca 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

TENTANG 
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS 3) 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 
NOMOR 2) 
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han Hak atas Tanah dan Banaunan 
Ditambah/ 

Uraian Semula (Rp) [Dikurangi) Menjadi [Rp) 
IR,-1 - NPOP 

NPOPTKP 
NPOPKP 
BPHTB yang Terutana 
Pcngaturan Pengenaan/ 
Penauraruzan Paiak •1 
""okok BPHTB yan: 
IHarus Dibavar - Kompeneasl Pajak/ 
~ajak yang Sudal 

ibavar 
;BPHTB yang Harus 
Dibavar 
sanksi Administrasi 
Jurnlah yang Masil 
Haros 
Dibavar 

(Untuk Bea Perole 

Dita:robab/ 
Uraian Semula, (Rp) (Dikµrangi) Menjadi (Rp) 

fRnl 

Dasar Pengenaan 
Pajak (DPP) 

~arir 

'ajak yang Terutang 
Pengaturan Pengenaan/ 
Pengurangan Pajak ') 

Pokok Pajak yang 

Harns Dibayar 

Kompensasi Pajak/ I Pajak yang Sudah 
Dibayar 

' Pajak yang Haros 
Dibayar 

1Sanksi Administrasi 
. Iumlah yang Masih 

Iarus Dibayar 

KETIGA 

Sesuai dengan dik:tum PERTAMA, besamya pajak yang masih 
harus dibayar I lebih dibayar '*) menjadi sebesar 
Rp 17) ( ). 

Pengh.itungan besarnya pajak yang harus dibayar/lebih 
dibayar *) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah 

sebagai berikut: 
(untuk PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB d.an Pajak 

Sarang Burunq Wa.let} 

KEDUA 
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.......................................... 19) 
NlP. 

KEPADLA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

Ditetapkan di Kenda.ri 
Pada Tagngal 18) 

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Dacrah ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Oitambah/ 
Uraian Semula (Rp} [Dikurangi] Mehjadi (Rp) 

(Rn\ 
NPOP I 
NPOPTKP 
INPOPKP 
BPIITB "<10" Terutana Pcngaturan Pengenaan/ 
Pengurangan P<1jak •\ 
Pokok BPLITB yaru 
Harus Dibayar 
Kompensaai Pajak/ 
Pajak yang Suda! 
Diba:t:ar 
,BPHTB yang Harus 
Dibayar 
Sanksi Administrasi 
Jumlab yang Masih 
Harus 
Dibavar 

(Untuk PBB-P2) 
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................................ 23) 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *I 

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat 
dipertirn bangkan. 

un anzan oeroai an aer se aeai e 
Menu.rut 

No Uraian SKPD / STPD /Surat Menurut Wajib Pajak 
Keputusan Lain 

19) 20) 21) 22) 

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan 
tulis / kesalahan hitung / kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang 

d iak d ah b . b rikut 

: 15) 
: """ 16) 
: .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1 7) 
: 18) 

Nomor Surat 
Tanggal Surat 
.Ienis Pajak Daerah 
Masa/Tahun Pajak 

D SKPD D SKPDKB D SKPDKBT 

D SKPDN D SKPDLB OsTPD 

D SK Keberatan D SK Pembetulan D SK Pernbatalan 

D SK pengurangan D SK Pengurangan D SKPTB 
Pajak Sanksi Administrasi 

Nama : 1 I] 
NPWPD : .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . 12) 
Alamat : 13) 
bersama ini mengajukan pembetulan atas: 

dari Wajib Pajak 

10) D Wajib Pajak 

D Wakil D Kuasa 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : 6) 
NlK : 7) 
Ala.mat : 8) 
Pekerjaan/ Jabatan : 9) 
dalam hal ini bertinda.k sebagai: 

............... , l) 
Kepada 

Yth. Wali Kota Kota Kendari 
cq. Kepala Sadan Pendapatan 

DT- 
Kendari 

: " 2) 
: "'"""""""'""" 3) 
: """'""""""""' 4) 
: Permohonan Pembctulan 
atas 5) 

Nomor 
Sifat 
La.mpiran 
Hal 
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*) coret yang tidak perlu 
"'*) diiai tanda'Tl" pada. kolom "ya" apablla persyaratao dipenuhi atau kolom "tidak" apabila pcrsyaratan 

tldak dipenuhi 

......................................... l:l) 
NIP 

......................................... 14) 
NIP 

Kcndari 12) 

Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimane, dunaksud pada angka romawi IV, pengajuan 
pembetulan dirnaksud mcmcauhi/tidak mcmcnuhi •1 pereyaratan sehingga pcrmoh.onan tersebut dapat 
dipertimbangkanj tidak dapat dipertimbangkan "). 

Mengetabui, 
Kepala SUb Bidang ...... 

v. 

~ene tian ersvaratan 
Pernenuhan 

No Persyareta.n Persyaratan l 01 
Keterangan 

Ya Tidal<. 
ll) 

:;aru permohonan untuk 1 (saru) surat ketetapan 
pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkaii 
denzan bidanz perpaiakan. 
Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
mengernukakan alasan yang mendukung pengajuan 
perrnohonan. 
Diajukan kepada Walikota rnelalui Kcpala Bapcnda. 
Diajukan dalam jangka waktu I [satu) bulan scjal< 
~ggal surat kctetapan pajak, STPD, atau sura 
keputusan Jain yang terkait dengan bidang perpajakan, 
kecuali Wajib Pajak dapat menunjukl<an bahwa wakn, 
~ersebul tidak dapat dipenuhi karena kcadaan di Iuai 
kekuasaannva. -- wojfb Pajak Udak mengajukan keberatan 

. 
~cngajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkar 
la tau mengajuka.n keberalan kemudian mencabu 
kebera tannya aias surat kctetapan, pajak yan: 
limohonkan oembetulan. 

Wajih Pajak tidak memiliki utang pajak. 
Dilampiri asti surar ketetapan pajak, STPD, a tat 
surat kepurusan lain yang terkait dengan bid an 

1Jemaiakan van" diaiukan oernbetulan. 
Dilampiri fotokopi identitas Wajib Paja.k/wakil/kuase 
'17aiib Paiak 
Ditandatangani oleh Wajib ?ajak/wakil/kuasa Wajil 

_ Paj,ak denaan mehunnirkan Surat Kuasa, 

Nama 
Alum at 

111. Kewajiban Pajak Daerah 
Jenis Pajak Daerah 
NPWPD 
-Jcnis/Nomor Dokurnen 
JUin!al) Pajak yang Terutang 

NP Ii' P 

II. 

: •...•......•...•...•.•.•....•.•.....•.•..•...•...•...........•.•...........•.•...•• 1) 
: ?.) 
: 3) 

: 4) 
: 5) 

: 6) 
; 7) 
; 8) 
: Rp 9) 

Surat Permohonan Pernbetulan 
Nomor dan Tanggal 
Tanggal Terima Surat 
Nnmor Tanda Terima Sura L 
ldentitas Pemohon 

I. 

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN 
PERM'.OHONAN PEMBETVLAN PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH • 
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Sehubungan dengan permohonan pembetulan Saudara rnelalui Surat 
nomor 5) tanggal . . .. . . .. . . . .. . . . . . 6) yang diterima berdasarkan 
tanda terima nomor 7) tanggal 8), bersama ini 
disampaikan bahwa: 
1. Sesuai dengan ketentuan Pera tu ran Walikota Kendari Nomor ... Tahun .... 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, ctiatur bahwa: 
(1) Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaralan sebagai berikut: 

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia; 

b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, 
atau surat kepurusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan; 

c. diajukan kepada W alikota rnelalui Kepala Bapenda; 
d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat 

ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait 
dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya; 

e. Wajib Pajak tidak mengajukan kcbcratan, mengajukan keberatan 
tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian 
mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang 
dimohonkan pembetulan; 

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan; 
g. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat 

keputusan la.in yang terkait dengan bidang perpajakan yang diaj ukan 
pernbetulan: 

h. dilampiri dokurnen pendukung sebagai berikut: 
1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa 

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 
2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunju.kkan bahwa 

surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang 
terkait dengan bida.ng perpajakan tidak benar; 

i. surat permohonan clitandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan Surat Kuasa. 

: 3) 
: Segera 
: 1 bundel 
: Pemberitahuan Permohcnan 
Pembetulan Tidak Dapat 
Dipertimbangkan 

Kendari, 2) 
Sdr 4) Nomor 

Si fat 
Lampiran 
Perihal 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Jl. Ors. H. Abdullah Silondae No. 8 
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NJP. 
·······························-·········· 10) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 

sehingga, permohonan pcmbctulan Saudara tidak dapat dipertimbangkan dan 
terlampir dikernbalikan berkas terkait. 

2. Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembetulan kembali dengan 
terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas. 

d. dst. 

c. . . 

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pembetulan Saudara tidak 
memenuhi ketentuan Peraruran Wali.kota Kendari Nomor Tahun yaitu: 
a. . 9); 

b. . . 

(2) Permohonan pembetulan yang tidak mernenuhi persyaratan sebagaimana 
climaksud pada point (1) dianggap bukan scbagai pcngajuan permohonan 
schingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau 
Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari 
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak 
t.angga I permohonan cliterima. 
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............................................................................................................. 22) 

........ ······-· ···--··-····-·· 

................................................................................................................... 

......................................... ····-·-----. --· -- ·-· -·· . 
o • ••• o o oo o, oo o Io o ooo+o oo • ooo oo o 000000 o • oo o oo ••• o ••• o • o • ••• >• o ••••••••I••••• o o o oo•oo o oo o ooo o, "••• ooo oo, oo, o o oo, o• o o 

Menurut Menutut Wajib Nd Uraian SKPD /STPD / Surat Hasil Pcnclitian 
Keoutusan Lain Pajak 

17) 18) 19) 20) 21) 

11. DASAR HUKUM 
1. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang HKPO; 
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah. 
Ill. HASIL PENELITIAN 

: Rp . 

12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

.......................................................... 

I. UMUM 
1. Jenis pajak daerah 
2. Nama Wajib Pajak 
3. NPWPD 
4. Jenis/Nomor Dokurnen 
5. Pajak yang tcrutang 

Nomor : 1) 
Berdasarkan Surat Togas nomor 2) tanggal 3) 

telah dilakukan penelitian dari tanggal 4) sampai dengan tanggal 
....................... 5) terhadap permohonan pcmbetulan yang diajukan olch Wajib 
Pajak/kuasanya *): 

Nama : 6) 
Alamat : 7) 

melalui surat nomor 8) tanggal 9) yang 
diterima berdasarkan tanda terirna nomor 10) tanggal 
................... 11), dengan uraian sebagai berikut: 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

PERMOHONAN PEMBETULAN PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Drs. H. Abdullah Silondac No. 8 
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NIP. 
•• •• • •• •• •• • • •• • •• • ••• •• • •• . •••.••••.••• 29) 

Menyetujui, 
Kepala Bi dang . 

N!P 
....•.................................. 

Petugas Penelltl 2 

• ••••.•••••••••••••••..••••••••••••••.• 27') 
NIP 

•••••.••.••••••••••.•••.••.•••....•.••• 2l'I) 
NIP. 

Kendari, 26) 
Petugas Peneliti 1 Mengetahui, 

Kepala Sub Bi dang .•..•.. 

25) 

• • • o o o o o • • + • o o o o o o o o o + o • o o O + o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o •Io• 0 o •Io• Io o I•• 0 ••Io• o • • 0 o •Io o o o o Io o Io o Io o o o o o o o,,, 
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23) 

rv. SIMPULAN DAN USUl, 

1. Simpulan 
D Mengabulan seluruhnya 
D Mengabulkan sebagian 
0Menolak 

Sehingga pajak yang terutang menjadi sebesar Rp 24) 
2. Usul 



.................. , 15) 

4. Jenis Pajak Daerah : ······-······ .. ························· 16) 

: 13) 

: 14) 

1. Nama Wajib Pajak 
2. NPWPD 
3. Alamal Wajib Pajak 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA KENDARI TENTANG PEMBETULAN ATAS ATAS 

.. . . . . . . .. . .. . .. . . . 11) 

Mengabulkan seluruhnya/Mengabulk:an sebagian/Meaelak *) 

permohonan pembetulan atas 12) untuk: 

MEMUTUSKAN: 

Surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/ 
wakil/kuasa Wajib Pajak *) 4) nomor 5) 
tanggal 6) yang diterima berdasarkan tanda terima 
nomor 7) tanggal 8), perlu diterbitkan 
keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak 
dimaksud; 

: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangk.an 
dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan 
Pajak Daerah nomor 9) langgal l 0) 
perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan 
Wajib Pajak dimaksud; 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

2. Peraturan Daerah Kota Kcndari Nomor ...... Tahun ...... 
tentang Pajak Daerah; 

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ..... Tahun ..... 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

KEPALA SADAN PENDAPATAN DAERAH, 

PEMBETULAN ATAS 3) 

TENTANG 

NOMOR 2) 

PERTAl\1.A 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 

Membaca 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 
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~ PEMERJNTAH KOTA KENDARI w BADAN PENDAPATAN DAERAH 
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NIP. 
···•··•···•·•···············••·•••·•··•·•···••· ~'7) 

Ditctapkan di KENDARI 
pada tanggal 26) 
KEPALA BADAN PENDAPATAN 

DAERAH KOTA KENDARI, 

dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku. 
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KELI MA 

KEEMPAT Apabila di kemudian hari ternyata diketahui 
terdapat kekeliruan dalam. Keputusan Kepala Bad an 
Pendapatan Daerah ini, kekcliruan tersebut. akan 

Sesuai dcngan diktum l<EDUA, besarnya pajak yang 
terutang menjadi sebesar Rp 24) 

( ) 25). 

KETIGA 

Setelah 
No Uraian Semula 

Pembetulan 

20) 21) 22] 23) 

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertenru dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atas 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 7) nomor . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 18) tanggal 
............... 19) dcngan rincian pembetulan sebagai berikut: 
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kesalahan hitung, tulis, Membetulkan kesalahan KEDUA 



............................................ 15) 
4. Jenis Pajak Daerah : 16) 

: Sesuai dikturn PERTAMA, 17) 
nomor 18) tanggal 19) 
dinyatakan tetap berlaku. 

KEDUA 

: 13) 
: 14) 

1. Nama Wajib Pajak 
2. NPWPD 
3. Ala.mat Wajib Pajak 

: Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/ 
Menolak"] permohonan pcmbctulan alas 12) 
untuk: 

PERT AMA 
.. . .•. . .. ... . .. . 11) 

: KEPUTUSAN KEPALA B~AN PENDAPATAN DAERAH 
KOTA KENDARI TENTANG PEMBETULAN ATAS ATAS 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

I. Undang-Undang Nornor l Tahun 2022 lentang HKPD; 
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah; 
3. Peraturan Walikota Kota Kcndari Nomor .... Tahun .... 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

Mengingat 

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 
clituangkan dalam Laporan Hasil Penclitian Permohonan 
Pembetulan Pajak Daerah nomor ......... .... ... .. .. .. .... 9) 
tanggaJ 10) perlu menetapkan keputusan atas 
pennohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud; 

Menimbang 

surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/ 
wakil/kuasa Wajib Pajak *) 4) nomor 
........... 5) tanggal 6) yang diterima berdasarkan 
tanda terima nomor 7) tanggal 8), 
perlu diterbitkan keputusan atas permohonan 
pembetulan Wajib Pajak dimaksud; 

Membaca 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

NOMOR ·2) 
TENTANG 

PEMBETULAN ATAS 3) 

KEPUTUSAN KEPALA B.ADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 
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~ PEMERINTAH KOTA KENDARI 
~ BADAN PENDAPATAN DAERAH 

....................................................................................... 1) 



................................................ 21) 
NfP. 

Ditetapkan di KENDARI 
pad a tanggal 20) 

KEEMPAT 

: Apabila di kemudian hari tcrnyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan 
Pendapatan Daerah iru, kekeliruan tersebul akan 
dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

: Keputusan Kepala Sadan Pendapatan Daerab ini 
mulai berlaku pada tanggal ctitetapkan. 

KETIGA 
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KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 



................................ 20) 

Wajib Pajak/Wakil/Ka.asa *) 

Demikian permohonan pembatalan kami sampaikan untuk dapat 
dipertirnbangkan. 

3. dst. 
.............. .. . .. , . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
................................................................................. -- . 
Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena: 

l. 19) 

: 15) 
: 16) 
: 17) 
: 18) 

Nomor Surat 
Tanggal Surat 
Jcnis Pajak Daerah 
Masa/Tahun Pajak 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Narna : 6) 
NIK : 7) 
Alamat : 8) 
Peketjaan/ .Jabatan : 9) 
dalarn hal ini bertindak sebagai: 
D Wajib Pajak 10) 

D Wak:il D Kuasa dari Wajib Pajak 
Nama : 11) 
~PWPD : 12) 
Alamat : . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 13) 
bersama ini rnengajukan pembatalan atas: 

D SKPD D SKPDKB D SKPDKBT 14) 

D SKPDN D SKPDLB D STPD 

............... , 1) 
Kepada 

Yth. Walikota Kota Kendari 
cq. Kepala Badan Pendapatan 

Daerah 
di 

Nomor : 2) 
Sifat : 3) 
Lampiran : 4) 
Hal : Permohonan Pembatalan 

atas 5) 
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Kendari 



......................................... 13) 
N1P 

Kota Keridari, 12) 
Petugas Peneliti 

................................. 14) 
NIP 

Mengetahui, 
Kepala Sub Bidang .... 

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaima.na dimaksud pada angka 
rornawi IV, pengajuan pernbatalan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi ~) 
pcrsyaratan sehingga permohonan iersebut dapat dipertim.bangkan/tidak dapat 
dipertimbangkan "]. 

ne ran ersvaratan 
No. Persya.ratan Pemenuhan "Keterangan 

Persvaratan 101 11) 
Ya Tidak 

l saru permohonan unruk l (satu) surat ketetapan 
~aiakataS'l'PD. 

2 ertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
mengemukaka.n alasan yang mendukung 
oenz .. iuan oennohonan. 

3 Diajukan kepada Walikota melalui Kepala 
Baoenda. 

4 Diajukan dalam jangka waktu 1 [satu] bulan 
sejak tanggal surat ketetapan pajak atau STPD, 
kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
wakru terse but tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannva. 

5 Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, 
mcngajukan keberatan tetapi tidak 
:lipercimbangkan atau mengajukan keberatan 
cernudian mencabut keberatannya atas surat 
keretanan oaiak vane: dimohonkan oembatalan. 

6 waiib Paiak tidak memiliki utane oaiak. 
7 Dil~Eiri asli surat kctctaoan oaiak atau STPD. 
8 Dilampiri fotokopi idcnutae Wajib 

Pajak/wakilf kuasa Wajib Pajak 
9 Ditandatangani oleh Wajib Pajak/wakil/ k:uasa 

Waiib Paiak denzan melamoirkan Surat Kuasa. 

:. ···~············· 1) 
: 2) 
: 3) 

: 4J 
: 5) 

: 6J 
: 7) 
: 8J 
: 9) 

!. Surat Permohonan Pembatalan 
Nomor dan Tanggal 
Tanggal Terima Surat 
Nornor Tanda Terima Surat 

II. ldentitas Pemohon 
Nama 
Alam at 

m. Kewajlban Pajak Daerah 
Jenis Pajak Daerah 
NPWPD 
Jenis/Nomor Dokumen 
Jumlah Pajak yang Terutang 

lV Pe Iiti P 

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN 
PERMOQQNA.N PEMBATALAN PAJAK DAERAB 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 
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1. surat permohonan dilandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
surat permohonan ditandatangani oleb bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan Surat Kuasa. 

Sehubungan dengan permohonan pembatalan Saudara rnelalui 
surat nomor .. .. 5) tanggal 6) yang diterima 
berdasarkan tanda terima nomor .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 7) tanggal .. . . . . .. . .. .. . .. .. 8), 
bersama ini disampaikan bahwa: 
1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nornor .... Tahun ... 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa: 

(1) Perrnohonan pembatalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. diajukan dengan surat perrnohonan secara tertulis dalarn Bahasa 

Indonesia; 
b. satu surat pennohonan untuk 1 (satu] surat ketetapan pajak atau 

STPD; 
c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda; 
d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat 

ketetapan pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya; 

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi 
tidak dipertimbangkan atau mcngajukan kcbcratan kernudian 
mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan 
pernbatalan; 

r. dikemukakan a1asan yang mendukung pengajuan permohonan; 
g. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD yang diajukan 

pemba talan; 
h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotocopi identitas Wajib Pajak, dan Iotocopi identitas Kuasa Wajib 
Pajak dalam hal dikuasakan; 

2.dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat 
ketetapan pajak atau STPD tidak benar; 

Sdr 4) : 3) 
: Segera 
: l bundel 
: Pembcritahuan Permohonan 
Pembatalan Tidak Dapat 
Dipertimbangkan 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

A PEMERINTAH KOTA KENDARJ 
- BADAN PENDAPATAN DAERAH 

......................................................................................... 1) 
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Kendari, 2) 



NIP. 
. . .. . .. . . . . .. . .• . . . . .. . .. ... . .. .•. .• . . .• 10) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasi.h. 

d.dst. 
sehingga sesuai ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun .... 
permohona.n pembatalan Saudara tidak dapat dipcrtimbangkan, dan 
terlampir dikcrnbalikan berkas terkait. 

3. Saudara masi.h dapat mengajukan permohonan pembatalan kembali dengan 
terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas. 

c. ·······································································-·-········································· 
b ········· ···················· ·············· . 

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pembatalan Saudara tidak 
mernenuhi ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Walikota kendari Nomor ... 
Tahun , yaitu: 
a 9); 

(2) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud point (1) dianggap bukan sebagai pengajuan perrnohonan 
sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau 
Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari 
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja di.hitung sejak 
tanggal perrnohonan diterima. 

- 254- 



............................................................................................................. 17) 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

..................................................... ·········-······ ·-··· ········· 

............................................................. ················ ······· ········· 
o o • • • • •" •• • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • •., • • • • • • • • • o'' o o o o o o o o o o o o • o' • o o o o' "••••"I•••• o oo • • • • • o I• o o • o o o o o o o o o • • o o o o o o o o •• 

• • • • •' • •' '• • • •••'"•••I•• o • • • • '• • • • • • •• • • • • • '• •' • • • •' '• • • •'' • • • • • •' ••••••••I•••••"'••'••'•'••••••'••••'"'•••••••• 

................................................................................................................... 

...................... , . 

........... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... , ················ ········ . 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. ········· ············-··-············ ······-· . 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . -· . 

......... ··-·········································· . 

........................................................................... ' . 
m. HASIL PENELITIAN 

II. DASAR HUKUM 
I. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Pajak 

Daerah; 

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara 
Pcmungutan Pajak Daerah, 

: Rp . 
.......................................................... 
.......................................................... 

12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

• ••I•••••••• 0 • o • o o • o o o o o o o o o O o o o • • oo o o o • • • • o o o • o o o 'o • • o o o o 

1. UMUM 
1. .Ienis pajak daerah 
2. Nama Wajib Pajak 
3. NPWPD 
4. Jenis/Nomor Dokumen 
5. Pajak yang terutang 

Berdasarkan. Surat Tugas nomor 2) tanggal 3) 
telah dilakukan penelitian dari t.anggal 4) sampai dengan tanggal 
....................... 5) terhadap permohonan pembatalan yang d.iajukan oleh Wajib 
Pajak/kuasanya *): 

Nama : 6) 
Alamat : 7) 

melalui surat nomor 8) tanggal 9) yang 
diterima berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal 
................... 11), dengan uraian sebagai beri.kut: 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 
PERMOHONAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH 

Nornor : l} 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Jl. Ors. H. Abdullah Silondae No. 8 
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NIP. 
................................. ~:3) 

Menyetujui, 
Kepala Bidang .... 

................................... 221 
NIP 

Petugas Peneliti 2 

••.•...•.....•..••••..•..•••••.••••••.• 22) •••••••.••••••••.•.••••••••••.•••••..•• 21.) 
NW. NIP 

Kendari, 20) 
Petugas Peneliti 1 Mengetahui, 

Kepala Sub Bldang 

...................................................................................................... 19) 
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18) 

N. SIMPULAN DAN USUL 
1. Simpulan 

D Mengabulkan n Menolak 
Usul 



4. Jenis Pajak Vaerah : 16) 

PERT AMA 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA KENDARI TENTANG PEMBATALAN ATAS ATAS ... 11) 

Mengabulkan/Menolak •) pcrmohonan pembatalan atas 
.................... 12) untuk: 
l. Na.ma Wajib Pajak : 13) 
2. NP\VPD : 14) 

3. Alamat Wajib Pajak : 15) 

Menetapkan 

dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan 
Pernbatalan Pajak Daerah nomor 9) tanggal 

.............. 10) perlu menetapkan keputusan atas permohonan 
pembatalan Wajib Pajak dimaksud; 
1. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang HKPD; 
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 6 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
3. Peraturan Walikota Kola Kendari Nomor .... Tahun .... 

ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

Mengingat 

sebagaimana penelitian hasil Menimbang 

surat permohonan pembatalan atas nama Wajib Pajak/ 
wakil/kuasa Wajib Pajak *) 4) nomor 5) 

tanggal .. . .. . .. . .. . .. 6) yang diterima berdasarkan tanda terima 
nomor 7) tanggal 8), perlu diterbitkan 
keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak 
dirnaksud; 
bahwa berdasarkan 

Membaca 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAB, 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 
NOMOR 21 

TENTANG 
PEMBATALAN ATAS . .. .. .. 3) 

~ PEMERINTAH KOTA KENDARI 
- BADAN PENDAPATAN DAERAH 

............... ······ 1) 
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NIP. 
·································•············· ~~) 

KEPALABADANPENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

Ditetapkan di KENDARI 
pada tanggal 21) 

KEEMPAT 

KETIGA 

Sesuai dengan diktum PERTAMA, 17) nomor 
........................ 18) tanggal 19) Tahun Pajak . 
20) dinyatakan dibatalkan / tetap berlaku *). 

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah. ini, kekeliruan tersebut akan dihetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KEDUA 
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... .. . .. .. 6) 
NIP. 

Menyetujui, 
Ke pal a Bi dang . 

NIP 
....................................... 

Petugas Pencliti 2 

....................................... 4) 
NlP 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 5) 
NIP. 

Kata KP-ndA.Ti, 
........................... 3) 

Petugas Peneliti 1 Mengetahui, 
Kepala Sub Bidang . 

.............................................................. 
No Jenis / Nomor NPWPD / Nama .Jenis Data Awa Data yang Ket. 

Dokumen Wajib Pajak Kesalahan [Seharusnya 
1 2 3 4 5 6 7 

: 1) 
. .. . 2) 

Jenis PajakDaerah 
Periodc Penelitian 

DAFTAR HIMPUNAN PEMBETULAN BASIS DATA PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ors. H. Abdullah Silondae No. 8 
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c. dst. 
dikarenakan Lerhadap surat ketetapan pajak/STPD tcrscbut telah 
diajukan permohonan pembetulan/pembatalan oleh Wajib Pajak 
dan dalam proses penyelesaian pelayanan. 

IV. SlMPULAN DAN USUL 
l. Simpulan 

D Mengusulkan pembetulan/pembatalan secara jabatan 
sebagaimana daftar terlarnpir 7) 

D Menolak sebagian usulan pcmbctulan/pembatalan scbagai 
berikut: 
a. .. 8) Nomor 9) atas narna Wajib 

Pajak 10). 
b Nomor atas nama Wajib Pajak 

............................................................................................................... 6) 

...... ········ . 

...... .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. .. . .. .. . . ...... ································· ········· ······· ······················· . 

...... . 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 

........... -, . 
HI. HASIL PENELITJAN 

II. DASAR HUKUM 
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor... Tahun ... tent.ang Pajak 

Daerah; 
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah. 

I. UMUM 
Data Wajib Pajak yang akan dilakukan pembetulan atau pernbatalan 
secara jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Laporan 
Hasil Penelitian Pembetulan dan Pernbatalan Pajak Daerah secara 
Jabatan ini. 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH SECARA JABATAN 

Nomor: 1) 

Berdasarkan Surat Tugas nomor 2) tanggal 3) 
telah dilakukan pcnclitian dari tanggal 41 sampai dengan tanggal 
................. 5) terhadap Daftar Himpunan Pembetulan Basis Data Pajak Daerah 
dengan rincian sebagai berikut : 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Jl. Ors. H. Abdullah Silondac No. 8 
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....................................... 15) 
NlP. 

Menyetujui, 
Kepala Bi dang .. 

NrP 

Petugas Penellti 2 

....................................... 13) 
N[P. 

....................................... 14) 
NTP. 

Kendari, 12) 
Petugaa Penellti 1 Mengetahui, 

Kepala Sub Bi dang . 

...................................................................................................... 11) 

............................................................................................................ 

.... -· ·- -- . -- . -·. - - - ·- - - - - .. - ·- . 
2. Usul 
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KEDUA 

PEMBATALAN PAJAK DAERAH SECARA JABATAN 

: Memberikan keputusan pernbetulan dan pembatalan 
terhadap surat ketetapan pajak dan surat keputusan 
perpajakan daerah lainnya yang tidak benar secara jabatan 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala 
Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah ini. 

: Apabila di kernudian hari temyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

PERTAMA 

DAN PEMBETULAN KOTA KENDARI TENTANG 
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Mengingat 

: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pcmbetulan dan 
Pembatalan Pajak Daerah secare Jabatan nomor 3) 

tanggal 4) perlu menetapkan keputusan atas 
pembetulan dan pembatalan pajak daerah secara jabatan; 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun 

Lentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, 

Menimbang 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

TENTANG 
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH 

SECARA JABATAN 

NOMOR 2) 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

PEMERINTAH KOTA KENADARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

.. "."." " " "." 1) 
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N[P. 

Ditetapkan di KENDARJ 
pada tanggal 5) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KETIGA 
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................................ 20) 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *I 

Demikian permohonan pengurangan sanksi administratif kami 
sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 

3. dst. 
• •• • • • • • • o o • • o o o •, o •, • • o • • • • • • • • • • • •• • • • ••••••••I•••••••• I•••••••• o, •••••I••••••••••• o • • • 0 • • • • • o • •>-• o • 0 • • • 

2. . . 

Permohonan pengurangan sanksi administrasi tersebut diajukan dengan 
mempertimbangkan kondisi kami sebagai berikut: 

1 19) 

SKPDKB D SKPDKB1' 14) 

: ·············································································· 15) 
: 16) 
: . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . 17) 
: 18) 

D SKPD D 
Nomor Surat 
Tanggal Surat 
.Jenis Pajak Daerah 
Masa/Tahun Pajak 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : 5) 
NIK : 6) 
Alarnat : 7) 
Pekerjaan/Jabatan : 8) 
dalam ha! ini bertinda.k sebagai: D ~ili~a.k 9) 
D Wakil D Kuasa dari Wajib Pajak: 
Narna : 10) 
NPWPD : 111 
Alam at : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
bersama ini mengajukan pengurangan sanksi adrninistrasi scbesar 131 
atas: 

Kendari 

............... , 11 
Kepada 

Yth. Wali Kota Kota Kendari 
cq. Kepala Badan Pendapatan 
Daerah 
di- 

: . ······················· 2) 
: 3) 
: 4 
: Permohonan Pengurangan 
Sanksi Adrninistrasi 

Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Hal 
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.. 13) 
NIP. 

......................................... 14) 
NIP. 

Kendari, 12) 
Petugas Peneliti 

Mengetahui, 
Kepala Sub Bidang ...... 

V. Berdasarkan pcnclitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 
romawi IV, pengajuan pengurangan sanksi administratif dimaksud 
memenuhi/tidak memenuhi *) persyaratan sehingga permohonan 
tersebut dapat dipertimbaogkan/tidak dapat dipertimbangkan •). 

ene tian ersv.ara - 
PEmenuhan 

No. Pesyaratan Persvaratan Keterangan 
Ya Tidak 

1. Satu perruohonan untuk l (satu) S'l'PD, SKPDKB, 
atau SKPDKBT. 

2. 'ertulis dalarn bahasa Indonesia dengan 
mengemukakan 
alasan vane mendukunz oenaaiuan perrnohonan. 

3. Dialukan keP.ada Walikcta rnelalui Keoala Baoenda, 
4. Diajukan daJam jangka waktu l (satu) bulan wjal 

anggal STPD, SKPDKB. atau SKPDKB1', kecuali Wajil 
Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tcrscbut tidal 
daoat dipcnuhi karena keadaan di luar kekuaeaannva. 

5. Wo,jib Pajak tidak ruengajukan kcbcratan, mengajukar 
keberatan tetapl tidak dlpertlrnbangkan atau 
mengajukan keberatan k.emudian mencabui 
keberatannya atas surat kcrctapan pajak yani 
dimohonkan oenzuranzan, sanksi adrmnistrasi. 

6. Dilampiri fotokopi S'T'PD, SKPDKB, a tau SKPDKB1 
vanz diaj',l~an pen~an.,an sanksi adminstrasi. 

7. Dilampiri fotokopi idcntitas Wajib Pa.iak/wakil/ kuass 
~Jill.I:> Paj~ - 

Wajit 
. 

8. Ditandatangani oleh Wajib Pajak/wakil/kuasa 
Pajak dengan melamoirkan Surat Kuasa. 

: 6) 
: 71 
: 8) 
: Rp 9) 

Jenis/Nomor Dokumen 
Jumlah Pajak yang Terutang 

IVP Ii' P tan 

: 4) 
: 51 

I. Surat Perrnohonan Pengurangan Sanksi Administratif 
Nomor dan Tanggal 1) 
Tanggal Terima Surat : 2) 
Nomor Tanda Teri ma Surat : 3) 

II. Identitas Pernohon 
Nama 
Alam at 

III. Kewajiban Pajak Daerah 
.Ienis Pajak Daerah 
NPWPD 

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN 
PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ors. H. Abdullah Silondae No. 8 
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mengejukan 
mengajukan 
atas surat 

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kcndari Nomor .... 
Tahun ... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa: 
(l) Permohonan pengurangan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia; 
b. satu surat permohonan untuk 1 (satu] STPD, SKPDKB, atau 

SKPDKBT; 
c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda; 
d. d.iajukan dalamjangka waktu 1 [satu] bulan sejak tanggal STPD, 

SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan di luar kekuasaannya; 

e. Wajib Pajak tidak mcngajukan keberatan, 
keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau 
keberatan kemudian mencabut keberatannya 
ketetapan pajak yang dimohonkan pernbetulan; 

f. dikcmukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan; 
g. dilampiri fotocopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBTyang diajukan 

pengurangan sanksi adminstrasi; 
h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

I. fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas 
Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 

2. fotocopi bukti pendukung lainnya; 

Sehubungan dengan permohonan pengurangan sanksi administratif 
Saudara rnelalui surat nomor 5) tanggal 6) 
yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 7) tanggal 
......................... 8), bersama ini disampaikan bahwa: 

Sdr 4) : 3) 
: Segera 
: 1 bendel 
: Pemberitahuan Permohonan 
Pengurangan Sanksi 
Administrasi Tidak Dapat 
Dipertimbangkan 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

....................................................................... l} 
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NIP. 
.... .. . .. . .. . . . . . . .. 10) 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDA.RI, 

3. Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi 
administratif kembali dengan tcrlebih dahulu melengkapi pcrsyaratan 
scbagaimana tersebut di atas. 

Atas perhatian dan kerjasarna Saudara diucapkan terima kasih. 

. - - . m. 
... .. dst. 
schingga sesuai ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor .... 
Tahun ... , permohonan pengurangan sanksi administratif Saudara 
tidak dapat dipcrtimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas 
terkait. 

2. Berdasarkan penelitian kami, permohona.n pengurangan sanksi 
administratif Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal ayat (1) 
Peraturan Walikota Kendari Nomor Tahun2018, yaitu: 

k 9); 
I. . 

(2) Pennohonan pengurangan sanksi adrninistratif yang tidak 
memenuhi persyaratan point (1) dianggap bukan sebagai 
pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan 
kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis 
disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 
20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan 
diterima. 

i. surat permohonan ditandalangani oleh Wajib Pajak, dan dalam 
hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan 

Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa. 
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18) 

. . . .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . ... . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. l 7) 

IV. SIMPUT...A.N DAN USUL 
1. Simpulan 
11 Mengabulkan seluruhnya 
D Mengabulkan sebagian 
D Menolak 
sebesar % 19) 

o o o o o, o o o, • o o o "o o o o o o o o o o • o o O o o o o o o o • 0 • • • o o o o •• o o • o Io Io,• o o o • • • • • • • 0 • o • • • • • • • • • • •• • • o * • • • • o •I••• o • ••, • • • o •I••••••• 

'' • • • • o 'o' o o • • •' o' • o •' o' o • o o o' o • • o • o o • 0 I• o • o • • • • 0 o • o o o Io•••••• Io•• o o o • o o o • 0 o o Io Io O o • 0" o O o o o o Io O O • 0 0 0, • • • o o Io Io o • o o 

III. HASIL PENEL!TIAN 

11. DASAR HUKUM 
1. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tcntang HKPD; 
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah: 
3. Peraturan Walikota Kendari Nomor Tahun tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Daerah, 

Berdasarkan Surat Togas nomor 2) tanggal 3) 
telah dilalrukan penelitian dari tanggal 4) sampai dengan tanggal 
....................... 5) terhadap permohonan pengurangan sanksi administrative 
yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasanya *): 

Nama : 6) 
Alamat : 7) 

melalui surat nomor 8) tanggal 9) yang 
diterima berdasarkan tanda terima nomor 10) taoggal 
................... 11), dengan uraian sebagai berikut: 

LAPORAN BASIL PENELITIAN 
PERMOHONAN PENGURANGAN SANK.SI ADMINISTRATIF 

Nomor : 1) 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADANPENDAPATANDAERAH 

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 

- 271 - 

12) 
13) 
14) 
15) 
16) : Rp . 

I. UMUM 
1. Jenis pajak daerah 
2. Nama Wajib Pajak 
3. NPWPD 
4. Jenis/Nomor Dokurnen 
5. Pajak yang terutang 



....................................... 24) 
NIP. 

Menyetujui, 
Kepala Bidang . 

NlP. 
........................ - - . 

Petugas Peneliti 2 

................. ····· 22) 
NIP. 

..............•........................ 23) 
NIP. 

. . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .•. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. , .. , .. , 20) 

....................................... ~ . 
* o • • • • o o < o o o o o o o •Io, 0 o o o o • 0 • 0 • • • o • o O o' o o o • o o o o o o o o o • o • o o •••••Io O O o o • o • • 0 Io o o o o o o' 'o o o o' o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o O 

2. Usul 
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Kota Kendari, 
........................... 21) 
Petugas Peneliti 1 Mengetahui, 

Kepala Sub Bidang •••.•.•. 



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KOTA KENDARI TENTANG PENGURANGAN SANKSI 
ADMINISTRASl 
Mengabulkan seluruhnya/ Mengabulkan sebagian/ Menolak *) 
perrnohonan pengurangan sanksi administrasi untuk: 

1. Nama Wajib Pajak : 11) 
2. NPWPD : 12) 
3. Alamat Wajib Pajak : .. 

.................................................. 13) 
4. Jenis Pajak Daerah : 14) 
sebesar % 15) ( ) 16) 
dari eanksi adrninistrasi yang terdapat pada . . . . .. .. . . .. .. .. . . . 1 7) 
Nomor 18) tanggal 19) 

MEMUTUSKAN: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHKPD; 
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tabun 2023 

ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun ... 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

bahwa berdasarkan basil penelitian sebagaimana 
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonari 
Pengurangan Sanksi Administrasi nornor 9) 
tanggal 10) perlu menetapkan keputusan atas 
permohonan pengurangan sanksi administrasi Wajib Pajak 
dimaksud; 

surat permohonan pcngurangan sanksi administratif atax 
nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) •..•.............. 4) 
nomor 5) tanggal 6) yang diterima 
berdasarkan tanda terima nomor 7) tanggal 
................ 8), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan 
pengurangan sanksi administratif Wajib Pajak dimaksud; 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

PERT AMA 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 

Membaca 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

NOMOR 2) 
TENT ANG 

PENGURANGANSANKSIADMINISTRATIF 

PEMERINTAH KOTA KENDARJ 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

........................................................................ 1) 
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............................................... 25) 
NIP. 

Ditetapkan di KENDARI 
pada tanggal 24) 
KEPALA BADAN PENDAPATAN 

DAERAH KOTA KENDARI, 

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

pengurangan 

Rp 22) 
Rp 23) 

Pcnghitungan besarnya sanksi adrninistrasi sebagaimana 
dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut: 
a. sanksi administrasi Rp 20) 
b. besarnya pengurangan 

( %xRp )21) 
c. sanksi administrasi setelah 
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................................ 27) 

Wajib Pajak/Wakil/Kua.ea •j 

Dernikian permohonan pcngcmbalian kelebihan pembayaran pajak daerah 
kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 

Berdasar penghitungan kami, terdapat kelebihan pembayaran pajak 
sebagai berikut: 

a. Pembayaran pajak yang telah dila.kukan 
dengan bukti pembaya.ran: 
l. SSPD No 19) Rp 20) 

Tanggal . 
2. SSPD No. Rp . 

Tanggal . 
3. Dst Rp .. 
Jumlah Pembayara:n Rp 21) 

b. Jumlah pajak yang teruta.ng/ seharusnya terutang Rp 221 
c. Jumlah kelebihan pembayaran pajak Rp 23) 
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dilakukan dengan: 24) 
D Pembayaran rckcning 25) 

D Kompensasi untuk utang pajak : 
.......................................................................................................... 26) 

D Jumlah Pajak yang dibayar lebih besar daripada juro]ah pajak yang 
terutang berdasarkan jumlah pajak pada : 

Jenis Nomor surat : 15) 
Tanggal Surat : 16) 
Jenis Masa Pajak : 17) 
Masa/ Tahun Pajak : 18) 

Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang 13) 
Dengan alasan : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14) 

D 

Nama : 10) 
NPWPD : 11) 
Alamat : 12) 
Bersarna ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak daerah yang disebabkan oleh : 

dari Wajib Pajak : Kuasa 

: 7) 

9) 

Alam at 
Dalam ha! ini sebagai D WAjib Pajak 

D Wakil D 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : 5) 
NIK : 6) 

........ , 1) 
Kepada 

Yth.Walikota Kendari 
cq. Kepala Badan 
Pendapatan Daerah 
di- 

.................... 2) 

.................... 3) 

.................... 4) 
Permohonan Pengembalian 
Pajak 

Nomor 
SifaL 
Lampiran 
Hal 
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*) coret yang tidak perlu 
_.) diisi tandau" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom 

"tidak'' apabila persyaratan tidak dipenuhi. 

.............. ··························· 13) 
NIP 

......................... 14) 
NIP 

Kota Kendari, 12) 
Petugas Peneliti Mengetahui, 

Kepala Sub Bidang . 

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 
romawi IV, pengajuan permohonan pengernbalian kelebihan pembayaran 
pajak dimaksud memenuhi/tidak memenuhi *) 
Persyaralan sehingga permohonan terse but dapat dipcrtimbangkan/tida.k dapat 
dipertimbangkan *). 

. ene itian Persvaratan 
Perncnuhan Keterangan 

Nu Persyaratan Pcrsvartan 101 
v« Tidak 1.l) 

Tertulis dalam bahasa Indonesia dcnga 
mengemukakan alasan yang mendukung pengajua 
oennohonan. 
Diajukan keeada Walikotamelalui Keeala Baoenda. 
Dal.am ha! dimohon restitusi, menyertakan nornor 
rekeninz bank alas narna Waiib Pajak. 
Dalam hal dimohon kompensasi, menyertakan dat 
utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang ata 
nama Waiib Paiak. 
Dilamoiri asli SSPD vanz telah divaliq_?lsi. 
Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/wakil/ kuas 
Waiib P"•ak 
Ditandatangani oleh Wajib l'ajak/wakil/kuasa Waji 

~ "ajak denzan melarnpirkan Surat Kuasa. 

: 6) 
: 7) 
: , 8] 
: Rp 9) 

Jcni$/Nomor Dokumen 
.Jumlah Pajak yang Terutang 

IV P uu 

; 4) 
: 5) 

l. Surat Permohonnn Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 
Nomor dan 1'anggal : 1) 
Tanggal Terima Surat : 2) 
Nomor Tanda Terima Surat : 3) 

II. ldentitas Pemohon 
Nama 
Alarnat 

m. Kewajiban Pajak Daerah 
Jenis Pajak Daerah 
NPWPD 

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN 
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

J1. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 
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1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor .... Tahun ..... 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, diatur bahwa: 
(1) Permohonan pengernbalian kelebihan pembayaran pajak 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dcngan pcrsyaratan 
sebagai berikut: 

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia; 

b. diajukan kepada Walikota rnelalui Kepala Bapenda; 
c. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan; 
d. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi; 
e. menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak; 
r. dalam hal Wajib Pajak rnenghendaki dilakukarmya kornpensasi, 

disertakan data utang pajak dan/ atau pajak yang akan terutang atas 
nama Wajib Pajak; 

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai bcrikut: 
1. fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas Kuasa Wajib 

Pajak dalam hal dikuasa.kan; 
2. fotocopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain 

yang terkait dengan hidang perpajakan, yang terkait dengan 
kelebihan pembaya.ran pajak; 

h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 
dilampiri dengan Surat.Kuasa. 

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebiban pembayaran 
pajak Sauda.ra melalui surat nomor 5) tanggal 6) 
yang diterirna berdasarkan t:anda terima nomor 7) tanggal 
......................... 8), bcrsama ini disampaikan bahwa: 

Sdr 4) : ··········· 3) 
: Segera 
: 1 bundel 
: Pemberitahuan Permohonan 

Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak Tidak 
Dapat Dipertim.bangkan 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

....................................................................... l) 
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•• • • • •• • •• ••• • •• ••• • •• ••• •• •• • • .. • •• • •• • l OJ 
NIP. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 

d. dst. 
sehingga sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Walikota Kcndari 
Nomor ... Tahun ..... , permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlarnpir clikembalikan 
berkas terkait. 

3. Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak kembali dengan Lerlebih dahulu melengkapi persyaratan 
sebagairnana tersebut di atas. 

c. • •• • • • • • •, • o o • • O I, o o o o o Io o o o o o o, o o o o •Io o o o • 0 o, o o • o, o •• • o • o • • o • • • o + o o o o • o o • • o o o o • • • • • • •••••••Io••••,• o o o o O o o o o 

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 107ayat (2) 
Peraturan Walikota Kendari Nomor Tahun , yaitu: 
a 9); 
b . 

Pasal 108 
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran pajak yang tidak 

rnemenuhi persyaratan sebagaimana climaksud dalam Pasal 107 
ayat (2) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga 
tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau 
Kuasanya diberitabukan secara tertulis disertai alasan yang 
mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari 
kcrja dihitung sejak tanggal perrnohonan diterima. 
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PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya / Mengabulkan sebagian *) 
pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
untuk: 
1. Nama Wajib Pajak : 10) 
2. NPWPD : 11) 
3. Alamat Wajib Pajak . 

. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. 12) 
4. Jenis Pajak Daerah : 13) 

KEDUA Sesuai diktum PERTAMA, kepada 14) memiliki 
kelebihan pembayaran 15) Masa/Tahun *) Pajak 
............ 16) sebesar Rp 17) ( ). 

KETIGA : : Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai diktum 
KEDUA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I 
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini. 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KOTA KENDARI TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN 
PAJAK 

MEMUTUSKAN: 

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dituangkan dalamLa.poranHasil Pemeriksaan nomor 
.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 8) tanggal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9) perlu 
menetapkan keputusan atas permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dimaksud; 

Mengingat i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 6 Tahun 

2023 Lentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
3. Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor ... Tahun ... 

tcntang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 
4. Peraturan Walikot,a Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, 

Membaca surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) 
.................................. 3) nomor , 4) 
tanggal 5) yang cliterima berdasarkan tanda terima 
nornor 6) tanggal 7), perlu 
diterbitkan keputusan a.tas pcrmohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dimaksud; 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

TENT ANG 
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

NOMO.R 2) 
KEPUTUSAN K.EPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

PEMERINTAH KOTA KENADARI BADANPENDAPATANDAERAH 
.................................. """" "."."."" 1) 
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27) 
NIP. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal . . . . .. . . 26) 

: Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ctiktum KEDUA: 18) 

D diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/ 
atau pajak yang akan terutang serta tidak teraisa 
kelebihan pembayaran pajak. 

D dipcrhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak 
yang akan terutang dan masih tersisa sebesar 
Rp.................... ( ) 19) untuk 
dipindahbukukan oleh Bank .. . .. . 20) di 
.................. 21) ke rekening Wajib Pajak dengan narna 
rekening .. . . .. ..... .. . ..... ... ... ... .. 22) dan nornor rckening 
................... 23) pada Bank 24) di 25). 

Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang 
akan terutang sesuai dikturn KEEMPAT adalah sebagaimana 
tercantum pada Lampiran ll Kcputusan Kepala Badan 
Pendapatan Daerah ini. 
Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Kcputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Keputusan Kcpala Sadan Pendapatan Daerah ini rnulai 
berlaku pada tangga1 ditetapkan. 
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No Uraian Jumlah 
Paiak yang Terutana Ro. 7l 
Pensaturan Pengenaan/Pengurangan Pajak *\ Ro. 81 
Pol<ok Paiak yang Harus Dibayar RE· 9) 
Komnensasi Paiak/Paiak vanz Sudah Dibavar •i' 
a. SSPD No ............. 10) tgl. ......... 11) Rp 121 
b. SSJ:'D No ................... tg! ............... Rn 
c. SSPD No ................... '"I. .............. Rp 
d. dst. 
.Iumlah Ro. 13) 
Jumlah vanz Lebih Bavar Rn. 14) 

Tcrbilang: .................. 15) 

RINCIAN PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 
Nama Wajib Pajak : 3) 
NPWPD : 4) 
Alamat Wajib Pajak : 5) 
Jen is Pajak Daerah : 6) 
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KEPUTUSAN KEPALA SADAN 
PENDAPATAN DAERAH KOTA 
KENDARI 
NOMOR : 1) 
TANG GAL: 2) 
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Mengem baJ-ikan kele bihan pembayaran pajak untu.k: 
1. Narna Wajib Pajak : 8) 
2. NPWPD : 9) 
3. Alamat Wajib Pajak : . 

.................................................. 10) 
4. J cnis Pajak Daer ah : .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 11) 
Sesuai diktum PERTAMA, kepada 12) 
memiliki kelebihan pembayaran 13) Masa/ 
Tahun *) Pajak 14) sebesar Rp.................... 15) 
( ). 
Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai 
diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum pada 
Lampiran T Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah 
ini. 

KEPUTUSAN KEPALA SADAN PENDAPATAN DAERAH 
KOTA KENDARI TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

MEMUTUSKAN: 

hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan 
Hasil Pemeriksaan nornor 3) tanggal . 
4), terdapat kelebihan pembayaran pajak dari Wajib 
Pajak . .. .. .. .. ....... ... .. .. 5) sehingga diterbitkan kcputusan 
atas kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak 
dimaksud; 
bahwa berdasarkan SKPDLB nomor 6} 
tanggal .. . .. . ... .. .. . .. .. .. .. .. 7) perlu menetapkan keputusan 
atas kelebihan pcm.bayaran pajak dari Wajib Pajak 
dimaksud: 
1. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Pajak 

Daerah; 
2. Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nornor 6 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
3. Peraturan Walikota Kcndari Nomor ... Tahun ... tcntang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 
4. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang 

Tata Cara Perncriksaan Pajak Daerah. 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 

TENTANG 

KELEBffiAN PEMBAYARAN PAJAK 

NOMOR 2) 

KET I GA 

KEDUA 

PERT AMA 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 

Membaca 

KEPUTUSAN KEPALA SADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

PEMERINTAH KOTA KENDARl 
BADAN PENDAPATAN DAERAII 

....................................................................... 1) 
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............................................... 25) 
NIP. 

Ditctapkan di KENDARI 
pada tanggal .. . .. . ...... .. .. . . 24) 

K.EPALABADANPENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARl, 

K.EENAM 

KELI MA 

KEEMPAT Kelcbiban pembayaran pajak scbagaimana dimaksud 
dalam dikturn KEDUA: 16) 

D diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/ 
atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa 
kelcbiban pembayaran pajak. 

Ddiperhltungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak 
yang akan terutang dan masih tersisa sebesar 
Rp... ( ) 17) untuk 
dipindahbu.kukan oleh Bank 18) di 
.................. 19) ke rckening Wajib Pajak dengan nama 
rekening .. . .. ... . . . ..... ..... .. . . .. 20) dan nomor rekening 
................ 21) pada Bank 22) di 23). 

Rincian kornpensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak 
yang akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalab 
sebagairnana tercantum pada Lampiran II Keputusan 
Kepala Badan Pendapatan Daerah ini. 
/\pabila di kernudian hari ternyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini rnulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KETUJUH 
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No Uraian Jumlah 
1. Pajak yang Terutang Rp 7) 
2. Pengaturan Pcngenaan/Pengurangan Pajak *) Rp 8) 

3. Pokok Pajak yang Harus Dibayar Rp 9) 

4. Kompensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar *) 

a. SSPD No ............. 10) tgl .......... 11) Rp 12) 

b. SSPD No ................... tgl. .............. Rp 
c. SSPD No ................... tgl ............... Rp 

d. dst. 
- 

Jumlah Rp 13) 

5. Jumlah yang Lebih Bayar Rp 14) 

Terbilang: .................. 15) 

~ 

: 3-) 

: 4) 

: 5) 

: 6) 

Nama Wajib Pajak 
NPWPD 

Alamat Wajib Pajak 
.Jenis Pajak Daerah 

RINCIAN PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

NOMOR : 1) 

TANGGAL : 2) 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN 

PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARl 



IO 
00 
C\l 



........................................ 22) 
NIP. 

Kendari, 21) 
KEPALABADANPENDAPATAN 
DAERAH KOTA KENDARI, 

Ill. Kesimpulan, jumlah pajak yang telah dibayar SAMA BESARNY A dengan 
pajak yang terutang dari basil Pemeriksaan sehingga tidak terdapat 
kelebihan pembayaran. 

No Uralan Jumlah 
14l - 1. Paiak yang Terutang Rp 

2. Penzaturan Pengeoaan/Pengurangan Pajak ·•i Rp 15) 
3. Pokok Pajak yang Harus Dibayar Rp 16) 
4. Kornpensasi Pajak/Pajak yang Sudah Dibayar *) 

._ a. SSPD No ................... I 7) tg) .......... 181 Rp 19) 
b. SSPD No ......................... tgl. .............. Rp 
k. dst. 
Jumlah Rp 20) 

5. Jumlah yang Kurang/Lcbih Dibayar NIHIL 

u. Penghitungan pajak yang terutang dari hasil Pemeriksaan adalah scbagai 
berikut: 

Narna Wajib Pajak : 8) 
NPWPD 9) : . 
Alam at Wajib Pajak : 10) 
Jenis Pajak Daerah . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. 11) 
Yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 12) 
tanggal 13). 

r. Berdasarkan: 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 
3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun ... tcntangTata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
4. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Pajak Daerah. 
telah dilakukan Perneriksaan terhadap permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak atas narna Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib 
Pajak *) 3) nomor 4) tanggal 5) 
yang diterima berdasarkan tanda t.erima nomor 6) tanggal 
............... 7) tcrhadap: 

NOMOR ..•............................... 2) 

SURAT PEMBERITAHUAN (SPb) 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
..................................................................... 1) 
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KOTA KENDARI TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA 
Memberikan imbalan bunga kepada: 
l. Nama Wajib Pajak : 6) 
2. NPWPD : 7) 
3. Alamat Wajib Pajak . 

. ········· 8) 
4. Jenis Pajak Daerah : 9) 
Sesuai diktum PERTAMA, kepada 10) 
diberikan 
imbalan bunga sebesar Rp........... 11.) 
( ) yang diberikan berkenaan dengan 
... 12 sesuai Pasal 13) 
Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor _'T'ahun __ 
tcntang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.. 

MEMUTUSKAN: 

hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Nota 
Penghitungan Pembcrian Imbalan Sunga nornor 3) 
tanggal 4) terhadap keterlambatan pelaksanaan 
ketenruan perundang-undangan perpajakan daerah dan/ 
atau pelaksanaan putusan keberatan, putusan banding, 
atau putusan peninjauan kembali terhadap Wajib Pajak 
......................... 5), perlu rnenetapkan keputusan pernberian 
imbalan bunga kepada Wajib Pajak dimaksud; 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 

Lentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
3. Peraturan Walikota Kola Kendari Nornor Tahun ... 

tentangTata Cara Pernungutan Pajak Daerah; 

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH, 
PEMBERIANIMBALANBUNGA 

TENTANG 

NO MOR ..•••••....•..•..•................ 2) 

KEDUA 

PERT AMA 
Menetapkan 

MengiDgat 

Menimbang 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
..................................................................... 1) 
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............................................... 23) 
NIP. 

Ditetapkan di KENDARJ 
pada tanggal . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 22) 

KEPALA SADAN PENDAPATAN 
DAERAII KOTA KENDARI, 

KE LIMA 

KEEMPAT 

D diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/ 
atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa 
kelebihan pem bayaran paja k. 

O diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak 
yang akan tcrutang dan masih tersisa sebesar 
Rp.................. .. ( ) 15) untuk 
dipindahbukukan oleh Bank 16) di 
.................. 17) ke rekening Wajib Pajak dengan nama 
rekening . .. . 18) dan nomor rekening 
................... 19) pada Bank 20) di 21). 

Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/ atau pajak 
yang 
akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana 
tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Badan 
Pendapatan Daerah ini. 
Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Kcpala Badan Pcndapatan 
Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KEEN AM 

Pemberian imbalan bunga sebagairnana dimaksud dalam 
diktum KEDUA: 14) 

KETIGA 
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Kapasitas parkir mobil = luas lahan parkir (P X L) 
= 18 x 12 
- 216 rn2 

Kapasitas parkir motor = tuas lahan parkir (PX L) 
= 10 x 5 
• 50m2 

Jawaban 
Diketabui: 

Di ketahui orang pribadi/badan menyediakan lahan parkir dalam rangka 
mendukung kegiatan pokok usaha, dari hasil pendataan di ketabui bahwa : 

1. Data luas lahan parkir mobil : 
Panjang : 18 m 
Lebar : 12 m 

2. Data luas lahan parkir motor: 
Panjang : 10 m 
Lebar : 5 m 

3. Jam operasional usaha : 09.00 s/d 16.00 = 7 (tujuh) jam 
4. Hari operasional : 30 bari 

Berapa potensi pembayaran pajak parkir selama 1 bulan ? 

- Kapasitas parkir, yaitu luas keseluruhan lahan parkir dikurangi 
penggunaan laban parkir untuk keperluan lainnya. 

Kebutuhan lahan, yaitu kebutuhan lahan parkir per unit= Rata Rata 
Kebutuhan Parkir Roda 4 = 4 M2 dan Roda 2 = 1.5 MZ. 

- Jam, yaitu waktu layanan dalam satuan jam. 
- Hari, yaitu hari operasional. 

} x Jam xHari 'x 30 % 

umlah Pengguna parkir per bulan = 

{
Kapasitas Parkir Kcbutuhan Lahan 
Kcbutuhan Lahan 

DPP Parkir = >i Jumlah Pengguna Parkir per Bulan x Tarif Parkir 
Keterangan : 
- OPP Parkir, adalah Dasar Pengenaan Pajak Parkir. 
- Jumlah pengguna park.ir per bulan, adalah, jumlah rata-rata pengguna 

parkir per bulan. 
- Tarif parkir, adalah tarif parkir yang berlaku di Kota Kendari untuk 

sekali parkir. 
2. Dalam hal rata-rata jumlah pengguna layanan parkir per bulan tidak 

diketahui, maka dapat dihitung dengan rumus perhitungan : 

1. Dasar pcngcnaan pajak yang seharusnya dibayar bagi penyelenggara 
parkir yang menerapkan parkir curna-cuma dihitung rata-rata pengguna 
layanan parkir per bulan dikalikan tarif parkir dalam sekali parkir, 
dirumuskan sebagai berikut : 

CONTOH PENGENAAN WAJIB PAJAK PBJT ATAS JASA PARKIR SECARA 
CUMA-CUMA 
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TOTAL PENGGUNA PARKIR MOBIL & MOTOR ADALAR: 
= 22.680.000 + 6.999.300 

= 29.679.300 

DASAR PENGENMN PAJAK PARKIR SELAMA 1 BULAN: 

= JUMLAH PENGGUNA PARKIR X TARIF PAJAK 

PARKIR 

= 29.679.300 X 30 % 
= Rp. 8.903.790 

RUMUS .JUMLAH RATA-RATA PENGGUNA PARK.IR MOTOR PER BULAN : 

= Llill..l 
1,5 x 7 x 30 x 1.000 

a 33, 33 x 7 x 30x l.000 

6.999.300 

= 

= 

RUMUS JUMLAH RATA-RATA PENGGUNA PARKIR MOBIL PER BULAN : 

Jumlah Pengguna parkir per bulan = 

a asitas Parkir Kebutuhan Lahan L x Jam x Hari x Tarif 
ebutuhan Lahan J 

Rata-rata kebutuhan lahan parkir per unit mobil = 4 M2 dan motor = l.5 M2 
Tarif parkir mobil = Rp. 2.000 
Tariff parkir motor = Rp. 1.000 

x 7 x 30 x2.000 
( 216 I 

4 
54 x 7 x 30 x 2.000 

22.680.000 

= 



Keterangan: 
Lembarke-1: OPD Pemungut 
Lembar ke-2 : Wajib Retribusi 

NamaJelas NamaJelas 

Kendari, 
Petugas Pendata, Mengetahui/Menyetujui 

Wajib Retribusi 

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya. 

a. Nama Usaha 
b. A I ama t 
c. Kode Pos 

B. DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH 

1. 
2. 
3. 

A. IDENTITAS SUBJ EK RETRIBUSI 

a. Narna (Penanggung Relribusi) 
b. Alamat 
c. Kelurahan 
d. Kecamatan 
e. Kode Pos 

PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI 

RETRIBUSI: . 

JI. Drs.11. ADDULIAll STLONDAE NO. 8 Telp. {0401) 32921S 

PEMERINTAH KOTA KENDARI I Model-OPD.001.Ret 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

BENTUK, TS!, DAN CONTOH FORMULIR YANG DTGUNAKAN SEBAGAl 

SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUST DAERAH 

LAMPIRANU PERATURA.i'l WAL! KOTA KEl\1DARI 
NOMOR 3 TAHUN 2024 
TANGGAL 15 - :i - 2024 
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH 



NamaJelas 

Kendari, . 

3 . 
4 . 
5 . 

2 . 
1 . 

Dengan ini mcngaj ukan untuk 
rnendapatkan: Jasa Pelayanan 
Alamat Objek : 
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan 

perayaratan permohonan sebagai berikut: 

. . . Ala.mat 

Orang Pribadi/Badan : . 
Bertindak untuk dan atas nama 

.................................................................. 

.................................................................. 
.................................................................. Na.ma 

Pekerjaan/ jabatan 
Alamat 

Yang bcrtanda tangan di bawah ini: 

Kendari 
: Permohonan Jasa Pelayanan 

Kepada 
Yth. Ytb Wali Kota Kendari 

Cq. (Kepala OPD) . 
di- 

Model-OPD.002.Ret 

- 2 - 

Sifat 

Lampiran 

Ha.l 

Nomor 



Lembar ke-L : untuk Wajib Retribusi 
Lernbar ke 2 : untuk OPD Pemungut 
Lembar ke-3 : pertinggal pada OPD Pemungut 

NlP Nama .Jelas 3 

Penyetor Kepala OPD 

Kendari, . Kendari, . 
• 

• Horus disetor selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari 
tanggal SKRD ini ditandatangani. 

• Jatuh Tempo Pembayaran tanggal: .. 
• Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentu.kan dikenakan 

denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan . 

tuk oembavaran Pokok Retribusi denaan perincian sebazai berikut: 

NO Ayat Penerirnaan Jenis Retribusi Jumlah Pokok Retribusi 

I 

Jumlah Rp. 

Jumlah : Rp. 
Terbilang 
Un 

Berdasarkan Peraluran Daerah No ....... Tahun ........ dan atas permohonan Saudara 
agar segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank 

Penerima. 

............................................................................. ' . 
pelayanan: .Iasa 

Kepada Yth. 
Nama 
Alamat 
Bi dang 

No. Form OPD SURAT KETETAPAN RETRTBUSI DAERAH (SKRDl 
Nomor 

JI. DI'S.JI. ABDULLAH SJLONDAE NO. 8 Telp. ((}4()1} 329215 

- 3 - 

PEMERINTAH KOTA KENDARI I Model-OPD.003.Ret 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 



Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapac diberikan paling banyak 4(empat) kali 
cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan j umlah yang sama besar. 

NamaJelas 

Kendari, . 

Pemohon, 

4 . 
5. 

dengan ini mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran 
Retrubisi.. . .. .. ... ... .. sebanyak............... kali angsuran 
sebesar Rp /bulan atas utang retribusi berdasarkan 
SKRD Nomor: . 
Sebagai bahan pertimbangan karni sampaikan sebagai berikut: 
1 .. 
2 . 
3 . 

Pekerjaan /jabatan 
Nama Perusahaan 
Ala.mat 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Na.ma. . 

Kendari : Permohonan Pembayaran 
Angsuran Retribusi 

Kepada 
Yth. Yth Wali Kota Kendari 

Cq. (Kepala OPD) . 
di- 

Model-OPD.004.Ret 

- 4 - 

Catatan: 

Norn or 
Sifat 
Lampiran 
Hal 



* Coret yang tidak perlu 
Tembusao: 
t. Kepala Bapenda Kota Kendari 

NIP. 

Ditetapkan di Kcndari 
Pada tanggaJ : . 
Kepala OPD . 

Keputusan Kepala (OPD ) ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan 

.. ' . 

Nam a 

.Jabatan 

Alamat 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KEPALA (OPD ..... ) TENTANG PERSETUJUAN/ 
PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH 

Menyetujui/Menolak*) permohonan angsuran pembayaran 
retribusi kepada: 

Ost 

a. bahwa sesuai perrnohonan secara Angsuran Retribusi 
nomor: TanggaJ yang diajukan oleh Wajib 
Retribusi dan setalah ctiadakan penelitian ternyata alasan­ 
alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembaya.ran 
retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam 
SKRD/STRD telah memenuhi/tidak rnemenuhi"] ketentuan; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Kepala OPD tentang Persetujuan/Penolakan*) 
Pernbayaran Angsuran Retribusi Daerah. 

KEDUA 

KESA TU 

Menetapkan 

Mengingat 

Menirnbang 

OPD . 
KEPUTUSAN KE:PALA OPD . 

NOMOR: 'l'AHUN . 
TENT ANG 

PERSETUJUAN /PENOLAKAN*) PEMBAY ARAN ANGSU RAN RETRIBUSI DAERAH 
KEPALA OPD . 

JI. Drs.11. ,IIIDULLAH SJWNDAE NO. 8 Te[p. (0401) 329215 

-5- 

PEMERINTAH KOTA KENDARJ I Model-OPD.005.Ret 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ~ 

,a/ 



No. Agenda: 

Tanggal 

Paraf 

Lembar ke-L : untuk Wajib Retribusi 
Lcmbar ke-2 : untuk OPD Pemungut 
Lembar ke-3 : pertinggal pada OPD Pemungut 

•j Coret yang tidak perlu 

NamaJelas 
NIP . 

Yang Membuat Pemyataan 
Penyetor 

Kepala (OPD) . 

Kendari, . Mengetahui/Menyetujui 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut 
diatas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
yang bcrlaku. 

Angsuran ke Tanggal Pembayaran Besarnya Angsuran (Rp) 

1 
II 
Ill - 
JV 

Pembayaran angsuran Retribusi Daerah dengan jadwal pembayaran sebagai berikut: 

Dengan ini menyatakan/ berjanji untuk membayar retribusi terutang yang lercantum 
dalam SKRD/STRD Nomor : Tanggal secara angsuran 
dengan Keputusan Kepala OPD .. Nornor . 
Tanggal.. tentang Persetujuan /Pcnolakan*) 

Nama Wajib Retribusi 
Ala.mat 
Pekerjaan 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 
KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH 

Nomor : . 

JI. Drs. H. ABDTIUAII S/WN/JAE NO. 8 Telp. (0401) 329215 

- 6 - 
PEMERINTAH KOTA KENDARl I Model-OPD.006.Ret 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 



Nama Jelas NIP . 
Lembar ke-L : untuk Wajib Retribusi 
Lembar ke-Z : untuk Tempat Penerimaan Pembayaran 
Lembar ke-3 : untuk OPD Pemungut 
Lembar ke-4 : untuk Bapenda 

Wajib Retribusi Kepala (OPD) .. 

Kendari, .......... Kendari, .. 

No Ayat Penerirnaan .Jenis Retribusi J umlah Pokok Angsuran ke Retribusi 

-- Jumlah Rp. 
• Harus disetor dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat 

Pernyataan Kesanggupan Pembayaran ANgsuran Nomor: ................................. 

Berdasarkan Ketetapan Retribusi clan SKRD/STRD*) Nomor =---····-- Tanggal .. 
Segera rnenyetorkan uang padarekening kas umum daerah melalui Bank Penerima 
Jumlah : Rp ... 
Terbilang 
Untuk Pembayaran angsuran retribusi dengan perincian sebagai berikut : 

Pelayanan : .. Jasa 

Kepada Yth. 
Nam.a 
Alamat 
Bi dang 

OPD Nomor 

No. Form : SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN 
RETRIBUSI DAERAH (SPARD) 

fL 01'$, H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Tetp. (0401) 329Z1S 

. 7 - 
PEMERINTAH KOTA KENDARI I Model-OPD.007.Ret 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 



NamaJelas 

Kcndari, . 

Pemohon, 

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh 
tanggungjawab. 

4. . ·····················•···· 
5. 

1. .. 
2. 
3. 

Bersama ini kami mengajukan permohonan periundaan pembayaran 
Retrubisi atas utang rctribusi berdasarkan SKRD Nomor 
: Tanggal, se besar Rp . 
Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai 
berikut: 

Bcrtindak atas nama 
Orang Pribadi/ Badari: . 

Alamat . 

Pekerj aan /ja batan 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama . 

Kendari : Pennohonan Penundaan 
Pembayaran Retribusi 

Kepada 
Yth. Yth Wali Kota Kendari 

Cq. (Kepala OPD) . 
di- 

Model·OPD.008.Ret 
- 8 - 

Sifat 
Lampiran 
Hal 

Nornor 



Persetujuan pennohonan penundaan pembayaran sebagaimana 
dirnaksud pada DTKTUM f{ESATU harus dibayar sckaligus 
sebesar Rp........ .. . .. . .. . . Paling lam bat tanggal . 
dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Pcmbayaran*)/ 
Penolakan pcrmohonan penundaan pembayaran sebagaimana 
dirnaksud DIKTUM KESATU berdasarkan pertirnbangan alasan 
pemohon*) 

KEDUA 

" • • • • • • • o • • 0 • • 0 • • o ••I••••'••'•••••••'••'••••• 

Na.ma 

,Ja.batan 

Alam.at 

Menyelujui/Menolak*) pennohonan penundaan pembayaran 
retribusi kepada: 

KESATU 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KEPALA (OPD ..... ) TENTANG PERSETUJUAN/ 
PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSl DAERAH 

Menetapkan 

Mengingat Dst 

a. bahwa sesuai permohonan penundaan pembayaran 
Retribusi nomor: . .. .. .. .. . .. . Tanggal........ ... yang diajukan 
oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian 
ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk menunda 
pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum 
dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) 
ketentuan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Kepala OPD tentang Persetujuan/Penolaka,n*} 
penundaan Pembayaran Retribusi Daerah. 

Menimbang 

OPD . 

KEPUTUSAN KEPALA OPD . 

NOMOR: TAHUN . 
TENTANG 

PERSETUJ UAN /PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAY ARAN RETRIBUSl DAERAH 

KEPALA OPD . 

JI. Dl-s.11. ABDULLAH S/1,0ND/I.E NO. 8 Telp. (040!) 329215 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
Model-OPD.009.Ret 
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* Curet yang tidak perlu 
Tembusan: 
1. Kepala Bapenda Kota Kendari; 
2. OPD. 

NIP. 

Ditetapkan di Kendari 
Pada tanggal : .. 
Kepala OPD .. 

Keputusan Kepala (OPD ) ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan 

KETIGA 



No. Agenda: 

Tanggal 

Paraf 

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi 
Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut 
Lembar ke-3 : Untuk Bapenda 

*) Corel yang tidak perlu 

NarnaJelas 
NlP . 

Yang Membuat Pernyataan 
Penyctor 

Kepala (OPD) . 

Kendari, . Mengetahui/Menyetujui 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribuai 
tersebut diatas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Dcngan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercanturn 
dalam SKRD/STRD Nomor : Tanggal secara angsuran 
dengan Keputusan Kepala OPD .. . . . . Nomor . 
Tanggal.. tentang Persetujuan /Penolakan*) Penundaan Pembayaran 
Rctribusi Daerah dengan batas akhir pernbayaran tanggal : . 
Ju.mlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp : . 
Terbilang . . . 

Nama Wajib Retribusi 
Alamat 
Pekerjaan 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PERNYATAANPENUNDAAN PEMBAYARAN 
Nomor : . 

JlDrs. H. ABDULLAH SJLONDAf! NO. 8 Te/p. (04().1) 329115 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
Model-OP0.010.Ret 
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*) beri tanda -../ pada Kotak D sesuai dengan ketetapan yang dirniliki. 

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi 
Lembar ke-Z : untuk Ternpat Pcncrimaan Pcmbayara.n 
Lembar ke-3 : untuk OPD Pemungut 
Lem bar ke-4 : untuk perti.nggal pada OPD 

NamaJelas Nama .Ielas 
Tempat teraan Kas Register /Tanda Lunas 

Penyetor 

Kendari, . Uang sejuml.ah tersebut di atas telah 
diterima, 
Tanggal: 
Tanda Tangan 

No Ayat Pernbayaran Jenis Retribusi Jumlah Pokok Retribusi 

,Jumlah Rp. 
Dengan buruf: 

Menyetor berdasarkan *) D SKRD 

D STRD 

D SPARD 

D Dokumen yang dipersamakan 

Nomor Ketetapan I 
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut: 

Nama 
Alamal 
NPWPD 

OPD Nomor 

No. Form SURAT SETORAN RETRIBUSl DAERAH (SSRD) 

JL Drs, H. ABDULLA/I SIWNDAE NO. 8 Telp. {0401) 329215 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
Model-OP0.011.Ret 

-12- 
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W' 



No. Agenda: 

Tanggal 

Paraf 

*I Caret yang tidak perlu 

NamaJelas 

Kendari, . 

Pemohon, 

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengembalian 
pembayaran alas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor 
: Tanggal sebesar Rp . 

Rctribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah karni bayar 
sebesar Rp........................ ,maka atas kelebihan pernbayaran 
tersebut, kiranya dapat clikembalikan/digunakan untuk melunasi 
retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran 
masa retribusi berik:utnya*) 
Dcmikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlarnpir. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.................................................................... 
......................................... - . 
•'•I••• o • o o• o o • o o'" '+o' o o' oo' ol O 00' 0 0 o • o • •• o o oo o oo' oo o o o o oo o • o o o o o Pekerjaan / jabatan 

Nama Perusahaan 

Alamat 

Yang bertanda tangan cli bawah ini: 
Nama . 

Kendari : Permohonan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran 

l Model-OPD.012.Ret 
Kepa a 

Yth. Yth Wali Kota Kendari 
Cq. (Kepala OPD) . 
di- 

- 13 - 

Sifat 
Larnpiran 
HaJ 

Nomor 



·•) Coret yang tidak perlu 
Lem bar ke l : untuk Wajib Retrlbusi 
Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut 
Lembar ke-3 : Untuk Bapenda 

NTP .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kepala (OPD) . 

Untuk kclebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan *) 

a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang 
b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya 
c. Untuk dilakukan pengembalian 

Dernikian pemberitahuan ini agar saudara maklum dan terima kasih 
Kendari, . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sanksi Adrninistrasi .. % x bulanx Rp Rp . 
.Jurnlah retribusi yang dikembalikan Rp .. 

Terbilang . 

Rp . 

Rp . 
Jumlah Pembayaran Retribusi 
Jumlah Retribusi Lebib Bayar 

Berdasarkan surat permohonan saudara tanggal Nomor: . 
roenegcnai kelebihan pembayaran retribusi dan setclah diperhitungkan kcmbali 
terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor: Tanggal . 
yang telah Saudara bayar dengan nomor ayat. ,dcngan ini diberitahukan 
bahwa hasil perhitungan untuk rnasa retribusi bulan. .. . .. . .. . .. sd . 
tahun sebagai berikut: 
Jumlah Retribusi Terutang Rp . 

.Jabatan : . 
Alamat : . 

........................ 
Kepada 

Yth. Nama 
Nomor : 

Nornor Form 
Nomor OPD 
Tanggal 
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBfH BAYAR (SKRDLB) 

/L Drs. H. ABDULLAH SILDNDAE NO. fl Telp. (0401) 329215 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

-14 - 
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~ w 
Model-OPD.013.Ret 



*) Coret yang tidak perlu 
Lembar ke-1 : untukWajib Retribusi 
Lernbar ke-2 : untuk OPD Pemungut 
Lembar ke-3 : Untuk Bapenda 

NIP . 

Kepala (OPD) . 

Dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan ini, dirninta agar saudara segera 
melunasi retribusi yang terutang tersebut diatas selambat-lambatnya ( ) 
Hari setelab tanggal Surat Pcmberitahuan ini dikeluarkan. 

Kendari, . 

Jenis Masa Retribusi Jumlah Retribusi Tanggal Jatuh Terutang pada (Rp) Retribusi Retribusi Tempo SKRD No ... 

Berdasarkan basil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara 
bclum mcnyclcsaikan pcmbayaran retribusi yang terutang sebagai berikut : 

SURAT PEMBERTTAHUAN 

NOMOR: . 

Kendari 
di- 

Yth. 

Kepada Nomor 
Sifat 
Lampiran 

Hal 

JI. Ors. H. ABDULLAH SlLDNDAli NO. 8 lelp. (0401) 3:.111l15 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
Model-OPD.014.Ret 

-15 - 
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*) Coret yang tidak perlu 
Lernbar ke-L : untuk Wajib Retribusi 
Lem bar ke-2 : untuk OPD Pemungut 
Lembar ke-3 : Uncuk Bapenda 

Nil' . 

Kepala (OPn) ···-·····-··-·· 

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 1% sebulan dari jumlah retribusi terutang. Olch karcna itu 
diminta saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut diatas selambat- 
lambatnya ( ) Hari sctclah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan. 

Kendari, . 

SKRD No_·-····· Sanksi Keterlambatan Jurnlah Retribusi 
Jenis Retribusi Rp membayar 1 % /Bulan yang harus dihayar 

(Rp) (Rp) 

- 

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara 
belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut : 

NOMOR: . 
Kendari 

di- 

Yth. 
Si fat 

Lampiran 
Hal 

Kepada Nornor 

JI. Dr». ff. ABDIIIJ,A/1.~rt.ONDAF. NO. R Telp. (0401) 329215 

- 16 - 

PEMERlNTAH KOTA KENDARI I Model-OPD.015.Ret 
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*) Coret yang tidak perlu 
Lem bar ke-1 : untuk Wajib Retribusi 
Lernbar kc-2 : untuk OPD Pemungut 
Lembar ke-3 : Untuk OPD Pemungut 
Lembar ke-4 : untuk Bapenda 
Lembar ke-5 : pertinggal pada OPD 

NamaJelas NIP . 

Untuk menghindari pclaksanaan penagihan. sesuai ketentuan yang berlaku, diminta 
agar saudara melunasi kewajiban pembayaran retribusi. 
Kendari................ Kendari, . 
Kepala (OPD) .. . . . . . ... . .. . . Penyeior 

Sanksi Administrasi 1 % x bulan x Rp Rp . 
Jumlah retribusi yang harus dibayar Rp . 
Terbilang . 

Rp . 
Rp . 

Jumlah Pembayaran Retribusi 
Tidak/Bayar bayar 

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar 
retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor: . 
Tanggal Dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk rnasa 
retribusi bulan sd tahun sebagai berikut: 
Jumlah Retribusi Terutang Rp . 

Kepada 
Yth. Nama . 

Jabatan : . 
Alamat : . 

OPD 
NomorForm 
Nomor 
Tanggal 
SURAT TAGTHAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 
Nomor : 

JI. Drs. H. ABDULLAH SILONDAE NO. 8 Tclp. (0401) 329215 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

- 17 - 
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NlP .. NIP .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kendari, .. 
Pctugas Pcnghitung 

Diketahui dan disetujui : 
Oleh . 

PARAF KOORDltlASI 
. 

"10 INSTANSI I UNIT KERJA PA~AF 
1 ~ Pt"-1'", o.rwL, l/ 

2 ~- ~~.,~Ct I~ 
3 l=~b<1111 I{ "ll:"'IW' ,/ 

4 

NO JENIS RETRIBUSI JUMLAH RETRIBUSI 

1 2 3 

NOTA PERHITUNGAN 

fl. Ors. B. ABDULLAH SJ.LON OAF. NO. 8 Telp. (0401) 3Z9Z15 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
Model-OPD.019.Ret 
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